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ABSTRAK

Naima » Halida Nuvina
Program Studi : Magister {imu Hukum Universitas Indonesia
Judul : Penjaminan Kredit sebagai Saiah Satu Bentuk Pengamanan Kredit

dalam Penvaluran Kredit bagi Sektor Usaha Mikro, Keeil,
Menengah dan Koperasi (Stadi Kasus Penjaminan Kredit melalui
Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia atas Kasus Kredit
Macet Koperasi Pegawai Republik Indonesia-Gotong Royong
pada Bank Miaga).

Tipe penelition hukom  yeng digpunskan adalah  yuridis nommatif yang
menghasilkan  kajian preskriptif. Metode penelitian yang digunakan dalam
penelition ini adalsh pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep dan
pendokatan analitis. Dalam teknik pengumpulan data, peneliti menggunakan data
seiunder dengan melakukan studi kepustakaan ferhadap bahan-bahan hukom
primer, sekunder, dan tersier. Selain iy, dilakukan wawancara depgan pihak
Perum Jamkrindo dan Bank Niaga untuk mendapatkan datz primer yang
digunakan untuk menduokung data sekunder. Data yang adaz dignalisis secara
kuslitatif. Permasalshan dalam penelitian ini adaleh dasar pertimbangan hukum
masih dipgriukan adanya penjaminan kredit melalut Perum Jamrindo, padahal
KPRI-Gotong Royorg telah menjaminkan piutangnya seeara fidusia kepada Bank
Niaga. Selanjutnya, akibat hukum apa yang akan timbul atas penyeiesaian kredit
macet KPRE-Gotong Rovong pada Bank Niaga dengan adanya penjaminan kredit
melali Perum  Jamkrindo. Persoalan lainnya adalah  apaksah  perbedaas,
keunggulan dan kelemahan antara penjaminan kredit dan asuransi kredit.-Sebagai
hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penjaminan kredit melalui Perurm
Jamkrindo diperlukan karena jaminan piutang secara fidusia dirasakan kurang
memadai dengan terdapatnya kelemaban dalam melakukan eksekusi sehagaimana
terdapat dalam Akta Jaminan Fidusia. Pertimbangan hukum Isinnya adalah
dilepaskannya hak istimewa Perum Jamkrindo berdasarkan Pasal 1831 dan 1832
KUHPerdata, Mengacu pada kal di atas, dengan adanya pentaminan kredit melalo
Perum Jamkrindo, KPRI-Gotong Royong telzh memenuhi persyaratan teknis
porkredifan sehingga memperoleh kredit vang bersangkutan. Sementara ity, Bank
Nigga pun merasa aman ates kredit yang disalurkannya kepada KPRI-Gotong
Royong karena telah mendapatkan penjaminan kredit dari Perum Jamkrindo.
Dengan adanyva penjaminan keedit, ketika terjadi kredit macet, Perum Jamkrindo
sehagat Ponjamin waib membayar klaim sebesar 75% dari kerugian vang diderita
kepada Bank Miaga scbagai Penerima Jaminan, Atas pembayaran kiaim tersebut,
Penjamin memiliki hak subrogasi yang besarnya secbanding dengan besamya
laim yang dibayar. Dalam hal ini, Ponjamin menggantikan hak-hak Bank Niaga
atas KPRI-Gotong Royong Berkaitan dengan hal terschuf, terdapat beberaps
keunggulan, kelemahao den perbedaan antara penjaminan kredit dan asurangi
kredit. Berdasarken apa yang diuraikan di atas, maka tujuan dari dilakukamnya
penelitian ini adalah membante UMKMK dalam mengakses kredit perbankan
dengan memanfaatkan penjaminen kredit.

Kata Kunch: penjaminan kredit, Perum Jamkrindo, asuransi kredit.
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ABSTRACT

pame : Halida Nurina
Major : Magister [imu Hukum Universitas Indonesia
Title : Credit Guarantee as One of The Credit Security on The Loan Faeility

for Micto Small Medium Enterprises (Case Study of  Credil
Cuarantee Using Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia on
The Default of Koperast Pegawai Republik Indonesia-Gotong
Royong in relation to Its Credit Agreement with Niaga Baok)

This law research is using normative juridical as a type of law research which
produces prescriptive studied. The methods using in this research is statute
approach, conceptual approach, and amalvtical approach, In data collecting
technigue, the researcher is using secondery data which is obtained by library
research toward primary law materials, secondary law materials, and teriiary law
materials, In addition, to support the secondary materials, researcher is using
primary raaterials which is obtained from the interview with Perum Jamkrindo
party and Niaga Bank, Furthermnore, the data are analyzed in a qualitative manner.
The problem in this research is the law consideration why it’s required a guarantee
through Perum Jamkrindo whereas KPRI<Gotong Royong has guarantied its
account receivable under fiducia to Bank Niaga. The second problem is what lepal
cause that will arise on the credit settlement between KPRI-Gotong Royong and
Niaga Bank with the credit guaramee from Perum Jamkrinds, The other problem
is what the contrast, advantages and disadvantages between credit guarantee and
credit insurance. As the result of this rescarch it can be concluded that credit
guarantee throagh Perum Jankrindo is needed because of the account receivable
guaramee which is only under fiducia is insufficient refer to the exscution
weakness that is stated in Akta Jaminan Fidusia. The other law consideration is
based on the releasing of Perum Jamkrindo™s privilege as stated in Article 183t
and 1832 Code Civil, According to those above, with the credit guarantee from
Perom Jamkrindo, KPRI-Gotong Rovong has obtained all technical iocan
requirerients and {ead to 4 result that if can have the loan mentioned. Meanwhile,
Niaga Bank has the security over the ipan which it i3 provided 1o KPRI-Gotong
Royong as the result of the credit guarantee from Perum Jamkrindo. The credit
guarantee offer a 75% payable over the claim of the delriment that suffered by
Niaga Bank as the parly who receives the guarantee. Over the claim payment,
guarantor receives the subrogation right which equal with the claim payment.
According to that, the guarantor replaces the right of Niaga Bank and the party
who receives the guarantée over KPRI-Gotong Royong. So there are some
contrast, advantages, disadvaniages between the credit guarantee and eredit
insurance. Based on those above, the purpose of this research is helping UMKME
gain the banking foan which is using credit guarantes,

Key words: credit guarantes, Perum Jamkrindo, credit insurance.
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BABI
PENDAHULUAN

1.1  Latar Belakang Masalah

Pembangunan dilakukan untuk mengubah suate kondisi darl suatu tingkat
yang dianggap kurang baik ke kondist baru pada tingkat kualitas vang dianggap
febih baik atau paling baik,' Untuk itu, pembangurmn yang dilaksanakan di
indonesia haruslal merupakan pembangunan vang menyshirah dalam semua
sektor?

Dengan berdasarkan pada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945
(UUD 1945), pembangunan nasional vang dilaksanakan selama ini merupakan
upaya pembangunan yang berkesinambungan dalam  rangka mewujudkan
masyarakat vang adil dan makmur, Guna mencapai tujvan fersebut, palaksanaan
pembangunan harus senantiasa memperhatikan koserasian, Kesclarasan, dan
keseimbangan berbagai unsur pembangunan,® .

Khusus pembangunan di bidang ekonomi, amanat tersebut dapat difihat
dalam Pasal 33 UUD 1948 yang berbunyi sebagal berikui:

{1} Perekonomian digusun sebagal usaha bersama berdasar alas asas
kekeluarpaan,

{2) Cabang-tabang produksi yang penting bapi negara dan yang
menguasat hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

(3} Bumi, zir, dan kekayaan alam lainnva dipergunakan sebesar-
besarrya unfuk kemakmuran rakyat Indonesia,

(4) Perckonomian nagiona! diselenggarakan berdasar atas demokrast
ekonomi  dengan  prinsip  keadilan, kebersumaan  efisiensi
berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian,
serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan  kesatuan
ckonomi nasiopal.

{5} Ketentuan lebil lanjut mengenai pelaksanaan pasal int diatur dalam
Undang-undang.}

! Mulhadi, “Relevansi Teori Sociofogical Jurispruderce dalmm Upaya Pembatwruan
Hukuen & Indonesia” <ittpyfibryaso.ac. iddownlead’ DEEH265%. pdli, diakses (R Okiaber
2077,

* Dijshsendah Hasan, Lembage Jantinan Kebendoen Bagi Tonads dan Benda Lok yang
Meleknt Pada Tanah dolom Kensepsi Penerapen Asas Pemizghan Horisorsgl (Suatie Kangep
delom Manyongseng Lafiiryya Lersbaga Flak Tanggungan), et |, {Bandung: Cira Aditya Baky,

1996, sim. §.
¥ fndonesia {a), Lhsdang-rendang Perubahan Undang.undong Nomer 7 Talwn 1992

tentong Perborkan VL No, 1, LN Ko, 182 tahun 1588, TLN No. 3794, P=. 1.
T Indonesia (), Undung-undang Dasar [945, Py, 33,

i Liniversitas indonesis
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Salah satu pelaku di bidang ekonomi adalah perbankan. Perbankan
memegang peranan yang Strategis dalam pembangunan, Peran Hu diwujudken
dalam fungsi utamanya scbagai lembaga intermediasi atau institusi perantara
antara Debitur dan Kreditur, Dengan kata lain, sebapai penghimpun dan penyalur
dana masyarakat,®

Fungsi tersebut tidak dapat dilepaskan dari tujuan perbankan nasional,
yaity untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka
meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah
peningkatan kesejahteraan rakyat banyak S

Untuk mencapai tujuan di atas, maka peranan perbankan nasional perfu
ditingkatkan sesusi depgan fungsinya, yaits dengan lebih memperhatikan
pembiayaan kegiatan sekfor perekonomian nasional dengan prioritas kepada
Koperasi, pengussha wmikro, kel dan menengah, serta berbagal [lapisan
masyarakat tanpa diskriminasi sehingga askan memperkuat strukiur perekonomian
nasional.” Kelompok pelaku ussha ini jumlahnya banyak di Indonesia. Oleh
karena itu, apabila pemerintah Ingin mengakselerasi pertumbuban ekonomi yang
mengzkar pada mayoritss pelaku ekonomi, maka percepatan pertumbuhan Usaha
Mikro, Kecil, Menengsh dan Koperasi (UMKMK) pantas menjadi prioritas.®

Membicarakan UMEKMK pada dasamya membahas fentang ekonomi
rakyat atan keglatan perckonomign veng dilakukan oleh sebagian besar
masyzrzkat kita, Keberadaan UMKMK di Indonesia ftercatat dalam scjarsh
perckenomian, dalam perjalanan ekonomi selama empat tahun masa krisis antara
1997-2001, UMKMK tercatat semakin  besar sz;mbangazmya terhadap
pembentukan PDB (Produk Domestik Z?;mt{))f§ Pada masz kondist sulit tersebut,
ketika terfadi kenaikan harga Bahan Baker Minvak {(BBM) termasuk kenaikan
harga faktor-faktor preduks: latanya, UMKMK sangat luwes menyikapi kondisi

yang demikian dengan menurunkan margin keuntungannye dan menyesuaikan

¥ Indunesia {a), opoit, P 3.

S 1bid,, Ps. 4,

? thi., Ps. 8.

¥ Wasroen Yasabyi dan Nina Kurnis Dewi, Perjaminan Kredit Mengantar UKMX
AMengatkses Pentbigyann, cetd, (Bandung: Alumnni, 2007), him, v

® thid., Wi, 79,
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dengan perubahan harga pokok produksi.’® Oleh karena itu, kelompok usaha ini

tercatat sebagai pelaku ekonomi Indonesia yang tangguh menghadapt krisis

ekonomi dan bahkan berhasit memberikan kontribusi bagi pemuliban ckonomi.''
Menurut Urata, kedudukan UMKMK dalam perckonomian Indonesia

paling tidak dapaf dilihat dari:

d.

Kedudukannya sebagal pemain utarmz dalam keglatan ekonorei di
berbagai sekior;

Penvediaan lapangan Kerja yang terbesar;

Pemain penting dalam pengembangan kegiatan ekonomi lokal dan
pemberdavasn masyarakat;

Pencipta pasar baru dan inovasi; serta

Sumbangan  dalam  menfags  neraca pombayarss, melaiad

sumbangannya dalam menghasiikan ekspor,"?

Selanjutnys, meserut data dari Badan Pasat Statistik (B8PS} dan
Kementerian Negara KUKM tahun 2007, maka gambarsy umum UMKMEK dalam
perekonomian Indonesia di tahun 2006 adalah sebagai berikut:

#.

Jumiab unit Ussha Keoll dan Menengah adalah sebanyak 48.929.636
unit atau 99, 98% dari fotal usaha 41 Indonesia. Darl jumish tersebut
jumiah Usahs Mikro Koot (UMK) adalah sebanvak 48,8 juta unit dan
Usaha Menengah (UM) adalsh 106,8 ribu unit.

Secvara sektoral lebih dari separuh (53,7%; unit usaba UMK di tahun
2006 bergerak di sckior pertanian, dilkuti oleh sekior perdagangan
{27,1%;) dan sektor Industr] (6,696).

Kentribusi UMKME dalam penverapan tenaga keria yang tergambar
dari tenaga keria yvang bekerja di sektor UMK pada tahun 2006 tercatat
sehagal 85,4 juta pekeda (UMK 80,9 juta pekerja dan UM 4,5 juta
pekeria).

 fhid . 43,
Hohid, Blvw, 79.
2 thid,
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d. Dari total tenaga kerja yang diserap oleh seluruh pelaku usaha
(UMKM dan UB) di semua sektor, terdapat tiga sektor UMKM yang
paling banyak menyerap tenaga kerja yaitu:

a. Sektor pertanian sebesar 38,8 juta pekerja (43,7% dari total tenaga
kerja),

b. Sektor perdagangan, hotel dan restoran 22,2 juta pekerja (24,9%
dari total tenapa kerja),

c. Sektor jasa-jasa 9,4 juta pekerja (10,6% dari total tenaga kerja).

¢. Kontribusi UMKMK dalam penciptaan nilai tambah nasional adalah
sebesar Rp 1.779 Triliun atau 53,3% dari Produk Domestik Bruto
{PDB) Nasional.

f. Pertumbuhan PDB UMKMK terjadi di semua sektor ekonomi.
Pertumbuhan tertinggi terjadi pada sektor bangunan sebesar 8,2%,
diikuti sektor jasa-jasa (8,1%), sektor pertambangan dan penggalian
(7,9%) dan yang terendah adalah sektor pertanian (3,1%).

g. Peranan ekspor UMKMK di tahun 2006 terhadap ekspor non migas
nasional tercatat 20,1% setara dengan Rp 122,2 Triliun atau meningkat
10,8% dibanding tahun sebelumnya.

h. Besaran investasi fisik UMKMK yang dinyatakan dengan angka
Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) pada tahun 2006 tercatat
sebesar Rp 369,8 Triliun (UMK Rp 165,1 Triliun UM Rp 204,7
Triliun, atau 46,3% terhadap total PMTB Indonesia."

Berdasarkan data statistik di atas terdapat beberapa hal penting terkait
dengan keberadaan UMKMK di Indonesia. Pertama, UMKMK memberikan
kontribusi yang sangat besar bagi penyerapan tenaga kerja dan potensi penyerapan
tenaga kerja ini selayaknya ditingkatkan mengingat tingginya angka

pengangguran di Indonesia.' Kedua, kontribusi UMKMK terhadap produk

* Ibid., hlm. 81-82.

™ Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Februari 2005 mencapai 10,3 persen, lebih
tinggi sedikit dibanding TPT pada Apustus 2004 sebesar 9,9 persen. TPT pada Februari 2006
mencapai 10,4 persen, sedikit lebih tinggi dibandingkan keadaan pada Februari 2005 (10,3%),
tetapi jauh lebih rendah dibandingkan keadaan pada Mopember 2005 (11,2%). TPT di Indonesia
pada Februari 2008 mencapai 8,46 persen, mengalami penurunan dibandingkan keadaan Agustus
2007 yang besamya 9,11 persen, demikian juga terhadap keadaan Februari 2007 yang besarnya
9,75 persen. Oleh karcna itu, jumlabh penganggur pada Februari 2008 mengalami penurunan
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domestik bruto, ekspor dan investasi selayaknya diperbitungkan dalam konteks
pembangunan perekonomian nasional. Keberpihakan kepada UMKMK terkait
kemampuannya dalam menyerap tenaga kerja dan kontribusinys terhadap
periumbuhan ekonomi saat ini sangat penting unfuk ditingkatkan."?

Mengingat keberadaan UMKMK dan perannya yang sangat besar dalam
perckonomian Indonesiz, maka sejak lama pemerintah telah secara sadar
melakukan upaya untuk membanty UMKMK, Dalam hal ini, Bank Indonesia (BI)
memberikan Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) atau sering disebut Kredit
Program dalam rangks membiayai Ussha Kecil. Selanjutnya, setelah berlakunya
Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia  sebagaimana
diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Ingonesia’®,
pengelolalan KLBI dalam rangka Kredit Program dialihkan kepada tiga Badan
Usaha Milik Negars (BUMN) koordinstor, yakni PT Permodalan Nasional

sebesar 584 ribu orang dibandingkan dengen keadasn Agustus 2007 yaitu dari 10,01 jula orang
pada Agustun 2007 meniadi 943 juta orang pads Februard 2008, dan mengalami petiurunan
sebesor 1,12 juta oreng fika dibandingkan dengan keadasn Februari 2007 sebesar 15,55 huta otang,
Lihat di “Keadyan Ketgnagakerjaan di Indonesia Agusius 2008
<hlipferaw.bps o idrelesses/Other Press RefessecRahasy  Indonesis/ index himbs, diakses 23
Februari 2009

¥ Nasroen Yasebari dan Ning Kyrnis Dewi, ap.cit., him. §3.

14 Sateiah berlakunya Undang-undang Nomer 23 Tahun 1999 wntang Bank [ndonesis
sehagsimsans felah diubsh dengac Undang-andang Nemor 3 Tahun 2804 dan dimasukkantiya Pasal
2303 dalam WUD 1948, Bank Indonesiz menjadi bank senteal yang independen lerlepas dari
campur langen pemerinigh, Konsep independensi bank senwal adalab menyanghut rooneter, yaitu
unluk merjags sisbilitas herga barang.berang dan jasa-jass, afau denpas kata lzin menjaga agar
tingkat inflagi serendab mungkin, Untuk mencapat tujuan tersebui, pemerintel harus menyerahken
kebiiskan moneter kepada suaty lembaga yang terpisah dard pemerintah, yailu bank sendral dan
pank seniral tecsebut borus memiiid ofonomi dan keshiisn teknis upivk mencapdl sasaran
kebijeker wreebul Sulan Remy Shdein), Sank fndenesia; Bank Senird Repubfin Indonesia yoang
Indzperden (Memahomi Undangundang Bowk Indonesia), | #2 - &4, Wim. 17, Berkattan dengan
itu, ladar belakang dam penelapan kelentuso yang menghentikan pemberian KLBI datarn kredit
progam karema penyaturan kyedit program dapai mempengaruhi independensi Bank Indonesia
dalam mewujudkan wjuan Bank Indonesin unluk mencepal dan memelihars kestabilan nilsd
rupiak. Hal torsebul disebabkan ¢ saly pihak kredit program yang bertujuan memaiukan sckior
ekonomi akon menyebabkan adanya sksparst atoneler vang lebih Tanjut menjedi beban APBN,
Bkspansi tersebut dapat dilihat dori kesaikan Kredit fikpiditas dari iebun 1997 sampai dengan
1998 uiuk pangan dan guds dari Bp 2 Triliun mesiadi Rp 6 Triling, Kradit Koperasi dan Kredit
Usabsa Tani darf sekitar Rp 160 Milvar mengadi Rp 2 Triliun, semientars Hu Kredit Likuiditas untok
investasi Indonesia hagian Timur memurun dari Bp 6 Trilivs menjadi Rp 4 Triliun, Pedingkatan
daua kredit Bkeiditas BI merupakan kerawanan tersendin kareon KLBI bukan merupakan daes
yang dihiioyan darl masyasakat tetepl merupahan “gang baru” yang berasel dacd Bank indonesia,
Peningkatan jumlah Ki8} mempunyai dampsk yang besar terhadap ponambehan usng beredar
sehingga bersifat inflstolr. Semeniara il dafam upaya mensiabitkan rupizh Bank Indaoesiy hares
melakukan sindakan-timiakan kontrakii? aatirs lain dengan cam menskan faju inflasi sou
mensisbitkan nitaj rupiah. Sigl Suadari Arig M., “Efekitvitas Penpatersn Kredil untuk Uszhs Kecll,
Suaiu Tinjauan Yuridis,™Discriasi Dokior Uintversius Indonesis, fakarta, 2000) him, 3119-320,
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Madani (PNM), PT Bapk Rakyat Indonesia (BRI}, dan PT Bank Tabungan
Negara (BTN}, Namun demikian, Bl masih dapat mendorong pengembangan
UMKMK secara langsung maupun tidak langsung melalul berbagai kebijakan
sebagai berikut:'’

a. Bl dapat menyesuaikan ketentuan Perbankan dengan fetap
memperhatikan  pringip kehati-hatian dan  peraturan  perundang-
undangan yang berlaku. Terkait hal tersebut, sejak tanggal 4 Januari
2001, Bl telah menyempurnakan ketentuan tentang Kredit Usaha Kecil
(KUK) melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 3/2/PBI1/200]
tentang Pemberian Kredit Usaha Keeil, Pada intinya Bank Indonesia
tidak mowajibkan lagi bank-bank wmtuk menyalurkan KUK dengan
rasio tertentu (22,5 persen dari fotal kredit bank vang bersangkutan).
Namun mengenjurksn kepada Bank untok menvalurkan KUK sesuai
dengan business plan-niya dan tetap berkewajiban untuk melaporkan
pencapaian kredit UMKMK.

b. Untuk menanggulangl kemiskinan melalul pemberdavasn  dan
pengembangan UMKMK, sejak tanggal 22 April 2002 whb
ditandatangani  kesepakatan bersame antara BI dan  Menteri
Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat selaku Ketua Komite
Penanggulangan Kemiskinan, Tujuan kesepakatan bersama tersebut
antara lain untuk mendorong bank wmum dan BPR untuk
meningkatkan penyaluren kredit UMKMEK sesuai dengan remgana
bisnis masing-musing Bank.

«. Pemberian bantuan teknis dari BI dalam bentuk pelatihan, penelitian,
dan penycdiaan informasi. Tujuennya, meningkatkan jumlah <dan
kualitas pemberian kredit kepada Usaha Kecil dan Mikro dengan
menggunakan dana bank sendiri dan mobilisasi tabungan dan

pengusaha kecil dan mikro dalam rangka menggerakkan sckior riil.

7 8ri Mulyati Tri Subari, “Kebijakan dan Strategi Pengembangan Bank Indonesia dalam
Mendukong Pelayanan Kevangan yang Berkelanjutan Bagi UMKM”
<hitfiorany bwitp orglfarem/indonesia/l V News and_Evente/ WY Pworkshop/Subari_Bankindon

osia_eng.pdi->, 27 Agustus 2004,
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d, Mendorong kerja sama antar lembaga {({inkage program) antara bank
ymum dengan BPR dalam penvaluran kredit kepada UMKMK,
mengingat pangsa pasar Usasha Mikro yang relatif luas dan
keterbatasan penghirapunan dana oleh BPR.

e. BI mendorong Perbankan untuk membentuk UMKMK. cenfer yang
berfungsi sebagal lembaga penyedia informasi UMKMK, memonitor
dan mengawasi Kredit kepads UMEME, dan sarana komnikasi,

f. Meningkatkan Lembaga Kevsngan Mikro penyusunan RUU Lembaga
Keuangan Mikro sebagai payung dari Lembaga Keuwangan Mikro
(LKM). Selain itu perlu perluasan jaringan/kerja sama pembiayaan dan
informasi antar-LKM serta pemanfaatan dana~dana murah sepertt dana
bergulir yang berasal dari APEN maupun iaba BUMN.

Berbagai kebijakan tersebut menunjukkan bahwa sektor UMKMK layak
mendapat prioritas dalam penyaluran kredit perbankan.® Namun, dalam
praktiknya, masih ada hambatan penyaluran keedit bagi UMKMEK, Dilibat dard'sisi
UMKMEK, lembaga keuangan formal seperti perbankan atau lembaga kevangan
lain penyalur pembiayaze dianggap masih sangat sulit untuk dijangkau. Hal ini
antara lain karena lembaga-lembaga formal tersebut dinilal memiliki proseder
formal yang dianggap cukup rumit, kurangnya informasi terhadap sumber-sumber
pembiayaan serta ketersediaan agunan yang masith merupakan hambatan dalam

upaya memenuhi persyaratan perkraditan secars teknis.'”

' Selaln kebilaken vang dischuthan & atas, schagai Gridak fanjwt dast Tnpres No. 6 Tahua
2007 wnppal 8 Jund 2007 lenfeng Kebijakan Percepatan Pengembangen Sckior RE! dan
Pembardayasan UMKM, telah difskssnakan Nais Kasepahaman Bessama (MM antars
Pemerinteh, Perusahonn Penjaminan, dao Perbankan (enam bank yaitu Bank Mandir, BN, BTN,
BRI, Bank Bukopin, dan Bank Syariah Mandirt) pada tanggat 2 Oklober 2007 tenfang Penjaminan
KredivPembisyasn kepada UMKM/Koperasi. Diengan MOU tersgbut maka diluncurkan Kredit
Usaha Rakyat {KUR) cleh Presiden RI pada tangga! 5 Novembier 2007, Lihat “Staran Pers: Dalam
Rangka Penpembangan UMKM,”  <hitpofforw amkmesolorays.comfindex.phpoptionesom_
coptentStadeeviewdid=62 8 ltemid=113>, diskses 28 Agusiug 2008. Tznpa skema peniamingn
seperti KUR, Parbankan alme kesolinn menyslarken keed¥ bust rakyat kecil. KUK morupakan
kradit denpan pola ponjaminas dadd asuransl, KUR ditujukan untuk pongesahs mikro dan keol
yang tidak memilik! sgonan, Liket "KUR Jongan Berbenth Akses UMKM ke Perbankan Saiiy”
Kompaos, {}é Jurd 20091 17

¥ Nagrosn Yosabarl dan Nins Kurnis Dewl, op.wit,, Bin. 84, Berkaitan denpan emsalah
KUR, Wakil Ketun Kadin Indonesia Bidung UBIKM, Sandiaga S, Uno  menyslakan
kepribatinaneys kargna akses UKMK ke Perbankan masih subit, Babkan, bunga ¥R dicasskan
sangal Hngp karena daoa pikak ketiga dan cosi of fund tingel, Lihat “KUR Jangan Berbenti: Akses
UMKM ke Perbankan Sulit,” Kompas, (24 Juni 2009): 17,
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Schaliknya, pada sisi perbankan a2tau lembaga lain penyedia kredit,
terdapat kesulitan unfuk menjangkau UMKMK sebagai target pemberian kredit.
Kesulitant terscbut diantaranya karena jaringan perbankan yang masih cukup
terbatas untuk dapat menjangkau UMKMK yang jumlahnya banyak dan cukup
tersebar, ketiadaan informasi fentang kinerja dan kemampuan UMKMK,
terbatasnya kemampuzn petugas Perbankan untuk melayani UMKMEK dengan
segala karakterisiiknya, serta asas kehati-hatian yang tetap menjadi prioritas
dalam mermberikan persetujuan kredit. ™

Secara teknis keselitan perbankan dalam menyalurkan kredit kepada
kalangan UMKMK adalah karena tidak tersedianya eredit record (riwayst kredit)
UMEKMIK dan tidak cukopnya agunan yang dimiliki UMKMK sebagai salah satu
syarat memperoleh kredit atau pembiayaan.®’ Darl dua perspektif di atas, terdapat
satu kendala yang sama yang dihadapi oleh para UMKME dan lembaga kevangan
penyedia kredit yait ketersediaan agunan kredit.”

Agunan {coliateraly merupakan salah satu aspek vang diperhatikan bank.
Aspek lainnya yang harss diperhatikan adalah watsk {chaeracter), kemampuen
{capacity), modal (capital) dan prospek usaha {(corditions). Analisa terhadap
aspek-aspek tersebut merupakan upays bank dalam mengamankan kredit yang
disalurkanays,

Pengarnanan keedit pada pokoknya dapat digolongkan meniadi dus, yaitu
pengamanan preveniif daa pengamanan represif. Penpamanan preventifl adsiah
pengamanan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya kemacetan kredit. I sisi
lain, pengamanan represif adalah pengamanan yang dilakukan untuk
menyelesaikan  keedit-kredit  yang telah mengaiami ketidaklancaran  ata
kemacetan®

- Dart uralan di atas, pada hakikainya peogamanan kredit adalah
memperkecil risiko, bahkan sampai pada menghilangkan risikoc yang mungkin

** Naseoen Yasabari don Nina Kursiz Dewl, foccit.
It 3
i,
# hid, Him. 3.
» Mys. Edy Putra Tie'Aman, Kredit Perbankan Suatw Thyjauan Yuridis, cei. U,
{Yogyakartu: Liberly, 1989), llm. 39.
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timbul maupun sudah timbulterjadi. Manakala risiko telah timbuliterjedi, pada
utnumitya bank-bank melakukan pengamanan dengan cara mencairkan agunan.®

Dengan tidak adanya agunan, bank merasa tidak aman. Oleh karens itu,
ketika masuk dalam prinsip cofluterad, bank tidak berani mengucurkan kredit ke
UMKMEK dengan alasan bahwa banyak Usaha Kecil dan Mikro yang tidak layak,
tidak barkable karena permasalahan collateral yany tidak memadai®®

Lintuk mengatasi hambatan kredit karena asgunan tersebut, beberapa
lembaga menawarkan produk Penjaminan Kredit dan Asuransi Kredit yang pada
intinya memudahkan pembiayaan bank kepada UMKME. Dua lembaga yang
terbilang aktif menswarkan produk ini adalah Perusahaan Umum Jaminan Kredit
Indonesia (Perum Jamkrindo)™® dan PT Asuransi Kredit Indonesia (PT
Askrindo).® Perum Jamkrindo menawarkan Pegjaminan Kredit, sementara
Askrindo menawarkan Penjaminan Kredit dan Asuransi Kredit.®

Penjaminan Kredit pada infinya adalah upaya meyakinkan pihak bapk atau
lembags keuwangan penyalur keedit dalam memberikan kredit kepada para
UMKMK vang memiliki usaha dan prospek vang baik, tetapi tidak memiliki

= 1bid., hlm. 38.

¥ sVoncher umuk Usshs Kecit dan  Migo” <hup/idpp.  perbarindo.org/
artikel_detadl.ghn?no=1 5>, 30 November 2007,

% Perusabaan Urum {Perum) Jaminan Kredit Indonesia atau disingkat Perum Jamkeindo,

merupzekan Badan Usaha Mitik Nepara (BUMN] yang didivikan Pemeriniah Indonesia berdassrkan
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2008 tentang Perusahisan Limum (Perum) Saminss Kredit
Indonesia (PP Nod12008), tanggsl IS Met 2008, Perum Jamkrinde dibert tugas untek
menyelenggarakan kegialan usaha & bidang Penjaminas Kredit bagi Ussha Mikro, Usahs Kecil,
dan Usahs Menengab, seria Koperssi (UMKMK), fermasuk kegintan Penjaminan Kredit
, perorangan, jusa konsultesi dan jnsa mangjemen kepada UMKME. Mempelajer! kembali sefarah
perusshaan, memang perusshaan ini mengaismi perubahan nama beberapa kel sesusi dengan
kondish, dinamika dan tantangen perusahaan pad zamannys masiog-masing. Perusabean ini yang
pada awainya memitiki nama Lembaga Jaminer Kredit Koperasi (LJKK} pada 1abus 1971,
kernugisn meniadi Perum Pengembangan Keusngan Koperasi (Perum PEK) pada 23 [Sesermber
1981 yang sckaligus sclaniutoya diperingal sebagal hari lahirnys perusahaan ini, kemudiar di
tzhun 2000 menjadi Perum Sarana Pengesmbangan Usaha {Perum SPU atau Pervm Samna), dan
Faad ind menjadi Perum Jamkrindo, dapat dilibat di hitp/Avwejamkeindo.com.

2 py Askrindo didirikan oieh Pemerintah Republik Indonesia ¢q. Departernen Keuangan
dan Bark indonesio pada ishus 1971, sebagai bagian dari upaya menumbih kembanghkan Iiseha
Mikre, Kecil dan Mencagah {UMKM). Berdirinva PT Askrindo tersebut didasari ofch Peraturan
Pemerinlab Nomor | Tahun 197] (tentang Fenyertaan Modal Nagara Repubiik Indonesta unluk
Pendisian Perasshaan Persoroan dajam Bidang Perasuransisn Rredit), yang dussdangkan dalam
Lembaran Megars Republik Indonesis Fobam 1971 Nomor [. Pada gwalaya untuk melzksanakan
upaya tersebutl, PT Askrinds wrenjalankan usaha Asurangi Kredil Bank dan dalam perkembaagan
selaniotnyd upays lersebut dilengkapi dengan usahaeusshs lainown, Khususnys 4 bidang
penjasvinan. Dapt Glihat 4 hitprfwww askrindo,com.

s “Mengalasi Harbatan Agunaa Krndit,” <hitgfAvenwowirnusaha.
comvbisnisfuangfmengaiasi_harnbaten sgunan_Kredithimi>, 17 Apri] 2047,
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jaminan yang memadar. Dengan kata lain, Penjaminan Kredit merupakan
“iembatan™ bagi mercka yang usahanya feasible (layak ussha), tetapi belum layak
memperoleh kredit (barnkable) ™

Produk wang ditawarkan jasa Penjaminan Kredit adalah pemberian
Jaminan kepada pihak Keeditur atas kredit yanp disalurkan kepada kalangan
UMKMK akibat tidak dipenuhinya syarat agunan sebagaimana ditetapkan oleh
Kreditur.™® Sehubungan dengan itu, peran sebapai Penjamin Kredit dilakukan
dengan membayar sejumniah kewaiiban Terjamin atau Debitur kepada Penerima
Jaminan atau Kreditur. Hal ini dilakukan apabila pada saat kredit telah jatuh
tempo sebagaimana diperjanjikan dalam Perjanjian Kredit antara Diehitur dan
Kreditur, ternyata Debitur {Terfamin) tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut,
Kondist ini umumnya dikenal dengan kredit macet (Joan defouilt) >

Besaran penjaminan dihitung berdasarkan nifai kredit yang disstujui oleb
Kreditur dan disesuaikan dengan kebutuhan Debitur (Terjamin}. Dalam praktik
Penjaminan Kredit di beberapa negara, besaran Peajaminan Kredit ini maksimal
berkisar antara 70%-80% dari pokok atau plafon kredit yang disetujui® Selain
itu, karena utang bersifat raclekat pada sessorang atau badan hukum, setelab
dibayarnya sisa kewajiban tertunggak Pengusaha Debitur kepads Kreditur-nya
oleh pihak Penjamin, selanjutnya akan muncul utang subrogasi, Utang subrogasi
ini mewajibkan pengusaha untuk membayar kembali talangan utang tersebut
kepada pihak Penjamin Kredit.>

Berkaitan dengan hal di atas, selah satu Bank vang aktif menyalurkan
kredit bagi sektor UMKME adalah Bank Niaga”® Dalam hel ind Bank Niaga
memberikan pembiayaan untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau karyawan fixed
income earner melalgl koperasi pegawai atau karyawse suatu perusahaan. Oleh
karena itu, mekanisme penyaluran kredi{ dilakukan secara exeewsing dengan
melibatkan Koperasi sebagai debitur/agess yang berkewsaiiban untuk menyalurkan
kredit yang diterimnanya kepada PNS/karyawan fixed income earrer sesvai Kriteria

*% Nasroes Yasabari dan Nina Kurnia Dewi, foc.c#7,

0 1hid.

 mid, bim., 14,

2 thid.

B thid, him. 4.

™ PT Bank Niaga Tbk Cabang Handung selanjutnya discbut Bank Niags,
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Bank Niaga. Fasilitas yeng diberikan oleh Bank Niapa di-cover dengan
Penjaminan Kredit dari Perne Jamkrindo

Sumber pembiayaan kredil berasal dari pemotongan gaji pegawai oleh
Bendahara Dinas berdasarkan Surat Kuasa Potong Gaji (SKPQG) yang diberikan
oleh masing-masing pegawal kepada Bendahara Dinas dengan hak substitusi
kepada Koperasi dan Bank Niaga, Selanjutnya, hasil pemotongan gaji akan
dikredit langsung ke rekening escrow Koperasi di Bank Niaga, untuk selanjutnya
Bank Niaga akan melakukan spliting/pemisahan vang menjadi porsi pihak-pihak
terkait (Koperasi, Bendahara Dinas dan Bank).*®

Koperasi Pegawai Republik fndonesia-Gotong Royong (KPRI-GR)Y
adalah salah satu Nasabah Debitur Bank Niaga. Pada tanggal 5 Mei 2006,
diadakan Perjanjian Kredit antara Bank Niaga dengan KPRI-GR. Dalam hal iai,
KPRI-GR mendapatkan fasilitas Kredit Multi Guna®® sebesar Rp 400.000.060,00
(empat ratus jutz ruplah), dengan jangka waktu 5 Apgustus 2011, Atas fasilitas
kredit tersebut, KPREGR kemudian menvalurkannyva kepada para anggotanya
dengan plafor maksirmal Rp 15.600.600,00 (lima belas juta rupiah) per end wser
Dalam hal ini, terdapat 26 anpgota yang mendapatkan kredit sebesar Rp
15.000.000,00 {lima belas juta rupiak) dan sate orang anggaté sebesar Rp
16.060.000,00 (sepuluh juta rupiah).*®

Atas fasilitas kredit tersebut, Bank Niaga menerima Jaminan Fidusia atas
selurah  tagihan KPRLGR kepada para angpotanya minimal sebesar Rp
400.060.000,0¢ (empat ratus juta rupiah),® Selain ity, fasilitas kredit ini pun juga
dijaminkan pada Perusahaan Umum Sarany Pengembangan Usaha (kini menjadi
Perum Jamkrindo} dengan besar penjaminan maksimal sebesaa: ?:;i% dar Kredit

¥ Berdasarkan hasil wawancars dengan Zegol Gfficer Bank Nisge pada langgal 30
Cklober 2088,

™ Ibid.

*? Koperasi Pegaveai Republik fudonesia Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan Sukahaji
“Guotong Royong”™, Dalam penelitien int, selenjutnya disebut KPRI-GR.

# Kredit Multi Guna adaish kredit konsemtif dan serba guna. Berdasarken hasi
wawancara dengan Lega? Officer Bank Niaga pada tasggal 30 Okiober 2008

;: Perjanjisn Kredit Mo. XXOUPTK-1/BDGI2006 antars Bank Niaga dan KPRI-GR.

1hid.
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yany dircalisasikan untuk ristke non jiwa atau kematian, antara lain risike
Pemutusan Hubungar Kerja (PHK) dan kredit macet,*!

Mamun, kredit fersebut berstatus macet terhitung sejak 30 April 2008,
Schab-sebab dari kemacetan tersebut adalah:

a. polong gaji tidak berjalan lancar karema terdapat anggola Kopesasi
yang meminjam Jlagi ke Bank Perkreditan Rakyat (BPR) fanpz
sepengetshuan Koperasi dan Dinas,

b. Pihak Bendshara Dinas tidak mau lagi membanty proses pematongan
gaii end wuser untuk pombayaran angsuran sehingga peminjaman
anggota ke Kreditur selain Koperasi tidak terkontrol,*

Oleh karena itu, pada akhirmya Bank Niaga melakukan pencairan kizim sccara
parsial sebelurn kredit jatuh tempo atas nama KPRI-GR pada Perum Jamkgindo,®

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas secara singkat,

maka penecliti akan melakukan penelitian dengan judul: “Penjaminan Kredit
schagat Salah Satu Bentuk Penpamanan Kredit dalam Penyaluran Kredit bagi
Sektor Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi (Studi Kasus Penjaminan
Kredit melalut Perusahaan Umum Jaminar: Kredit Indonesia stas Kasus Kredit

Macet Koperasi Pegawai Republik Indonesia-Gotong Royong pada Bank Niaga)”.

1.2 Peramuasan Masalah
a. Apa dasar pertimbangan hukum masih diperluken adanya Penjaminen
Kredit melalui Perum Jamkrindo dalam pemberian kredit dari Bank
Niaga kepada Koperasi Pegawal Republik Indonesia-Gotong Royong
padahal sudab ada Jawinan Fidusia?
b. Akibat hukum apa yang akan timbul atas penyelesaian kredit macet
Koperasi Pegawai Republik Indonesia-Gotong Royong pada Bank

Niaga dengan adanya Penjaminan Kredit melalui Perum Jambkrindo?

# Sertifikat Penjarninan Nomor XX-XX¥X-XX 1an ggal 24 Mei 2006 antara Perusahaan
Ui Sarana Pengembanges Usaba (Penjmmis} den Bank Niaga {(Peeerima Jamingn).

“* Smeal Bank Niags nomor: XXX/SK/SMA-VBDG/Z008 tanggal 23 Mei 2008 peribal
Pgnpajuan Kialm atas nama KPREGR,

¥ 1id,
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¢. Apa perbedazan, keunggulan dan kelemahan antara Penjaminan Kredit
dengan Asuransi Kredit seshagai bentuk-bentuk pengamanan kredit
bagi bank?

1.3 Tujuan Penclitian

Tuivan dari penchitian ini adaleh untuk menemukan jawaban atas pokok

permasalahan yang diajukan, yaitu untuk:

a. Mengetahui dan mengkaji dasar pertimbangan hukum mengapa masih
dipertukan adanya Penjaminan Kredit melalui Perum famkrindo dalam
pemberian kredit dari Bank Niaga kepada Koperasi Pegawai Republik
Indonesia-Gotong Royong vang telah dijamin dengan Jamisan Fidusia,

b. Mengetahul dan mengkaii akibat hukum apa yang skan timbul atas
penyelesaian kredit macet Koperasi Pegawai Republik Imdonesia-
Gotong Royong pada Bank MNiaga dengan adanye Penjaminan Kredit
relaiul Perum Jamkrindo,

c. Mengetahui dan mengkaji perbedaan, keungpulan dan kelemahan
anfara Penjaminan Hredit dengan Asuransi Kredit sebagai bentuk-
bentuk pengamanan kredit bagi banik.

14 Manfaat Penelitian

a. Decara teoritis, hasil penelifian int memberikan tambahan pengetahuan
pada tataran hukum jaminan dan hukum asuransi. Hal ini dikarenakan
peneliti membahas. Penjarninan Kredit yang merupakan szlah satu
bentuk darl penamggungan, kemudian membandingkannya dengan
Asuransi Kredit.

b. Secara prakiis, hasil penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan
sumbangan pemikiran khususnya kepada pihak Bank dan pelaku
UMKMK untuk memanfaatkan Penjaminan Kredit. Dengan demikian,
pelaku UMKMEK dibarapkan tidak kesulitan untuk mengakses kredit
kareng kurangnya syaral agunan dan pikak bank pun merasa aman
karepa kredit yang diberikannya telzh di-cover dengan Penjaminan
Kredit.

Liniversilas Indopesia
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1.5 Kerangka Teoritis dan Konsepsional
1.81 Kerangka Teoritis

Alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945 menentukan tujuan hidup
bernegara Bangsa Indonesis, vaitu antara lain memajukan kesejahteraan
umum, mencerdasakan kehidupan bangsa dan melindongi bangsa dan fumpah
darah indonssia. Menciptakan negara yang sciahtera, adil dan mekmur
merupakan spate kKegiatan yang memerlukan waklo panjang dan ferencana
dengan melibatkan semua pihak, baik administrasi negara maupun rakyat,
Tujuan bernegara Indonesia yang tercantum jelas dalam Pembukaan di atas
menvnjukkan ciri weffire state (negara keseiahteraan} yang dianut Negara
Kesatuan Republik Indanesia (NKRE. %

Konsep negara kesejahteraan muncul scbagal reaksl atas kegagaian
konsep fegal state atau negara penjaga malam. Dalam konsepsi fegal state
terdapat prinsip Stoatsosthouding atau pembatasan peranan negara dan
pemerintah dalam  bidang politik yang bertumpu pada dalil “the least
governmient is the best government”’, dan texdapat prinsip “laissez faire, laissez
aller” dalam bidang ckonomi yang melarang negara dan pemerintah
mencampuri kehidupan ekonomi masyarakat {sraatsbemoeienis). Pendeknys,
“the state should intervene as litlle as possible in people’s lives and
businesses.” Akibat pembatasan ini pemerintah atau administrasi negara
menjadi  pasif, schingga sering disebut nepara  penjaga malam
(nectrwakerstaat s nachtwachtersstaal). Adanya pembatasan pegara dan

- “pemerintah i Jdalam  prektkova terayata  berakibat menyengsaraken
kehidupan warga negars, vang kemudisn memunculkan reaksi dan kerusuhan
sostal. Dengan kata jain, konsepsi nepara penjaga malam telah gagal dalam
implementasinya,*

Kegagalan implemetasi  nachtwachtersstaat  tersebut  kemudian
memunculkan gagasan vang menempstkan pemerintah sebagai pibak yang

bertanggung jawab atas kessjahteraan rakyatnya, vaituy welfore stote. Ci

* Zainal Mutiagin, “Selarak Peclumbuban dan Porkembanges Hokum Administrast
Megara dafam Negars Hukuo: Pancastlz dan UUD 1945, dalem ST Marbua, efal, ed,, Jimensi-
dimensi Pemikiran Hukon ddminisfrasi ¥egara, cel. B, {Yogyakarta: ULl Press, 2602), hlm. 144,

** Ridwan HR, Hikrm ddministrasi Negara, (Takasta: RajaGralindo Persada, 2006), him.
i4.
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ufama negara ini adalah munculnya kewajiban pemerintah untuk mewujudkan
kesejahteraan umum bagl warganya. Dengan kata lain, ajaran welfare stale
merupakan bentuk konkret dari peralihan prinsip sigatsonthouding, yang
membatasi peran negara dan pemerintah untuk mencampuri kehidupan
ekonomi dan sosial masyarakat, menjadi stearsbenoeinis yang menghendaki
negara dan pemerintah terlibat aktif dalam kehidupan ekonomi dan sosial
masyarakat, sebagai langkah untuk mewujudkan kesejahteraan umum, di
samping meniaga ketertiban dan keamanan.*

Berkaitan dengan ite, maka feori tentanp negara kesejahteraan
digunakan sebagsi pisau analisis data yang diperoleh selama penelitian,
Sehubungan deagan itu, bagaimana nepara kesejshteraan Indonesia tersebut
dilaksanakan, UUD 1945 memberi kunci atau prinsip dengan rumus “nepara
Indonesia ialah negara yang berdasarkan atas hukum {rechistaary”. Hal ini
berarti bahwa dalam penyelenggaraan kehidupan keneparaan, segala tindakan
dan perbuatan baik penyelenggara maupun rakyat didasarkan pada hukem,
- yang bersumber pada Pancasila dan UUD 1945% Dalam hal ini, dapat kita
lihat bahwa dulam rangks memberdayakas UMKMK, pemcrintah ambil
bagion dalam menerbitkan berbagai macam kebijakan, Salah satu kebijakan
yang diterbitkan pemerintah adalsh pendirian Lembaga Penjaminan Kredit
dan Asvransi Kredit, Dua lembaga yang terbilang aktif menawarkan produk
int adalah Perum Jamkrindo dan PT Askrindo.

Perum Jamkrindo merupskan BUMN yang didirikan Pemerintah
indonesia berdasarkan PP No. 41 Tahun 2008, tanggal 19 Mei 2008, Perum
Jamkrindo diberi ugas untuk menyelenggarakan kegiatan usaha di bidang
Penjaminan Kredit bagh Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah,
serta Koperasi {UMKMK), termasuk keplatan penjaminan kredit pororangan,
jasa konsultasi dan jasa manajemen kepada UMKMK.** Sementara itu, PT
Askrindo didirikan oleh Pemerintah Republik Indonesia c¢q. Departemen
Keuangan dan Bank Indonesia pada tahun 1971, scbagai bagian dari upaya
menumbub kembangkan UMKMK, Berdirinya PT Askeindo tersebut didasari

“ 1bid., W, 15.
4 7ainal Muttagin, loc.c#.
* hupfwww Parem Jamkrinde com,
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oleh Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1971 temtang Penyertaan Modal
Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan dalam
Bidang Perasuransian Kredit, yang diundangkan dalam Lembaran Negara
Repubfik Indonesia Tahun 1971 Nomor 1.7

Dari uraian di atas, maka dapat dikatakan bahwa pendirian kedus
lembaga tersebit adalah bentuk campur tangan pemerintah dalam rangka
mensejahterakan rakyatnya. Dalam hal ini, kedua lembaga tersebut dinilai
dapat membantu sektor UMKMEK yang mengalami hambatan kredit karena
syarst agunan yang ditctapkan lembaga pembiayaan.

Selain teorl negara kesejahteraan, teori lainnya yang digunakan unfuk
menganalisis data dalam penelitian  ini  adaleh ajaran  kemanfaatan
{(utiliturianism) yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham, Mengenal ajaran

fersebut dapat dilihat uralan sebagai berikut:

“By whility is mecnt that property in any object, whereby il tends to
produce benefit, advantage, pleaswre, good or happiness, {all this in
the present case comes (o the same thing} or {what comes again 1o the
same thing} fo Mpravem the happening of mischief, pain, evil or
URRADDINESS. .

Berkaitan dengan hat di atas, menurut Bentham, hukum harus dibuat
secarz utilitarianistik, yaite hukum yang melibat gusanya dengan patekan-
patokan yang didasarkan padas keuntungan, kessnanpan dan kepuasan
muanusia, Dalam hidum tidak ada masalah kebatkan atau keburukan, atau
hulam yang terlingg) atau yang terendah dalam ukuran nilat ¥ Dengan kaia
tain, hukum vyang baik adaiah hukum vyang dapat memenuhi prinsip

¥ Mgs. Bdy Pulra Tje'Aman, op.cfi, him, 49,

0 “Bentham, Austin and Classival English Positivism® da!am Baben Bacasn Progrem
Magister Flsafal Hokem, disusun olch: Jufrina Rizal dan Agus Brotosusile, {Jskarter Program
Psscasar;zzrza Fakultas Hukum Univarsitas Indonssinl, him, 230,

Antonius Cahyadi dan B, Fernando M, Manullang, Fengamter Filsafor Hulm,
{Iakarte: Prenada Medin Group, 20073 WMo, 62, Likmt lugs “Benthom, Amstin and Clussical
Englizh Positivises* dalam Bahan Bacssn Program Magister Filsafat Hukurm, disusun oleh Juffing
Rizal dan Apus Brotosusilo, (Jekaria: Program Pascasariana Fakultas Hokom Universitas
Indonesial, bim. 207, berbunyi scbagai bedikut “By rejeciing both natiral low gnd subjective
valies and replecing these by stondards based on human advantages, pleasures and satisfactions,
ke provided what may b, ax many think an insufficient substinute for efiiics or gesthetics, but was
at feast o valuahie signpost by which men in sociely might direct the exterand welfare of that
socipip’”
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memaksimalkan kebshagiean dan meminimalkan rasa sakit dalam
masyarakat.ﬂ

Hukum yang semacam it dicapal dengan menggunakan sem dari
fegislasi atau seni perundang-undangan yang memampukan kita untuk
meramalkan hal mama yang akan memaksimalkan kebahagiaan dan
meminimalkan kepediban (kesengsaraan, sakit) dalam sebuah masyarakat.
Sefain itu, dicapai dengan menggunskan ilmu perundang-undangsn {(the
science of legislation)™ limu perundang-undangan yang efective dan
adeguate (setimbang) dengan kebutuban masyarakat yang akan mendukung
pemenuhan  kebutuhan masyarakal akan kebahagiaan dan  kesenangan,
sehingga pada saat yang bersamaan akan mengurangi penderitaan
masyarakat, ™

Sehubungan dengan itu, kelompok pelaku esaha UMKMK tergolong
mereka yang begjumlah banyak di semua negara.  Qleh karena ita, apabila
pemerintah ingin mengakselzrasi pertuinbulan skonomi yang menpakar pada
mayoritas pelaku ekonomi, maka percepatan pertumbuhas UMKMK pantas
menjadi prioritas.”

Untuk mendukeng upaya tersebul, pemeriniah menerbitkan kébijakan
mengenai pembentukan Lembaga Penjaminan Kredit dan Asuransi Kredit.
Selain untuk membantu sektor UMKMK mengatasi hambatan kurangnya
agunas dalam memperoleh pembiayaan dari perbankan, upaya ini pun
merupakan salah satu cara yang digunakan bank untuk pengemanan kredit
karena ketika teriadi kredit macet, perbankan dapst mengklaimnya kepada
kedua lembaga tersebut. :

Dari uraian di atss, dapat dikatakan bohwa dengan adanya lembags
Penjaminan Kredit dan Asuransi Kredit, kepentingan Kedua belsh pihak
{Perbankan dan Nasabah Debitur UMKME) akan terakemaodasi. Di sato sisi,

2 Ihid., him. 63.
B The science of iegislotion, hmeever, was for bm reafly g branch of morats, heing the

principies upon which men's aption were o be direcied w the greatest guanfity of possible
happiness by rufes gf a permanent kingd, ar distinguished from private morals, which are direcied
orly o oneself, datam “Bentham, Awstin and Classicad English Positivisn?” delom Baban Bacaan
Programn Magister Filsafol Hubum, disusun oleh Jufrina Rizal dan Ages Bretosusilo, {fakarta:
Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia), him. 208,

3 Antonius Cahyadi dan £, Fernande M. Manullang, ap.cir., bim. 62-63.
** Nusroon Yasabari dan Ning Kornia Dewd, op.cit, hilm. v
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memberikan kemudahan bagi UMKMK untuk mendapatkan pembiayaan
karena dinilai telah bankeble, sedangkan di sisi lain membuat bank merasa
aman atas pembiayaan yang disalurkannya. Keadaan tersebut oleh karenanya
sesual dengan peranan hukum menurut Bentham, yaitu sebagal penjapa

keseimbangan dari berbagai macam kepentingan.*

1.5.2 Kerangka Konsepsional

Dalam penelitian ini digunakan beberapa istilah vang berkaitan dengan
objek penelitian, guna menghindar: berbagai penafsiran afas istilzh-istilah
yang digunakan. Di bawah ini terdapat beberapa definisi operasional scbagat
berikut:

a. Perbankan adalah segaia sesuatu yvang menyangku! fenfang bank,
mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses
dalam melaksanakan kegiatan usahanya,”

b. Bank adalah badan usaha yang meaghimpun dana dari magyarakat
dalam bentuk simpanan dan menyvaiurkannya kepada masyarakat
dalam bentuk kredit danfatau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka
meningkatkan taraf hidup rakyat banyak,”

¢. Kredit adalah penyedizcan uang atau tagihan yang dapat
dipersamakan  deagan itu, berdssarkan persetufuan  afau
kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak fain yang
mewajibkan pihak peminjam untok melunasi utangnys sstelah
jangka wakeu tertentu dengan pemberian bunga.™®

d.  Kredit Usaha Kecil adalah kredit atau pembiayaan dari bank uniuk
investasi dan atau modal kerja, yang diberikan dalam Rupiah dan/
atan Valula Asing kepada Nasabah Usaha Kecil dengan plafon
kredit keseluruhan maksimusm Rp 500.000.000,00 (Jima ratus juta

# Achivad Roestandi, Responyi Fifsafar Hufum, cetli, {Basdung: Armico, 1984}, blm.
89.

*" Indonesia (1), op.oft, Ps. tangka 1,

5 thid, Ps. | angka 2.

% Ibid., Ps. 1 angka 11.
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rupizh} untek membiaval usaha vang pmdaktif.w Akan tetapi,
dengan keluamnys PBI No.9/6/PBI/20G7 tentang Perubahan Kedua
Atas Persturan Bank Indonesia Nomor 772/PBI2000 tentang
Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum, maksimum kredit yang
dapat diberikan pada UKMK adalah Rp 20.000.000.000,00 (dua
pultuh mityar rupiat).%’

Usasha Mikro adalab ugaha prodektif milik orang perorangan
dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha
Mikro sebagaimana diatur datam Undang-undang ini.%

Usaha Keeil adalah usaha ekonomi produktif yang berdirt sendird,
yang dilakukan oleh oranp perorangsn atau badan usaha yang
bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan
yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun
tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang
memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam
Undang-undang ini.®

Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produkiil vang berdin
sendiri, yang dilakukan oleh orang perscorangan atau badan usaha
yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahzan
yang dimiliki, dikuasai, atzu menjadi bagian baik bingsung maupun
tidak ‘fangsung dengen Usaha Kecll atau Usaha Besar dengan
Jumiah kekayaan bersih atau hasil penjualan tshunan sebagaimana
diatur dalam Undang-undang ini.”

Koperasi adalah badan usaha vang beranggotakan orang-seorang

atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegialannya

 tndonesia (c), Peraturan Bank Indoncsiz tentung Pemborian Kredit Usaha Kecid, P8I
JHPRL2001, LN No. 3 tahun 2001, TLN No. 4972, Ps. 1 angka 2.

*Undonesta {d), Peraturan Bank hudonesia teniang Perubahan Kedue Atox Peratwran
Bank Mdonesia Nemor 772/PBRZ0EY tentang Penilaion Kudditas Aktive Bank Umnm, PB1
N{)B!GIPE?:IZZ%?, LK No, 34 takurn 2007, TEN No, 4716, Ps. 35 ayat (1),

& Indonesia (o), Undang-undang Usaha Mitro, Kecif dan Menergak, Ut No. 20, LN Neo,
93 tahun 2008, TLN No. 4854, Ps. 1 anpka §.

5 thid., Ps. 1 aogka 2.

© Ibid,, #s. § angka 3,
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berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi
rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan ™

Risiko adafah potensi terjadinya suatu peristiwa {evenss) vang
dapat menimbulkan kerugian bank.*

Manajemen Risiko adalab serangkaian prosedur dan metedologi
yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan
mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha bank.&
Fvenemen adalah peristiwa yang menwrut pengalaman manusia
normal tidak dapat dipastikan terjadi, atav walaupun sudah pasti
terjadi, saat terjadinye itu tidak dapat ditentukan dan juga tidak
diharapkan akan terjadi, jika terjadi juge mengakibatkan
kerupian.®

Nasabah adalah pihak vang menggunakan jasa bank %

Nasabah Debitur adulah Nasabsh yang memperoleh fasilitas kredit
atau Pembiayaan berdasarkan Prinsip  Syariah  atan  yang
dipersamakan dengan itu berdasarkan perjaniian bank dengan
Nasabah yang bersangkutan.”

Penjamin atan Pemberi Jaminan adalah perorangan atau lembaga
yang memberikan jasa penjaminan bagi Kredit atsu Pembisyaan
dan bertanggung jaweb untuk memberikan ganii rugi kepada
Penerimia Jaminan akibat kegagalan debitur atau Terjamin datam
memenuhi kewajthannya sebagaimana dipedjanjikan  dalam
Perjaniian Kredit/Pembiayaan.”’

Penerima Jaminan adalah Kreditur, baik bank maupun bukan bank,

yang memberikan fasilitas kredit atauv pembiayaan kepada Debitur

* Indonesiz (R, Undang-undang PeeKaperasion, Ui No. 25, LN No. 116 tahun 1992,

TLM No. 3502, Ps, 1 angka i,

 indonesis (g), Peraturan Bark Indonesia fentang Penerapay Manajemen Risite bagl

Bapk Urmuns, PBI No. 5/822003 tanpgal 19 Mei 2003, Ps, | aogha 2,

% thid,, Ps 1 angka 3.
* Abduikadir dehammad, Hukum dsuransi Indonesta, cet HY, (Bandung: Cirs Aditya

Bakti, 20023, hlm. 18,

* 1ndonesia (a), op.oit, Ps | anpha 17.
 Ihid , Ps | angka 18,
™ Nasroen Yasabari dan Nira Kwnis Dewd, op.ciz,, him, 17-18.
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atau Terjammin, baik kredit yang maupun kredit bukan vang atau
kredit barang,”

Terjamin adalah badan usaha atau perorangan yang menerima
Kredit dari Peneriza Jaminan. Dalam dunia perkrediten, Terjamin
ini dikenal dengan Debitur yang wmumnya adalah perorangan vang
menjalankan suatu usaha produktif atau pelaku Usaha Mikro, kecil,
menengah  maupun Koperasi  {(UMKMK)  termasuk juga
didalamnya perorangan anggota koperasi dan bukan anggota
i(cperasi_m

Penanggung adalah pibak yang berdasarkan premi menerima
peralifkan risiko dari bank apabila tefjadi evenemen.™
Tertanggung adalah pthak yang memberikan kredit kepada
sescorang yang mengasuransikan kreditnya.”

Debitur Tertanggung adalah badan hokum  atau  perserikatan
perdata stau perorangan vang mengadakan perjanjian kredit dengan
Tertanggung.”®

1.6 Mefode Penelitian

Dalam rangka penelitian ini, dilakukan suatw penelitian hukum, Tipe

penelitian hukom yang dilakukan adalsh yuridis normatif dengan pertimbangan
bahwa titik tolak penelitian adalah meneliti kaidah atau worm.” Kaidah

merupakan data sekunder yang terdapat antara lain dalam peraturan perundang-

undangan (bahan hukum primer}, fteratur atau kepustakaan (bahan hukum

sekunder), Untuk memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap istilah-istilah

stau pengertian-pengertian hukum dicari dalam kamus hukum atay ensildoped:

2 jhid.
7 ibid.

*Pie> Aman, op.cir., him. 52,

* thid., him. 33,

* Pasal 1 angka 1 Peranjinn Asveansi Kredit Bank untuk Kredit Usaba Keoil antara
Tertanggung dengan PT Askrindo,

P Sudikne Mertokusumo, Penemuan Hukum: Scbuoh Pongantar, oot fit, (Yogyakarta:
Liberly, 20043, him, 29,
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dan schagainya (bahan hukum tersier). Oleh karena itu penelitian hukimm aormatif
terutama merupakan penelitian kepustakaan.”®

Penclittan hukum yuridis normatif menghasilkan kajian preskriptif yaitu
merumuskan dan mengajuken pedoman-pedoman dan kaidah-kaidah yang harus
dipatuhi oleh praktik hukum dan dogmatik hukum™, dan bersifat kritis.*

Metode penelitian yang digunakan dalam penclitisn ini adalah pendekatan
perundang-undangan {statute approack)’', pendekatan konsep (conceptual
approach)”  dan  pendekatan analitis (anabtical approach). Pendekatan
perundang-undangan, digunakan berkenean dengan pengkajian terhadap peraturan
perundang-undangan yvang berhubungan dengan bentuk-bentuk pengamanan
kredit seperti Jaminan Fidusia, Penjaminan Kredit dan Asuransi Kredit dengan
fokus utama pada Penjaminan Kredit. Pendekatan konsep digunakan schubungan
dengan konsepekonsep yuridis yang mengatur hal-bal yeng berkaitan dengan
pengamanan kredit. Pendekatan snsiitis digunakan gatuk mengetzhul makna yang
dikandung oleh istilah-istifah yang digunakar oleh peraturan perundang-undangan
konsepsional®, serta mengetahui penerapannya dalam kasus kredit macet KPRI-
(IR terhadap Bank Niapa vang telah mendapatkan Penjaminan Kredit dari Perum

Iamkrindo.

2 tbid,

? Dopmatik hukum: Ifma tendang kaidah hokum dan iimn: ientang pengeritan noksk
dalam bakam, Likat Soerjone Sockanto dan 56 Mamudi, Penelition Hukum Normarif, {Iakena:
RajaGrafindo Persada, 2007), him. 4

% Agus Brotoausilo, “Pergufatan Ideologls dalem Methodologh Kajisn Hukum”, Materi
Kudinh Filsafat Hubum daa Teord Hukum bidang Hukum Bkeacmi, Programe Pascasariana ilmws
Hukern, FH-UL 200635, kim 2,

* Suatu peaciitian aormatif enly hans menggunakan pendckalan perundang-sadangan,
karena yang akaen ditelit! adalah berbagal aturan hukarm yang menjadi fokus sekaligus tema sentral
suats penelitian, Lihat fohnny Ineshim, Teer? dan Meradolagi Penelition Fiukum Normadf, celd!
{Malang: Bayemsdia, 2006), hin, 295

8 Konsep dalam pengertisn yang relevan adalsh vasur-unsue absirak yang mewakili
kelas-kelas fenomens dalam suate bidang studi yang kadangkala menunjik pada hal-hal usiversat
yaop ciabsiraksiban dari hal-hel vang partikular, Saleh saty fungsi logis dari konsep ialah
memuncalkan, obick-obiek yang menseik perbattan dari sedhy pandangan prakiiz dan sedut
pengetabioan dalam pikdran den aldbul-airibut tertente, Berkat fungsi tersebut, konsep-konsep
berhasit eenggabungkan kata-kata dengan objek fortenin. Penggabungan itn memusghkinkan
ditetukannyy art kate-kota seomrn tepat dan menggunakannys dalam proscs pikiran, Likat fhid,
him, 306,

® Maksud utama anafisis serhadap bahan hukum adolab mengstahuei makna ysop
dikandung oieh istilob-igtileh yang dizenaken dalam abwran perendscg-undangan  secars
konsepsigf% ;ﬁkaiigas rengetahui peserapannya dalam prakaik. Lihal fbief, Him 310

i,
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Dalam  teknik pengumpulan  data, penelii  menggunakan  metode
wawattcara dengan Legal Officer Bank Niaga dan Xepala Bagian Hukum Perum
Jamkrindo beserta stafiiya, yang merupakan data primer untuk mendukung date
sekunder atau penelitian literatur (library research). Mengacu pada hal tersebut,
bahan-bahan hukum ferscbut dikelompokkan dalam tiga bagian, yaitu:

a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahen hukum yang mengikat™,
terdiri dari UUD 1945, KUt{Perdata, KUHD, Undang-undang
Perbankan, Uwdang-undang Perkoperasian, Undang-undang Usaha
Perasuransian, Undang-undang Bank Indonests, Undang-undang
Lisaha Mikro, Kecil dan Menengah, Peraturan Pemerintah, Peraturan
Presiden, Instrukst Presiden, Peraturan Bapk Indonesia dan Surat
Edaran Bank Indonesia dan berbagai peraturan perundang-undangan
lainnya yang herkaitan dengan masalah vang dikaji.

b. Bahan hukum sckunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubunganaya
dengan bahan bukum pfimer dan dapat membantu menganalisis dan
memahami bahan hukum primer.® Dalam hal ini terdiri dari Perjanjian
Kredit antars Bank Miage Csbang Bandung dan Koperasi Pegawai
Republik Indonesia-Gotong Royong, Akta Jaminan Fidusia, Perianfian
Penjaminan, Sertiftkal Penjaminan Kredit, bahan hukum yang berupa
buku-buky teks, penelusuran internet, artikel, skripsi, tesis, dan
disertasi.

c. Bahan hukum tersier adalah baban yang memberikan petunjuk maupun
penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder™, yaitu Black's
Law Dictionary.

Selanjulnya, dalam membahss permasalahan, data yang ada dianalisis

seeara kualitatif, yang artinya data-data itu akan dianalisis secara mendalam,

¥ Sourjono Sockanlo, Pesgantar Peneliion Hukwm, cet. I, {Jakarta: Universitas
Indonusia {L1-Press), 1986), him. 32

¥ Ronny Hanitilo Seemitro, Metodoiogi Peaclitian Hiukum don Jurimerri, cet 1V,
{Jakana, Gihalia Indonesia, 1990Y, him. 12,

5 Soerjone Sockanto dan $ri Mamudji, foc.cit
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holistik dan komprehensif® Hal ini dilakukan untuk dapat mengerti atau

memahami gejala yang ditelits.®

1.7 Sistematika Penclitian
Untuk memberikan gambaran yang komprehensif, peneliti menguraikan

sistematika penelitian sebagal berikut ;

BAB 1

BAB it

PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang masalah,
perwmusan  masalah, tujuan  penglitian, manfast
penelitian, keranpka pemikiran (terdiri dari kerangka
teoritis dan kerangka konsepsional), metode penelitian,

dan sistematika penefitian.

KAJIAN KONSEP TENTANG BENTUK-BENTUK
PENGAMANAN KREDIT DALAM PEMBERIAN
KREDIT BANK

Bab ini menpuraikan tentang pemberian kredit bank,
pengeriian  pengamanan  kredit,  bentuk-bentuk
pengamanan kredit yang ferdirt dari jaminas dalam
pemberian kredit dan Asuransi Keedit. Padz bagian
jaminan  dalam pemberian kredit akan diuratkan
Jaminan yang hersifat kebendaan, jaminan yang bersifat
perorangan, dan Peranjian Penjaminan Keedit sebagai

saiak satu bentuk panangpungan.

® torahim, gp.cit, kim. 28,
® on Mamudji, ot nl., Metode Penelitian darn Penudisan Hukem, cst |, (Badan Peserbit
Fakulins Huokum Universitas indopesig, 2405), Im. 63,
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KEBERADAAN PERUM JAMKRINDO, BANK
NIAGA, DAN KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK
INDONESIA-GOTONG ROYONG  DALAM
KASUS KREDIT MACET

Bab ini menguraikan dasar hukum Perum Jamkrindo,
prinsip-prinsip  penjaminan Perum  Jamkrinde,
mekanisme  Penjaminan Kredit Perom  Jamkrinde,
hubungan hukum antara Perum Jamkrindo, Bank Niaga,
dan Koperasi Pegawai Republik Indonesia-Gotong
Royvong {berdasarkan Perjanjian Kredit antara Bank
Niaga dan Koperasi Pegawai Republik Indonesia-
Gotong Roveng, klausul-kiausul yang penting dalam
Perjanjian Kredit antara Bank Niaga dar Koperasi
Pepawai Republik Indonssia-Gotong Royong, Akia
Jaminan Fidusiz antara Bask Niapa dan Koperasi
Pegawai  Republik  Indonesia-Gotong  Royong,
Perjaniian Pemjaminan Kredit antara Perum Jamkrindo
dan Bank Niaga dan Surat Perselujuan Prinsip
Penjaminan Induk atas Kredit (SP3K) yang disalurkan
kepada Koperasi Pegawai/Karyawan, dan Sertifikat
Penjaminan, Hal-hal yang diator dalam SP3K Induk,
hal-hal vang distur dalarn Sertifikat  Penjzminan),

-skema hubungan hukem para pikek, mekanisme

pengajuan klaim Penjaminan Kredit,

PENJAMINAN KREDIT MELALUI PERUM
JAMKRINDO DALAM KASUS KREDIT MACET
KOPERASI FEGAWAI REPUBLIK INDONESIA-
GOTONG ROYONG PADA BANK NIAGA
SEBAGAI BENTUK PENGAMANAN KREDIT

Bab ini menguraikan lentang dasar pertimbangan

hukum masih diperiukan adanya Penjamiran Kredit
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melalui Perom Jamkrindo dalam pemberiap Kredit dari
Bank Niaga kepada Koperasi Pegawal Republik
Indonesia-Gotong Royong padahal sudah ada Jaminan
Fidusia, akibat hukum yang timbul atas penyelesaian
Kredit macet Koperasi Pegawal Repubiik Indonesia-
Gotong Royong pads Bank Niaga dengan adanys
Penjaminan  Kred  melalul  Porum  Jamkrindg,
perbedaan, keunggulan  dan  kelemahan  antara
Penjaminan Kredit dengan Asuransi Kredit,

KESIMPULAN DAN SARAN
Sebagai bab terakhir maka di dalamnya akan

dirumuskan secara singkat, padat dan jelas, hal-hal yang
dapat disimpuikan dan juga saran dari hasil penelitian.
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BAB 2
KAJIAN KONSEP TENTANG BENTUK-BENTUK PENGAMANAN
KREDIT DALAM PEMBERIAN KREBIT BANK

2.1 Pemberian Kredit Bank

Bank mempunyai fungsi sebagal penghimpun dana dari masyarakat dalam
beniuk simpanan. Selain itu, bank juga berfungsi sebagal penyalur danz kepada
masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya.'

Seseorang yang memperoleh kredit bank, berarti mempercleh kepercayaan
dari Bank yang bersangkutan. Hal inl sesuai dengan asal kata kredit dari babasa
Romawi vaity credore yang berarti percaya’ Dengan demikian, dasar dari pada
kredit adalah kepercayaan.®

Levy merumuskan arti hukum dari kredit sebagat berikut:

Menyerahkan seoara sukarela sejumizh vang untuk dipergunakan secara
bebas oleh pencrima kredit. Penerima Kredit berhak mempergunakan
piniaman #u untk keuntungannys dengan Kewajiban inengembaliken
jurnlah pinjaman itu di belakang hari.*

Mengenat rumusan tersehut, peneliti sependapat dengan Mariam Darus

Badrulzaman yang menyatakan bahwa dari istilah kredit yang dikemukakan oleh
Levy, torkumpul dua pengertian yaitu sebab dan akibat. Dalam: hal ini, vang
menjadi sebaby talah Penerima Kredit “dianggap mampu® untuk mengembalikan
pinjamannya di belakang hari, sedangkan akibatnya ialah Penerima Kredit itu

*‘dipercaya”,s

" Indonesia {x), op.eif., Ps. 1 angka 2.

 Mariam Dacus Badrulzaman, Perjonjian Kredic Bank, (Bandung: Citra Aditya Bakti,
1981}, hlm. 25,

* Tie’Aman, op.cit, him. 1, ihat podn Hasan, opoit, Bl 140, lhat puls Naja, cooi,
him. 123, Ghat peds Hasemuddin Rehman, Aspek-asped Hukun Pemberign Kradit Perbonkon o
Inddunesia, ot |, (Bandusig: Ciira Aditye Bakti, 1995), hlm. 1D3.

* Badrulzaman, foc.cit, him, 24.

* id.
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Apabila dihubungken, pengertian kredit yang dirumuskan Levy
mempunyai kesamaan dengan rumusan dalam Pasal [ angka 11 Undang-undang

Perbankan, yvang berbunyi sebagai berikut

Kredit adalah penvediaan uzng atsu tagthan yang dapat dipersamakan
dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam
anfara Bank denpan pihak lain yang mewajibkan pihek peminjant untuk
melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian
bunga.*

Porsamaan tersebut dapat dilihat dari pengkhususan arti hukum dari
“Kredit”, yakni persetujusn atau kesepskatan pinjam-meminiam, Dalam hal ini,
Kreditur percaya meminjamkan vang kepada Debitar oleh karena Debitur dapat
dipercaya kemampuannya untuk mengembalikan pinjaran itu di belakang hari *®

Namun, perbedaannya dapat dilihat dari kata “untuk dipergunakan secara
bebas oleh penerima kredit”, Dalam hal ini, penslii sependapat dengan Mgs, Edy
Putra Tie'Aman®. Menurut peneliti, Penerima Kredit (Debitur) hanya dapat
menggunakan kredit yang tefah diberikan Pemberi Kredit (Kreditur) untuk hal-hal
yang telah discpakati bersama diantara mereka, yang oleh karena peruntukannyz
{untuk apa kredit itu digunakan) terjadi kesepakatan pemberian kredit.

Mengacu pada rumusan kredit di atas, maka kredit memiliki beberaps
unsir sebagai berikut:

I. Kepercayaan

Keyakinan Kreditur bahwa kredit yang diberikannya akan diterima
kembali dalam jangka waktu tertentu di kenmudian hari.”®

? Indonesia (s}, op.¢it,, Ps. | angke 11

© % Badrulzaman, foc.cif.

* Penerima Kredit (Debitur) tidak bebas untsl menentukan sendiri Wwjugn perggunaan
kredit. Penggunaan kredi( terikat pada program pemerintoh di dalam pembangunan. Misalnya pada
zaman Orde Bary, dalam Boky { Bagisn 1 Bab & Pelits 1l, ditentukan watang kebijaksanasn
moneter dalam Pelits I, painn
1. meniagkatkan mobilisagd tobungan reesysrakat melalui iembaga-lembaga keuangan,

2. momperlias kesernpaisn kerja dan pomerataan pendapatan masyarakal,
3. meningkatkan usohs pemebiharsan dan peringkatan kestabilan ekonomi,
4. menunjang usaha untuk meningkatkan kedudvkaos golengan ckonomi temak,
5. meningkatkas elisicnsi kerja dan peranan lombags-lercbaga kevangan.
Lihat Tje"Aman, apcit, bl 2,
*E Hasan, op.cit., hin. 147,
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2. Waktu
Jangka wakiu antara masa pemberian kredit dan masa pengembalian
kredit, D sini terkandung arti bahwa nilal uang pada waktu pemberian
kredit (nilai agio) adaleh lebih tinggl daripada nilai vang yang akan
diterima pada waktu pengembatian kredit di kemudian hari.”

3. Degree of Risk

Adanya tingkat risiko yang akan dihadapi sebagai akibat jangka waktu
yang memisshkan antara pemberian kredit dan penpembalian kredit di
kemudian hari. Makin lama jangke waktu pengembalian berarli makin
tingg! pula tingkat risikonya.'®

4. Prestasi

Hal ini berarti bahwa setiap kesepakatan antara Kreditur dengan
Debiturnya mengenai suatu pemberian kredit, maka pada saat itu pula
akan terjadi suatu prestasi dan Kontra prestasi.'®' Prestasi dapat berupa
baranp, jasa atau uang. Dalam perkembangan perkreditan di alam
modern, maka yang dimaksud dengan prestasi dalam pemberisn kredit
adalah vang.'™ Selanjutnya, kontra prestasi berarti bahwa setisp
debitur berkewaliban vatul melunasi hotanguya dan membayar bunga,
imbalan atau pernbagian hasil keontungan.'”

Ialam memberikan kredit, vang paling penting bagi bank adalah
mencegah Kredit itu menjadi bermasalah. Kredit bermasalah adalah kredit-kredit
yang tergolong. kolektibilitas “kredit dalam perhatian khusus”, “kredit kurang
lancar™, “kredit diragukan’ dan “kredit mace”.'"

® thid., bim. 148,
" shid, b, 149,
g atiman, op.cii., hir, 107,
" Hasan., fc.cif., him. 148,
¥ Hasanuddin Rahman (), Kebjjokan Kredif Perbonkan yang Herwewasan Linghkusgan,
cet. 1, (Bandung: Ciwa Aditya Baku, 20003, blm, 18,
19 g olektibilitas Kredit adalah keaduan pembayaran pokok atau angsuran dan bunga
Kredit oleh Debftur serda tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana tersebul. Dengan
mengacu pada Peraturan Boank Indonesia No.7/ATHI teniang Penilalan Kualitas Akiive Bonk
Umum targpal 20 Jasuard 2685 (LN Neo. 12 tshun 2005, TLN Ng. 4471} dan Sarat Edaran Baok
indonesta No, F3/DPNP tanggal 31 Jamuari 2003, Kredil Bank dibagt dalam lima kelekeibilias,
yaitu:
& Laooar
b, Dalam porbation khuses
c.  Kurang loncsr
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Oleh karena jtu, dalam memberikan kredit, bank harus memperhatikan hal-hal
yang menyanglat:
1. Ksadaan intern bank
Keadaan-keadaan intern bank yang harus diperhatikan adalsh plafon
kredit. Plafon kredit vany dimaksudkan di sini adalah batss maksimum
bagi Bank untuk mengoperasikan dananya, yang dikenal dengan Batas
Maksimum Pemberian Kredit (BMPK). Ketentuan mengenai BMPK
tertuang dalam Pasal 1] Undang-undang Perbankan'® Untuk

d.  Diraguksn
e Macet
Berdasarkan PRI terscbt, ponggotongan kualitas Kredit ditentukan berdasarkan faktor penilaian:
6. Prospek usghs;
b.  Kinerda {performonce} debitur, dan
. Kemampoen membayar,
Sehubungan dengan iy, mesurat Pasa] 1] avat (1) PBI tersebul, penilaian terhadap prospek usaha
wmeliputi penifaian terhadap komponen-omponen sebagei berikit:
Potensi pertumbuhian usaha;
Kondisi pasar dan posist debitur delam persaingan;
Kualitas manajernen dan permasalshan tenapa kerja;
Dukungan dari grop et afiliash, dan
Upaya vang dilakdar debiter sdalam rangke memelibars ingloungan bidep,
Seian;z:znya, pentlatan terhadap Kinerda debituy, menuewt Pasal 11 avat 2) PRI tersebut meliputi
peatisiag terhadap komponen-komponen sehagai berikut:
8, Perolchsn faba;
B Stroktur permodalen:
©.  ArusKkas; dan
d. Sensitivitas terhsdap Risike paser,
Sementara itu, yang dimaksudken dengen penilaizn terhadap kemasmpuen membayas, menucul
Pusal 11 ayar {3} dari PEBI lersebot medipi komponen-komponen setagal berikut:
Ketentuan pembaysran pokok dun bunga;
Ketersediaan dan keakuratan informasi keuangan debitur;
K.elenghkapan dokuenentasi kredil;
Kepatuhan terhadap perjanjian krodit
Kesesuaian penggunaan dang; dan
I(ewlagsiban sumber pembayaran kewajiban,

B Be g

P Bo o

Bank Indonesia mecefapkan keionleas mengenst swmksimam pembecian Keedit sten

pembiayaan berdagarkan Pringlp Syarish, pemberina jsssinan, pooempisn investasi sural

berharga atau hul ialn yeng serups, veup depat dilskeken oleh Bank kepads peminjem yeng

terkalt termasuk kepsds porusshaan-peruschesn dalam kelompok yang sems dengan Bank

yang bersangkuian,

{2} Batas maksimum schagaimana dimaksad dalam ayat {1} tidak boleh melebibi 30% (tiga puivh
perseratus} dard modsl Bank vaog sesuni dengan ketenthen vang ditctapkan Bank Insdonesia,

{3} Bank Indonesiz menetupken kelentusn mengenai balas maksinim pemberian Kredit, atau

pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, pemberian jaminan, penempatan invesiasi surat

berharga, alau hat lain yang serupa yang dapat dilakukan oleh Bank kepada;

a. Pemepang saham yang memiliki 10% (sepuluh perseratus) atan febih darl modal disetor
Baak;

b. Angzota Dewan Komisaris;

o,  Anpggois Direksi;

ey
T
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melaksanakan mandat Undang-undang tersebut, Bank Indonesia dari
waktu ke wakte menefapkan ketentvan BMPK yang secara konsep
dapat berubah-ubah,'™ Terakhir dengan dikeluarkannya Peraturan
Bank Indonesia Nomor 7/3/PBI/2005 tentang Batas Maksimum
Pemberian Kredit Bank Umum,
Mengacu pada ketentusn di atas, maka terhadap permohonan kredit
yang masuk, bank harus memperhatikan apakah sektor yang
dimintakan kreditnya ity masih terbuka plafonnys atau tidak. Jika
plafon kreditnya masih terbuka, maka permohonan kredit dapat
dipertimbangkan uniuk diproses lebih tanjut,™
2. Keadaan Calon Nasabah {(Peminjam)
Setelah bank memperhatikan keadaan internnya dan mampu unfuk
menyediakan dana bagi pemohon kredit, maka sebagai laagkah
selanjutnya adalah mempertimbangkan permohonan  kreditnya,'®
Dalam setiap permohonan pemberian kredit, biasanya bank akan
melakukan penilaian dari berbagal aspek  yang dikenal dalam dunia
Perbarkan schagal “The Five C's of Credit® vaitw: Charecter,
Capacity, Copitdd, Conditions dan Collateral.|”
Character menentukan hial yang menyangkut pertanyaan: Wil ke pay?
Selanjutays Capacity menentukan hal yang menyangkut pertanyaan:
Can he pay? Apabila jawaban dari pertanyaan “Can ke pay” adalah

d. . Kelusega dorl pihak sebagaimana dimaksud dalem hurul g, huesf b, dan huraf ¢;

&, Peabat Bank lainnys; dan F

f.  Perusahaan-perusshian yang di dalsmnya terdapat kepentingan deei pihak-pihak
sehagaimana dlsongd dalem hunsf e, baral' b, harad s, heruf d, dan beruf e,

{4} Batas maksimum schagaimana dimeksed dalam ayal (33 tedak boleh melebibi 10% (sepulub
preseratus] dari model Bank yang sesuzi dengan ketestuan yanp ditetapken oieh Bansk
Indonesix.

{dA)Dalam memberikan Kredic atau pembinyaan berdasackan Prinsip Syarieh, Bank difsrang
melampast batas maksimum peraberian Kredid atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Svarinh
sebagaimaaa diatur dalam seal (1), ayat (2), ayat £3), dan ayat (4).

(5} Pelaksooaan ketentusn scbageimana dimaksad dalam ayat {1) dap avat (3) wajib dilaporkan
seaegt dengan kelentuan yang ditetapkan cleh Bank Indonesia,

Incionesia fo), opeit, Ps. 11,

" HR. Daeng Naja, Hubum Krodi dan Bark Garansi (The Baskers Hard Book),

{Bandung: Citra Aditys Baku, 2085), k. 265,

7 Tie’ Aman, apcil., hin. 18,

VR sbid, him. 2.

¥ Sutan Remy Sjahdeiai (b), “Tahap-tahap Proses Pemberiao Kredit” dalsm Bchar
Kuliah gk PerBankan [£4 8. #a], %m, 2,
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“¥ey”, maka Capital adalah fakior uniuk menjawsb perlanvaan “How
much ecan he pay?” Dikaitkan dengan uealan terdshuly, maka
character menyangkut penilaisn mengenal kemauan Nasabah Debitur
untuk membayar kembalt Kreditnya, sedangkan capacity dan capital
menyangkut kemampuan Nasabah Debitur  untuk  membayar
kembali.'"?

Faktor C yang ke-4 adalah conditions, yaitu kondisi-kondisi eksternal,
yang berads di luar kendsll pemohon kredit seperti keadsan
perekonomian, moneter, bisnis dan keteatuan perundasg.-undangan
vang berlzku. Kondisi-kondisi tersebut sangat mempengarahi risiko
kredit. Kondist-kondisi yang tidek dapat diperhituagkan sebelumnya
dapat merupakan masalah besar di dalam pemberian kredit.'''
Berkaitan dengan hal di atas, dapat saja terjadi bahwa faktor conditions
yang diperhitungkan berubah sama sekali, sehingsa menyebabkan
usaha Nasabah mengalami kemacetan dan Nasabah Debitur menjadi
tidak mampu membayar kembali kredit tersebut. Uniuk menjaga
terhadap terjadinya kemuongkinar yang demikian, maka bank perl:
memiliki sesuatu yang fain yang dapat dipakai sebagai tumpuan
wrakhir alau sebagai source gf fast resort. Hal ity dapat dipercich
dengan meminta kepada Nasabah Debitur untuk menyediakan agunan
atan coflateral. Bila Nasabah Debitur tidek lagi mampu untuk
melunasi kredit dari sumber kenangannya, yang merupakan first way
ouf [;ag‘i bank, maka bank berharap kredit dapat dilunasi dari eksekusi
agunan. Dengan demikian, agunan merupakan second way ouf bagi
bank '

Undang-undang Perbankan Indoncsia mengambil pendekatan vang
serupa, yaitu pez%de%cétan tradisional sebagimana dikemukakan di

1% Sutan Remy Sjahdeini {2}, Kebohasan Bevkontrak dan Perlindungan yang Seimbang
Bagi Para Pikak dolawm Perjanjion Kredit Bank di Indonesia, {akarta: Instisg Baokic indanesta,
19933, him. 177.

"' Sutan Remy Sjshdeint (d), “Asms-zses Perbankon Indomesia” dalam Bahur Kefiah
Fukum PerBankon [0 On Pal, m. 19,

112 Siahdeint {B), op.cit, hlm. 14,
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atas.''? Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Perbankan roenentukan
sebagal bertkun:

Dalam memberikan Kredit atsu Pembiayaan berdasarkan Prinsip
Svariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan
analisis yang mendalam atas iktikad dan  kemampran  serla
kesanggupen Nasabah Debitur untuk melunasi ulangnya atau
mengembalikan  Pembiayaan dimaksud  sesuai  dengan  yang
diperjaniikan (kursif penetiti), "

Selanjutnyz dalam Penjelasan Pasal 8 ayat (1} Undang-undang
Perbankan dikemukakan babwa;

Kredit atau Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang diberikan
oleh Bank mengandung Risiko, sshingga dalam pelaksanaannys Bank
harus  memperhatikan asas-asas  perkreditan  atay  Pembuayaan
berdasarkan Prinsip Syarish yang sehat, Untuk mengurangi Risiko
tersebut, jaminan pemberian kredit atau pemblayzan berdasarkan
Prinsip Syariah dalam arti keyakinan ates fZemampuan dan
kesanggupem Nasabah Debitur untuk melunasi kewsjibannya sesuai
dengan yang diperjaniikan merupakan faktor penting yang harus
diperhatikan oleh Bank.

Lintuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan Kredit,
Bank harus melskekan penilaian vang saksama terhadap watok,
kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari Nasabah Debitur
(kursif peneliti).'"

Penjelasan Pasal 8 ayat {1} Undang-undang Perbankan menggunakan
istilah “watak” vang berarti character, “Kemampuan” adalah capacity,
“modal™ adalsh capitel, “agunan” adalah collaeral; dan “prospek
usaha” adalah conditions.'® Dari uraian di atas, dapat dikatekan bahwa
bank harus memperaleh keyakinan Calon Masabah Debiter mempunyai
kemavan dan kemampuan zntuk melunasi kredit yang diberikan oleh
bank, atau witlingness and ability fo repay. Dengan kata lain, melakui
analisis terhadap fakior-faktor tfersebut, bank menentukan kadar

creditworthiness dari Calon Nasabah Debitur.''”

2 giahdeind (e, op.cit., hlm. 177

M indonesia {a), ap.cit, Ps, B ayst {11
Y rbid., Penjelasan P's, 8 ayat {I).

V¢ Stahdeini {d), op.¢it., bim. 39-60,
17 siahdeind (b), opoir, Mimd
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Setelah bank selesai mengadakan analise terhadap dana yang tersedia
(plafon kredit) dan pribadi Calon Nasabeh serta segala sesuatu yang disyaratkan,
yang berlbungan dengan usaha Calon Nasabah, selanjutnya dibuatlah Perjaniian
Kredit.""® Perjanfian Kredit merupakan dasar adanya pemberian kredit. Istilah
Periantian Kredit tidak ditemukan datam Undang-undang Perbanken, akan fetapi
ada di dalam Instruksi Presidiem Kabinet Nomor 15/ER/1G tanggal 3 Oktober
1966 jo Surat Edaran Bank Indonesia Unit 1 Nomor 2/539%/UPK tanggal &
Oktober 1966 dan Surat Edaran Bank indonesia Nomor 2/643/UPK/Pemb. tangeal
20 Okiober 1966/Pemb. Ketentuan lersebut menginstruksikan bahws dalam
bentuk apapun setiap perjaniian pemberian kredif, bank wajib meaggunakan akad
Perjaniian Kredit, dan dari kata Akad Perjanjian Kredit terscbut dalam praktik
Perbankan dikenal dengan istilah Perjanjian Kredit.!"?

Dalams praktik perbankan, ketentuan dan isi serta penentuan klausuia-
kiausula Perjaniian Kredit biasanyz dibuat berlandaskan kesepakatan antara para
pihak. Dalam hal ini, yaitu pihak Bank sebagai Kreditur dengan pihak Calon
Pebitur, Namun, biasanya Perdanjian Kredit Bank dibuat dalam bentuk perjanjian
baku.'* Bentuk, ist serta klausula-klausula yang diperjanjikan berbeda pada setiap

Y9 fynhaendah Hasan menamakan Perjaniisn Kreedit sebagsi sustu perjenfian tidak
bernarma dar dasar Bukumnya stk Perjanfian Kesdit akan berleku  ketenfuane-ketentuan
berdasarkan kelenfoan Pasal 1338 syat {1) KUHPerdata yang dikenal schbagai pasal yang
mengandung asas kebebasan berkontrsk, Hat ini dikarenskan yang melandasi Pesjunilan Kredit
antara Bank dengan Debitur lebih ditekankan kepada kesepskatan anlarn para pihak, yaily
kesepakalan pikak Bank sebagai Kredilur dan pibak Calon Debitus,

Dengan asas Kebebassn Derkontrak diartikan bebwa perjeniian vang dibuat secars sah
“leh para pihek merupskan Undang-undang bagi mereks vang membuainya. Perjanjian fersebat
mengiknt sedemikian rupa, sehinggs haaya dapal ditarik kembali berdasarkan kesgpakelan pars
pilak gtz oleh Undang-undang, di sint terkandung nsos pacta swef servanda.

Asas kebebasan berkontrak berarli balvwa para pihak dagst membual perjaniian apa sajy,
asal tidak berientangan dengas Undang-undang, ketertiban umum dan kesusiloan. Deogan
demikian, dapat dikatakan bahwa dalam Perjanjian Kredit tersebu, pibak bunk dapat membust
Perianjien Kredit yang bentuk dan isinya apa saja deagan calon debitor, agal tidak berentenges
dengan Undang-undang Dasar, kefsntuan vrom KURPerdata seta Undung-Undang Perbankean
denpan segala poraturen pelaksanguyns, paket kebipaksansan pemerintaby dalam bidasg perbankan,
8K Menken dalarn bideng perbankan, serie fidak berlentangan dengan ketertibsn wmum serta
kususitaan. Lihat Hasan, speft, him. 176-178,

WP thid, bim. 170-174.

'”P&?jarz;‘iaa baku adalah pecianjion yang hempdr seluruh Ksasub-kiousulnya sudah
dibakukan aleh petngkeinya dan pikek yane lain pada dasarnye tidak memponysi peluang unfok
mersndingkan atay meminta perubahan. Meogace pada hal tersebut, yang belum dibakukan
hanyalah beberapa hal ssja, misalnya yaog menyangkut jenis, hargs, fumlah, tempat, wakiu dan
beberapa hel linnya yang spesifik dari objek yane diperfanjiken. Denpan kmiz fain, yang
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bank. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa tidak ada keseragaman dalam
Perjanjian Kredit bagi semua bank,'?!

Berkaitan dengan hal di atas, pada praktiknya, Perjanjian Kredit dibuat
secara tertulis. Dasar filosofinva adalah berfungsinya Perjanjian Kredit tersebut
sebagai alat bukti, dan sebagaimana diketshui bahwa surat-surat perjanjian yang
ditandatangani adalah merupakan suatu akta,' Oleh karena itu, Perjanjian Kredit
secara {erfulis lebih aman bagi para pihak dibandingkan dengan bentuk lisan.
Dengan bentuk tertulis, para pihak tidak dapat mengiogkari apa vang telab
diperjanjikan, dan ini akan merupakan bukii yang kuat dan jelas apabila terjadt
sesusty kepada kredit yang telah disalurkan atau jugs dalam hal terjadi ingkar
fanji oleh pihak bank.'?

Dengan ditandatanganinya Perjanjian Kredit, tidak berarti akan disertai
dengan realisasi keedit/pencairan kredit, Pemohon (Calon Nasabah) tidak akan
dapat melakukan penarikan kredit, bilz tidek ada pernyataan darl bank bahwa
pemohon sudah boleh menarik kreditnya,

Atas dasar urplan tersebul, dapat disimpulkan bahwa Perjanjian Kredit
baru lahir pada saat dilakukannya realisasi kredit. Jadi, pada saat dilakukannya
penandatangan Perjanjian Kredit, Perjanjian Kredit belumlah lahir. Apabila
Perjaniian Kredit lelah Iahir pada saat dilakukannya pensedatangan Perjanjian
Kredit, sedangkan pihak Pemohon belum menerima kreditnya, maka hal ind
adalgh svatu kejanggalan, suatu ketidak-adilan yang nyata. Hal ini dikarenakag
apabila Perjanjian Kredit telah fahir pada saat dilakukannya penandatangapan
Perjanjian Kredit, berarti Perjanjian Jaminan-nyz pun telah fahir. Sementara pada
saat itu Pemohon belum menerima Kreditnya, veng berarti pula  belum
’mempurzyai hitang. Hal ini adalab bertentangan dengan sifat accessoir dari
Perjanjian Jaminan. Demikian puls halnya bila diksitkan dengan kewajiban

dibafeakan bukan formdic perjonjian tersebyt tetap! Kavsul-Kaesuinya, Libat Sjahdeini 483, spoit,,
kim, 65-59,

¥ Berdasarkan asas ebebasan borkontrak maka dalam prak@k setiap bank sclalu
berbeda dalam meaentukan bentuk, syaral, isi senta khasula-klausuls dalam Perjanjian Kredit
seysebut sesuni dengan yung dikehendaki pikek Bank. Lihat Hasan, op.off,, hlm_ 176

2 Suaty akea ialoh suatu udiszs yang mermang sengaja dibual unluk disdikan buks
tentang suale peristiva dan ditandatangani. Lihat Rabwsn (2}, opcir, him, 130,

2 grasan, op.cit., him. 180

i Tie' Ainan, sp.cir., Bifm, 35
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membayar bunga kredit, Bagaimana mungkin Pemchon/Calon  Nasabah
diwajibkan membayar bunga apabila ia sendiri belum menerima kreditnya.'™”
Berkaitan dengan hal di atay, oleh karena Perjanjian Kredit tunduk pada
ketentuan hukum perjsnjian (pada nmumnya}, maka hapus/berakhimya Perjanjian
Kredit dapat diperlakukan Pasal 1381 KUHPerdata™ yaitu mengenai hapusnya
perikatan. Dari sekian banysk penyebab hapusiberakhirnya perjanjlan-perjanjian
terscbut dalam Pasal 1381, delam prsktik hapus/berakhimya Perjanjian Kredit
Bank, lebih banvak disebabkan cleh: pembayaran'”, subrogasi'®, novasi™ dan

kompensasi. P

2% Ibid., hlm. 35-36.

25 pasal 138 KUMPerdata
Perikatare-perikatsn hapuy kerenp: pembavarar, penswsran pembayaran tunat dithuti deagaa
penyimpanan  alsu  penitipen, pembuhacuan  vtang, perjumpaan utang  elsu  kompensasi,
percainpuran utang, pembebasan utangnya, mosnabnys barang yang lerstang, kebatalsn alow
pembaialan, berlokunva suatu syarst batal yang dister dalam bab ke satu buku ini, levatnys wakhs,

perbavaran {hunas) Inf merupakan pemenuhan prestasi dari debitur, baik peesbayacan
huteog pokok, bungs, derdis mangun biava-bisys lainnys yang waiib dibayer lunes oleh Daobitur,
Pembayaran lunas ind, beik karens jstul tempo kreditnya; atay karens dharuskannys Debitur
meivassi krediinys securs sekotkn daw sekaiipus {opeibagrieid clouse). Lihat Rahman {8}, opoit.,
him. 165

"2 Subrogast oleh Pasel 1480 KUHPerdata disebutkan sebagal penggantian hakeuk f
berpiutang oich seorang pihak ketiga yang membaysr kepada si berpiutang tersebut. Diaed uralan
ini disimpnikan babiws subrogast danst terjad apabila sda penggantian hak-hak oleh ssorang pihak
keliga yang mengadakan pembayaran. Pasal 1401 KUHPerdats menentukan bshwa sebrogasi
depal terjadi dengan persstujune; {1} apebilz i berpintang denpan menerirea pembaysran devi
seerang pihak ketiga, menclapkan bahwa orang ini akan menggantikan hak-haknya s berpiutany;
{2) apabila ¢i berhutang meminiam sejumbab vang unluk melunasi hulangnya, dan menclapkan
bahwa crang yang meminjamkan uang itu akan menggantikan hak-hak si berpivtang,. Lital Jid,

1*% Penpertian novasi atau pembahanmn hitang di sini berarti dibuatnya sustu Perjanjian
Kredit yang baru untulk/alau sebagai penggonti Perjanjian Kredit yang lama, sehingge Petjanjian
Kredit yang lama menjadi hapus/berakhin, Pasal 1413 KUHPerdata menyebutkan ada tiga cara
yang dapat dilakukan untuk sualy nevasi, vaitw: (i) apabila seorang yang berhutang membual
suaty perikatan hutang bare gung oreng yang menghutangkan kepadanys, yang renggactikan
hwlang yang lama, dibapuskan karenarya, (23 apabila seprang berhutang baru ditunjuk vtk
mengeantikan orang berhutang fama, yang ofeh orsep yang berpiutang  dibebaskars dard
perikatanaya: {3} apabils sebagai akibal sust persetujuan bare, searang berplutang bare ditunjak
uaiuk meoggantikan orang berplutang Iama, terhadap siapa orang berhutamg fibebaskan daci
perikatannyva. Lihat i, k. $68.370,

P2 padn dassnya Kompensast yang dimaksudkan ofeh Pasal 1425 KUHPerdaws adalsh
suity keadaan ketika fecdapat dun orang/pibek sating berhutaog sate sama laln, yang sclenjulnya
pare pifak tersebut sepakal mengkorpensasiban hutang-piuteng itu, sehinppa pertkatan hutang By
meajadi hepus. Kondist ind dilslankan olsh bank dengan cara mesg-kompensasi-lan barng
jaminan debltur dengan hutsngeys kenads baek, seheser jumish jaminan fersebin yang disembil
alils. Lihat /bid, him. 170,
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2.2 Pengertian Pengamanan Kredit

"™ merupakan suatu mata rantai Kegiatan bank dan

Pengamanan kredit
smaty aspek yang penting dalam manajemen keedit, karena proses pengamanan
berjalan ferus menerns, berulang-ulzng dan mengkaitkan kegiatan yang satu
dengan yang lain. Langkah pengamanan ini dimulai dad sejak bank merencanakan
pemberian kredit hingga Kreditaya kembali, Dalam hal ini, walaupun secara
administratif proses pemberian kredit telah selesai, tugas bank tidak begita saja
menjadi selesai. Pada dasarnya segala apa yang disyaratkan sebelum dan sesudah
kredit diberikan merupakan usaha pengamanan kredit.'*

Langkah-langkah yang diambil bank dalam mengamankan kreditnys, pada
pokoknya dapat digolongkan menjadi dua; yaitu pengamanan preventif dan
pengamanan represif.'”  Pengamanan preventit adalah pengamanan  yang
dilakukan untuk mencegah terjadinyas kemacetan kredit. Sementars ity
pengamanan represif adalah pengamanan yang dilakekan untuk menyelesaikan
kredit-kredit yang telah mengalami Kketidak-lamcaran sfau kemacetan, Dengan
demikian, pengamanan kredit pada hakikatnya adalah memperkecil risiko, bahkan
sampat pada menghilangkan risiko yang mungkin timbul mawvpun sudah

timbul/erjadi.'*?

2.3 Bentuk-benfek Pengamanan Kredit
Berbicara mengenai pengamanan preventif, berikut ini akan diuraikan dua
bentuk, sebagai berikut: '
2.3.1. Jaminan dalam Pemberian Kredit -
Pemberian jaminan dalam peﬁ;zberian kredit ditvangkan dalam
bentuk perjanjian penjaminan vang lazimnya dikonstruksikan sebagai

erjanjian yang bersifat @ecessoir™ yaitu perjanjian yang dikaitkan
p : ¥ parjan) £

P fstiiah pengamaran kredil digunakan ofch Mes. Bdy Putra Tie’Aman. Lihat Tje' Aman,
opsit, him. 38,

" rbid., hios. 3839,

W rhid., him, 39,

™ thid.

M Redudukan pecniian penjaminan yang dikonstruksikan sebagat perjanjian accessair
ite reenjamin Ruminys lanbage jaminan weesebut bagi keamanan peraberian kredit oleh Kreditur,
Kedudukan perjonjien Roinan sebagal pedaniian yang bersifs accesseir mempunyai ciehiri
sehmgat berikut:

g Adanya tesgantung pada perjaniian pobok.
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dengan perjaniian pokok'’, mengabdi pada perjanjian pokok. Dalum

praktik perbankan, perjaniian pokoknya itu berupa perjanjian pemberian
kredit atau perianiisn membuka kredit oleh bank, dengan kesangpupan
memberikan jaminan berupa beberapa kemungkinan seperti: Hipotik, atay
Credictverband, Gadal, Fidusia, Borgrocht dan lain-lain. Kemudian ditkuti
Perjanilan Penjaminan sccara tersendirt yang merupakan tambahan

{accessoir) yang dikaitkan denpan perjanjian pokok tersebut.’”’

2.3.1.1.Jaminan yang Bersifat Kebendaan

Jaminan yang bersifat kebendaan ialah jaminan yang
berupa bak mutlak atas sesuaty benda tertentu yang dijadikan objek
jaminan untuk suatu ketika dapat divangkan bagi pelunasan atau
pembayaran hutang apabila debitur melakukan cidera janji atau
ingkar jenji.”® Selanjutnya dikatakan pula bahwa ohjek jaminan
tersehut dapat berups kekayaan debitur sendiri atan kekayaan

2 Tujuan dan jaminan yang bersifat kebendaan

seorang ketiga,
adalah memberikan hak verhaoo! yaitu hak untuk meminta
pemenuhan pittangnya kepada kreditur, terhadap hasil penjualan
benda-benda terientu dari debitur untuk pemenuhan pintangnya. ™
Jaminan yang bersifat kebendaan ini mempunyai ciri-ciri/sifat hak

kebendaan, vait:  absolut,'®' droit de  suite, droil de

Hapusnya tergantung pada parianginn pokok.

Jika perjonfian pokok batal-ikut batal,

Tkut beralit dengaa beralibnya perjenjian pokok.

Jika perutangan pokok beralih karcna cessi, subrogasi maka ikut beralib juga tanpa adanya
penyerahan khusug,

Likat 8ri Soedewi Masjchoen Softvan, Hubumr Jarinan df Indonesia, Pokok-pokok Hrkiny
Jaminan das Jantinan Perorargen, ceL 111, (Yogyakarta: Liberty, 2003), k. 37. )

1% perjanjian pokek adalah perjanjisn-perjaniian yang untuk “adatiya® mempunyst dasar
yeng mandivi. Lihal 3. Satrio, Hubum Jominan, Hak-hak Japiinan Pribadi jentgng Perianfian
Penonggungan den Perikaten Tanggung Mesanggueg, cci (1 Reviss, (Bandung: Citrs Aditya
Bakti, 2003, hlm_ 34,

7 Sofwvan. loc.cit.

Y2 tinsmn, op.oin., hin. 256,

2 i whm, 257,

8 sofwan, op oic, bim, 338

"' Hak kebendaan dapst dipergalianican atay dimiotakan pemenvhan terbadap slopnpun
joga, yaitn torhadap moreke yang memperoleh hek baik berdacarken atas hak veng umum msusin
selale mengikutl bendanya {dralt o sufie; rocksgevolg) dalam mtl bahwa yeng mengilesti
bendanya ifu tidak hanya hekoys, tclapt juga kewenanagas uriuk menjual bendanys dan Jmk

B oo o
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5

preference,' asas priorizeit,! dan dapat dialihkan'™.  Jaminan

yang bersifat kebendaan terdiri dari beberapa jenis, yaitu Gadai'®®,

1
gifi‘}

Hipotik™, Hak Tanggungan'®® dan Jaminan Fidusia.

eksefussh. {Libat Sofwan, sp.cir, him. 38.} Ssiixe arang tidak boich mengganggu atau merintangi
punggunaan dan pengyasaan hak jfv. ind dikaitkan dengan keaadan pada hak kebendaan yaity totap
ada hubungan yang lanpsung antars orang yang berhak dengan bends, bagaimenapun jups ada
campyr tangan pihok laie, {Lihat Riduon Syshrand, Sefuk-Belvk don Asas-asas Hukoem Perdiia,
cet. 1V, {Bandung: Alumni, 2058, him. 1253 Denpan demikias, pemegang hak kebendaan berhak
meaunlut selizp oreng yang menggangge haknya (Libat Mariarm Darus Badrelzeman (b), Aneke
Hukum Bigniz, cet, 1, {Bandenp; Alemeni, [994), Mm. 753

2 tiak kebendaan mengikut bendanys 61 dalam tangan stapapun berada. Bahkan, dalam
ha! regadi kepailitan orsng yang mempunyai hak kebendean atas sesustyu bends vang beaada pada
orang yang jatult pailit, hak kebendas: tersebal berads i Luar kepaililan. Hak kebendass lerselnt
telap ada tdroif de suite) sekalipus Benda lersebnd oleh kurator kepallitan dijlual Repada orang ain,
Lifat Safwan, ap.oir, him. 48,

" padu jumdnen kebendasn, Kreditur mempunyai hek uniuk didehuiukas permenuhan
phsangnya {orbedap pembagias hasi! eksckusi dari bendas-bendda lerlento dac Debitur, fadi
krediter tidak mempunyai hak pemenchan atas bendanys, melainksn meloiu atas hasii eksekusi
dari bendanya, diperhiqungkess dart hasil penjnalan ates benda tersebut, Dengan demilian, pada
Jaminan kebendoan, Kreditur merass iedamin Korena mempunya hak didahvluier: {preferensi)
dalam pemepuhan piotaognya ates st cksekusi terhadap benda-bends Debitur, Kreditur
pemegang hak kebendaan tersebat jugn mempunyai hak pemenuben terhadap benda-benda lainnya
duri debitur, bérsama-spoa deagan kreditur Jainsys selaku keedilor bersama (kreditur koakuren).
Mamun, kemungiinen terscbut hinyz terjedi jika pomenuhan piutang Kreditor fersebut dengan
hasil eksekusgl ferhadap benda-benda ferienty i saja masik befum mencokupl. Qleh karena ity
dalam keadase demikian, borssma-suma dengan pars Sredilur konkuren, is masih dapat meminta
pemenyhan atas hasil penjustan terhadap benda-banda jaminan yang fain i, Lihat Ihid, hir, 48.
49,

' Hak kebandaan mengenal ssas prioriteil, Dislam hal ind, hak kebendaan mgngenal asas
bahwa hak kebeadaan yang tebih toa {lebih didu teglads) lebih dintamakan daripada hak kebendaan
yang terjadi kemudian, Lihat Softvan, op.cit, bim. 47,

"* Pemegang hzk kebendaan dapat mengalibkan heknya. Contohnys Hipatik. Dengan
adanya pecalihan Hipotik, lidek borsnil hepusnys hutasg debitur, Dalem hal ind, yang ieriadi
nanyatah perubaban Pemegasg Hipotiknya. Misalays A (Kreditw} suemberikan ginjaman
ssiumnish veng kepade B (Debitur) denges Jaminan Hipotik, Kemudian, A mengalibkan
paiangaya it kepads €. Dengan demikign, maka C sclain menceima phatang, jugs menerima
peralihan hipetik sehapgal suatis hak gocessoir, Libat Svabhrand, op.olt, cetlY, {(Bandung: Alumsi,
2000, him, 183, :

" Gudai distur dalam Buku 1 bab XX Pasal 1150-1180 KUHPerdala. Berdasarkan
Pasut 1150 KUHperdats, Gadai adelsh seafu hak yang diperoleh kreditur atas suate benda
bergerak, yang diberikan kepadanya oleh debitur atan ersng kuin alas nmmnanya sebagal jaminan
pembayaran dan memberikan hak kepada kreditor ustuk mendapal pembayacan lobih dabuly
darigada kraditur-krodslur feinnya alas hasit pesjualan benda,

¥ Menurot Pasal 1162 KDUHPerdata yang dimaksud dengan Hipotik adalah suaty
kebundaan atss beada-banda tak bergerak {kepunyasn orang Izin}, untok mengambil penggantian
daripadznyza bagi pelunasan suslu perikaian. Dalass KUHPerdata, Hipotik dialur di datam Beku I
fitel XK1 H162-1232. Namum, denpan adanys Undang-undang Nomor § Tahun 1980 fentang
Peraturan Dasar Pokoic-pokok Agrogis (LN1960-104, TLN 2843), maks buku § KURPerdata
sepanjarg yang mengenai burd, air sertx keknyaan yang terkandung di dalsmmyz dinyataken tidsk
berlaku fagh, kecuall kelentusn-detontuan mengenail Hipolik yang masih berlaky pada mulal
berlukenya Undang-undang ini {Libal Syabrant, op.cir, hlm. 162} Oleh karena ily, yenag tidsk ada
lagi setelah UUPA adalah lembaga hipslik sebagai jamingn atas tenah, Sementurs Hipotik sebagad
Jamingn aias beada-benda tak herporak Ininaya seperit ates kapal laul sebagaimans dimaksud Pasal
314 zyat {33 KUHD masih tetep ada, Lihao Syaleaad, opcir, him. 162 dag 184,
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2.3.1.2.Jaminan yang Bersifat Perorangan

Jaminan yang bersifat perorangan ialah jaminan yang
menimbulkan hubungan fangsung pada perorangan tertents, haoya
dapat dipertahankan terhadap debitur terfentu, terhadap harta
kekayaan debitur seumumnya.®® Dalam  bal ini, kreditur
mempunyai hak memntut pemenvhan plutangnya selain kepada
debitur yang utama juga kepada Penangpung atau dapat menuntut
pemenuhan kepada debitur lainnya.'’! Oleh karena itu, pada
jaminagn perorangan, kreditur merasa terjamin karena mempunyai
lebit darl scorang debitur yang dapat ditagih untuk memenuhi
piutangnya.!™ Jaminan vang bersifat perorangan mengenal ssas
kesamaan'™, dalam arti bahwa tilak membedakan mana pivtang
vang lebih dulu tegadi dan piutang yang terjadi kemudian.
Semuanys mempunyai kedudukan yang sama, tak mengindahkan

urutan terjadinva, semua mempuryal kedudukan yang sama

S Berdaserkan Pasal | engka [ Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak
Tanggungon stas Tanahk Beseria Benda-benda yang Berkeitan desgas Tanah (LN 1266-42, TLN
3632}, Hak Tsenpgungan adalsh Hak Jaminun vang dibebankan peds jiak awas tanah sebagaimans
dimaksud dalem Undang-Undang Nomor 5 Tahus (1960 tentang Peraiuran Dasar Pokok-pokak
Agraria, berikut miau tidak berikot benda-benda lain yang meropakan saty kesalsan dengan tassh
#u, untuk pelopesan wang terioniu, yang memberiken kedudukan yang diucamakan kepade
kreditur tertenty techadap kreditur-kreditar lain.

¥ raminan Fidusia diatur dalam Undang-undang Momsor 42 Tehun 1999 wemang Jaminan
Fidusis (L3 1599-168, TLN 3889 Dalem Pasal | enpgka 1 Undang-undang fersebng, Fidusia
dirumuskan sebagal pengalihan hak kepemilikan suatu bends atas dasar kepercayaan dengan
kelentuan bafwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tcisp dalam pengussamn
_pemilik bends. Seclsgjuinya, Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Fidusia merenuskan Jaminan

Fidasia scbagal hak aminan atas benda bergarak baik yang berwuind maupun tdak berwuind dae
benda tidek beorgerzk khususnya bangunan yang tidak depat dibebani Hak Tanggungan
sebageimans dimaksud dalge Undang-undang Nomor 4 Telun 1996 teatang Hak Taaggongan
vang fetsp berada dalem pengeasean Pemberi Fidusia, sehogal sgunan bagi pelunasen huwang
tertonty, yang memberiken kedudukan yang ditiamakan kepada Penerima Fidusia techadap
Kreditor iainnya.

19 sofwan, ap.cit., him. §7.

B bia, im. 48,

2 Ihid,, him. 49

¥ pasal 1131 KUHPerdata
Segola kebendsan si berutang, baik vang bergerak maupun vang lak hergerak, baik yang sudah sda
manpuin yang bare akan ada 4 kemudian hari, mendadi tanggungan untuk segala perihman
perseorangan.

Pasal 1332 KUHPerdata:
Kebendaan tersebl menjadi jomninan bersama-sama bapi sermta arang yang menguranpkan
padanya; peadapatan penjusian benda-bendu ity dibagi-bagi menvrut kescimbangan, yaito menurul
besar-keciinya piulang maging-masing, keovndi apebile & anters pare berpiulang o sds alasan-
alasan yang sab orluk didetalakan,
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terhadap haria kekayaan debitur, Jika kemudian terjadi kepailitan,
hasil penjualan benda-benda tersebut dibagi-bagi antara mereka
bersama sccara ponds-ponds gelifk seimbeng dengan besarnya
piutang masin g~masing,m

Sebagai bagian dari jaminan yang bersifat perorangan,
dikenal apa yang disebut Pegjanjian Penanggungan {(borgicchs).
Penanggungan adalah suatu perjaniian dengan mana seorang pihak
ketiga, guna kepeniingan si berpivtang, mengikatkan diri untek
memenuhi porutangan si berhwtang manakala orang ini sendini
tidak memenuhinya.'

Mengacy kepada hal di atas, J, Satric mengatakan babwa
pada perumusan Perfaniian Penanggungan, yang khag bukannya isi
prestasi para pihak, tetapi suatu unsur formal tertenty, yaitu bahwa
Boryg menjamin pelaksanaan prestasi orang lain, Konsekusnsinya,
isi prestasinya dapal macamemacam, bergantung dari apa yang ~
berdasarkan penjanjian pokok yang dijamin- ditinggaikan debitur
tidak dipenuhj atau berupa janif ganti rugi senilaf f.'*

Dengan tegas dikatakan dalam Pasal 1820 KUHPerdata,
bahwa Peranggungan didasarkan  atas suatu perjanjian, dan
perjanjian yang dimaksud adalah perjanjian antare Kreditor dengan
Peniberi  Juminan  Pribadi (Borg). Konsekucnsinya adalah
Perjanjian Penanggungan -sebagal juga semua perjanjian pada
umumnya- harus memenuhi unsur-unsur Pasal 1320 KUHPerdata

agar menjadi perjanjian yang sah.'>’

'3 Safivan, op.cit., him. 47,

%% pasal 1820 KUHPerdata:

Penanggungan adaloh sumu perjanjian denpan mone seorang pihak ketign, guna
kepentingan s berpintang, menpikatkan disd unwuk memcnebi porikater 8§ berstang manakela
srang ind sendird tidak mementhinys.

14 1. Sairio menysbutkan bahwa peranan Borg baru munce!, sctelah Diebitur {Mama tidak
mencnuhi kewdjiban perikatanaya dengan baik sebagairang mestinya, Pomenvhan oich Borg
bersifal sebagai ponggantl apr yang ditingpaiiom Debitur Lt fidak (erponubi. Dalem hal ind
tampak silol snbsidaly darl ponanggungan. Lihat Satvie, apeds, bim. 11 dan 53.

'\ thid, i 12,
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Untuk jefasnya dapat dilihat pada skema berikat:

A (Kreditur}\l'/ B (Debitur)

C Borg)
Gambar 1

Keterangan:
Dalam peristiwa Penanggungan ada suatu perjaniian pokok (anfama
Kreditur (A} dan Debitur (8}, dan akan disebut {A-B) vang dijamin
dengan Penanggungan yang didasarkan suaty perjenjian lain
(Perjanjian Penanggungan A-C). Jadi, di samping perjaniian A-B
{yang disebut perjanjian pokok), terdapat satu lagi perjanjian fain,
antara A-C."
Dari skema di atas, dapat dilihat bahwa pada perjanjian pokok yang
terlibat Kreditur {A} dao Diebitur {B). Jika digambarkan maka akan
meniadi seperti berikut ink
e

Gambar 2

Pada Debitur (B) ada terhutang sesuatu, ada schuwld/hutang.
Oleh karena itu, Debitur (B) dapat ditagih oleh Kreditur (A). Selain
itu, pada asasnve, Dcebitur berfanggung jawab asfas kewajiban
perikatannya, dengan seluruh harte bendanya’® Dalam hal inf
berarti, kekayaan Debitur dapat dijual paksa/dicksekusi unfuk
diambil sebagai pelunasan. - Depgan demikian, di  samping
mempunyal sehidd, Debitur juga mempunyal fafiung.'™

Berkaitan dengan  hal di atas, pada perjanjian
Penanggungan, Berg (C) dapat ditagih untuk memenuhi kewaiiban
Penanggungannya lika Debitur (B} wanprestasi, Oleh karena i,
herdasarkan  Perjanjian Penanggungannya, Borg berfenggung

%% rhid,, him, 14.

' pasal 1131 KUHPerdata
Segala kebendasn si berutang, baik yang bergerak maupun yang lak berperak, bajk yang sudah ada
maupun yang baru skan ada df kemudian hari, menjadi anggungan ualuk segala perikatan
perscarangan.

% Qatrio, gp cit., him. 19,
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jawab dengan selurub harta kekeysannya (pads Horg ada
haftung). "

Ditinjau  dari  perikatan yang hendak ditanggung
pemenuhannys,'® Borg (C) merupakan orang vang berada di luar
perikatan tersebut, Oleh karena itu, Borg discbut schagal pihak
ketiga, '™

Dengan adanya Perjanjian Penanggungan antara Kreditur
dan Borg, maka lzhiriah akibat-akibat hukum yang berupa hak-hak
dan kewsjiban-kewajiban tertentu yang harus diperbatikan baik
olsh Borg maupun oleh Kredimur.™ Schubungan dengan itu,
Undang-undang memberikan hak-hak tertentu kepada Borg untuk
melindungiBhorg dalam melcksanakan kewajthannya, vait:

a. Hak untuk menuntut lebih dahulu

Dalam hal debitur lalal memenuhi prestasi, Borg wajib
membayar hutang kepada Kreditur setelsh menuntut
agar bharta benda debitur lebih dahulu disita dan
dilelang/dijual untuk melunasi hutangnya.'®™ Sebagai
pengectalian dari hak Borg untuk menuntut lebib duly
penjualan harta Debitur, dapat dilakukan apabila ia
telah melepaskan hak istimewanya untuk menuntut agar
benda-bentla Debitur lebih dulu disita dan dijual
Pelepasan hak yang demikian. biasanya diminty oleh

L

"1 Ihid,, him. 40. Pihak keligs tidak mempunysi slang kcpada Kredir, akan fciapi ia
bertanggung jawab slas utang Debitar dengan harda kekaysannys sebugal pelunasan wang Debitur,
Dengan kats lain, Ponjamin memptiayai dgfiung dengan sehuld pada orang lain, Likat R, Setiswan,
FParok-pokok Hukum Perikatan, cet. Vi, {Basdung: Putra A Bardin, 1999, him. 7.

' perikatan pokok antara Kreditur dangan Debitur iitama {dufars skema: A-R).

161 parianjian Penangaungan (dalam skema: A-C) merupakan suste perjaniian tersendirl,

Dalams hat ind, berbeda dasi perianjian yang telak dibugs sntam Kreditur dongan Debiter Uitsms (A
B), sckalipun ada hubungsanya saly ssmz lain (dibuainys Perjanjisn Penanggungan demi
periandfan pokok}, I2engan demikian, Barg (C) dalam Peraniion Penangguugan mempunysi
kevajiban perikatan wrsendiri di fuar kewajiban perikatan debitur (B, Namun, dengan mengingat
bahwa isi dan juasaye kewajiban perikitan Sorg (C) ditentukan oleh wanprestasinya Debitur, vastu
ape yang oleh Debitur tidak dipenubi sebogaiomna mestinya. Lihat Sawlo, ap.oir, Mm. 4841,

" Sofwan, op.cif., hlm. 91,

1% Prasal 1831 KUHPerdata

8 Pesanggung Hdshdah diwajibkan membayar kepads s§ berphutang, selain jiks s

birutang latai, sedangkan beada-benda st berstang ini haras lebih debudu disita das difust untok
melunasi ulangnya.
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Kreditur agar ia dapat menuntut langsung kepada Borg
untuk  pemenchan  piutangays, demi  kepentingan
Kreditur, Selanjutnya, dapat juga terjadi apabila ia 1elah
mengikatkan dirinya bersama-sama Debitur Utama
secara tanggung menanggung.'® Dalam hal demikian
akibat-akibat perutangannya diatur meourut asas-asas
vang ditetapkan  untuk  perulangan  tanggung
menanggung. '™  Selain  itw, jika Debitur dapat
mengajukan suaty tangkisan yang mengenai dirinya
secara pribadi, Debitur berada dalam keadaan pailit dan
penanggungan itu diperintahkan cleh hakim.'*
b. Hak untuk membagi hutang

Jika dalam Perianjian Feranggungan ferdapat beberapa
orang yang mengikatkan dirl sebagal Barg untuk suatu
hutang dan untok seorang debitur yang sama, maka
masing-masing Penanggung terikat untuk  seluruh
hutang.'®  Namun, ketentuan  Undang-undang
memberikan hak bagi masing-masing Borg ini untuk
membagi hutangnya, Datam hal ini, ketika digugat
untuk pemenuhan hutang, mereka dapat menuntet agar
Kreditur terlebih dahulu membagi-bagi pivtangnya
uniuk bagian-bagian dari para Bere 7’

¥ Sofwan, ap.cif., lm. 92

"7 Pada perutangan tanggung menanggung alan perutangan tanggung renteng lerdapat
hak yang bersifat reemberi jaminan bagi Kreditur. Hal ini dikarenaken pada perotangan tsageang
renteng lerdapal beberapa Debitur yang walib membayar untuk seluruh presiasi, sehingga Kreditar
merasa lerfamin pemenuban putangnya. Tanggeag renteng yaog bersifat memberi jaminan jalah
anggung renteng yang pasil yaitu dalam perutangan terdapat beberapa orang Debitur yang waiib
berprestast. Kebalikannya lelah tanggung resteng aktil df maos datom perutongan tersebut rdopat
beberaps Keaditur vang berhak atas prestest, Lihat 28id, bim. 71,

" thid i, 92,

" pasal 1836 KUHPerdata:
Jika beberapa oreng telsh mengikatkan divi sebagsl Pemanggung untok seorang beruteng yang
samg, lagi pula untek ulang yang sama, maka masing-masing adakah terikat untuk selursh wasng
ftu.

"7 pasel 1837 KUHPerdala:
Namum ilu masing-masing dari mereka, jika ia ticak relab melepaskan hak istimewanya uatuk
meminta pemeeahan wtangnya, pada pertama kalinya o digugat di muka Hakim, dapst memuntul
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¢. Hak untuk mengajukan taagkisan gugat
Hak untuk mengajukan gugat diatur dalam Pasal
18497" dan 1850 KUHPerdata'®. Hak unwuk
mengajukan tangkisan dari Borg Ishir dari Perjaniian
Penanggungan. Dalam ha! ini merupakan hak dari borg
sendiri, di samping juga Ishir karena sifat accessoir dari
Perjanjian  Penanggungan. Mengacy  kepada  hal
tersebuf, maka Borg dapat smengaiukan tangkisan.
tangkisan yang dipakai oleh Debitur terhadap Kreditur
vang lalir dari perjanjian pokok. Tangkisan yang lahir
dari Perjanjian Penanggungan misalnya jika perjaniian
ferjadi karena kesesatan. Tangkisan yang bertalian
dengan pribadi debitur tidak dapat diajukan oleh Beorg.
Menurit para penparang, pada umumnys hal iy
menyanpkut  ketidakmampuan  Debiiur.  Misalaya:
tangkisan karena keadaan swrseange dari Debitur,
tangkisan karena keadaan overmachs, dan lain-lain, '

d. Hak untuk diberhentikan dari penanggungan (karena
terhalang melakukan subropasi  akibat  perbuatan
kesalahan Kreditur).

Borg berhak untuk diberhentikan darl penanggungan
apabifa karena perbuatan Kreditur, Berg menjadi

supaya st berplislang iebih deholy membagl plstengaya, dan mengoranginya hingge bagian
masing-masing Penanggung utang yang terikat secara sah.
Jika pada wakiu gsish scarang Penangsung menuntul pemecsian wangnyd, seorang alau beberspa
grang temsn Pensnppgung bersda dalae keadzan fok mampn, make s Pensopgung ferseing
diwaiilhen membayar unluk orang-orang vang ek mampu o menurat imbangan bagiannys; tetepd
in tidek bertanggung foweb jika ketidskmampuan crang-orang Mo lerjadi setelsh pemecahan
wlanpnya.

7! Pasal 1849 KUHPerdata!
Jika si berpivtang secars sukarcla menerimz susta benda (ak bergersk maupun sush: bends Jain
sebagal permmbayarsi atas atang pokok, rmaka si Penanggung dibebaskan karenanya, biarpun benda
Hu kemudian karena suatu putusan Hakim olch 5 berpiutang harus disershkan kepada seorang
Iain.

% pasal 1850 RUHPerdate;
Sustu penundaan pembayaren belaks, yang ofel st berplutang $iberikan kepads 5§ berutang, tidak
membebaskan si Peranggung wang; namon 5i Pengnggeng ai dalam hal yeng sedemikian dapst
meminiul si berufang dengis maksud memaksanys vatek membayar stes ustuk membebaskas st
Pemasgeunp dari Penanpggungannya,

"V Rofiven, op cir, hitm. 95.
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terhalang atan tidak dapat fagl berlindak terhadap hak-
haknya, hipotiknya dan hak-hak utama dari Kreditur."™
Hak demikian itu timbul sebagai akibat adanys
ketentuan hahwa bagi Penanggong yang telah
membayar, karena hukum zkan menggantikan semua
hak-hak Kreditur terhadap Debitor. Mengacu pada hal
tersebul, dka ini tak terlaksana karens kesalahan dari
Kreditur, maka akibatnya Borg akan diberbentikan
sebapai Penanggung dan Perianjian Penanggungannya
it akan gugur.'”°

Berkaitan dengan hal di atas, dalam vurisprudensi dan
praktik perbankan {sebagaimana nampak dari keputusan-keputusan
pengadilan dan akta-skta Perjanjian Penanggungan), dibuat janji-
Janji  khusus antara kreditur dan  borg yang maksudnya
mengandung  janii agar Borg melepaskan  hak-haknya it
sebagairnana telah diberikan Undang-undang. Adanya fenji-janji
yang demikian merupakan hak dari Kreditur untuk melindungi
kepentingan Kreditur.'’®

Dengan adanya Penanggungan, timbul pula akibat hukum
antara debitur dan Borg. Dalam hal ini, Borg vang telsh membayar
mempunyai dua macan hak menuntut Rembali erhadap Debitur,
yaitu

#. Muk Regres

Hak tersebuf merupakan hak Borg sendiri {mandiri),
bukan hak yang diberikan oieh Kkreditur yang ia

#
bayar.'

"™ Pasal 1848 KUHPerdata;
8i Pepanggung dJibebaskan apabila ia karena salahaya i berphutang, tidok lagl dapat menggantikan
hak-hskn‘ya, hipotik-higotiinva dan hak-bak istimewanya dar si berplutang itu.

i Sofwan, ap.cfr, Him. 95-96,

¢ r5id. him. 91.

7 Satrio, ap.eir., him. 166,

Universitaz indonesia

Penjaminan Kredit..., Halida Nurina, FH Ul, 2009



47

Mengenail hat ini diatur dalam Pasal 1839 KUHPerdata,

dengan rumusan sebagai berikut:

Si  Penanggung yang telah membayar, dapat
menuntuinya kembalt dari si berutang utama, baik
Penanggungan it telak diadakan dengan maupun tanps
pengetshuan si berutang utama,

Penuntutan kembali ini dilakukan baik mengenat utang
pokoknya maupun mengenai bunga serta biaya-biaya.
Mengenai biaya-biayva tersebut si Penanggung hanya
depat menuntulnya kembali, sekedar ia  lelsh
momberitahukan kepada si berutang wama entang
tuntutan-tuntutan yang ditujukan kepadanys, di dalam
wakiu vang patut.

$i Peranggung ada jugs mempunyai hak menuntut
penggantian biays, rugi dan bunga, jika ada alasan
ontak itu.'”

Dengan pembayaran seperti discbutkan dalam Pasal
1839 KUHPerdata, maka demi hulum timbul perikatan
antara borg dengan Debitue Utama, dalam perikatan
mana, Debitur {Mtama wajib mengganti pembayaran
Borg atas hutang Debitur Utama terhadap Kreditur '

Hak regres itu dilakukan baik mengenai hutang pokok,
bungs maupun biaya-biaya vang timbul, Penanggung
juga berhak memntut penggantian Kerugian (yang
herupa bigys, kerugian dan bunga) jika ada alasan untuk
itu®® Misalnya kerugian-kerugian vang timbul karena
adanya  penyitaan, penjualan  terhadap  benda

Penanggung oleh Kreditur.™

T Kitab Undang-undang Hukum Perdale (Burgeriyk Wetboek), ditesjemabkan oleh
R.Subekii den R ¥iHtrozudibio, cet. XX, {Jakaria: Pradnys Paramita, 20833, Pa, 1839,

"% Satrio, foc.cit, Nim. 167-168.

¥ Sefwan, op.cir, hlm. 100,

# hid,, him. 101,
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b. Hak Subrogatie (subrogasi)'™

Pasal 1840 KUHPerdata'® memberikan hak subrogasi
kepada Borg atas hak-hak yang dipunyai oleh Kreditur
terhadap Debitur Utama berdasarkan perikatan yang
dibayar ofeh Borg. Dalam peristiwa demikian, dorg
berkedudukan sebagai pihak ketiga yang membayar dan
subrogasi ini terjadi demi Undang-undang, dalam arti
terjadi  secara otomatis, tanpa diperjanjikan lebih
dahulu.™®

Menurut Pasal 1400 KUHPerdats, subrogasi adalah
penggantian hak-hak Kreditur oleh pihak ketiga yang
membaysr kepada Kreditur, Mengacu pada hal tersebut,
karena hanva dikatakan bahwa pihak-ketiga-pembayvar
menggantikan  hak-hak Kreditur, maka disimpulkan,
bahwa perikatan yang dibayar itu tidak menjadi hapus,
hanya figur Krediturnya saja yang sekarang berganti
dengan pihak ketiga yang membayar.'®

¥ pasal 1400 KUHPerdata:

Submgas: alay penpgantisn hak-hak 31 berpiutang olsh zeorang pihe% ketigs, vang membayar
kepada 51 borpiotang v, fetjadi baik dengen perseluivan maupun demi Undang-undang.
Pasai 1402 sub 3 KUHPerdata:
Subrogasi twerjadi demi Undang-undang: untuk seorang yang barsanm-sama. dengan orang lain, alau
untuk erang-orang kain, diwajibkan membayar suatu wlang, berkepentingso untuk membayar suah:
utang, berkepemmgan untuk melunasi utang itu.

¥ Pasal 1840 KIJHPerdata:
8i Pcnanggung yang lelab membayar, menggantikan demi hukom segala hak si berpiutang
!erhadap si bemtw%g

™ Satrio, op.vir., hlin. 172-173.

' hid,, him, 173, Selanjutaya 1. Satro mengatoken bshwa Pembuat Undang-undang
memberikan sapn perkecusbian sias Pasal 1381 KDMPerdsta dengen sdanya Pasal 1300
KUHPerdala. Jadi, pistang & sind tidak bapus den 13 tidak hapus kerenn Pembuat Undang-undang
menyatskan demilian dun parnyataan tersebul mierupekan porkesuslisn ates Pasal 1388
KUHPerdats, Ceb karenn itu, dalom subrogasi, hulang piutang ~pesikaten pokolke tidak hapus
dengan adenys pehaomsan oleh pihek ketiga. Lihat 1 Satrlo by, Cessle, Svbrogatiz, Novatie,
Kompensatie, & Percamprran Hudang, cet. 1, {Bandung: Alumni, 1999, Hm. 35,
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Skema:

Semula hubungan hukumnysa adalah sebagai berikut
A B

\J//

£
Gambar 3

Sesudal: C membayar, hubungas hekum  tersebut
meniadi sebagai berikut:

el £ 1
Gambar 4

Keterangan:

Perikatan A—B tetap ada/hidup, hanya saja figur A
dalarm hubungan A-—B sekarpng ~dengan pembayaran
oleh - menjadi C-—A. OQleh karenz perikatan
pokokaya {(A—B) tidak hapus, maka accessoir-nya -
terutama jaminan-jaminannya- juga tidak hapus.'®

Berkaitan dengan hal di atas, maka pada Borg vang ‘

mengeantikan  hak-hak Xreditur karena subrogasi,
memperoleh hak-hak Kreditur terhadap si berhutang,
termasuk jaminan<jaminan {(zocessoir-accessoiy} yang
melekat pada hak Kreditur vang digantinya,'™
Subrogasi meliputi hak-hak vang ads pada wakiu
pembayaran hutang itu dilekikans dan tidak hanva bak-
hak yang ada pada wakiu Penanggungan itu mulai
diadakan'® Apabila Penanggung  lalai  untuk
memberitahukan kepada debitur mengenai hutang yang
telah dibayarnya, maka ia tidak mempunyai hak regres
kepada Debitur, jika seandainya debitur kemudian
membayar lagi hutang  tersebut; dengan fidak
mengurangi hak dari Penangguag ini untuk menuntut
kembali kepada Kreditur.'*

6 abid, Blm, 114,

=7 Sofwan, op.eit., hlm. 100-101.
5% ibid., him. 102-103,
57 pasal 1842 ayat {1) KUHPerdata:
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Selanjutnya, Pasal 1842 ayat (2) KUHPerdata
menyebutkan bahwa Penanggung yang telah membayar
hutang tanpa adanya gugat untuk itu, sedangkan ia tidak
memberitahukan hak tersebut kepada Debitur, juga
tidak mempunyai hak regres kepada Debitur, manakala
pada waktu pembayaran tersebut mempunyai alasan
untuk menuntut pembatalan hutangnya. Mengacu pada
hal tersebut, maka pemberitahuan kepada Debitur bagi
Penanggung yang felah membayar hutang kepada
Kreditur, merupakan syarat yang penting untuk
dilaksanakan. Tanpa adanya pemberitahuan demikian
dapat berakibat tidak dapat menuntut kembali apa yang
telah dibayarkan oleh Penanggung. Meskipun dalam
keadaan yang demikian itu, Borg dapat menuntut
kembali apa yang telah dibayarkan itu kepada Kreditur
atas dasar pembayaran tak terutang.'®®

Seperti dikemukakan di muka, Penanggung yang telah
membayar  seluruh hiltang sepenuhnya  akan
menggantikan hak-hak Kreditur. Selain itu, jika
Penanggungan hanya membayar untuk sebagian saja
dari hutang, maka Penanggung pun akan menggantikan
hak terhadap benda yang dipakai sebagai jaminan itu,
tetapi Kreditur yang baru menerima pembayaran
sebagian dari Penanggung tetap dapat menuntut
pemenuhan piutang yang belum dibayar itu atas benda-
benda jaminan, lebih diutamakan dari hak

F‘enanggung.Igl

Si Penanggung yang sckali telah membayar ulangnya, tidak dapat menuntutnya kembali dari si
berutang wrama yang telah membayar untuk kedua kalinya, jika ia tidak telah memberitahukan
kepadanya tentang pembayaran yang telah dilakukannya; dengen tidak mengurangi hak-haknya
untuk menuntutnya kembali dari si berpiulang,

17 Sofwan, op.cit., him, 103,

™! Pasal 1403 KUHPerdata:
Subrogasi yang ditetapkan dalam pasal-pasal yeng lalu, terjadi baik terhadap orang-orang
Penanggung utang maupun terhadap para berutang; subrogasi tersebut tidak dapat mengurangi
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Dari  beberaps  ketentugrn  Undang-undang  dapal
disimpulkan bahwa Perjanjian Penanggungan adalah bersifat
accessoir, dalam  arti senantiasa dikaitkan dengan perianjian
pokok.”™ Dalam kedudukannya sebagai perjanjian vang bersifat
accessoir, maka Perjanjian Penanggungan, seperti  halnya
perjanjian-perjanjian gecessoir yang lain, seperti Hipetik, Gadai,
dan Jain-lain, akan memperoleh akibat-akibat hukum tertentu,'®

Berkaitan dengan hal di atas, terkadang penanggungan ifu
tidak terbatas hanya untuk pelaksanaan perjanjian pokok saja,
melainkan termasuk semuz skibat hutangnys bahkan terhitung
semua biaya-biava pugatan vang diajukan terhadap si berhulang
utama. Terhitung pula sepala biaya vang dikeluarkan setelah s
Penanggung diperingatkan untuk melaksanskan kewajibannya,'™
penanggungan secara demikian disebut penanggungan tak terbatas

(onbeperkte borgtochi).”

hak-hzk si berpintang iika i hanya menmerims pembayarsn sebagian; dalam haf is dapal

metaksansican hak-haknys, mengonal apa yanp masih barus dibayar kepadanya, isbih dahwhu

duripada orang dord siapa is hanya menerima suabu pembayeras sehagiun,

. " Tek ada Penanggusgan tenpa adenya porutangan pokok yang sah, besamya
Pcnar;,ggungan tidak akan melebibi besarnys perutangan pokok, Penanguung berhak mengajukan
tangidsun-tangkisan yong bersangkulan dengan peruiangan pokok, beban pembuktian vang techuju
pada $t borhulang dalare batas-balas terienis mongikal jups st Penanggong, Penangpangan pada
T mnya aken hapus deagan hapusnys perangan pokek. Libat Sofwvan, ep.cit, kim. 82,

Akibat-akibat hukum it disnieranya:

. Adanya Perjanjian Penanggungan tergantung pada perjanjien pokok,

. Jika neddanjian pokok iy batal maka Perisniian Penanpgungan ticst hatal

. Hid perjanjian pokok ito hapus, Peclaniian Peranggungnn that hapag,

. Dengan diperalikannya piutang pada perjanjien pokek, maeka semua perjaniian-perjaniias
accesssir yang mekekat pada plutang tersebit aican ikut beralib, decessoir-accessolr yang ikt
besaiih w islah piutang-plutang istimews {privifegi), Hipoiik, Gedal dun lain-sin, Fka
peratihan pluteng o ededi karens adanya cessi dan subropasi maka acewssoir-acosssolr W
akan ikut beralik fanpa adunya penyeraban khusus unbuk Hu. Likot Jbid.

1" pasat 1825 KUHPerdata

Penangpungan yang tak ferbates uniuk suaty perikstan pokok, melipti segale akibat wangnya,

bahkan terhltung bigys-blaya gugatan yang diemiukan terhadep st berutang ulama, dun terhitung,

pata segals biaya yang dikeiuarkan selefah si Penengpung niang diperingatkan tenteng i,

Solwan 7op.ciz, him. B8,

Fe O OB
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2.3.1.3. Perjanjian Penjaminan Kredit Merupakan Salah Sate
Bentuk dari Penanggungan
Berdasarkan Pasal | angka I Peraturan Presiden Nomor 2
Tahun 2008 tentang Lembaga Penjaminan, penjaminan adalsh
keglatan pernberian jaminan atas pemenuhan kewajiban finansial
Penerima Kredit dan/atay Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah.
Mengenai istilah Penjarninan Kredit, J. Satrio menyebutnys
dengan Penansgungan Kredit atav credietborgtocht, Lebih lanjut 1,
Satrio mengemukakan bahwa terhadap kredit yang diberikan oleh
Bank kepada Debitur Utama, ada seorang Borg yvang mengikatkan
diri untuk menjamin sernga hutang Debitur Ltama yang muncui
sechubungan dengan pemberian kredit tersebut {(yang timbul dari
hubungan kredit antara Debitur Utama dengan Kreditur), '

Sri Socdew! Masicheen Sofwan menggunakan  istilah
Jaminan Kredit atau Kredit Garansi. Menorot Bri Soedewi
Magichoen Sofwan, Jaminan Kredit atae Kredit Garansi adalab
bentuk Penanggungan di mana ssorang Penanggung {perorangan}
mepanggung unick memenuhi hutang Debitur sebesar sebagaimana

tercamium dalam perutangan pokok,'”

Menurut peneliti, terjadinya perbedaan istilah tersebut
akibat terjemshan ke dalam DBahasa Indonesia. Dalam hal inj,
earantie/borgtochthoafdel ikheid diterjémhkan sebagai
Penjaminan atau Penaz;ggungah. Namun, dikarenakan pecaturan
perundang-undangen yang berkaitan dengén masalah  ini'*®
menggunakan isiilah Penjaminan Kredit, maka demi keseragaman
dan untuk’ menccgab salah pengertian, pepcliti pun  akan

menggunakan istilah terscbut,

P Satric {a), ap. ¢ir., hlm. 101,

7 Sofwvan, up.cit, him. 105,

™ Dalam Bsb Vil DU No20/2608 diatar lentasy Pembizyaan dan “Pesjaminan”
Setanjutnys, dalam Pasal o aogka | Porpres Wo, 2 Tahus 20068 ditemokan istilal “Penjaminan™
Belain iy, dalsen PP No. 41 Tohun 2008 tentang Peruss Jambkrindo, ysog dalam hal ind
minggunakae jstiiah “Lembaga Penjuminan Kredit™
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Berkaitan dengan hal di atas, Penjaminan Kradit pada
dasarnya adalzh suatu kegiatan pemberian jaminan kepada pihak
kreditur atas kredit atau pembiayaan atau fasilitas lain yang
disalurkan kepada Debitur akibat tidak dipenuhinya syarat agunan
sebagaimans yang ditctapkan olch Kreditur.'®

Sehubungan dengan Perjanjian Kredit, maka Penjaminan
Kredit merupakan pelengkap sustu perkreditan. Dalam hal ini,
sesuaty yang ularna yang harts terlebil dahulu ada adalah svaty
kesepakatan antara Debitur dan Kreditur atau adanya kredit itu
sendiri sebagal underlying transaction-nya™"

Penjaminan  Kredit  lebih  menitikberatkan  pada
pengambilalihan kewajiban debitur (sebagat pihak Terjamin dalam
hal yang bersangkutan tidak dapat memenubi  kewajiban
perikatannys kepada kreditur {schagai Penerima Jaminan) sesual
dengan wakiu yang dipesfanjikan. Dalam praktiknya, bessran
penjaminan dikitung berdasarkan nilal kredit yang disetujui oleh
Kreditur dan disesuaikan dengan kebutwhan Debitur (Tegjamin).
Dalam praktik Pznjzmin&n Kredit di beberapa negara, besaran
Penjaminan Kredit ini maksimal berkisar antara 70%-80% dari
pokok atau plafon kredit yang disetujui. ™

Peran  scbagai  Peniamun  Kredit  dilakukan  dengsn
membayar sejumiah kewajiban Terjamin atau Debitur kepada
Penerima Jaminan atan Kreditur. Hal ind dilakukan apabila pada
saat kredit telsh jatuh tempo scbapaimana dipedanjikan dalam
Perianiian Kredit antars Debitur dan Kreditur, ternyata Debitur
{Terjamin) tidak dapat memenuhi kewajiban tersehut **

Pads wakitu yang twelah disepakati {pada umumnys 1-3
bulan setelah kredit jatuh tempo), Kreditur dapat mengajukan klaim
kepada Penjamin atas kemacetan kredit yang felah terjadi. Apabila

% Nasvoen Yasabari dan Nisa Kurnis Dewd, opcit., him, 14,
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kondisi kredit dan penjaminannya memenuhi kriteria yang telah
disepakati bersama, pihak Penjamin dapat melakukan pembayaran
klaim tersebut kepada Kreditur. Pembayaran sejumlah sisa
kewajiban Terjamin dari klaim yang diajukan tersebut selanjutnya
secara hukum menjadi piutang subrogasi pihak Pcnjamin.203

Sebagai konsekuensi atas pemberian jasa Penjaminan
Kredit, maka pihak Penjamin berhak untuk menecrima imbal jasa
atau fee penjaminan yang dafam hal ini dibayarkan oleh Debitur
(Terjamin) melalui Kreditur (Penerima Jaminan). Sehubungan
dengan itu, oleh karena pada dasarnya jasa Penjaminan Kredit
dinikmati baik oleh Terjamin (sebagai solusi atas persyaratan
agunan) dan Penerima Jaminan (sebagai sarana untuk menyalurkan
Kredit), maka sesungguhnya imbal jasa tersebut dapat dibayarkan
oleh kedua belah pihak. Selain itu, untuk menjaga moral hazard,
maka dapat hanya dibayar oleh Penerima Jaminan. Kisaran
besarnya fee penjaminan adalah 1,5%-2% per tahun yang dihitung
dari pokok kredit dan dibayarkan pada awal kredit.***

Dalam sebuah kepiatan Penjaminan Kredit, terdapat tiga
pihak yang terlibat dan berperan aktif sesuai dengan tanggung
jawab dan fungsi masing-masing. Para pihak tersebut adalah
sebagai berikut:2??

a. Penjamin atau Pemberi Jaminan adalah perorangan atau
lembaga yang membcrikan jasa penjaminan bagi kredit
atau pembiayéan dan berténggung jawab untuk
memberikan ganti rugi kepada Penerima Jaminan akibat
kegagalan Debitur atau Terjamin dalam memenuhi
kewajibannya sebagaimana diperjanjikan dalam
Perjanjian Kredit/Pembiayaan.

b. Penerima Jaminan adalah Kreditur, baik bank maupun

bukan bank, yang memberikan fasilitas kredit atau

3 fbid.,

™ 1hid.

5 thid.,

hlm. 16.

him. I7-18.
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pembiayasn kepada Debitur atau Terjamin, baik kredit
uang maupun kredit buken uang atag kredit barang.

¢. Terjamin adalsh badan usaha atau perorangan yang
menerima kredit dari Penerima Jaminan. Dalam dunia
perkreditan, Terjamin ini dikenal dengan debitur yang
umumnya adalah perorangan yang menjalankan suatu
usgha produktif atau pelaku Usgha Mikro, kecil,
Menengah maupun Koperasi {UMKMK) termasuk juga
didalamnye perorangan anggota Koperasi dan bukan
anggota Koperasi.

Dalam prakiik Penjaminan Kredit, keterlibatan aktif para
pthak dapat saja mengalami modifikasi sesuai dengan kebutahan
perkreditan dan kondist di lingkungan masing-masing. Mengingat
Penjaminan Kredit dapat menurunkan morgd hazard Teriamin
dalam memenuhi kewsaiiban kredit, maka pihak ini dapat ssja tidak
mengetahui adanya Penjaminan Kredit. Dalam hal ini, kepiatan
Penjaminan Kredit dijalankan melalui hubungan Penjamin dan
Penerima Jaminan, Meskipun demikian, keberadaan Terjamin
diwakili oleh Penerima Jaminan yang bersangkutan melalui
permohonan Peniamisan Kredit yeng juga mengafasnamakan
Terjamin tersebut 2

DJengan - adanya keterlibatan aktf tiga pihak dalam
Penjaminan Kredif, maka dalam menjalankan fungsinya Penjamin
Kredit menerima pennintaan penjaminan baik dari Terjamin yang
bersangkutan maupun dari Penerima Jaminan atag pihak yang

‘menyediakan fasilitas kredit.””

3% rhid., him. 18
M rhid. Bim. 1819,
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Keterlibatan para pihak dalam Penjaminan Kredit dapat

digambarkan dalam mekanisme Penjaminan Kredit yang terdiri

dari:

a. Penjaminan langsung

Penjaminan yang diberikan kepada Terjamin oleh
Penjamin guna mendapatkan jaminan untuk kebutuhan
kredit atau pembiayaannya tanpa terlebih dahulu
melalui pihak Penerima Jaminan atau Kreditur. ***
Penjaminan tidak langsung

Penjaminan yang diberikan kepada Terjamin oleh
Penjamin dengan terlebih dahulu melalui atau atas

permintaan Penerima Jaminan.’®

Berdasarkan fungsinya, prinsip-prinsip atau pokok-pokok

Penjaminan Kredit adalah sebagai berikut:

Kelayakan Usaha: Penjaminan Kredit diberikan hanya
apabila dua pihak yaitu Penjamin dan Penerima
Jaminan berpendapat bahwa usaha atau proyek yang
diajukan penjaminannya adalah layak untuk dijamin.?"°
Pelengkap  Perkreditan:  memperhatikan  bahwa
keberadaan kredit pada dasarnya menyangkut adanya
dua pihak yang berkepentingan yaitu Kreditur dan
Debitur, Penjaminan Kredit bagi suatu sistem
perkreditan selanjutnya adalah sebuah pelengkap.
Dalam hal ini sifat Perjanjian Penjaminan Kredit

dikonstruksikan sebagai perjanjian accessoir yaitu

senantiasa merupakan perjanjian yang dikaitkan dengan

2% Ibid., him. 35.
* rbid., him. 37.

- 21 Kelayakan usaha dalam hal ini lidak hanya menilai kinerja dan prospek usaha
Terjamin, ielapi juga terhadap karakler atau personafity Terjamin itu sendiri. Penilaian kelayakan
usaha ini dilakukan oleh Penjamin Kredit dan dipunakan untuk mendapatkan keyakinan bahwa
usaha dan pribadi Terjamin memang patul untuk mendapatkan jasa Penjaminan. Dalam hal
Penjamin Kredit menilai bahwa usaha Calon Penerima Kredit adalah tidak layak, maka
Penjaminan Kredit tidak akan pernab ada, Selanjuinya, bila unluk suatu kasus Penjamin tidak
memiliki keyakinan yang cukup atas kelayakan usaha Calon Terjamin, maka Penjamin dapat
melakukan penolakan terhadap permeohonan Penjaminan tersebut. Lihat f&id., him. 19-20.
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perjanjian pokok yang berupa Perjanjian  Kredit
Meskipun demikian, prinsip sebagal pelengkap ini
sangat melekat pada layak tidaknya kredit atan
pembiayaan dikucurkan kepads yang membutuhian,
Bagi Kreditur dan Debitur, Penjaminan  Kredit
merupakan sarana untuk pemenuhan persyaratan teknis
perkreditan atau teknis perbankan!!

Pengganti Agunan: berdasarkan falsafah perkreditan,
Penjaminan Kredit memberikan manfaat bagi debitur
maypun kreditur, terutama apabila agunan  yang
disediakan Calon Terjamin belum mencukupi menurut
Kreditur atau Penerima Jaminan.2'?

Pengambilalihan Sementara Risiko Kredit Macet:
prinsip Penjaminan Kredit selanjutnya adalah
pengambilalthan sementara risiko kredit macet. Dalam
ha! ini apabile kredit yang dijamin  mengalami
kemacetan atsg tidak dapat dilunasi sesuai dengan
jangka wakiy schagaimana diperianiikan, maka pihak
Penjamin akan menyelesaikan sisa kredit yang dijamin.
Pengambilaliban sementara risiko kredit macet i
dilakukan dengan membayarkan sgjumlah kewajiban
sisa kredit sehingza Pencrima Jaminan ferhindar dari
munculnys kredit atau pemibiayaan vang mempunyai
bad performance atau Non Performing Loan (NPL).*"?

Piutang Submogasi: sebagal  konsekuensi  prissip
penggmbi%aiihan sementara  risike  kredit macet
{pembayaran ilaim), maka penyclesaian sisa kredit
yang belum lunas pada saat jatuh tempo oleh pihsk
Penjamin  tidak  secara  otomatis  menghilangkan

kewajihan dari pihak Terjamin atau Debitur untuk

3 thid, nim. 20,
12 1higd,
33 1hid him, 20421,
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melunast kewajibannya. Pelunasan sisa kredit yang
macet harus tetap dilakukasn oleh pihak Terjamin, baik
dengan cara mengangsur secara berkala dan/atau
dengan menjual ataw mencairkan agunan tambaban
lainnya. Pelunasan sisz kredit oleh Terjamin ini bagi
Penjamin disebut sebagai pintang subrogasi. Penarikan
piittang subrogasi int tetap meajadi kewajiban Peacrima
Jaminan atau Kreditur***

Keterlibatan Tiga Pihak: Penjaminan Kredit adalah
suaty perikatan penujang perkreditan yang melibatkan
tiga pihak yaitu Penjamin, Penerima laminan dan

Terjamin.*"

. Kerja Sama Pengendalian Kredit: Terkait dengan salah

satn prinsip Peniaminan Kredit sebagai pengganti
agurn, maka pengelolaan atas risike kredit berjalan
atay kredit yang dijamin merupakan kegletan yang
sangat penting dan divtamaken. Dalam  prakiik
perkreditan, kegiatan pengawasan kredit dilakukan oleh
penyedia  fasilitas  tersebut atau  Kreditur. Malalui
perikatan Penjaminan Kredit, karena terdapat pihak
ketiga yang juga berianggungiawab terhadap kelancaran
pengembalian kredit, maka untik mengurangi risiko
tegadinya kredit  mace!, pibak  Penjamin  jugs
melaksanakan fungst pengendalian atau pengawasan
kredit, sebagaimana yang biasa dilzskukan oleh Kreditur
{Penerima Jaminan). Dalam hal inl, Penjamin bertindak
sebagal mitra kerja pihak Penerima Jaminan, i;hususnya
Jalam menentukan Bndakan preventif yang diperlukan

dalam upaya-upaya penyelamatan kredit.*'®

Mt Wim. 21
3 i

% fhid., him,21-23,

Universitas indonesia

Penjaminan Kredit..., Halida Nurina, FH Ul, 2009



39

Sesuai dengan prinsip-prinsip yang dimiliki, suatu kegiatan
Penjaminan Kredit membutubhkan landasan hukum atau legalitas
untuk gapat digunakan dan disclenggarakan. Sebagai bukfi
Penjaminan, pihak Penjamin akan mengeluarkan sebuah komitmen
tertulis akan kesediagnnya dalam menjamin soatu kredit. Komitmen
ini socara formal dituangkan dalam scbuah sertifikat yang
merupakan bukii persetujusn penjaminan perusahaan atao fembaga
vang menyediakan jasa penjaminan. Dalam dokwmen tersebut
dengan jelas disebutkan data pihak Tedamin atau  Debitur
Kredit/Pembiayaan dan data pihak Peperima Jaminan atas Kreditur
penyedia perkreditan, termasuk profil kredit vang dijam in""

Dengan mengingat keterlibatan tiga pihak dalam Penjaminan
Kredit dan terutama mengingat keberadaan pihak Pegjamin dan
Penerima  Jaminan, maka scbelum mengelparkan komitmen
Pesjaminan  atau  Sertifikat  Penjaminan, Penjamin  dapal
mengkomunikasikan segala ketentuan Penjaminan Kredit dengan
Penerima Jaminan (Kredifur) -

Surat Penjamie terscbut merupakan dasar adanya persetujuan
secara prinsip pihak Penjamin untuk memberikan Penjaminan, Oleh
Penerima Jaminan, persetujuan prinsip torsebut dapat digunakan
scbagai dasar ditandatanganinya suaty  Perjanjian  Kredit,
Komunikasi antara  Penerima Jaminan dan  Penjamin serta
persetujuan prinsip perjaminan tersebut didokumentasikan secara
tertulis dan menjadi landasan bagi Perjanjian Kredit*"

Mengingat  jasa Penjomisan  Kredit  dibutabkan  oleh
Perbankan atau Lembagae Z’e'nyedia Kredit untuk mendukung

kegiatan penyaluran kredit, maka pihak perbankan biasanya

*7 Ihid, him. 22.

28 Komaonikasi antara Penjamin dan Penerima Jaminau tersebul dilskukan seoara rerlubis,
dan hal tersebud sreniadi landssan kesepakatan kedus pihak atas kepentingss Terjamin (Nasabsh)
untuk kemudian saling mengikathas dirf dalom sebush keglatan peniamisan, Komunikasi ind pada
desarnya merupakan jawsbas slau respon pibik Penjamin terhadap pengajuan Penjaminsn Kredit
dari Penerima Jaminun. Selanjotnys, atas keteatuan penjaminan (ersebul, Peserima Jaminaa
memiliki kesompatan menangpap! ustak menyeltujnl alay menvampaikan keberatan-keberatan ztas
kmcnmazigazz porsyaraten Penferningn, Lihat i, him. 25,

= 1hid,
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melakukan keria sama terlebih dahulu dengan pihak Penjamin. Kerja
sama Penjaminan antarz Penjamin dan Penerima Jaminan dapat
diwujudkan melalui kesepakatan bersama atau MOU (Memorandum
of Understanding) atau melalui soate perikatan yaitu Perjanjian
Penjaminan Kredit vang memuat hak dan kewajiban para pihak dan

berlaku untuk kurun waktu yang disepakati bersama, 2%

2.3.2. Asuransi Kredit

Menurot ketentuan Pasal 246 KUHD, asuransi atau pertanggungan
adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang Penanggung mengikatkan
dirt kepada scorang Tertanggung, dengan mengshima soatu premi, untuk
memberikan penggantian kepadanya karena suate kerupian, kerusakan
atan  kehilangan keuntungan yang diharapkas, vang mungkin akan
dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu””’ Selanjutnya,
mienurut ketentuan Pasal T angka (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun
1992 tentang Usahg Perasuransian {LN 1992-13, TLN 3457) discbutkan

bahwn:

Asuransi atau Pertanggungan adaleh perjanjian anfara dua pihak
atau lebih, pihak Penanggumg mengikatkan divd  kepada
Terfanggung dengan menerima prer asuransi, untuk memberikan
penggantian kepada Tertanggung karena kerugian, kerusakan atau
kehilangan kepada pihak ketige yang mungkin akan diderita
Tertanggung yang timbui dart suatu peristiwa yang tidak pasti, atau
untuk memberikan suatu pembayaran yang didssarkan  atas
meninggal atau hidupnya sessorang yang dipeﬁangg&zz‘zgkan,zzz

Apabila dibandingkan rumusan Pasal 1 angka {1} UU No.2/1992
teryata lebih luas daripada rumusan Pasal 246 KUHD, Dalam hal ini,
rumusan Pasal 1 angka (1) UU Np.2/1992 tidak hanya melingkupi
Asuransi Kerugian, tetapi juga Asuransi Jiwa, Hal ini dapat diketahui dari

kalimat “untek memberikan suatu pembavaran yang didasarkan alas

0 1bid, blm. 23-24,

® Enab Undang-undong FHokwnm Dogeng, diweriemahkan oleéh K. Subekii dam R
TFjitrasadibio, aet XX VI, (Jekarta: Pradnyn Paramita, 2802), Ps, 246,

2 tadovesia (h), LUndang-undang ek Perosuransicn, Ui} Ka2, LN Ng. 13 tahun
1592, TENNo. 3457, Ps. | angka 2.
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meninggal atau hidupnya sesgorang vang dipsrianggungkan”. Selain itu,
rumiusan pasal tersebut juga secara eksplisit melipeti Asuransi Tanggung
Jawab. Menpenai hal ini terdapat dalam bagian kalimat “tangpung jawab
hukum kepada pibak ketiga® ™ Oleh karena itu, objek asuransi adalah
benda dan jasa, jiwva dan raga, kesehatan manusia, tanggung jawab hukum,
serta semusa kepentingan yang dapat hilang, rusak, rugi dan atau berkurang
nilainya.”®* Dengan demikian, evenemen-nya pun meliputi peristiva yang
menimbulkan kerugian pada benda objek  asuransi dan  peristiwa
meninggalnya seseorang.”®

Dalam Black’s Lene Dictionary, Asuransi Kredit {credit insurance}

didefinisikan sebagai berikut:

an agreement o indenmnify against loss thal may resaft from the
death, disability, or insolvency of someonz o whom gredit is
extended 5

Emmy Pangaribuan Simanjuntak menyebulkan bahwa di dalam
Pertanggungan Kredit, pihak Pesanggung mengikatian dirinys untuk
mengganti kerugian yang discbabkan insolvensi dari si berhutang. ™’

Dengan menggabungkan kedua pengertian di atas,  pensiitl
berpendapat bahwa Asuransi Kredit adalah suatu perjanjian, yang dalam
hal mana Penanggung mengikatkan diri untuk mengganti kerugian atas
timbulnya risiko keedit, yaitu keadaan tidak dapat membayar kembali
kredit/pinjaman yang diterimanya, karena kematian, cacat dan insolvensi

dari Peminjam.

= Muhgmmad, op.c#, cet, him, 1112,

Z* indonesia (). foc.cit, Ps. tangka 2.

225 .

“Muhammad, apeit, him. 12,

** Bryan A, Gamer, ed., Black's Law Dictionary. 8tk o, (SL Panl, Minnusole: West
Group, 2004}, him. 816,

' Emmy Pangaribuan Simanjunlak, Hidem Pertonggungan don Perkembangenave,
(Yogyakame: Selsi Hukur Dagang Fakoltos Hukem Universitas Gadiab Mada, 1990), blm. 145,
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Asuvransi Kredit dapat dibagi dalam beberapa jenis/macam,
yaitu:*%®
a Credit Life Insurance, Credit Accident and  Sickness

Insurance®®’

b. Account Receivable Insurance®®

c. Deposit Insurance™

d Cash Loan Credit Insurance™

e. Home Loan Credit Insuran

f Export Credit Insurance”™

Dalam suatu Perjangian Asuransi Kredit terdapat dua pihak, yaitu
Penanggung dan Tertanggung. Penanggung adalah pitiak yang menerima
peraliban  risiko dari Tertanggung apabila terjadi evenemen. Dalam
kaitannya dengan Asuransi Kredit yang diusahakan di Indonesia, pihak
Penisnggung adalah PT Askrindo ™ Selanjuinya, Tertanggung adalah
pihak vang mengasuransikan kereditnya, dalam hal ini juga pihak yang
memberikan kredit kepada sescorang. Dalam kaitannya dengan kredit
bank, maka pihak bank-lah yang menjadi Tertanggung, baik bank
pemerintzh maupun bank swasta, Namun, berdasarkan ketentuan Pasal 2
subs b Peraturan Pomerintah Nomor 1 Tahun 1971 tentang Penyertaan
Modal Negara Republik Indonesia nnfuk Pendirian Perusahsan Perseroan
dalam Bidang Perssuransian Kredi, maka fidak banys bank ssiz yang

8 ParaH., “Asuransi Kredit dan Penerapannya di Indonesia,” Mimi Economica (Oktaber
1986, no 10/vol TV/1986): 10 dalarm Runi Svi Wulandari, “Peranan Asuransi Kredit dalam KUK
{Kredit Uszzha Kecil),” (Skripsi Sacans Hokom Dniversitas Indonesis, Jakarta, 1892), klm. 59,

“ Asuransi Kredit terhadop kegagelan untnk membavar htang, karena kemalian,
keotd akaan dan sakit yang dialami peminjan. Lihat {bid.

* Asurunsi yang memberikas perlindungan kepada kredibur ferhadap kegagalan stau
ke{zéa%mam;mﬁ menagih plutang. Lihst /614

' laminen terhadap kerugion deposito schubungen dengan kegagelan benl/lembags
kmz}gaa Litsat #bid,

¥ Asuransi yang melindungi Krediter {Pemberi Pinjaman} (erhadap kerugian akibat sidak
dtkemba!tkannya piyjaman tunai oleh Persinjam. Libat J4id, him.60.

? lenis asuransi ini banyak ditakukan untuk menjamin apabila pemilik rumah kredil
lersebut ud:ak tnampu membayar kembali Kreditnya. Lihat fbid, hlm.60,

* Asuransi terhadap Kredit Ekspor yang memberikan perlindungan kepads eksportir
terhaclap kerugian akibat rsiks, antara fain: bangkrutnya importic slau kebijaksanaan pemerintaly
yang m&m%ai{;bal%rz Importir didak dapat mombayar hutang-hutangnya, Libal 7hid,

Tig*Aman, op.cii., him, 53.
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dapat menjadi pibak Tertanggung, melainkan juga suatu badan atau orang
yang memberikan kredit di fuar Perbankan

Berkaitan dengan hal di ates, dalam Perjanjian Asuransi Kredit
Bank untuk Kredit Usaha KecHl antara Terlanggung dengan PT Askrindo,
terdapat istilah Debitur Tertanggung. Dalam Pasal 1 angka {2) perjanjian
tersebul, Debitur Tertanggung adalah badan hukum perserikatan perdata
atau perorangan yang inegngadakan Perjaniian Kredit dengan Tertanggung,

Pihak Debitur Tertanggung (Nasabah) tidak mempunyai hubungan
apa-apa dengan Penanggung cq. PT Askrindo. Nasabah hanya mempunyai
hubungan dengan pihak Tectanggung, yaitu bank dalam kaitannya dengan
kredit yang diterimaaya.*?? Hubungan tersebut, dapat dilthat dalam skema
di bawah ini:

Perjanjian Asuransi Kredit

Bank ” " PT. Askrindo
(Rreditur/ Tertanggung) (Penanggung)

Perianjian Kredit

Nasabah Debitur/
Debitur Tertanggung

Ciambar 3

Mengenai kewajiban pokok dari kedus belah pihak, antara
Tertanggurng dan Penanggung terkandung dalam Pasal 246 KUHD tentang
pengertian  pertangguagan. Dari ketentuan pasel tersebut, dinyatakan
bahwa premi meropakan hakaya Penanggung, yang dengan menikmati
premi terscbut, ia berkewsjiban untuk membebaskan Tertanggung dari
kerugian, Oleh karena itu, kewsjiban untuk membayar premi dibebankan
pada Tertanggung, sebagai imbangan dari haknya untuk menerima ganti

rugi dari Penanggung.™ Dengan kata lain, premi adalah sehagal imbalan

% Ihic
¥ rve Aman, foe.cir.
2R i slm, 5354,
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dari risiko yang dialitkan kepada Penangpung.” Sebagai akibat dari hal
tersebut, maka Tertanggung tidak berhak atas ganti rugi dari Penanggung
apabila ia tidak memenuhi kewajibarmya membayar premi*®

Jika hal tersebut diterspken dalam Pertanggungan Kredit, maka
pihak bank scbapai Tertanggung, vang memperianggungkan kredit yang
direalisirnya, mempunyal kewaiiban untek membayar premi kepada
Penanggung, 0. P Askrindo, Premi dibayarkan oleh Tertanggung kepada
Penanggung, bukan oleh Nasabah Bank, sebab Nasabah fersebit secara
vuridis tidak mempunyal hubungan apa-apa dengan Penanggung. Akan
tetapi, secara materiil biaya premi tersebut telah diperhitungkan cleh bank
di dslam kredit yang diberikan pada Nasabah yvang bersangkutan, kecuali
terhadap kredit-kredit tertentu yang biaya preminya ditanggung oleh bank
sendici.®%

Secara garis besar semua jenis pertanggungan yang dikenal dapat
digolongkan menjadi  dua  yaitu: Pertanggungan Kerugian (schiade

“2 dan Pertanggungan Jumiah atau Pertanggungan Sejumiah

verzekering)
Uang (sommen verzekering)™, Pecbedaan dari kedua jenis pertanggungan
tersebut, terletak pada “prestasi yang harus dilaksanakan/diberikan pleh
Penanggung”, Apabila prestasi yang harus dilaksanakan/diberikan oleh
Penanggung adalah memberikan ganti rugi, sepanjang ada kerugian yang
timbul, maks hal ini masuk dalam Pertanggungan Kerugian. Sebaliknya,

apabila prestast vang harus dilaksanaken/diberikan oleh Penangoung

#* Men Supsrenn Sssuswidigjs, Aspek-aspek Hukum Asuransi dan Sural Berhargs,
cer ], {(Bandung: Alumni, 2007, hm. 32,

B Tt Amtan, Joa.cil,

1 7bidf , Rien, 34,

*% Asuransi Kerugian adolah sushu perjanjtan ssuransi yang berisikan kelentwan bahwa
Penanggung mengikatkan dirinya untuk melakukan prestasi berupa memberikan ganti kerogian
kepada Tertanggung seimbang dengan keruglan yang dideritz oleh pihak yang disebut tecakhir,
Beberapa ciri dari Asuransi Kerugian antara lsin adalah; kepentingannya dapat dinilai dengan vang
(materiel belang), dalam mensniukan garti kerugion bertuku prinsip indemnitas, serta berfaku
ketentuan tentang subrogesi (Pasal 284 KUHD), Lihae Sastrawidjaja, op.cit, him. 83.

1 Asuransi Jumlah adslah suatu perjsujian asuransi yang berisi ketenfuan bahwa
Penanggung terikat untuk relakukan prestasi berupa pembayaran sejumlah uang yang besarnya
sudah diterdukan sebelumnya. Beberapa ciri dart asueansi jumlah antara lain: kepentinganoya lidak
dapat dinilal dengan uang, sejumish vang yang akan dibayarkan oleh Penanggung ieloh ditentukan
sebelumnya, jadi tidak berfaku pringip indeminitas separt halnya dalam Asuransi Kemugion seria
lidak berlaki peba subrogasi, Libat hid
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adalah memberikan suatu jumieh vang yang telah ditentukan sebelumnya,
maka hal ini masuk dalam Pertanggungan Jumlah **

Untuk mengetahui jenis-jenis pertangpungan, dapat kita libat
dalam Pasal 247 KUHD, yang berbunyi bahwa:

Pertanggungan-pertanggungan ity “antara lain” dapat mengsnai
pokok: bahaya kebakaran; bahaya yang mengancam hasil-hasil
pertanian vang belum dipaneni; jlwa; satu atau beberapa orang;
bahaya laut dan pembudakan; bahaya yang wengancam

pengangkutan di daratan, di sungai-sungai dan di perairan dara?

Penientuan seperti dalam Pasal 247 KUHD itu, secara yuridis tidak
membatasi kemungkinan tumbthnya jenis-enis pertanggungan kain sesual
dengan kebutuhan masvarzkat, Hal isi dapast disimpulkan dalam kata
“amtara lain” dari pasal tersebut, Olch karena itu, sifat dari Pasai 247
KUHD gdalah numeratif {hanyalah menyebutkan beberapa contoh saja),
bukan limitatif. 2

Berkaitan dengan hal di atas, dibukanya kemungkinan untuk
membuat Perjaniian Pertanggungan dalam jenis lainnya itu, tidak berarti
tanpa adanya pembatasan. Pasal 268 KUHID) memberikan pembatasan
terhadap kemungkinan tumbuhnya jenis-jenis pertanggungan lain selain
yang dikenal dalam  Undang-undang; yaltu sehagai  berikut
“nertangpungan depat berpokok semua kepentingan yang dapat dindlak
dengan uang, diancam ojeh suatu bahaya, dan oleh Undang-undang tidak
terkecualikan™ 2%’

“Pokok pertanggungan” yang dimaksudkan dalam Pasal 268
KUHD, oleh Prof Molenpgraff adalah hak subjektif yvang mungkin skan
lenyap stau berkurang kasens adanys peristiwa yvang tidak tertentu” 8
Bila dihubungkan dengan Pertanggungan Kredit, maka pokok

pertanggungannya adalah hak menagih atau hak piutang Bank pada

#4& rie Aman, ep.oit., him, 50,

¥ Kitab Undang-undang Hukom Dagang, ep.oif, Ps, 247,

M Simanjuntak, op.cit, him. 35-36.

T it Amnan, op.cit., Bim. 51,

¥ Simanjuntak (b}, Hukum Pertangmmgen (Pokok-pokek Pertanggungan Kerngian,
kebakeran dan Jhval. cel X, {Yogyakariz Scksi Hukum Dspoog Fekoltas Hukum Universitas
Liacah Mads, 1994 Aim. 13,
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Nasabahnva, Sementara ity, persyaratan  “dapat dinilai dengan uang”,
menuret Edy Putra Tie’Aman, sudah cukup jelas bahwa kredit adalah hal
yang berkenaan dengan uangz“g. Persyaratan “dapat dinilai dengan uang”
ini, oleh Emmy Pangaribuan Simanjuntak dinyatakan sebagai persyaratan
yang fidak berlaku bagi Pertanggungan Jiwa **

Selanjutnya, mengenai persyaratan “diancam oleh bahaya”™, di
dalam Pertanggunpan Kredit bahayanya adalah suatu peristiwa atau suaty
keadaan vang mengakibatkan ketidskmampuan untuk mengembalikan
kreditnya. Bahava-bahays yang terhadapnya kredit diasuransikan dapat
bermacam-macan; diantaranya seperti: wanprestasi dan kepailitan,”'

Syarat terakhir, yaitu “tidak dikecualikan oleh Undang-undang”,
menurut Emmy Pangaribvan Simanjuntak adalah sama tujuannya dengan
syarat gngeeoriofide vorzaak (sebab vang tidak diperbolehkan) di dalam
Pasal 1320 ayat (4) KUHPsrdata®” dan Pasal 1335 KUHPerdata®™, Lebih
lanjut  beliau  mengatskan  bahwa syarat ini  dituiukan  kepada
peranggungan-pertanggungan  yvang dilarang  Undang-undang, vyang
ditetapkan dalam Pasal 5392 KUHD yang berbunyi:

Bahwa pertanggungan adalah batal bilamana diadakan atas:

(1, 2, 3 telah dihapus S. 33-47, 34-214, 38-2)

4} Benda-benda yang menurut Undang-vndang dan peraturan-
peraturan tidak boleh diperdagangkan,

5) Atas kapal-kapal baik kapalb-kspal Indonesia maupun kapal-
kapal Belanda ataupun mengangkut barang-barang yang
disebut dalam nomer 4.2

Memperhatikan syarat terakhir dari Pasal 268 KUHD, maka
Asuransi Kredit termasuk  dalam  salah  satu asuransi vang  tidak

dikecualikan oleh Undang-undang >

syami...

M Tie* Aman, loc.cit.

0 Simanfuntak (a), op.cif., blm. 36.

B Tig* Aman, Joe.eir., hlm. 52,

3% pasal 1320 sub 4 KUHPerdata: Untuk sahnys suatu perjanjtan diperiuken empat
suatu sehabr yang balal,

3 pasal 1335 KUHperdata:

Busty perimnjien tanpa sebeb, alsy yang wwish dibunt kerens sesusfu sebab vang palsu staw
teriarang, tidek mempunyal kekusiao.

** Simanjuntak (8}, opcir, him. 18,
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Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 247 KUHD yang secara
yuridis tidak membatasi tumbubnya jenis-jenis pertanggungan lain sesuai
dengan kebutuhan masyarakat, maka Pertanggungan Kredit atau Asuransi
Kredit merupakan salah satu perkembangan dari jenis-jenis pertanggungan
yang sudah dikenal. Selain ity, bila dihubungkan dengan Pasal 268 KUHD
maka Perfanggungan Kredit tidak bertentangan atau  memenuhi
persyaratan  yang ditentukan®® Selanjutnys, dengas memperhatikan
segala uraian di atas;, peneliti sependapat dengan Emmy Pangaribuan
Simanjuntak bahiwa Asuransi Kredit termasuk dalam kelorapok Asuranst
Kerugian”’

Sebagai bukti adanya pertangpungan maka Pasal 233 KUHD
menentukan bahwa Perjanjian Asuransi harus ditutup dengan suatu akia
yang disebut polis. Dari ketentuan di atas, belum cukup alasan untuk
menarik kesimpulan bahwa asuransi merupakan perjanjian  formal,
sehingga menganggap polis sebagal satu-satunya alat bukti dalam
Perianjian Asuransi. Hal itu disebabkan, secara sistermatis, ketentuan Pasal
255 KUHD harus dibubungkan deagan Pasal 257 dan Pasal 258 KUHD*®
Dalam Pasal 257 ayat (1) KUHD dinyatakan:

Perjaniien pertanggungan ada segera setelah diadakan; hak-hak dan
kewaiiban-kewajiban  timbal  balik  dari  Penanggung  dan
Tertanggung mulai berlaku semenjak saat itu, bahkan sebelum
polisnya ditandatangani ??

5 Tie' Aman, foc,cit,

8 Ibid,

! paset 247 KUHD tidak lags dapat mersmpung perlunduhan jerds Risiko bara yang
membutubkan pertangpungan. Di dalam prakiik teravata berdasarkan kebutuhan atav kepentingan
yang fumbuh dan semakin dirasakan oleh maesvarakal ataw akibat dari peristiwa-peristivg vang
dapat menimbulkan kerugian atas ditd dan hacta Rekayasnnye mruncaliah jenis-jenis pertanggungan
bans di lvar deri jenis-jenis yang disebuthan i dalam KUHD, yang kezemuanya dapat kila
golongkan ke dalam. salah satu golongan beser vaite Periangpungan Kerugian afau Somemes
Vercekering.  Dalam  Peranggengan  Kerugiun  misalnya:  asoransi  kebongkarar, asuransi
kecelakann buruh, persona! accident insironce, asuransi kendsrssn beomotor, ssursest ksea
efalage, vash In transit imsurance, cavh in safe insurance, aviction hult insarance, mackhinery
inzsurance, aswransi hasil indusirl, coniractors off risk insurance, foxs of profit iuswrance {asuranst
ketugian vsabs), srection Inswrance, boiter insurance, Asuraast Xredit, el inswrance, dan ain-
fain. Lihat Simanfuniak (a), op.cit, B 36-37,

P8 Sasirawidinia, op.cif., him. 57.

* Kitab Undangndang Hukum Dagang, opeil, Ps. 257 avat {1},
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Dapat disimpulkan dari ketentuan tersebut bahwa Perjanjian
Asuransi telah terjadi dengan adanya kata sepakat para pihak, meskipun
polis belum ada. Dengan demikian, asuransi merupakan perjanjian
konsensual,”® Hal itu berarti pula bahwa polis bukan merupakan syarat
esensial dalam Perjanjian Asuransi, tetapi hanya berfungsi sebagai alat
bukti.?®" Mengenai masalah ini, diperjelas lagi oleh Pasal 258 ayat (1)
KUHD yang berbunyi:

Untuk membuktikan hal ditutupnya perjanjian tersebut, diperlukan
pembuktian dengan tulisan; namun demikian, bolehlah lain-lain
alat pembuktian dipergunakan juga, manakala sudah ada suatu
permulaan pembuktian dengan tulisan.”®?

Apabila dihubungkan dengan Asuransi Kredit, di dalam Asuransi
Kredit tidak dipergunakan istilah polis, tetapi menggunakan istilah
tersendiri yaitu Nota Penutupan Pertanggungan/Penjaminan (NPP). NPP
adalah nota yang menyatakan kesediaan Penangpung untuk memberikan
penutupan pertanggungan atas kredit yang direalisasi Tertanggung. NPP
mempunyai kekuatan yang sama dengan polis.

Di dalam praktik, NPP ini dibuat oleh Penanggung (PT Askrindo)
yang bentuk dan isinya sudah dibakukan (standard policy) serta dicetak.
Oleh karena itu, Calon Tertanggung harus mempelajari secara cermat hal-
hal yang tercantum dalam NPP, sehingga hal-hal yang tidak diinginkan
tidak terjadi. Dalam NPP yang diterbitkan PT Askrindo, tercantum antara
lain:

a. Data mengenai Tertanggung,

b. Data mengenai kredit,

c. Ketentuan-ketentuan pertanggungan, terdiri dari:

a) Pencantuman nomor Perjanjian Asuransi Kredit dan

addendumnya

260 Perjanjian konsensuel adalah perjanjian di mana di antara kedua belah pihak telah

lercapai persesuaian kehendak untuk mengadakan perikatan. Menurut KUHPerdaie, perjanfian ini
sudah mempunyai kekuatan mengikal (Pasal 1338 KUHPerdaia). Lihat Mariam Darus
Badrulzaman, et al.,, Kompilasi Hukum Perikatan, cet.]l, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001),

f‘" Sastrawidjaja, foc.cit.
*Z Kitab Undang-undang Hukum Dagang, op.cif., Ps. 258 ayat (I).
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b} Jumlah pertanggungan

¢} Debitur vang ditanggung

d) Debitur yang tidak ditanggung

¢} Perhitungan premi pertanggungay

f) Jumlah biaya perianggungan yang harus dibaysr {premi
pertanggungan, bea meteral, biaya administrasi dan porto).

Di bagian bawsah terdapat tanda tangan dari PT Askrindo scbagai

Penanggung. Selain ity ferdapat pernyatsan yang menyatakan

baltwa “NPP int sckaligus berisku sebagai Nots  Tagihan,

sefanjuinya pembayaran biaya pertanggungan tersebut diatas barap
dilimpahkan pada rekening kami di... sesuai dengan surat kami
fo...."

Apabila dibubungkan dengan ketentuan Pasal 256 KUHD™ yang
mengatur mengenaj hal-hal yang harus dimuat dalam polis, maka NPP ini
tidak memuat amars fain bahaya-bahaya vang ditanggung olel
Penanggung, saat pada manz bahaya mulai berlakn untuk tanggungan
Penanggung dan saat berakhimya itu, semua keadaan yang kiranya penting
iagi Penanggung untuk diketahninya, dan segaia syarat yang diperianitkan
antara para pihak. Tidek dicantumkannya hal-hal tersebut dikarenakan
tefeh mendapatkan pengaturan dalam Perjanjian Pentanggungan. Oleh
karena itu, menjadi jelas bahwa NPP merupakan bagian dari Perjanjian
Pertanggungan, dalam hal NPP tersebut mengatur ketentuan khusus yang
menyimpang dari ketentuan dalam Perjanjian Pertznppunpan dan telab

B paeal 256 KDHD:

Setiap polis, keovali yaag mengenai sugty periangaungan jiwa, baras menyatakan:

1
2,

R
4.
3.

G
ER

Harl ditutapnya perenggungasn;

Namn orang yang menvlug perlangpUngon atas Bsggungan sendin atau slas langpungss
serang Ketipwy

Sunty araian yang cukup jelas mengenal barang yang dipcanggungkan;

Bahaya-bahaya yang ditangguny oleh st Penanggung;

Saat pads muna bahaya mulal bedely untuk langgungan si Penanggung daa saat berakbimya
itu;

Promi pertanggungan fersabut, dan

Fads umumnya, ssmus keadsan yang kisanya perting bagi sl Penanggung uniek diketshuings,
dan segada svarad yang diperjanjikan antaca para pihak.

Polis iy harus ditandatangai olel: ap-Hiap Penanpgung.
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disepakati oleh Tertanggung dan ?&nanggung, maka ketentuan khusus
yang tercantum dalam NPP adalah ketentuan yang beriaku,

NPP merupakan bagian dari Perjanjian Pertanggungan. Hal ini
dapat dilihat dari Pasal 3 angka 2 Perjanjian Asuransi Kredit Bank untuk
Kredit Usaha Kecil antara Tertanggung {(Bank) dan PT Askrindo mengenat
gyarat-syarat berlakumya pertanggungan, yang menyebutkan bahwa NPP
yang diterbitkan oleh Penanggung untuk Tertanggung adaiah bukti
persetujuan Penangpung telah memberikan penutupan pertanggungan.
Selanjutaya disebutkan puls dalam Pasal 3 angka 5 bahwa dalam hal NPP
memuat ketentuan khusus yang menyimpang daif ketentuan perjanjian ini
dan telah discpakati oleh Tertanggung dan Penanggung, maka ketentuan
khusus yang tercantum dalam NPP adalah ketentuan yang berdaka.

Terhadap Asuransi Kredit berlaku pula prinsip-prinsip umum
asuransi. Dalam hal ini dikarenskan Aswransi Kredit merupakan bagian
dart asuransi pada umumnya yaitu Asuransi Kerugian, Prinsip wmom
asuransi yang juga berlaku bagi Asuransi Kredit adalahb:

a. Prinsip Kepentingan (fnsurablelinterest)

Dalam hvkum asuransi, ditem‘dkan bahwa apabila sesecrang
menitup  Perjaniian  Asuranst, yang bersangkutan  barus
mempunyat kepentingan terhadap objek vang
diasuransikannya.

Mengenai insurable interest diatur dalam Pasal 250 KUHD
vang berbunyi sehagai berikut:

Apabila seorang yang teizh mengadakan suaty perianjian
asuransi untuk diri sendiri, atau apabila scorang yvang snfuknya
welah diadakan spatu asuransi, pada sast diadskannya asurangi
ito tidak mempunyai suatu kepentingan terhadap barang yang
diasuransikan, maka Penanggung tidak diwajibkan memberikan
ganti kerugian,***

25 Kiteb Undang-undang Hukum Dagang, ep.oir., Ps, 250,
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Mengacu kepmda hal tersebut, yang dimaksud dengan

kepentingan (insuroble interest) adalah:

The legal right to inswre arising owt of o financial velationship

recognized af law, berween the insured and the subject matter

of tssurance.’®

Selanjutnya, disebutkan pula yang menjadi elemen-glemen dari

insurable biterest adalah:

w. A subject manter of insurance;

& The policyholder must have an ecompmic or financial
intergst in the subject matter of insurence;

c. The interest must he @ current interesi, not micrely an
“expeciancy )

d. The interest must be a legal interest ™™

Dari vraian di atag dapat disimpulkan bahwa Tertanggung

dikatakan mempunyai insurable irterest apabila ketika risiko

vang dipertanggungkan munesl, ia menderits kervgian. Dengan

kata lain, the policyhoider must be in a position where they

will suffer loss if the eveni which they have inswrad against

BEOIrS .267

Apabila dikaitkan dengan Asuransi Kredit, maka Kreditur
mempunyai kepentingan atas ketidskmampuan Debiturnya
untuk membayar utangnya.*® Dalam hal ini, Kreditur akan
rendetita kerugian apabila Kredit yanp disalurkannya kepada
Debitur it tidak dapat dikembalikan {macet),

Diharuskan ada kepentingan dalam Perjanjian Asuransi dengan
maksud untek mencegab agar asuransi tidak menjadi
permainan atau petjudian, Apabila tidek terdapat ketentuan

demikian, seseorang yang tidak mempunyai kepentingan

%5 sptaking the Contract”, {The Charlered ingurance Insitule: P13 Oktober 1999, him.
&8 dolum Hukum Aswansi, dikumpulkan oleh Komeling Simanjulak, (Jakanta: Program
Pascasarisea Fakultas Hukowm Universitas Indowsesial, Bim, 32

B bid,

T oMaking the Contract”, foc.oét., kim. 6/7,

¥ Sastepwidiala, op.cit., him. 66,
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terhadap suatu objek asuranst, akan dapat menutup asuransi
terhadap objek tersebut. Akibatnya, tanpa menderita kerugian
orang tersebut akan mendapat ganti kerugian apabila terjadi
peristiwa yang menimpa objek vang dimaksud.*

. Prinsip [tikad Baik (Principle of Utmoest Good Faith)

Prinsip wimost good faith terdapat dalam Pasal 251 KUHD
yang berbunyi sebagai berikut:

Setiap keterangan yang kelirn atau tidak benar, ataupun setiap
tidak memberitahukan hal yang diketahui oleh st Terfanggung,
betapapun itikad baik ada padanya, yang demikian sifatnya,
sehingga, seandainys si Penangpung telab mengetalng keadaan
yang sehenarnya, perjanfian ity tidak akan ditutup atau tidak
ditutup déngan sysrat-gyerat yang ssma, mengakibatian
batalnya pertangoungan.”’

Dart bunyvi pasal di atas dapat dikatakan bahwa Tertanggung
harus menyadari bahwa pihaknya mempunyai kewajiban untul
memberikan  keterangan  yang  scbenar-bemamya,  sejujur-
jujurnys, dan selangkap-lengkapnye mengenai keadaan obiek
yang diasuransikan.®’’ Hal ini dikarcnakan, tanpa kejujuran dari

2 sehingoa

Tertanggung akan menvebabkan misrepresentasi,
Penanggung  dapat kelirv dalam  mengambil keputusan
berkaitan dengan penanggungan (apakah Penanggunpen akan
ditutup atau tidak, besarnva premi yang dibebanken, dan
sebagainya). Selain Pasal 251 KUHD, pasal-pasal lain yang

mengandung unsur prinsip itikad baik adalah Pasal 252

9 Thid., Blm. 68-69.

0 itab Undang-undang Hukum Dagang, op.cit., Ps. 251,

M Sastrawidiaja, ap.cit,, him. 63,

 Misrapresentation is a false satement of fuct whick indnces the other pariv (o enter
inte the comract, *Dlmast Good Falls™ {The Chartered Insurance Insitute: P03 Okiober 19993,
Wm. 712 dalam Hukum dsuransi, dikompulkan oleh Kornelivs Simanjutak, (Jskarta: Progeam
Paseasarjanag Fakuliss Hokum Universitas Indonesia), blm, 45,

) Pasal 252 KUHD:
Kecuali dafam hal-hal yang disebutkan dalom ketentuaneketeniuan Undangeundang, maka {ak
bolchlah dindakan suam pertinggungan kedue, unwk jongka waktu yang sudah dipertangguogkon
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276" dan  2777% KUHD, WNamun, KUHID hanya
membebankan itikad baik pada Tertanggung., Secara ideal,
scharusnya prinsip itikad baik ini diberlakuken juga kepada
Pepanggung. Dalam hal ini, misalnya Penanggung memberikan
penjelasan kepada Tertanggung mengenal visiko apa yang di-
cover, Oleh Kkarena itn, principle of utmost goed faith
menentukan dua kewajiban pada para pihak dalam konirak,
yaif

a. A duty not ro misrepresent any matler velating 10 the

insurawce, i€, a duty fo sell the truth.
b, A duty to disclose all material facts relating to the contract,
i.e. o duiy not to conceal anything which is relevant,’™
Anpabila dikaitkan dengan Asuransi Kredit, maka pads pihak
Peranggung misainva harus membserikan penjelasan mengena:
ristko kredit apa yang menjadi tanggung jawabnya, Selain itu,
Tertanggung tentu juga harus  moemberikan dats-data yang
benar berkaitsn dengan risiko kredit yang ditanggung oleh
Penanggung. -
<. Prinsip Indemnitas (Principle ef Indemnity)

Prinsip indemnitas terdapat dalam Pasal 246 KUHD, yaitu pada
bagian kalimat “untuk memberikan pengpantian kepadanya

karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan

untuk berganya penuh, dan demikian o @z snceman batalnya pectanggongan yang kedua
fersebu,

7% pasal 276 KUHD:
Tiada keruglan atav kerosukan yang dissbabkan kerens kesalohan s Tertungeung sendin harus
ditangguag oleh s Penanggung. Bahken berhakiah ¢f Peaangguong Hu smemiliki premi sisupun
menuatoliye, apabila fa sudsh mulat memikyl sesusty bahaya.

7% Pasal 277 KUML:
Apabila berbagal pedanggungan, dengan Hikad baik, telsh diadokan mengesai salu-suionys
barang, sedengkan dalam pertanggungan yang perlams horgs sepenubuiys telah diperangeunghan,
mazka hanys perlanggungen periama jlu safzlsh mengikot, sedangkan pars Pemingpunp yang
borikustays dibebaskan,
Apabila dalaim permnrggungan yang pertarna it {iduk diperizaggungkan harga sepenubinya, maks
para Penanggung yang berikut beclanggung jawab antuk harga yang selebihnys, menurut loriih
waktu ditstupays perlunggungan-peslanggungan yang berikut ini,

8 «Uimost Gosd Faith™, foc.cit.
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yang diharapkan yang mungkin aken dideritanya karena suatu
peristiwa yang tak tertentu.””’

Asas tersebut menentukan bahwa jumiah ganti rugi vang
diterima oleh Tertanggung merupakan jumlah perseimbangan
antara  jumlah  pertanppungan dengan nilasi  benda
pertanggungan dan kerugian yang diderita oleh Tertanggung
sebagai akibat dari suatu peristiwa yang tidak tertentu, yang
terhadapnya diadakan pertanggungan*’®

Dalam pertanggungan pada umumnya, jumlah pertanggungan
akan berjalan tetap sampai pertanggungannya berakhir. Lain
halnya di  dalam  Pertanggungan  Kredit;  jumlah
pertanggungannya, seiak pertanggungan  ditutup  hingga
berakhir akan berubah menurun. Hal ini terfadi, karena kredit
yang diterima Nasabah harus dikembalikan pada sast-saat yang
telah dilentukan, wmumnya dengan cara penyicilan. Dengan
demikian, pada saat-saat kemudian setelah pertanggungen itu
digdakan, jumish kredit vang ditanggung olch Penanggung
akan menjadi semakin kecil, dan semakin kecil risike vang
ditanggung berarti pula semakin kecil jumlah penggantian
kerugian., Memperhatikan uraian di atas, maka jumlah ganti
rugi di dalam Perfangpgungan Kredit merupakan jumish hasil
dari perseimbangan antara sisa kredit pada saat tuntutan
digjukan dengan jumnlah kredit yang dipertanggungkan dan
kerugian yang diderita.*”

Dalam praktiknya, besarnya kredit vang dipertanggungkan oleh
bank, tidaklak seluruh kredit vang dapat diterima Nasabah,
fetapi haoya Sebagianldari maksimum kreditnya. Dengar hanya

sebagian saja yang dipertanggungkan, berarti Pertangguogen

7 Sastrarvidiais, ap.cit., bim. 70,
e Tie'Aman, opci him. 34,
R 1hid, him, 54-35,
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Kredit yang terjadi dalam praktik perbapkan  adalah
pertanggungan di bawak nilai 2
Oleh karena hanya gebagian saja dari maksimum kredit yang
dipertanggungkan, maka dalam hal terjadi kerugian, bank
masih memikul scbagian dari kerugian yaog dideritanya, yang
tidak mendapat penggantian kerogian dari Penmanggung.
Dengan demikian sepanjang penggantian kerugian yang
diterima oleh bank hanya “sebagian™ saja dari kerugtan yang
dideritanya, maka bank masth punyz hak untuk menuntut
pemenuhan piutangnya kepada Nasabah, sebatas kerugian yang
dideritanya telah tertutupi. Selain #tu scbagizn lainnya yang
magiti dapat dituntut pada Nasabehnys menjadi haknya
Pezzazzggung‘zs’

d. Prinsip Subrogasi (Principle of Subrogation)
Berhaknys Penangguag untuk menuntut gantl rug pada
Nasabah Bank adalah berdasarkan subrogasi, yang diatur dalam
Pasal 284 KUHD. Pasal mang mensntukan bahwa:

FPenanggung vang membayar Kerugian dari suate benda yang
dipertanggungkan mendapat semua hak-hak yang ada pada si
Tertanggung terhadap orang-orang ketiga mengenai kerugian
ine; dan  Tertangpung bertanggung jawab untuk  setiap

perbuatan  vang  mungkin  dapat memz%kazz hak dari
Penanggung terhadap orang-crang ketiga itu.

Sehubungan dengan itu, karena i dalam  Asuransi Kredit,
hanya sebagian dari sksimum kredit yang dipertanggungkan,
maka subrogasi bagi Penanggung bersifat terbatas, Mengenal

hal ini Emmy Panparibuan Simanjuntak menyatakan bahwa:

“.. tidaklah ada jalsn lain vang lebih adil lagi unek
menerapikan subrogast  wu  torbatas  yang  berarti  kalaw
penggantian kerugian it hanya unfuk sebagian saia dibayar

O thid
i** fbid., hlm, 55,
2 Kilab Undang-undang Hukum Dagang, ap.¢ir, Ps, 284,
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oleh Penanggung, maka hanyalah dapat disubrogasikan untuk
sejumlah kerugian yang telah dibayarnya itu dan hak-hak
selebihnys dan Terlanggung terhadap  orang-orang g/ang
bersalah itu masih telap dipegang Tortanggung sendiri, .,

Dalam hal terjadi penggantian kerugian dari pihak Penanggung
(PT Askrindo} kepada pihak Tertanggung {(bank), dalam
praktiknya penuntutan hak PT Askrindo yang ada pada nasabah
bank bherdaserkan subrogasi, dilakukan oleh bank. Setelah
Nasabah memenuhi segals kewanbanmya pada bank, barulash
Bank memberikannya pada PT Askrinde apa yang menjadi

haknya, 2

8 Simanjuntak (b), ep.cir., him. 76.
284 Tje'Aman, ep.cit., htm, 57,
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BAB3
KEBERADAAN PERUM JAMKRINDO, BANK NIAGA DAN KOPERASI
PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA-GOTONG ROYONG DALAM
KABUS KREDIY MACET

3.1 Dasar Hukum Perum Jamkrindo

Herdasarkan Pasal 1 angka | Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2008
tentang Perusahaan Umans (Perum) Jaminan Kredit Indonesia, Perusahaan Umum
(Perum) Jaminan Kredit Indonesia atau disingkat Jamkrindo, merupskan Badan
Usaha Milik Negarg (BUMMN) sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor
19 Tahun 2003, yang seluruh modalnya dimiliki negara berups kekayaan negara
yang dipisshkan dan tidak terbagi atas saham.

Mempelajari kembali sejarak Perum Jamkrindo, perusahaan tni mengalami
perubahan nama beberapa kali sesuai dengan kondisi, dinamika dan tantangan
perusahaan pada zamannya masing-masing, schagai berikut:

a. Lembaga Jaminan Kredit Koperast {(LIKK)

LIKK dibentuk oleh pemerintah Indonesis pada 1 Juli 1970 yang
ditandai dengan SK  Menterl Transmigrasi dan  Koperasi No.
UK PTS/Mentranskop/1970. Kehadiran LIKEK tersebut didasari kondis
fiil pada waktu iy, disnana perkembangan Koperasi yang masih cukup
tertinggal dibandingkan dengan dua pelake ckonomi lainnva, vaitu
BUMN dan swasta. Pada awal pendiriannya, tugas utama LIKK adalah
mentbantu  menjamin kredit yang disalurkan oleh Bank kepada
Koperasi, schingga banyak Koperast yang sebelumnya tidak memenuhi
persyaratars bank terkait dengan aguman (tidak benkable), kemudian
menjadi barnkable dengan adanyva Penjaminan dari LIKK.!

b. Perum Pengembangan Keuangan Koperasi (Perum PEKK)

Dalam perjalananaya, fungsi LIKK menjadi sangat penting dalam
pengembangan  usaha Koperasi secara  keseluruhan,  sehingga
memeriukan manaiemen pengelolaan  akiivitas usaha sebagaimana
sebuah badan ugaha, Olgh Kkarena itg, pemerintah mendirikan Perum

* Nasraen Yasabae dan Nina Kornia Dewd, sp.cit., him. 118,
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PKK melalui Peraturan Pemeriniah Nomor 31 tahun 1981 tentang
Pendirian Perusahaan Pengembangan Keuangan Koperasi, yang
sckalipus meleburkan LIKK ke dalamnya. Selanjutnye ustuk lebih
mengoptimaikan  fungsi dam  tugas Perum PKK, pemeriniah
menyempurnskan PP No. 51/i98! denpan Peraturan Pemerinish
Nomer 27 Tahun 1985 tentang Perusahaan Umum  (Perum)
Pengembangan Keuangan Koperasi.2®®

Pergantian nama dari LIKK menjadt Penm PKK dimaksudkan untuk
lebilt mengoptimalkan fungsi dan tugas LIKK, schingga untuk kredit-
kradit yang memang dibuluhkan bagi pengembangan uszha Koperasi
tersedia peniaminan yang juga becsumber darf pemeriniah.™

Dengan perubahan bentuk perusahazn menjadi Peruszhaan Umum
{Perum’™®, maka sifat usaha dari Perum PKX adalah menyediakan

7 Berdasarkan Laporan Kenangan {(4nneal Reporty 2003 Perusahaan Umum Serania
Pengermbungan Usshs, hlm. 9. Mengensi hal ind dupal juga difibat ketentusn Pasal 2 P8 No,
21985, yang berbunyl sebagai berikut: Peruszhoan Upsum (Perum) Pengembangan Keuangan
Koperasi yang didirikan denpan Poraturaa Peomerintah Momaor 51 Tabun 1981 berdasyrkan
Peraturane  Pemerintah ind dilanjstken berdirinya dam mencruskap usshe-usaha selanjoinya
berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Peraturcan Pemtrintab ink, Libat Indonesia (i), Persturan
Pemerintah Perusebaan Umtin Pengsmbangss Kevangan Koperasi, PP Mo, 27, Ly Neo. 38 lahun
1985, Ps. 2,

™ Nasrosn Yassbari dan Wime Kurmia Dewi, op.cit, him. 120. Mengensi hal tersebut
dapat dilihat ketentuen Pasal 3 eyst (1) PR No. 27 Tahun 1985 yvang berbunyt sebagsi berikal
Perusahass sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adatah bacizm mha yang diberi wewenang
unhik meninekatkan kegistan Kensrasi melalul pepvemban elgnes nperasi, {kursif oleh
penealit)

Selaniseinys, dapat dilikat ketenfuen Pasni 5 2yvat (2) yang berbunyi sebagat berikist:

Perusnhasn aduiah Lembage Kavangsn vang maloud den wivannys adalah furul melakasnaken
dan memsmiang kebijaksasaan dan progrem Pemerindal di bidang Ekosomi dan Pembangunan
Masional pads wmomnya dengan Jalan meniogketkan asshs Koperssi melkaiul penpgembangss
keusnzan Kapernsi enbinges dapat berswadsava don mandio, (kursip oleh penaliti)

Lihat Indonesta (i}, ap cir, Ps. 3 ayat {1) dan Pg. 3 ayat (1),

# Undang-undang Momor € Tabun 3969 tentang Bentukebentok Usabe Negara (UU No.
2/1969), membagi usaha-usaha negarz berbenfuk peruszhenn menjadi Perysabzan Jawalan
{Perjan}, Perusshaan Umom (Perumn), dan Porusahaan Perseroan (Perssro). Naman, Jenpan
iakimya Usdang-undang Nomar 19 Tahiua 2003 tentang Badan Ussha Milik Regars (1.N Nod?,
TLN Ko, 42863, LA No. 571960 dinvatakan tidak berfaku. Dalom hat (e, Pasa! 9 ULl No, 1972002
menyebulkar bahwa BUMN terdini dark Persero dan Perum. Selanpatnys, berdusarken Pasal 1
angka 4 U No. 1372003, yang dimaksud dengan Perusehaan Unmum, yaag selanjutova disebut
Perom, adaiuh BUMN yang selurub modaloya dinmitiki negars dan tidak eerbagi atas sobam, yvang
bertufuan uatok keman(aalan umum berups penyediaon barung danfatau jasa yeng berurutu inggl
dan sekalipun mengejer keuntengan berdasarkan prinsip pengeloalaan perusahaan. Mengace pade
sifst usahanya, maka Perum lebih menitiicberatkan pada pelayanan demi kemanfaatan wnum, batk
pelayanan penyediaan barang dan fasa. Namwn, sehagnl badan usahs, sger dapal meiseitikan
keharlangsungan usabanys, maka Perums barus Juge mondapat laba, Libst LG, Ral Widiays,
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peiayanan bagi kemanfaatan vroum dan sekaligus memupuk keuntungan
berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan®® Mengacu pada hal
terschut, maka modal perusshaan adalah kekayaan nepara yang
dipisahkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan tidak
terbagi atas saham-sabam, ™"

Dalam rangka mencapai maksud dan tujuan  di atas, dengan
mengindahkan prinsip-prinsip ekonomi dan terjaminnya keselamatan
kekayaan negara, Perum  PKK  scbagal Lembaga Keuangan
mengadakan/menyelenggarakan usahg-usaha scbagal berikut:

ay memberikan jaminan kepada Koperasi atas Kredit yang diberikan
oleh Bank danfatau jaminan atas Kredit barang oleh badan lain,

b} memberikan  pinjaman  kepada  Koperasi  umiuk  menunjang
perkembangan  Koperasi dalam  upaye memenuhi  sebagian
pernbiayaan pengembangan usahs Koperasi dengan persvaraian
yang ditetapkan perusahaar,

¢} memberikan bantuan manajemen dan konsultasi kepada Koperast
serta miciakukan stadi-studi kelavakan dalam rangka mencapai hasil
guna yang sebesarbesarnya  dalem  melaksanskan  tujuan
Perusahaare

d} melakokan usaha-usaba Izin yang berhubungan dengan fujuan
perusabaan  sebsgaimana  dimaksud  dalam  Pasai 5 dengan
persetujuan menteri, setelah berkoz’zsultasx é&ngan menteri yang
bertanggung jawab di bidang perkoperasian ?

EIP——

Selanjutnya, berdasarkam  susat  Menteri  Kevangan No. §-

167/MK.016/1998 tanggal 27 Februari 1998, Perum PKK. teiaiz

diizinkan untuk maﬁgembangkan lingkup usahanya, meliputi:

a} Usahs Koperast yang dijamin oleh Perum PKK termasuk badan
usaha yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh Koperasi.

b) Kredit yasg dijamin oleh Perum PKK selain yang berssal dari
perbankan fuga kredit yang berasal dari lembaga non bank.

Hrikum Pernsahaan dan Undang.undang dan Peratwran Peinksanuon Undang-wndang di Bidang

tisahe, {}ai;arta Kesaint Biang, 2603}, hlm, 75, -
"3 1o donesia {3, op.cit., Ps. Savat {1),
0 rbidt., P, T ayat ().
1 sid, Ps. 6.
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¢) HKredit yang dijamin oleh Peyum PKK termasuk kredit vang diterima
oleh pengusaha kecil terutama yang berorientasi ekspor dan yang
mengeunakan teknologi tinggt.

d) Memberikan jaminan kepads Koperasi dan pengusaha kecii dalem
pembiayaan sewa guna usaha, pembiayaan anjak piotang,
pembiavasn dengan pola bagl hesil dan pembelian barang secara
angsuran.”

¢. Perum Sarana Pengembangan Usaha (Peram SPU atay Perym Sarana)
Terkait dengan keberhastian pelaksanaan fungsi dan tugas Perum PKK

dalam pengembangan dan peningkatan usaha Koperasi dan sciring
dengan kebijakan pemerimtah dalam pengembangan Usaba Kecil,
Menengah dan Koperasi (UKMK), pemerintah memperiuas jangkauan
pelavanan Perum PKK.®° Melalui Perawran Pemerintak Nomor 95
Tahua 2000 tentang Perusahaan Umuom  (Perum)  Sarapa
Pengembangan Usaha (PP No. 953/2000), Perum PKK berganti nama
menjadi Perum Sarana Pengembangan Usaha (Perum Sarana) ™

Tidak berbeda denpan pengaturan sehelumnya, perusshaan i pun
berbentuk Perum. Ofel karena itu, modal perusahaan merupakan
kekayaan negara yang dipicahkan dsri Anpgaran Pendapatan dan
Belanja Negara dan tidak terbagi atas sabam-saham.”® Seianjuinya,
sifat usaha dari Perum Sarana adalah menyediakan pelayanan bagi
kemanfaatan wnum dan sekaligus memupuk kemmtungan berdasarkan
prinsip pengurusan Perusahaan. ™"

Melaiui PP No. 9572000, kegiatan Peniaminan Kredit Perum Sarana
diperluas, tidak hanya ditujukan bagl Koporasi saja, tetapi juga bagi

#

2 Berdasarkan Booklet Perusahaan Limum Penpembangan Koperasi, im. 7.

3 hnpeffuevew jamkrindo.com.

Pirsengenai hial in, dupat diithat ketentusn Pasal 2 PP WMo, 95/2000 ssbagai berikel:
Perusabaan Umom Pengembangse Keuangas Kopeeast yang didivikan  dengan  Peraturan
Pemerinlgh Momer 3! Tohun 1981 dan selaniuinya disfur kembali dengan Persturan Pemerintoh
MNomsr 27 Tahun 1983, derigan Poraturan Peawrinteh it diubab mamanys menjadi Perusshaan
Urssem (Pegum) Sarana Peagembanpan Ussha, dan dilanjutkan berdirfaya serta meneruskan usakba-
usaha berdasarkan kelenivan-keioniosn dalam Peraturan Pomeriniah ini
Lihat Indonesia (j), Peraturan Pemerintel Periwsahaon Umsm (Perwm Saranc Pengembongan
Llsalig, PP Mo, 95, LN No. 190 tahan 2606, Ps. &

% 1hid., Px. 10 ayat (1).

5 1hid., Ps. 6.
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Usaha Kecil (termasuk Mikro) dan Menengah.*™’ Sebagai perusahaan
Penjamin Kredif, Perum Sarana bermitra dengan Kreditur baik
Perbankan (nasional dan daerah) maupun Kreditur Non Perbankan ”
Selain  itu, layanan yang ditawarkan Perumn Sarana  meliputi
penfaminan, pembiayaan dan bantuan manajemen dan konsultasi. ®
Untok mencapai maksud dan tujuannya,®® Perum Sarana sebagai
tembaga kevangan, menycelengparakan usaha-usaha sebagat berikut

a} melakukan penjaminat atas kredit yang diberikan Bank atau badan
usaha kepada Koperasi, {zaha Kecil dan Menengah;

b} melakukan penjaminan atas pembiayasn sewa guna usaha, aniak
piutang, pembiayaan konsumen dan pembiayaan pola bagi hasil
yang diberikan oleh lembags pembiayaan kepada Koperasi, Usahz
Kecil dan Menengah,

¢} melakukan penjaminan ates pembelian barang secara angsuran
yang ditakukan oleh Koperasi, Usaha Keeil dan Menengah;

d) melakukan penjaminan atas transaksi kontrak jasa yang dilakukan
oleh Koperasi, Usaha Kecii dany Menengah;

e) memberikan pinjaman dengan pola bagi hasil kepada Koperasi,
Usaha Kecil dan Menengalh;

f) memberikan bantvan konsultasi manajemen kepadas Koperasi,
Usaha Kecil dan Menengah;

g} menerbitkan surely bond atas pembelian barang secara angsuran
dan kontrak jasa yang dilakukan oleh Koperasi, {saha Keci! dan
Menengals;

7 2iacroen Yasabarl dan Nina Kurnia Dcwz Lop.oit., Mm, 120
e htlp sfveorws jamkeindo.con.

® Mengenal hal ini dapar diiikat ketentugn Passl 3 aysl (1) PP MNo. 95/2006 sebapsi

Pemsahaafz schagairnama dimaksud delam Pasal 2 adalah Badan Usaha Milik Negara yang diber
lugas dan wewenang untek menyelengearakan kegintun ussba di bidang pengorbangon Koperasi,
Fisahg Kecll dan Mengnpab,
Sefanfutnys, dapat jugs dilihat ketentoan Pasal 7 PP Mo, 9572000 sebagei beriku:
Maksud dan lujosn Porusahaan adalah uri meleksanzkan dan menunjang kebijaksanasn das
program Pemerintah di bidang pengembangan Koperasi, Ussha Kecil don Mensngah dengas lalan
melakukan kepigtay usaba peajaminagn, memberikan piniaran densan pola bagi hasil dan hantuan
kansaltasi manaiemen, (karsi{ penelifi)
Lihat irzdanes:a {13, apois, e 3 aynt (L odan Pe, 7.

* Ihid, P2 7.
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h) melakukan kegiatap usaha laienyz yang dapat menunjang
tercapainya maksud dan tufuan perusahaan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 dengan persetufuan Menter! Kevangan.”™®

Berbeda dengan pengaturan  sebelumnya, untuk  mendukung

pembiayaan kegiatan dalam rangka mencapai maksud dan tujuan

Perume Sarana, dengan persefujuan Menteri Kevangan, Perom Sarana

dapat :

ay melakukan kerfasama usaha atau patungan foind venturg) dengan
badan usaha lain;

by membentuk anak perusahaan,

¢} melakuken penyertazn modal dalam badan usaha lain.

Mengacu pada hal di aias, dengan lahiraya PP No. 4172008, Perusahaan
Umum (Perum) Sarana Pengerabangan Usaha vang didirikan dengan Persturan
Pemerintah Nomor 51 Tahun 198! ientang Pendirian Perusahasn Umum
Pengembangan Kecuangan Koperasi, yang diatr kembali dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 27 Tahun 1985 tentang Perusashaan Umom {Perum)
Pengembangan Keuangan Koperasi, terakhir depgan Peraturan Pemerintah Nomeor
95 Tahur 2000 tentang Perusahaan Umum (Perum) Sarana Pengembangan Usaha
dilanjuikan berdirinya dan mencruskan ssahanya, serta diubah pamanya meniadi
Perusahaan Umutm (Perum) Jaminan Kredit Indonesia”™

Dasar perubahan nama menjadi Perum Jamkrindo dikarenakan lahirnya
Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tenfang Baden Usaha Milik Negara
(BUMN). Oleh karena itu, sebagai BUMN, Perum Sarana harus menyesuaikan
anggaran dasar penditiannya dengan Undang-ondang tersebut,

Dasar perubahan latanya dikarenakan perttmbangan bahwa nama vang ada
sgat ini ~Perwn Sarana- dirase kurang meniual, sehingga dibuatiah usuian
perubgzhan atas PP No. 9572000, Dalam hal ini, usuian disjukan kepads
Kementerian BUMN, dan terhadap usulan tersebut tefaeh beberapa kali difakukan

N thid, Ps. B

% tid., Ps. 9,

S indonesie (&), Peratwran Pomerinioh Perusobgon Umnm (Perum) Jaminan Kredit
dlenesio, PP Wo, 41, LN No. 81 takun 2068, Ps. 2 ayat (1%

W uryibalik Rencans Perubahan Naroa Perusabaas Umsm Sarana Peogembangan Usaha”
Roloreral (Aedia Kemunikasi Pernm Sarane) (32 Il 2007), Rim, 4.
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pembahasan dan dilakokan korcksi atas aspek substansi oleh Biro Hukera dan
Asisten Deputi Usaha Jasa keuangan Kementerian BUMN. Selanjutnya, oleh
Kementerian BUMN, Rancangan Pesaturan Pemerintah (RPP) hasil pembahasan
tersebut disampaikan kepada Direkiorat Jenderal Peraturan dan Perundang-
undangan Departemen Hukum dan HAM. Kemudian, di Deparlemen tersebut
dilakukan proses harmonisasi.”™

Diengan adanya perubghan tersebut, maka terjadi perluasan jenis Nasabah
yang dilayani oleh Perum Jamkrindo. Dalam hal ini, Perum Jamkrindo diberi
tugas untuk menyelenggarakan kegiatan usaha di hidang Penjaminan Kredit bagi
Usaha Mikro, Usaha Kecii, dan Ussha Meneopah, serta Koperasi {kursif
peneliti).’® Pengatoran dalam PP 41/2008 ini secars spesifik menyebstkan Usaha
Mikro, tidak menyatukan Ussha Mikio ke dalam Usaha Kecil seperti halnya
dalam PP No. 95/2660.

Soperti halnya pengaturan sebelumnya, oleh karena perusahean ini

berbentik Perum ¢maka modal perusahaan merupakan dan berasal dal kekayaan
negara vang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham Selanjuinya, sifat usaha

dari Perum Jamkrindo adalah mepyelenggarakan pelayanan bagi kemanfaatan

umum dan moemupuk keuntungan berdasarkan prinsip tata keloia perusahaan yang
berlaky, "%

Berkaitan dengan hal di atas, maksud dany tajuan Perum Jamkrindo adalah
turut melaksanakan dan menunjang kebijakan dan program Pemerintah di hidang
ekonomi dan pembangunan nasional, dengan melaksanakan kesiastan Peniaminan

‘Kredit _baei  Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Mencngah = serta

Koperasi,”(korsif peneliti)

= roidt,

" Indonesia (k), op.cir., Ps, 3 ayst {1}
*2 Ibid,, Ps. 10 ayat {1},

% mid | Ps, 6.

B 1hid, Ps. 1.
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Untuk  mencapai  maksud  dan  tyjuannya’®, Perum  Jamkrindo

menyeienggarakan usaha sebagal barikut

a}

b}

¢

d}

€}

melakukan Penjaminan Kredit baik bersifat tunail dan non tunai yang
diberikan Bank atau badan usaha kepada Usaha Mikro, Usaba Keoll,
dan Ussha Menengah serta Koperasi;

melakukan penjaminan pembiayaan scwa guna uszha, anjak pivtang,
pembiayaan konsumen, dan pembiayaan pola bagi hasil yang diberikan
oleh lembaga pembiayaan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan
Usaha Menengah serta Koperasi;

melakukan penjaminan pembelian barang secara angsuran  yang
dilakukan oleh Usaha Mikro, Uszha Kecii, dan Usaha Meneagah serta
Koperasi;

melakukan penjiaminan syarizh atas pembiaysan baik bersifat tupar dan
non tunal yang diberikan Bank atay badan usaha syariah kepada Usaha
Mikre, Usaha Kecil, dan Usaha Mﬁl’i&ﬂgﬂi‘l serta Koperasi;

melakukan penjaminan atas fransaksi konirak jasa yvang dilakukan oleh
Usaha Mikro, Usaha Keeil, dan Uszha Menengah serta Koperasi;
melakukan kegiatan usaha leinnya, antara {ain Penjaminan Kredit
perorangan, jass konsultasi, dan jasa manajemen kepada Ussha Mikeo,
Usaha Kecil, dan Usaha Menengah serta Koperasi yang sesual dengan

maksud dan tujuan perusahaan.”!!

i}engarz melihat ketentuan dalam-Pasal 7 dan 8 di atas, dapat diketahui

bahwa dasar perabahan ketiga sehingga menjadi Perum Jamkrindo adaiab untuk
iebih memfokuskan kegiatan usaha perusahaan pada sekior Penjaminan Kredit

bagi pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta  Koperasi
(UMKMK). Dalam ha! ini, Perum Jamkrindo tidak lagi memberiRan pinjaman
dengan pola bagi hasil kepada Koperast, Usaba Kecil dan Menengah seperti diatur
dalam Pasal 7 jo. Pasal 8 huruf ¢ PP No. 9372000, Selain iy, Perum Jamkrindo

pun fuga tidak menerbitkan swery dond atas pembelian barang secara angsuran

dan kontrak jasa yang dilakukan oleh Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
sehagaimana diatur dalam Pasal 7 jo. Pasal & hwruf g PP No. 93/2000.

3ib }?}}d
M abid, Ps. 6.
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Selanjutnya, Perum Jamkrindo melakukan penambahan produk, Dalam hal ini,
Perum Jamkrindo tidak hanya dapat memberikan Penjaminan Kredit/Pembiayaan
Bank maupun badan ussha lainnya dengan pola konvensional saja, tefapi juga
dengan pola syariah.”'?

Berkaitan dengan hal di atas, untuk mendukung pembiayaan kegistan
daiam rangka mencapal maksud dan {ujuan Perum Jamkrindo sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7, berdasarkan kebijakan pengembangan usaha, Perum
Jamkrindo dapat ©

a) melakekan kerfa sama usaha afau patungan (joim venfire} dengan

badan usaha atau pthak lain, baik dalam segeri maupun fuar negeri;

by membentuk anak perusahaan;

¢} melakukan penyertaan modal dalam badan usaha lain;

4} melakukan pinjaman dari kreditur atau pihak lain, baik yang berasal
- dari dalam maupun fear pegeri; danfatau

e} melakukan keria sama di bidang Penjaminan Kredit {co-guaraniee)

dengan badan usaha atau pihak fain.*?

Dalam menjaiankan vsahanya tersebut, PP No. 41/2008 memungkinkan
Perum Jamkrinds untuk melakokan pinjaman dari Kreditur atau pibak kain, baik
yang berasal dari dalam maupun luar negerl. Selain itu, untuk melakukan kerja
sama di bidang Penjaminan Kredit (co-guoraniee) dengan badan usaha atau pihak
lain, yang dalam hal ini tidak diatur dalam PP Ne. 95 Tahun 2000.%' Mengacu
pada hal tersebut, maka Perum Jamkrinda dapat bermitra dengan Perbankan dan
badan usaha lainnya sebagat pemberi Kredit kepada UMEKMK maupun kei*ja sama
dengan mitra co-guarantee”'® lomlah mitra kerja Perum Jamkrindo saat ini

mencapai jebii dari 85, yang terdin dari perbankan yaite Bank Pembangunan

2 thid Ps 8 hucefd.
M kid Ps. B,
W g,

W Copuarmier diterjematkan schagai Penjaminan beesama, adalah kepisten Penjaminan
Kradit yaag dilaksanskan bersama oleh jebih dari satu Penjamin, Istilah co-grarantee lahir karena
kebutnhan bisnfs Penjaminan, dimana risiko adas kemaceian kredit dikehendaki untok ditanggung
bersama pieh Tebdh darl sate Pesjamin, Kegistan Penjominan barsama inl dilaksangkan nleh
fembaga-teribagn yany berketoginan untuk meniamin ristke kredit untok sejumish cisiko terents,
herdasarkan kKemampuas dan kompetensi masing-crasing.  Dslam_prakiik Penjamingn_bersama
depat dilpksanakan olek Lembagza Peniamin Kredil dengan pemerininh, sesama Lembaga Pentamin
Kredis, Lembazn Asuranst atau pibak Jaianva. Vikar Husin <yikar end@fyehogeony>, “Perianyaan
tenteng Jamkrinde,” e-mail kepada Halida Nurina, 1L D 2009,
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Daerah {BPD), Bank BUMN, Bank Swasta Nasional dan badan nssha leinnya

baik konvensional maupun syariah ¢

3.2 Prinsip-prinsip Penjaminan Perum Jamkrindo
Beberapa prinsip penjaminan Perum Jamkrindo adalaby
a. Kelayakan usaha*"
. Pelengkap perkreditan {accessoir),'®
319

Pengambilalihan sementara risike kredit macet,™”

b
¢. Pengganti agunan (collateral substitution),
d

& Piutang subrogasi,’*

Pengan melihat prinsip-prinsip penjeminan di atas, maka Penjaminan
Kredit Perum Jamkrindo pada dasarnya adalah kegiatan vang dilakukan dalam
bentuk pemberian penjaminan urguk membantu Usaha Mikro, Kectl, Meanengah
dan Koperasi guna memperoleh keedit dari Kreditur baik perbankan maupun
badan usaba pemberi kredit lainnya akibat {idak dipenuhinya éyarat apgunan
secbagaimanz yang difetapkan oleh Kreditur, Mengacu pada hal fersebut,
Penjaminan Kredit dapat dikatakan sebagsi pelengkap suatu perkreditan, sehingga
dalam hal Ini, sesuaty vang utama yaog harus terlebih dabulu ada adalah svatu

kesepakatan antara Debitur dan Kreditur atey adanyu keedit yang dimuat dalam

Perjanjian Kredit.*?
Penjaminan Kredit Perum Jamkrindo dilakukan dengan  lebib
menitikberatkan pada penpambiialiban ristko kegagelan Usaha Mikro, Keetl,

HE nepdfvww jamkrinda.com,

? Penjeminas Kredit diberikan hanya spabils dum pihak (Penjomin dsn Penedms
Faminan} berpendapat bahiwa nsaha alauw preyek yvaag disjukan Peniaminennya adaleh fayak untuk
dibiayai dan dijamin {feasible bt not Bordable}. Lihat hitp.fAenwnw jamkrindo.com.

M pensaminan Kredit Perum Jamkeindo senantizsa merupakan pecjaniian yang dikaitkan
dengan pe:?'anj fan pokok yang berupa Perjaniian KrediFAkad Pembiaysan. Libat fiad

1 Pentaminan Kredit Perum Jamkrindo dapat berfungsi menggantikan agunan, teriama
apabila agunan yang disediskan Calon Terjamin bslum mencukupt sysmt porkroditanr menurut
peniialan Penerima Jaminan. Libat fhid

8 Apabila Kredit yeop dijamin meagalanmi kemacetan niss tdek dapat dilunasi sesuai
dengan jangke wakie schagaimong diperionjikan, meka pibak Penjamin shan menyelessiken
kewsjiban Terjamir. Pengambilslihan semontarn risiko kredit macet ol dilakekan dungon
membayarkan sejomluh sisa Kredivhaki debel atau kerugian Penerima Jaminan. Lihat fhid,

' Gchagai kensckuensi prinsip pengambilalihan semcntara risiko kredit maest
{pembayaean klaim), maka penyelesaian sisy krediVhaki debet oleh Perum Jamkeindo tidak secam
olomatizs monghilangkan  kewaiiban dad pihak Terjsmin atav Dgbitue unfuk  melunasi
kewajibanaya, Libat [bid.

2 Ibid.
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Menengah dan Kaperasi sebagai pihak Terjamin. Dengan demikian, kewajiban
Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi kepada kreditur sebagal Penerima
Jaminan dapat diselesaikan sesual dongan jadwal yang diperjan] ikan.

Peran sebagai Penjamin dilakukan dengan membayar sejiumliah kewajiban
Usaha Mikro, Kecil, Menengah daa Koperasi kepada kreditur dan selanfutnya
pemenuhan kewaiiban tersebui menjadi piutang subrogasi Perum Jamkrindo
kepada Usaha Kecil, Menengah dan Koperasi. Piutang subrogasi tersebul akan
ditagih kembali baik secarz bersama antara kreditur dengan Perum Jamkrindo

rnanpun sendiri-sendiri.’®*

33  Mekarisme Penjaminan Kredif Peruns Jamkrindo

Penjaminan Kredit yang dilakukan oleh Perum Jambkrindo termasuk dalaem
kategori penjaminan tidak langsung, yailu penjaminan yang diberikan kepada
Teriamin oleh Penjemin denpan terlebib dahulu melaiui atau atas permintaan
Penerima Jaminan, Hal ini dikarenakan Petum Jamkrindo menggunakan skema
penjamingn secara Kasus per kasus atau Case sy Cose (CBC) dan/atau pola
otomatis atan Conditional Automatic Cover (CACY Pada umumnya, kedua
skema tersebut dijalankan setelah ada Perianiian Kerfa Sama Penjaminan antara
Lembaga  Penjaminan Kredit (i.PK) wyang  bersangkutan  dengan
Perbankan/Lembags Keuangan Pemberi Kredit, vang memuat hak dan kewajiban
para pihak dan beriaku untuk kurun waktu yang disepakati bersama. Plafon kredi
vang dapat dijamin bervariagi bergantung kepada kebijakan internal masing-
masing LPK, dengan coverage Penjaminan berkisar antara 50%-100% dari nilai
maksimai Kredit {plafon kredit) dan fee Penjaminan berkisar antara 1%-1,5% per
tahun atau berdasarkan risiko kredit. ™

Penjaminan per kasus {Cose &y Case) dilakukan seteiah terdapat’

permmohonan Penjaminan Kredit oleh bank pelaksana dan Terfamin, Dalam
mengajukan permohonan terscbut bank telah melakukan penilatan kelayakan

usaha UMKMK yang skan dibiayai, Perum Jamkrindo kemudian juga melakukan

B id.

" bid.

8 Berdasarkas hasth wawancara dengan Bapak Agus Priamboedo sehagai Kepala Bagian
Hukon Perum famkrinda peda tanggal 3 November 2008,

% Nasroon Yasabad dan Ning Kumia Dewl, op.cif, him, {25,
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penilaian st kelayakan Penjaminan Kredit UMKMK dimaksud sebelum
memberikan keputusan Penjaminan Kredit. Selanjutaya persetujuan Penjaminan
diterikan mefatui Surat Persetujuan Prinsip Penjaminan Kredit (8P3K) dan
Sertifikat Penjaminan.®®’

Mekanisme penjaminan tidak jangsung dengan skema penjaminan per kasus

(Case by Case) dapat digambarkan sebagai berikut 2
i
Perum J,am%frinéc ﬁ . Bank/Kreditur
{Penjaminy = 0 (Penerima Jaminan)
3 ~
5 : ]
Va
F Y F 3
2 3 8
3
» Pengusabha/Debitur ¢
(Terjaminy
Gambar 6 L
Keterangan:

{1} Perjanjian Penjaminan Kredit antara Perum lamkeindo dan bank.

{2) Pengusaha mengajukan permehonan kredit atay permbiaysan kepada bank.

{3} Bank meneliti kelengkapan permohonan dan kelayakan uszha pemohon.

(4} Apabila permohonan tersebut layak, bank meminta konfirmasi dan kesedizan
Perum Jamkrindo untak memberikan jaminan kepada pengusaha.

{5} Berdusarkan informasi dari bank penyedia pinjaman, pengusaha mengajukan

permohonan Penjaminan Kredit kepada Perum Jamkinde,

32! Ihid,
28 rbid., bim. 40-41.
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{6) Perurm Jamkrindo melakukan peneiitian terhadap pengusaha {calon Tetjamin}
dengan menilai kelayakan usaha dae mempertimbangksn keadasn das
kemampuan keuangan pengusaha tersebul.

{(7) Perum Jamkrindo memberitehukan persetyjuan atau penolakannya atas
keputusan Penjaminan kepada bank dan pengusaha. Dalam hal setuju, Perum
Jamkrindo memberikan SP3K.

(8) Setelah menerima konfirmasi persetujuen dari Perum Jamkrindo, Bank
memberikan atau mencairkan kredit kepada pengusaha {Terjamin) dengan
terlebih dahulu mengadakan sustu Perjanjian Kredit,

{9) Bank {(Penerima Jaminan) mengirimkan pemberitahinan kepada Penjamin atas
keedit yang diberikan kepada Terfamin dan mentransfer bmbal jasg atau fee
penjaminan yang dibayar olel Terfamin melalu bank tersebut.

{10} Perum Jamkrindo akan menerbitkan Sertifikat Penjaminan Jeagkap dengan
ketentuan  perkeeditan  sebagaimana  diteatukan dan  disepakati antara
Penerima Jaminan dan Terjamin.

Penjaminan Conditiona! Automatic Cover {CAC) dilakukan dengan
terlebib dahulu menetapkan persyaratan Penjaminan Kredit bersama dengan bank
pelaksana yang dituangkan melalui SP3K Induk yang biasanya digunakan untuk
sejumiah plafon kredit terteniu dan kurun waktu tertentu. Selanjutnyva, Sertifikat
Pentaminan diberikan secara otomatis untuk salon Tariamin yang teiah memenuhi
persyaratan kredit dan persyaratan penjaminannya,®®

Dalam praktik Penjaminan Kredit dengan skema ini, keterlibatan aktif para
pihak mengalami modifikasi sesuai dengan kebutvrhan perkreditan dan kondisi di
lingkungan masing-masing, Mengingat Peniaminan Kredit dapat mepurunkan
moral hozard Terjamin dalam memenuhi kewajtban Kredit, maka plhak ini dapat
saja tidak mengetahui adanya Pgnjaminan Kredit, Dalam hal ini kegietan
Peniaminan Kredit dijalankan melaiul hubongan Penjamin dan Penerima Jaminan,
Meskipun: demikian, keberadaan Terjamin diwakili ofeh Penerima Jaminan vang
bersangkutan melalui permohonan Penjaminan Kredit yang mengatasnamakan

Terjamin tersebut.>°

122 s, bl 128,
% pordnsackan basil wawancars dengan Bapak Agus Prismbado sebapai Kepala Bagian
Hukum pada tenggal 3 November 2008,
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Mekanisme Penjaminan tidak langsung dengan skema cowditiona! aulomatic

cover dapat digambarkan sebagai bertkut:>'

2 AR T, /s ari gt n e

4
#
W
H

h 4

Bank
{Penerima Jaminan)

Perum Jamkrindo

{Penjamin)

7 N
\,
Fy
3 4 S
Debitur sektor
UMEKMK
{Terfamin)
Gambar 7

Keterangan:

{1} Perjaniian Penjaminan Kredif antara Perum Jamkeindo dan bank,

{2) Penerbitan SP3K Induk.

3} Peﬁgaiséiza mengajukan permohonan kredit atau pembiayasn kepada bank,

{8) Bank menzliti kelengkapan permohonan dan Kelayakan usaha pemohon.

(5} Apabila pesrmohonan fersebut layak, maka dibuatish Perjanjian Kredit
antara bank dengan pengusansa.

{6) Bank mengajukan permochonan kepada Perum Jamkrinde untuk
menerbitkan Sertifikat Penjaminan atas nama pengussha/debitur yang

bersangkutan.

M ihid,
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{7y Perom Jamkrinde menerbitkan Sertifikat Penjaminan lengkap dengan
ketentuan perkreditan  sebagajmana  ditemtukan dan  disepakati antara

Penertma Jaminan dan Teramin,

34 Hubuogan Hukam antara Perum Jamkrinde, Bank Niaga dan
Koperasi Pegawai Republik Indonesia-Gotong Royong

3.4.1

342

Berdasarkan Perjaniian Kredit antara Bank Niaga dan
Koperasi Pegawai Republik Indonesian-Gotoug Royong
Hubungan hukum antara Bank Niaga dan KPRIGR dalam
Perjanjian Kredit Noo XXX/PTK-1/BIXG2006 vang dibvar dan
ditandatangani di Bandung pada tanggal 5 Mei 2006 (selenjutnya
disebut Perjanjian Kredif} adalah hubungan hekum antara Bank
Niaga sebagai Kreditur dan KPRI-GK sebagai Debitur, ™ Untuk
mendapatkan  fasilitas  keedit  tersebut, kepada anggota dari
Debitur/KPRI-GR diwaiibkan untuk sebelumnys mengadakan Akta
Pengakuan Hutang aniara anggota denpan KPRI-GR.

Klausul-klausal yang penting dafam Perjanjian Kredit antara
Bank Niaga dan Koperasi Pepawai Republik Fadouesia-Gotong
Royong:

a. Klausul tentang fenis fasilitas kredit, maksimum kredit, jangks
waktyu kredit, pengpunaan fastlitas kredit dan batas izin tarik dan
pemnbayargn kembali.

Dalam perjanjian tersebut ditentukan bahwa Debiter berhak
mendapatkan jenis fasilitas kredit yang disebut Pisnjaman
Transaksi Khusus (PTK-1) yang diterikan Kreditur sebesar Rp
400.000.000,00 (empat ratug jula ru piah).333

Jangka waktu fasilitay kredit yang diberikan adalah 63 {enam
puluh tiga) bulan termasuk availibility period™’ terhitung sejak

2 Datem Pegianjian Kredlt ini, Rank Wiaga uatuk sclarjutnya disebut dengen scbutan
Bank, tedanpgkan KPRI.GR disebat Peminjan

1 pasal § angka 1 Pecanjian Kredil,

B8 dvailibifity period sdelah jangke wakiu penarfkan, Dalam Pasal 1 angka 3 huraf A
Perjandian Kredit, yaite mengenai Jangka Waldn Pomckan diselulkan babws jengks wakio
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ditandatanganinya perjanjian, yaitu sampai dengan selambat
lambatnya tanggal 5 Agustus 20]1.5%

Fasilitas kredit yang diberikan oleh Kreditur pada Debitur akan
digunakan oleh Debitur untuk disalurkan kepada anggota
sebagai Kredit Multi Guna dengan plafon maksimal sebesar Rp
15.660.600,00 (lima belas juta rupiah} per enduser bapi angpota
vang akan melunasi pinjaman pada Debitur/Pihak Ketipa.
Sementara itu, untuk anggota yang tidak memiliki pinjaman,
plafon maksimal yang diberikan sebesar Rp 10.000.000,00
(sepuluh juta rupiah). ¥

Jangka waktu penarikan fasilitas kredit adalah  sejak
ditandatanganinya perjanjian ini sampai dengan tanggal 5
Agustus 2006 (tiga bulan sejak ditandatanganinya perjanjian ini}
dengan memperhatiken ketenduan tentang cara penariksn dan
bulcti penarikan.’”’

Mengacu pada hal tercebut, kewajiban KPRI-GR untuk
melakukan pembayaran kembaii kepada Bank Niaga dilakukan
sevara on lguidation basis sesual bateh masing-masing dengan
Jumlsh angsuran selama 60 kali angsuran pokok dan bunga

dengan perhitungan anmudty in arrears >

penacikan fosilias keedit ini edalah sejsk ditandatangasings Perjenjinn im, yaitu $5/05/2006 o/d
tangpal 05/0872006 (3 (tige) bulen sejuk ditandatanganinve Perlaniian ini), dengans tidak
mengenyampingkan kelentsse Pasal 13 Perjuijien inl. Jangks wakws smane dapal diperpsniang
dengan perseiujuan lertulie dari Bank selelzh mempertimbangkan permobonan tertalis dari
Peminjars. Perseluivan mena rmezupakan kesatean dasi Perjunjisn ink

¥ pasul 1 ayut (1} Perjanjion Kredit.

¢ Pasal 3 Pecjanjlan Kredit. Latac belakang mengsps kepada anggotz KPRI-GR yang

. memiliki pinjaman di Bank lein diberikas Rp 15.000.000 Jims belas juts repiah] adalah sgar

pinjamannya di Bank lain dupat dilunasi, sehinggs pads akhimya anggots KPREGR tersebut
hanya mempunyal hotang kepads Beak Niagn. Sebagai contoh, miselnys seorang anpgots KPR
GR meesifiki pinjaman di Bank isin (Bank Z) desgss owtstanding Rp. 8.000.000 {(delepan juia
rupiah}, Atas dasar tersebul, meks Bunk Niaga akan melunast jumish Kredit anggota KPRI-GR
tersebut di Bank 2. Dalam hat ind, anggota KPREGR tersebut sk mendapatkan Yradit sebesar Rp
15.800.000 (lima belss jula rupiah) desgan 3000000 (delagan uta rupigh) dart il kredit
fersebul digunzkan univk membayar pinjumanaya di Bank 2. Berdosarkan hasfl wawancara
deagan mlqa{ Officer Bank Ninga pada tanggal 30 Okiober 2808,

3 pasal § ayat (3) Perjaniian Kredit

M8 Gatans bat Ini, pinfaman terscbut hanya diberiken sekali saja, sifatnya tidak revefving
{Kredit yang diperpanjang bernfang kali sesuai dengan kebutuhan pengusahs dan bisssnys untuk
modni kerfa wsaba), Jadi, perabayaran Kredic yaog Slakukan secarz angsuean kepuds Kreditur,
tidak dapat digunukan kembalt scbapai Kredi. Selaniuinya, perhitengen bunga pade swsl angsuran
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Dengan ketentuan sebagaimana disebutkan dalam Pasal | angka

5 Perianiian Kredit sebagai berikut:

“..batwa untuk pertama kalinya angsuran per bafeh tersebut
akan dilakukan/dibayarkan pada | bulan kemudian pada fangeal
vang sama dengan tanggal penarikan dan selanjutnyz pada
tangpal yang sama dengan tanggal penarikan per barch dari tiap-
tiap bulan berikutnya dan terakhir selambat-lambatnye pada
tanggal yang sama denpgan tanggal penarikan pada bulan ke-60
kemudian...”

b. Klausul tentang bunga, komisi dan fee.
Atas tiap jumlahk uang yang terhutang atau sisanya yang belum
dibayar lunas atas pemberian fasilitas kredit inf, Peminjam waiib
membayar bunga kepada bank.* Sefanjutnya, Peminjam setuiu
untuk membayar uang komisi dan fee sebagaimans diatur dalam
Pasal 1 angka 7 Perjanjian Kredit.”™ Bilamana Peminjam tidak
atau gagal membayar lunas suatu pinjaman, bunga ataz lain-lain
jumlah vang yang wajib dibayar berdasarkan Perjagjian ini atau
buktl penerimaan uang, mzka {dengan tGdak mengurangi
kewaiiban Peminjar untuk tefap mambayar jumlah uang yang
telah wajib dibayarnya itu bertkut bunga yang berlake pada saat
it} Peminjam wailb membayar bunga denda atas jumlzh yanp
tidak atau lalai dibayar tersebut kepada bank.>' -

¢. Klausul tentang kpasa bank untuk mendebet rekening.**

Kredit akan semakin kecil, yang berbunding terbalik dengan bhesamys angsuran Krodit vang
semakin besar. Berdasarkan hasil wawancars dengan Leged Offorr Bank MNiaga pads tanpgat 30
Oitober 2008,
" pasal | avat (6} Perjaniian Kredit,
346 N A
Pasal 1 avat £7) Perianiien Kredil

Fasilitas { Jenis Komis: | Besaraya Cara Pembaysran

PTK-1 Provisi 1% per penarikan | Ditarik sckaligus dan dibayar ¢ muks
1 pasal | ayat (8) Pedanjian Kredit,
2 pasal 2 Perjaniian Kredit

Kuass Mendebet Rekening

Debilur bersams inf membert kuass, kekuasean dan wewenang permah pada Kreditar setiap waktu
san derd wakiu ke waldu yang ditetapkan oleh Kreding sendist khosus umwk mendeber rekening
Dehitor peda Kreditur, batk rekening Jaccount gire, rekening/ucesunt deposiio {hal mana bersama
ini Debtlvr memberi kuasa pude pade Kreditue Khusus umuk mencairkan terlebik datsl deposito
stas nams Debitur tersebul) danfatan rekeningfeceosd Jain Berupa apdpun, baik dalam mats ming
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d. Klausu! tentang represeniations ond searranties, yang lerdapat

M yaitu klausul yang berisi

dajam Pasal & Perjanjian Kredit
pernyataan-permmyataan  Debitur mengenai  fakta-fakta yang
menyanghnt kewenangan bertindak, kekuastan perfanjian, siatus
hukum, keadaan laporan keuangan, perizinan, pajak dan
pernyataan schubungan dengan kepailitan, ™

e. Klausui ontang conditions preceder, yang terdapat dalam Pasal

4 Perjanjian Kredi®™, yaitu kiausu! temiang syarat-syarat

Rupiah svupun dalam mata uang lain, jumials yang besarnya setiap kell aken dilciapkan sendin
ofch Kreditur dan mengpunakan/mcomakat jumiah gang tersebut uniuk membayar das membayar
kembali semun dap sotiep jumlah wasg yeng sckamng ielsh danfatay dikemudian hari akan
terhutang dan dibayar oleh Debltur kepada Ereditur berdasarkgn perianjian ini bessria segaly
petubaban dan fmbahannyn, medis-mediy peaankan, perjanjfias Inin dan pedanjian-perianjian
Jeminan, baik untuk fumiah pokok, bunga wiay lainvlaie jumiah wamg yang wajlb dibayar oleh
Drehitur padz Kroditur,
3% pasal 5 Perjanjian Kredit:
3 Sjahdclm {e), op.cit., him. 172,
* Pasat 4 Pecianfian Kredit:

Dengan lidek mengorangt ketentwan-ketengean fain dalam Periangien ini, Bank baru waiib

mtnberikan pinjamen kepada Pominjan: berdasarkan Perjaajian ini bila Peminjams paling tidak

telah memenubi, seperti namun tidek terbatas pada, syarat-syaral:

1. Bank telah menerims dokumen-gokumen fsermea dengan bealuk dan s yang disetuyiul Bank
dun datem bai vang discrsbkan adalah salinan maks astinys wailb ditvajukian pada Baok saat
penyershan dokumen-dokumen tersebutl) sebagat berikat:
a3 Dokumen yang disyarstkan dalam Pasal 3 butir 5.1, Pedanjian inl, yeitu tormasuk skis

pendirien danfatay anpgeran dasar yang dibual sampai dengen tangeal dan haed b, beeiknt
pengesahan-pengesahan yang telsh diberikan oleh instanzi yang berwaiib terhadap anggersn
dasar letsebiit dan perubshan-pernubshancys, betiladl pels sslivan Berits Acsra Rapat
Pomegang Saham dimsne dioagkal Direksl stev Komisacs Peminjam yang sekurang
menjabat jabstanjebaten tersebut dam’amu persetufuan komiseris bila disyeratian delam
snpgaran dasar,

b} Asli sucst kuasa yang ibuai dan é;bt‘mkan Qleh Peminjan: kepada orang-omng terieniu Oike
ada) vamg ditusiuk usluk dan atss nama Pewinjain melsksansken Perjeniian ini dan
Perjanjiant-pecianjian) Jambsn serta semua dokumen yang disyarathan oleh atau berkaitan
dengan Perianiian iol atau Perfanjian-perfanjian jaminan, berikusl comok {anda langan orang-
oralg forsebul.

¢} Saffnan surat izin usahz perdagangan dan/aisy spral-sural izin leinnys yasg dikelvarkasn oleh
instansi yang berwenang yang diperlokun pieh Paminden dalam menjalankan usahanya,

é) Asii buidi-buksi hak kepemilikan aias barang-bareng yeng dijadikan Jaminsa dan/stan
Perjanjian{-pecianjian} Jaminan yeng disebut dalom Pasel Perjaniian inl,

2. Sgmuz Perianfian-(perjaniian} Jaminan telah ditandatenpani den dalam bentuk dan sl yang
disetujui Bank, -

1, Pomingam tidak sedang dalam keadpan izlai berdesarkan ketonluan-ketenivan yang termekivh

dalam Pasal 12 Periangion ini atau berdasarkan sebab lain sesual pertimbangan Bank,

Syarat pensrikan univk fasiitias PTE- I adalah sebagai borlkul:

Penarikan dilakukan dengan menyerakan:

— Susat Permobhionan Poncaims Dans;

~ Dafisr nominstif’ debitur yang berisi nama, nomor anggota, tangeal fabit, kke home pay,
jurolah Kredit, jangka wakiy, dan beswr angsiesn masing-masing karyawan yang ieiah
direkamendasikan oleh Peminjany;

4
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tanggul vang harus dipenuhi terlebih dabulu oleh Nasabah

Debitur sebelum Bank berkewajiban untuk menyediakan dana

bagi kredit tersebut dan Masabah Debitur berhak untuk perlama

kalinya menggunakan kredit fersebut**

f. Kiausui tentang agunan kredit
Sebapal sarans perlindungan bagi keamanan Kreditur, vaitu
kepastian akan pelunasan butang Debitur, dalam perfanjian int
Juga terdapat klausula tentang jaminan atas pemberian Kredit,
Datam hal ini berupz Hak Fidusia atas seluruh tagihan Koperast
kepada para anggotanya, minimal sebesar Rp. 400.006.000,-
(empat ratus juta rupiah).’"’

g. Klausul fentang affirmative covenants, yang terdapat dalam
Pasal 6 Perjanjian Kredit™, yaitu kiausul yang berisi janji-janji

U ————— L

- Menvyershkan capy surat kuasa potong gait masiag-masing anggofa yang & dalatoaya
terdapet klausuls pemotongean gaji dan bengfi lainnys;
-~ Munyerabkan cagy slip gali 1 (satu] ilan terakhin;
— Menyerabkan copy Perjanjise Kredil aniara Feminjam dengan anggota (sesr effary forsoat
Bank};
-~ Angsuran maksimal 40% {empat puivh persen) dad Teke Home Pay (THP) mesieg-masing
pniuser;
-~ Bural pernyatean dari Bendabara Disas (dipenubi cukep 1 kali dan berisku poia uniuk
fasitiias PTK). ;
>4 Sinhdeini (¢}, fac.cit, _
¥ pasal 9 Perjanjian Kredit:

1. Uniuk menjamin pembayaran lunes, penul, tertid dan dengan sebagaimang megtinyz semea
jumiah nang vang terhotang dan wajib dibayar oleh Peminjam kepada Baek Becdasarkan
Petiantian &y dan persbahan dap/atan perpaniangannys, baik fumlah pokok pinjamen{-

- pinjaman}, busga, biays-biaye den jsia-ialn Sumish pesg yeang wallt, rugks Peminfam
menyerahkan pads Bank jaminan(-jaminan}, yang pengalihan hak kepemifikennya dibuktikan
denpan dokumen atsu perieadian-perianjizs yasg dibuat dalam bestuk, jumilab dan i85 yang
momuaskan Eredifur, wrmassk samun tidek terbatme pada hal-hal sebagal berfkut, berikut
sepain fombohany danaiay penppintings yang diveziken delem perjaniimn lerpisah samun
merupakan kesatuan dari perjangian ini, yallu:

Jamigan:

Berupa hak {idusia selurnh iagihon Koperasi kepads pars anggotanys, minimal gebesar Rp
400.400.0006,00 (empat raivy juia rupish),

yang mans untsk selanivinya dinyatakan fzbib fanjut dalam akia terpisah yong menupaken saty
kesntuun dan bagion yang tidak terpisshkan dengan Perjanjian ind,

[7an bareng-barang jemdnun lainmya yang sken diberikan ¢ kemudian han dengen skia
permberian jaminan yang terpisab.

2. Bank berhak dan berwenang menjsisnkan hak dan weowonangaya atas jansioan vang disebut
pada ketentnan-ketentaan i gias,

8 pasl 6 Perjanjian Kredit;
Kecuall ditentukar lain oich Pank, Peminjans wajits
I. Meaggunakan fasititos Kredit seper(l yang dischut dalam Pasal 3 Perdonjian il
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Nasabah Debitur unfuk melakukan hal-hal terentu selama
Perjanjian Kredit masih berlaku,
h. Klausul tentang negarive covenants, yang terdapat dajam Pasal 7

Pesjanjian Kredit*™, yaitu kiauso! yang berisi janji-janji Nasabsh

3.

138
12

N

i4,

Selama piniaman yang fitarik berdasarkan Fasilitas Kredit int belurn lunas, mengaseransikan

seliruh baveng-bavang yang difadikan jamingn/ogungn Fasilites Kredit vang divraiken dalam

dokumen{-dokumen} Bukti Hek Kesemilikan dan/atse Perlonjien(perjenjian) Jamines,

tethadap Ristko kebakaran dan/atan Rigtko lain vang ditetapkan ofeh Bank pada perusahaga

asuransi serta uniuk ailed asuransi dan denpan syarat-syarst aswransi (seperli mamun tidak

teshatas pada Bonker's Clause} yang ditentukan olsh Bank,

Senantiasa memberikan izin kepada Bank alau petugas-petupas yang diberi kuass oleh Bank

untrk {8} melakukan pemeriksaar (aedity terhadap bukebuku, catstan-caatan dan

administrast Peminjam serta memeriksa keadeon barang-barang kuninan dan (b} melakokan

pesinfauan ke dalarn proyek, bangunas-bangunsa lain dan Kentor-kanfor yeag digunakan

Perninjam.

Memberikan pada Bank segala informasiketersngan/data-ddate (seperti, namun fidak terbats

pada laporan keuansgan peminiam) (8] sepels sesuaiv sehizbungan danpsns kesangan dan usgha

Peminiam, {b) bilamana tedjadi porubabien dalam sifat stae luss lingkup vsshs Peminiam

bilamana tesjadi suatu peristiva atae keadaan vang dapat memprengerehi keadaan usaba atau

keuangan peminiam, sefiap waktn, batk dimista maupun tidak dirima oleh Bank,

Menyerahkan Repada Bank Leporas kewangen Tebwman yeng merupakan lampiran Sucsl

Pembarktshuzan Tahunsn Aas Pajak Penphasifan [SPT-PPH) yang bectanda terima dari Karstor

Pelayapea Paiak setempal.

Maenyerahian pada Bank;

* Laparsn Rapat Anggota Tahusan (RAT) sccers (ahunan selambat-lambatnya % had
setelah tanggal faporan,

» Lapotan Keuangan Tabunan selambat-lambatnys 90 hati setelah tlanggal lspores,

» Tanda terima pencairan dara dari peminjam ke angpots kepsda Bank (maksimsl 7 hard
setelah pencairany, dan pencairan Kredit ke anggola dissksikan oleh pegawet Bank,

Mengiaformasikan kepada Baak bila tegjadt perubahan pengurus.

Melskuknan wvaluasi/anatisa sesual persynratan Bark yang tercanfun dalant ketentuan Kredit

untuk debitur (Ithat lampiran keiterie enduser), termasuk pada evaluesifanalisa kemampaan

anggota unluk membayar angsuran pokok das burtga.

Mengevaluasi dan mz:njaga jewb tempe fasilitas pinjaman yang disslurkan kepada anggola

“tidsk mefsmpaui masa pensiun apggots yeng meneria fasilitas.
. Mempertanggungiawabkanfaeniamin kebenaran dan kesbsahan Saml Kuasa Potong Gaji dasi

angaois kepada Koperasi yang diserabkan kepada Bank.
Menjuga fetertiban administrast dokumer plufaman dax jaminan dari para anggota.
Bertangpung jawabinelakuken pelunasan seluruh kewalibas teshadap segala Risiko teriadinya
tunggakan darl para sngpofd seperti Kredit macel, pensiun, PHK {(Pepmuinsan Hubungen
Kerla), mutasi, meninggal dunia steu digkibatkan kondisi fain dengan menggunakan dang
yang berase] duri anggota i sendini mavpun dana yang berasel dati Pemingam sendisl.
Menpizinkan Bank untuk depal mslakyken pemeriksoun stes dokumentast Kredit vang
disimpan dan dikelola Peminiam. Pemeriksaan dokumen dilskukas minima! 2 (dua) buian
seleizh penarikan Kredit unluk Kemudisn dilakakan pemeriksaan secera & {enam) bulanan,
Apabils terdapai kekorangen dokemen meke penarikan berlfotnya Gdak diperkenankan
sampai kekorang dokumen tershont dilenpkapi.
Melakukan pelwnasan seturch pinjamen aaggofu Peminjam yang diblayal Baek dengan
menggunakan sumber dana yang berassi dorl masing-missing snggots slaunun daes yong
berasal dard Pemingam sendid, bilsman teriadi pambubaran Pentinjam.
Seliap angeos Koperasi Peminjam: wajib dicover aseransi yang disetujl oich Bank sorta
ustuk ?Cﬂﬁt&paﬁ pertanggungan asuransi, biaya menjad langgungan snggoia.

Sjuhdeint {c}, op.cit., him, 179,
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Debitur  untuk  tidak melakukan hal-hal  tortentu  selama
Perjanian Kredit berlaku,”!

i. Klausu! tentang pengalihan hak.*?

1. Klausul tentang evenis of default, yang terdapat dalam Pasal 12

Perjanjian Kredit™, yaitu klausul yang mencntukan suaty

% pasal 7 Petjaniian Kredit;

Terhiung selak tanggal ditandstanganinya Perjaniian inl, berdesarkan Perjanitan int dan dokumen.

dokumen lain yang timbul sehubengan dao berkaitan dengasnya, make tanpa persetijuan teriulis

tortebib dabalu deri Bapk, Peminjam tidak diperkenankan melskukan tindakan-lindaken sebagat
besikut:

1, Meniual atan dengan cara lain mengalifkan hak ateu menyswakan/menycrahkan pameskaizs
sehuruh atsu sebagian kekayaan/asset Peminiam, baik baraag-barang bergerak meupun tidak
bergerak milik Perninjam, kecunli delam rangka menjaiankan usaba peminjam schari-hari.

2. Menjaminksnfmengegunkan  denpan sara bagpimenapon  kekayman Peminjam  kepads
orang/pitink lain, kecosti mesdaminkan/mengagunken kekaysan kepada Bank sehapaimana
termakiob dalam pesjaniian-petianiian fesinan,

3. Mengadakan veganjian yang dspat menimbuolken kewsdiban Peminjam untuk membaywr
kepada pihak ketiga, keoust! dalam smngka menjalankan usaba Pominian sshari-haed.

4. Menjamin langsuspy mavpun iidak iangsung pihsk kelige lasibnys, kecuali melskukan
sndorsemen atag surab-sural yang dapat diperdegangian wmiuk keperluan pembaysran alag
penagihen lransaksi-transaksi lain yang lszim ditakukan dalam menjalankan ussha,

5. Memberikaen pinjemnan kepada atau rpenerima pirjaman dari pitiak fain kecusli dojam raaghka
tienjalankan ussha Peminjam seheri-hasi,

6. Mengadaken persbahan dari sifat dan kegiaten uthhe Peminiam seperit yang s:d&ng
dijstackas dewass int.

7. Mengubab sisunan peogurss, susunan para pemegang sahaa, des ailal ssham Peminjam.

§.  Mengumamkan das membagikan deviden saham Peminjam,

9. Melakukan merger atan gkuisist atou kongolidesi,

16. Memberikan Kredit motor atag ruiltigena dari Bank kepada angeota yang telsh mendapatkan
pirdaman dari fembegs kengngan lainnys, kecuali fasilitas pinjemannys tefah lunas,

11, Membagikaa SHU apabile lerdagat kewaiiban yang Wrtunggak ke Bank,

12, Memberikan pindaman untuk fgllites PTK-1 {das sgbakknya) wepada anggora Femin] 3am yang
teiah menerima (asitiles pinjaman PTK,

i Sjahdeini o) foceit,
5 pasal 11 Perjariion Kredit:

Apakila dianggan perfy oleh Bank, berdasarkan pertimbangannys sendini Baok mempunysi kak

urtuk menpaitbkan, baik sehurub aisy sehagigs, hak-hak das kewsiiban-kewajibannys yang tmbui

sehubungan dengan Fastltlas Kredit vang diberiken pads Peminjom berdaserkan Perjaniian ini

{berikut perubahan duvatuy penambabasnys) kepada pikak ketiga haimnya imepa parselsjoun

terlebils dabinlo dart Peminjam; menyiapang dani hel dimuka, Peminjam tidak dapat mengetihkan

segata hak don kewajibannya pada pihek ketign lalanys tanpa persetuinan tertulis terlebih dehale
duri Bank,
*>pasal 12 Perjanjian Kredit:

Menvimpang dari langka wakin pemberian Kredif yang dischut dufam ketertuan 1.1 dietas, berikut
segala porubshannys, selurub jumlah pinjaman dari Peminjam terhadap Bank, baik kerena hatsng
pokok, bunpa, konausi, £e dan biaya-bays fainnys yang temitang berdasarkan Perfanjian ind, dapat
sitlagih dan walib dibayarkan kembalt dongan seketika dan sekaligus selurihnys, tanps perle
adanya surat legucan Jurw sita slsi surar Jainoys yang Serupa dengan Hu, veilu dalam hal
teriadinya, paling tidak, satah satu dari keladian di bawsh ink:

1. Bilamang angseran hatang pokek danfstai bunga dewfaiau pualal yang terbutang Inin vang
timbu! berdasarken Pecaniian im tidak dibayer lonas pads wakia dan denpan cara
sebapuimana wvang  ditentukan dalam  Perjanjian  ini dan/alas  perubahan  devatae
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peristiwa  atau  peristiwe-perisiwa  yang apabila  terjadi
memberikan hak kepada bank untuk secara sepihak mengakhin
Perjanjian Kredit dan untuk scketika dan sekaligus menagih
seluruh outstanding kredit. ™

k. Klasul bunga rampai atan miscellaneous provisions atan

botlerpiate previsions, yang terdapat dalam Pasal 13 Perjanjian

18

H,

perpeniangannya, dimans Jewsinys weki sgia sudab meropakan bukti yang cukup dan sah
babiwe Porninjar felgh melalaikan kewadibanoye.
Hilamana menurut Bank, Peminiom tidak memenudd, terlambnt memenubi atay momenchi
atielin hanys sebagian, pating tidak dalah satu dari, syaret-syarat dan ketentzan-kelentuan fain
dalam Perjaniian ini dan/alau derjadi kelalaian stau pelangparan yang terpakivh dafam
pezjanjian-perjanfian faminan yaep dibuat berkenaan dengan Pejanjian ini.
lika svata permyalaan, sural kelerangan atau dokumen yaeg diberikan sehubungan dengan
Perjsnjian ini denfalay perubahon danfstau pesambaban dan/stan sehuhunpan dnegan
Perjanjian int temysia tidak benar atau Hdak sesuai dengan peenyatoan schenamys dalam aiay
mengensl hal-hal yang oleh Bank diangpap penting,
Agabile sermata-mala menunit pertimbangan Bauk, keadean keusngan, bonafiditus dan
solvabilitss Peminjam mundur sedemikian rupa yang dapal mesgakibatkan Pemviniom idek
dapat membayar hutangnya jagl
Bilamana Pemiojam atav orang/pihak lain yang menaunggung aise mesjamin pembayania
hutang-hutang Persinfams (untuk selanpuinya disesbut jugs Penjamin} berdasarkan pegjaniian ind
mengajukan permmehonen untuk dinyatukan dalam keadaan pailit atau penundaar pembayaran
hetang-hulang (Mswrseence vor betaling™) kepada iestanst yang berwenang atau tidek
membsvar hulangaya kepada pihak ketiga yang telah dapat ditagth (ialuk walktt) atau karena
sehab apapun Gdak berhal fagt mengurvs dan menguasal kekayaannva atay dinyatakan paifil
sy susty permobonan atas tuntulin untek kepsilitan teiah digjukan terhadap Peminjam
danfatag terhadap Penjamin kepade Instanst yang herwenang,
Bilamane Peminjfam alav Penjemis dibubarkan sieo menpambil keputusan wntuk bubar
(Bilamana Pemtiniam glau Penmmin adalgh suab: perusabsan) Cose Cro meninggal dunia
memanggubkan untek sementern usabsnya atse dinyatakan berada dibawsh penpampuan
{*Onder Crratele Gesteld™).
Bliamans kekayaan Perninjem atey Penjamin seluruhnya #ee sehagian disita oleh. instansi
vang berwajib. sfau apabils meourit penilmisn Bank kekayzan Peminjam atsy Pendamin
disngpep menjadi berkurang sehingpa depul membahayakon Fasilitas Kreddl yang dimalkend
dalam Paciangian ini,
Bilamana barang(-berang) vesp. dHadikan jaminan untuk pembayaran hutang Peminjam
fepada Bank berdaserken Pesfanjian ini disita oleh instansi yong berwennag, atag bilsmans
barang(-barang) Jaminan tersebut hilang, rusek sisu musnzh karena sebab apipun jugs,
Apabila Peminium atsn Peninmin teleh flal ploy melanggar sesuatu ketentuan dalam suatu
pevfanjist-pecianjian fain, termasuk pamus tidak terbaias pada perjanjian yang mengenai atau
bechubungan dengan pinjeman vang atav permberian Kredil dirnana Peminjam atau Penjemin
sdalal sebapai pihak yang meminlam dan bilamank Kelalsisn/atau pelabggeran terschut
mengakibatkan atan memberikan hak kepada pihak lain dajam petiandian tersebul watuk
menyatakan bahws atas Kredii yang Gbwrikas datam perjanjion tersebut meniadi hares
dibayar zten dibayar kembali dengan seketika dan sckaligus pade tenppal jatule wakin
pembuyaran yang telah ditentukan,
Bilamana tidak dapat diperoleh salab sate stan beberaps atay seluruh inis, perselujuen siqy
wowenang, bar: maupn perpaniangannys, yang dikeluarkan olch instangt yang berwajlh dan
yaag disyaratken uniuk dan dalam rangka pembustan, penyeraban dan pelaksanaan Perjanjien
i dan dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan permberizn Fasilites Kredil ini.
Apabila nilal ssset/kekayaon milik Pessinjam menurst penilaian Bank mesurun.

P2 Kjahdeini (o), foc.cir,
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Kredit®™, yaitu klansula-kiausula yang berist syarat-syarat dan
ketenfuan-ketentuan tambahan yang belum fertampung secara

khusus di dalem klausula-kiausula fain. ™

3.4.3 Berdasarkaa Akf{a Jaminan Fidusia
Huhungan hukum antarz KPRI-GR dan Bank Niaga berdasarkan
Akta Jaminan Fidusia Nomor XX tanggal 5 Mei 2006 adalsh
hubungan hukum antara KPRI-GR sebagal Pemberi Fidusia dan
Bank Niaga sebagai Penerima Fidusia, Akta Jaminan Fidusia ini

merupakan perjanitan acgessoir dari perjanjian pokeknya, yaitu

5 pasat 13 Perjaniian Kredin

L Jumtah Kredit berifast seluruh sisa bunga, denda, provisi, ongkos-ongkes das biays-biuya
jzlnnya yang terhutang oleh Peminfam kepads Bank berdasarkan Pegeniian ini wajib dibsyar
kerbali dengan lunas, penub dan sebagsimanz mestiays cich Peminjam kepads Bank,
sclambat-lambatanyz pada tengpak 05/087201), sate dan Jain hal felap memperhatikas
ketentean Pasal 12 mengenai kelalzian dalem Pesjanfien int. JE——

2. Fusilitas Kredit ini bukan merupaken fasilitas *revolng” & mana Pomdnfam Hdak dapat
melakukso penarikan pinjaman atas danx pembayaran kemball vang telah dilakukan Peminjam
#las Fasilitos Kred® dari wakiu ke wakta selama jangka wakiv Perianjian ini,
Kondisi kbusus berdasarkan Perjaniian ind adalsh:

3. Pominfam diparkensnkan untuk melakukan Propavment {1p be advice deada sebesar 1% dari
outstanding yang dilunasi uniuk pinjsesan kurang dari sota tatival.

4, KyHeria enduzer:
-~ Syarat Umom Debitne:

i, Guru vang telah tercatal sebagat pegavai tetap (Pegawai Negeril,

2. Minimal masa kerja 2 (dua} shun.

3, Anpeotx yeng menorims Kredit dasi Bank merupskian snggata Roporasi Pegawai
Repudik Indonesia (KPRY) yang mendanat rekomendast deri Peminjam,

4, Minirnum take Aome pay ssbesar Rp 1.000.000,00 (satu jula rapiah) per bokn,

5. Jangks wakte fusiiftas pisisman smaksioal 5 (ime) mbun atou tdek melebihi satu tahun
sehelam Karyawon petsiun, baiX unluk pisjaman multiguna staapun keadarssn bermoltor.

6. Ianpka wakie Kredit dari Baok ke Peminjam den darl Peminjarm kepada anggota tidsk
bolek metebihi dari sise jangka wakie karyawsn unfisk pensiun.

7. Anggots diwajibkan untuk menstup aswanst fiwa {untuk fasililas mulligum dan
kepenilikan motor} dan wajib untuk mepuiup asuransi kehilangan (TLO) kiusus uatuk
kepamilikan motor.

~— Strukur Kredit untok Multigune:
. Tujuan pembiayaan setuk Multipoaa
- Fargka wakly perablayasn muksimal 60 (enam pufud) bulan
. Pembayaran kembali angsuran tiap bukan
. Pembisynan maksimal sempai dengag Rp. 15.000.000,- {Gma belas jula rupiah) per
anggota, anggoa yang mendepatkan plafon maksimal Rp. 15.000.000,- (fima belas jutz
rupiah) hanyz anggota yang akas mefunasi pinjaman padn Peminjamipihak ke 3,
sedangkan untuk angpots yanp tdak memiliii pinjuman, plafon maksimal yang diberikan
Ry, 10.008.000,~ {zepuivh jusa rupiah) e
-~ Bvaluasi Kredit
Pembayaran kemball angsuran settap hulun dengan rasio angsuran maksimal 40% {empal
pulub pervers) dari Tuke Home Pay.
4 Srahdeini {0), loc.cit

A ApF B e
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Perjanjian Kredit. Dalam akta tersebut disebutkan bahwa KPRIGR
setragai Pemberi Fidusia memberikan Jaminan Fidusia kepada Bank

Niaga sebagai Penerima Fidusia berupa ;

— Semus dan setiap hak, wewenang, fagihan-tagihan serta klaim-
kiaim yang sckarang telah danfatau dikemudian hari akan
dimiliki, diperoleh dan dapat dijalankan oleh Pemberi Fidusia
terhadap Angpota Koperasi berdasarkan  perjanilan-perjanjian
vang sekarang telah dibuat oleh Pemberi Fidusia dengan Anggota
Koperasi, vang akan ternyata berdasarkan daftar yang akan
diserahkan kemudian oleh Pemberl Fidusia kepada Penerima
Fidusia, dengan ditandatangani cleh Pensberi Fidusia;

- dengan nilai barang jaminan pada saat int sebesar Rp
400.000.000,- (empat rabus juta rupiah) *¥

Guna memberikan kepastian hukum kepada para pihak vang
berkepentingan dan memberikan hak yang didahulukan {preferen)>
terhadap Kreditur laln, maka Jaminan Fidusia tersebut kemudian
didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia.® Kantor Pendafiaran
Fidusia mencatat Jaminan Fidusia dalam Buku Daftar Fidusia pada
tanggal yang sama dengan fanggal pencrimaan  permohonan
pendafiaran.® Kantor PendaBaran Fidusia menesbitken dan
menyerahkan kepada Penerima Fidusia Sertifikat Jaminan Fidusia
pada tanggal vang sama demgan fanggal penerimaan permohonan

pendaftaran ™ Jaminap Fidusia lahit pada tanggal yang sama

% Bapian proerse dalam Akla Jaminan Fidusia Nomor XX tanggal 5 Mei 2006, D
dalare baglan graemise besist keterangan-keterangan, pertimbungsn dun latar belakang teniang
maaksud para pitak ok membugt {akia) kondrak yang bersangkutaa, Libat Paulus 1. Soepratigngs,
Teknik Pembualan Akis Komek, vet, (Yogyakarta: Unbversitas Atma Jaye Yopynkarte, 2007},
him. 115,

% Hak preferen adalah hak untk didahuivkan daripads Keeditur lain dalam pengambiian
pelanasan Esiu!.ang, dari beada obiek jaminan. Lihat Hasan, gp.oi, himm. 237,

¥ pasal 11 Undang-undang Jaminan Fidusia:

{1} Benda yang dibehani dengsn Jaminan Fidusia wailh didaflarken,
{2) Dalam hal Bends yang dibcbant dengan Jaminan Fidusia bersda di fwar wilayeh riegara
Republik Indonesis, kewsjiban sebagsimara dimaksud dalam syst (1} tetap berlaka.

Pazal 12 ayal {1} Undang-undang Jamivan Fidusiz:

Perdaflaren Jaminan Fidusiz scbagaimana dimaksud dalom Pasal 11 ayat (1) dilokukaen pada
Kantor Peadaftasn Fidusia,

32 tndonesia (1), Usdang-undang Jaminan Fidusio, UL No, 42, LN No, 152 tahun 1999,
TLRN Mo. 3389, Ps, 13 syal {3},

8 fhid s, 14 ayai (1)
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10}

dengan tangpal dicatainya Jaminan Fidusia dslam Buks Dafiar
Fidusia®®, yaitu tanggal 12 Juni 2006 jam 08.05 WIB dengan nomor
W8. 0005657 HT.04.06.TH.2006,

Dengan adanya Jaminan Fidusia, maka ketika kredit mengalami
kemacetan, Kreditur dapat meparik kembali dana yang disalurkan
dengan memanfaatkan objek jaminan berupas piotang/tagiban

tersebul,

Berdasarkaa Perjapjian Penjaminan Kredit anfara Persm
Jamkrinde dan Bank Niaga dan Sorat Persefvjnan Prinsip
Penjaminan Induk atas Kredit (SP3K) yang disalurkan kepada
Koperasi Pegawai/Karyawan, dan Sertifikat Penjaminan
Mengingat jasa Penjaminan Kredit dibutuhkan oleh Perbankan atau
lembaga penyedia Kredit untuk mendukung kegiatan penyaluran
Kredit, maka pihak Perbankan biasanya meiskukan kerja sama
teriebih dahulu denpen pikak Penjamin, Kerja sama Penjaminan
antara Penjamin dan Penerima Jaminan dapat diwyjudkan melalui
kesepakatan bersama atau MOU {(Memorandum of Understanding)
atan melalui suate perikatan vaite Pedanjian Penjaminan Kredit
yang memuat hak dan kewajiban para pihek dan berleku untuk
kurun wakiu yang disepakati hersama %’

Berkaitan dengan hal di atas, dalam hal ini teish diadekan Perjanjian
Penjarninan Kredit antara Perus Jamkrinde (¢ Perum PKK)
dengan PT Bank Niaga No. 24/PKK/2800 tangpa! 22 September
2000, Hubungan hukom aniera Perum Jamkrindo dan PT Bank
Niaga adalah hubungan antara Perum Jambrindo sebagal Penjamin
datt Bank Niaga schagai Penerima Jaminan, Sehin itu, disebutkan
pula bahwa sehagai Terjamin adalah Koperasi Karyawan/Koperasi
Pegawal,

Alas Perjanjian Penjaminan Kredit fersebut, kemudian Perum

Jamkrindo mengrbitkan SP3K Induk ates Kredit yang disalurkan

2 Ibid. Ps. 14 avat £3),
16} Nasroun Yassbari don Mins Kumia Dewi, op.ciz, hm. 24.
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kepada Koperasi Pegawai/Karyawan, SP3K induk adalab surat
kesediaan Penjamin uatuk menjamin Kredit yang telah diberikan
atau akan diberikan oleh Penerima Jaminan yang memuat
persyaratan Penjaminan sebagaimana termuat dalam  Perfanjisn
Penjaminan Kredit.**

Dengan adanya SP3K tersebut, dalam hal terdapat Calon Terjamin
vang ielah  miemenuht  persyaratan  keedit  dan persyaratan
penjaminan, maka Penjamin akan mengeivarkan sebuah komitmen
jertulis akan kesedizannya dalam menjamin spatu kredit. Komitmen
ini secara formal dituangkan dalam sebuah  sertifikat yanp
merupakan bukti persetujnan penjaminan dari perusahaan atau
lembaga yang menyediskan jasa penjaminan, yang dikenal dengan
nama Sertifikat Peniaminan, Sertifikar Penjaminan menyebutkan
dengan jeles data pthak Terjamitn atan Debitur Kredit/Pembiayaan
dan data pilek Penerima Jarminan atau Kantor penyedia perkreditan,

termasuk profil kredit yang dijamin.*®

Hat-hal yang Diatur dalam SP3K Induk

Atas Perianjian Penjaminan Kredit tersebut, Perum Jamkrindo
menerbitkan SPIK Induk No. XX/ASPYCA/AH2004 tanggal 30
Maret 2004 adalaly:

a. Perum Sarana Pengembangan Usaha Cabang Bandung dapat

mienjamin Kredit pegawal yang disalukan PT Bank Niaga
Cabang Bandong kepada Konperasi Karyawan danfatan Koperasi
Pegawai untuk diteruskan Kepada pava anggotanyz dengan
plafon sebesar Rp 2.008.600.800,- (dua milyar rupiah) sepanjang
memenuhi ketentuan dan persyaratan PT Bank Niaga Cabang
Bandung.

b. Persentase Penjaminan Porom Sarana adalah sebesar 100% dant
nilai plafon Kredit (untuk Risiko kematian) dan 75% dari nilai
plafon Kredit (unfuk Risiko PHK dan Kredit macet).

> pasal  huraln samapel Perjanjian Penjaminan Kredit.
%5 yasabart dan Nina Kornia Dewl, op,air, him. 22,
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¢. Japgka wakis Penjaminan Kredit sama dengan jangkas wakiu
perjaniian  Kredit  berikut  perubahannya yang  telah
ditandatangani oleh Bank dan Debitur,

d. Selursh ketentusn dan persyaratan kredit dari bank ofornatis
menjadi syarat peajaminan Perum Sarana.

Selanjutnya, dalam SP3K  tersehut dicamtumkan  ketentuan

Penjaminan Kredit sebagaimana juga discbutkan dalam Perianjian

Penjaminan Kredit. Dalam kal ini, disebutkan babwa Kredit kepada

Koperasi Karyawan (KopkaryKoperasi Pegawai {Koppeg) adalah

Kredit dari Bank Niags kepads Roperasi (bukan untek modai kerja

danfatay investasi usaha Kopkar/Koppeg) yang diteruskan kepada

anggotanya di lingkungan perusahasn swasta, BUMND dan
instansiflembaga pemerintah  yang pembayaran  gaji  anggota

Koperasi dimaksud melalui atay tidak melalui Bank Niaga, Selain

itu, disebutkan puiz  kriteria  KopkarKoppeg yang  layak

mendapatian Kredit, adalah sebagai berikut:

a. Memiliki badan hukum,

b. Perusabaan  induk  adalah  instansiilembaga  pemerintah,
BUMN/D, perusahaan swasta nasional atau lembaga vang
mapan,

¢, Memiliki pengurus yang aktif]

d. Menyelenggarakan Repat Anggota Tahunan (RAT) minimal 1
{ahun terakhir, h

«. Kinerja Kopkar/Koppeg menunjukkan adanya laba/keuntungan.

Ditambahkan  puia  bahwa  anggota  Koperasi  adalsh

karyawan/pegawat telap yang memiliki standar penggaifan baku di

instansilembaga/perusabaan tempat anggota bekerja. Ketentuan

tersebut ditetapkan karena sumber pembayaran Kredit dilakokan
dengan cara pemolongan gaii langsung oleh bendaharawan
perusahaan terhadap Anggota Kopkar/Koppeg dimaksud.  Setelah

i kemudiap disetorkan ke PT Bank Niaga oleh KopkarKappeg
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dengan berdasarkan Surat Kuasa Pemotongan Gaji (SKPG) oleh
bendaharawan gaii dimana tempat anggota Kopkar/Koppeg bekerja.
Dalam 8P3K Induk ini kemudian ditetapkan Imbal Jasa Peajaminan
Kredit. Imbal Jasa Penjaminan Kredit adaleh sejumiah uvang yang
diterima oieh Penjamin atas jasa Penjaminan yang diberikan oleh
Penjamin kepada Tsrjamin™ Imbal Jasa Penjaminan Kredit kepada

Kopkar/Koppeg adajah sebagai berikot:

No, Urnt | Jangka Wakt | Tarif Imbal Jaza
Kredit

i s.d, [ tahun {8,50%

2 >1-2 tahun 1,80%

3 >2-3 tahun i,30%

4 >3-4 tabun 1,70%

3 A5 ahun | 2.00%

Tabei !

Dalam SP3K Indek ini pun jugs terdapat beberapa ketentuan

tambahan yang mengikuti yaitu:

a. Anggofa Xoperasi calon penerima kiedit bersiatus sebagai
karyawan/pegawal tetap dan memiliki nasa keria minimal 2
tahun serta jangke waktu keedit igbih kecil diba:ndingkan sisa
masa/umils pensiun yang bersangkutan;

b, Surat  kusmsa  dwi  anggota  kepada  bendahara
instansiflembaga/perusahaan untuk memotong gah
karyawan/pegawai guna penvelesaian kewajibannya pada Bank,

¢. Daftar nominatif yang berist nama-nama, fhe home pay (THP),
besarnya angsuran, jangka wektix dan jumiah kredit masing-
masing karyawan/pegawai vang felsh dirskomendasikan oleh

Koperasi atau instansi/iembaga/perusahaan,

* pasal 1 hurel e sampel Perjaniian Peniaminan Kredit.
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d. Pengajuan penerbitan Sertifikat Penjaminan (8P) oleh PT. Bank
Niaga kepada Perum Sarana dilengkapi dengan data-data sebagai
berikut:

a) Hasil anaitsa singkat tentang kredit (executive summary) dari
Bank atas masing-masing Kopkar/Koppeg atau instansi/
lembaga/perusahaan,

b) Daftar nominatif;

¢) Folocopy akad kredit;

d) Fotoeopy bukti pembayaran Imbal Jasa Penianiinan.
Pengaturan selanjulava yang terdapat dalam SP3K Induk adalab
mengensi tald cara pergatuan klaim. Dalam hal ini, Bank Niaga
berhak nntuk mengasjukan kiaim kepada Perum Jamkiinde (d/b
Perum Sarang) apabiia;

a. Nasabah meninggal dunia tetapi bukan disebabkan karena bunuh
diri.

b, Nasabah diberhentikan dari tempat kerja (PHK)Y tetapi bukan
disebabkan karena tindekan melawan hukum.

¢. Kredit dinyatakan macet sesuat ketentuan Bank Indongsia,

Surat Pensgajuan Klaim disampaikan oleh Bank Niaga secara tertuiis

sclambat-lambatnya 2 {dua) bulan scjak timbulnya hak kiaim, yang

diiengkapi dengan:

a. Data Posist terakhir piniaman Nasabah.
| b, Surat Keterangan Kematian dari sumsh sakivkeiurahan dan kartu

identitas Nasabah bagt Nasabsh yang meninggal dunia, apabila

pengaivan klaim discbabkan kematian Nasahah.

¢. Surat Keputusan PHK dari instansitempat Nasabah bekerja dan
kartu identifas Nasabah bagi Nasabah yang di-PHK, apabila
pengajuan klaim disebabkan PHK.

d. Dasar Perhitungan jumlah Kredit yang diklaim dituangksn dalam
Berita Acara Kiaim vang ditsndatangani Bank Niaga.
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Kiaim yang dapat diajukan ofeh Bank Niaga adalah maksimal
sebesar 100% dikatikan plafon kredit (untuic risiko kematian) dan
75% dikalikan plafon kredit {untuk ristko PHK dan keedit macet).
Keputusan atas kiaim yang diajukan Bank Niaga zkan disampaikan
Perum Jamkrindo {dh Perum Sarana} seiambat-lambatnys 14
fempat belas) hari terhitung sejak berkas pengajuan kiaim dari Bank
Nisga diterima sccara lengkap. Atas klaim vang dapat disetujui,
Perum Jamkrindo (dh Perum Sarana) akan  menyampaikan
persetujuan klaim tersebut dalam bentuk keputusan klaim kepada
Bank Niaga, surat lersebut memuat data tentang:
4. Jumlah kiaim yang diajukan oleh PT Bank Niaga,
b, Justiah klaim yang akan dibayar oich Perum Jamkrindo {d/h
Perum Sarana}.
Berkaitan dengan hal di atas, dalars hal kiaim dibayer oleh Perum
Jamkrindo ¢d/m Perum Sarana), maka sisa iimdit Nasabalt sehesar
kiaim yang telah dibayar oleh Perum Jamkrindo (/b Perum Sarana)
tersebut beralih menjadi pictang subrogasi Perum Jamkeindo {d/h
Perum Sarana). Selanjuinya ditentukan bahwa setclah klaim dibayar
oleh Perurs Jamkrindo (dh Perum Sarana), Bank Niaga tetap
berkewajiban secara ak#if melakukan upaya penagihan/penarikan
kembali jumlah kerugian tersebut, sampai tunas. Untuk it Perum
Jamkrindo {d/b Perum. Sarana) secara ofomatis memberi koasa
khusus kepada Bank Niaga. Perum lamkrindo (d/h Perum Sarana)
dan Bank Niaga dapat juga melakukan uvpaya penagihen plutang
subrogasi, baik bersama-sama maupun sendiri-sendini dengan beban
biaya difanggung masing-masing. Kemudian, discbutkan pula
baliwa pembayaran-pembayaran vang diterima dart Nasabah setelah
adanya pembayvaran kiaim harus disetor kepada Perum Jamkrindo
{d/h Perum Sarana) sesuai dengan besarnya risiko yang ditanggung.
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Dalam SP3K ini discbutkan pula bahwa hak klaim menjadi hapus

dengan sendirinyva apabiia:

a. Bank Niaga tidak mengajukan kepads Perwn Jamksindo (d/h
Perum  Sarana) setelah fewat 2 (dua) bulan takwim sejak
timbuinya hak untuk mengajukan kiain,

b. Bank Niaga tidak memungut dan tidak menyetorkan imba) jasa
Penjaminan.

¢c. Bank Niaga tidak melengkapl berkas pengajuan kiaim yang
dipersyaratkan dalam 2 (dva) bulan ferhitung tenggal surat
pemberitahuan dari Perum Jamkrindo (d/h Perum Saranal.

Hal-bal yang Diatur dalam Sertifikat Penjaminan

Perum Jamkrindo (d/h Perum Sarana) telah mengeluarkan Sertifikat
Penjaminan No, XX-1166-03 pada tanggal 24 Mei 2006. Sestifikat
Penjaminan  fersebut  dikeluarkan setelsh  PT  Bank Niaga
mengirimkan Surat Bank Niaga No. XXX/UKM/BDG/2006 tanggal
10 Mei 2006 perihal Permohonan Penerbitan Sertifikai Penjaminan
atas nama KPRIGR.

Dalam Sertifikat Penjaminan tersebut disebutkan balewa Perusahaan
Umum Sarana Pengembangan Usaha sebapai Penjamin dengan ini

mengikatkan diri untuk menjamin hutang Terjamin pada Penerima

- Jaminan. Berkedudukan sebagai Pencrima Jaminan adalah PT Bank

Niaga dan Terjemin adalah KPRE-GR.
Hai-hal yang terdapat dalam Sertifikat Penjaminan:
Ketentuan Penjaminan yang diator dalam Sertifikat Penjaminan

tersebut adalah sebagat berikut:

a. Jumlah Kredit : Rp 400.000.000,00

b. Jumiah Penjaminan + Rp 300.000.000,00

c. Jangka wakiu Kredit : sesuai akad kredit

d. Jenis/skim Kredit : pinjaman transaksi khusus {(PTK)

¢. Penggunaan Kredit : pembavaran kebutuhan 27 Anggota
Koperasi
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f. Tingkat hunga : sesuai akad kredii
g. Imbal jasa Penjaminanifee : Rp 5.440.000,00
h. Masa Penjaminan : sesuat jangka waktu kredit

Selanjutnva, disebutkan pula bshwa Sertifikat Penjeminan ini

diterbitkan dengan meruiuk pada ketentuan-ketentuan dalam:

a. Penjaminae Kredit ini berlaku untuk maksimal 75% (tujuh puluhb
tima persen) darl kredit yang dirgalisasikan untuk risiko non
Jiwe antara (ain ristko PHK dan kredit macet, dengan pengertian
hesar pembayaran klaim adalah sebesar kerugian (pokok dan
bunga) vang teriunggak dikalikan dengan persentase jumiah
Penjaminan Kredit, dengan batas setinggi-fingginya sebesar
kredit vang dircalisasikan dikalikan dengan persentase jumiah
penjaminan.

b, Penjamninan ind wagib untuk mergjuk dan memperhatilian atas: m
a) Perianiian Penjaminan Kredit antara Perum Ja.m%:r-inde ws

Perum Sarana) dengao PT Bank Niaga No. Z4PKKAX2000
tangpal 22 September 2000.

b) Surat Persetujuan Prinsip Penjaminan Induk atas Kredit yang
Disalurkan  Kepada Koperasi Pogawai/Karyawan  No,
HASP3/C3AN2004 tanggal 30 Maret 2004,

¢} Surat Bank Niaga No. XXUKM/BIXG/2605 anggal 10 Med
perihal Perinohonan Penerbitan 8P a.n. KPRI-GR.

Dralam Sertifikat Penjaminan tersebut fuga disebutkan agar menjadi

prerhatisn bagi Penjamin, Penerima Jaminan dan Terjamin bahwa:

2. Apabila Terjamin tidak memenuhi janji untuk membayar hutang
atau menveiesaikan kewaiiban perikatannya dengan Penerima
Jaminan, maka Peniamin akan menyelesaikan ganti rugi
peniarninan (klaim) kepada Penerima Jaminae sesuail dengan
ketentuan yang berlaku.

b. Dengan telak diselgsaikannya ganti rugi penjaminan {klaim} oleh
Penjamin kepada Penerima Jaminan, Terjamin wajib melunasi 77 77

hutangnya yang telah bevalib menjadi hak subrogast Penjarsin,
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¢. Penerima Jaminan dan Penjamin wajib menagih kewajiban

keuangan Tevjamin sampal junas secara bersama.sama atay

sendiri-sendir,

Berdasarkan apa yang dikemukakan di atas, maka dapat dikatakan

dalam Penjaminan Kredit ini, keterfibatan para pihak mengalami

maodifikasi. Dikatakan demikian karena Terjamin tidak mengetahui

adanya Penjaminan Kredit. Oleh karena itu, kegiatan Penjaminan

Kredit dijalankan melalui hubungan Penjamin dan  Penerima

Jaminan, Meskipun demikian, keberadaan Terjamin diwakili olgh

Penerima  Jaminan  yang bersangkutan  melalui

permchongn

Penfaminan Kredit vang juga mengatasnamakan Terjamin tersebut

3.4.7 Skema Hubungas Hukum Para Pihak

Perjanjian Kredit

Bank Niaga |e

Perjanjian Jaminan
Fidusia

Perjanjian Penjaminan

Kredit

Jaminan
Fidugia

Penieminan Kredit
{Perum Jamkrindo)

Gambar 8

3.5 Mekanisme Pengajuan Kigim Peajaminan Kredit

Pemberian Kredit  oleh Bank Niaga kepada KPRI-GR yang diteruskan
kepada anggotanys mengalami kemacetsn. Dalem hal ini, kredit tergebut telah
berstatus macet (Kolektibititas 5) terhitung sejak 30 Aprit 2008

97 Sural No. XXX/SK/SMABDGZ08 tanggal 23 Mei 2008 peribal Pengajuza Klaim

s nama KPRIWGR,
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Kemasetan tersebui terjadi karona hal-hal sebagai berikut:

&, Potong gaii tidak berjalan lancar karena ferdapat anggota KPRI-GR
yang meminjam lagi ke BPR tanpa sepengetahuan KPRI-GR dan Dinas
Pendidikan.

b, Pihak Bendahara Dinas tidak mau lagi membanty proses pemotongsn
gaji end user untuk pembayeran angsuran, schingga peminjaman
anggofa ke Kreditur selain KPRI-GR tidak terkontro! **F

Dengan macetnya kredit, maka Bank Niaga telah melakukan Jangkah~

langkahfupaya pembinaan sehagal berikut:

a, Collection secara intensif, tetapi hasilaya tidak seperti vang diharapkan,
Collection dilakukan langsung ke KPRI-GR ataupun vig telepon.

b. Upaya rescheduling'® dan restricturing®” telah diajukan ke KPRE-GR,
tetapt KPRI-GR tidak dapat memenuhi persyaratan Bank Miaga untuk
menambal janyinan dan penyveleszian tunggakan.

¢. Melakukan reminder kewajiban dan memberikan Surat Peringatan
hingga peringatan ierakhir, tetapi debitur tetap tidak dapat memenuhi
kewa}ibazmya,m

Selanjutnys, dikerenakan kredit yang diberikan pada KPRI-GR tersebut

telah dijaminkan pada Perum Jamkrindo (/s Perum Sarana), make Bank Niaga
sebagai pihak Penerima Jaminan melakukan Kigim pada Perum Jamkrindo sebagai
pihak Peniamin.

Sesval dengan fata cara pengajuan kiaim yang diatur dalam Perjanjian

Penjaminan dan 8P3K Induk, maka dalam hal ini Bank Niaga mengirimican Surat
Pengajuan Kilaim Nomor XXX/SK/SMA-I/BDGR2008 tanpgal 23 Mei 2008.

4 thid,

%9 peniadwalen kembali {rescieduiing), yai upaya berupa melakukan perubatan syavat-
syaral perfanjian kredit yang berkenaan dengan jodwal pembayvaren kembail kredit atau jangha
waktu kredit, termasuk groee period atse mase tengpang, baik wrmasvk persbohan besarnya
jumsiah angsuran maupin tidak. Lihat Siahdeini (), op.oit, him. 47,

© 57 penataan kembali (restrucfiring), ¥oHU upmya berupa melnkukan perubshen syseai-
syaral perianiian kregit berups pemberian tamsbahan keedit, st melakekan konversi atas sclurub
atat sebagian dari kredit menjadi equity perusahagn, yang drakukan dengan atau lanpa reelakukan
rescheduling dan reconditioning. Lihat 7hid,

** Surat Ne. XXX/SK/SMA-VRDG/2008 tanggal 23 Msi 2008 perihal Peagajuan Klais
atas nama KPRI-GR.
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Dalam surat tersebut, diuraikan kondisi tunggakan angsuran KPRI-GR sampasi 23
Mei 2008 adalah sebagal perikut:

a. Tunggakan pokok : Rp 35.962.803,-

b. Tunggakan bunga : Rp 41,970,513,

¢, Dendapokok & bunga : Rp 11,464,454,

Total tunggakan : Rp 90.397.770,-

Selanjutnya, divraikan pula total kerugian Bank Niaga per 23 Mei 2008

adalah sebagal berikut: *72

a. Pokok 1 Rp 328.264.019,-

b, Tunggakan bunga :Rp 41970513

¢. Denda pokok dan bunga ‘Rp 11.464.454,-

Tota! kerogian : Rp 381.698.986.-

Atas kerugian tersebut, maka Bank Niaga mengajukan permohonan klaim
sebesar 75% dari kerugian dengan memperhitungkan denda, yang dirinei sebagal
berikut: 75% X Rp 381.698.986 = Rp 286.274.239,5.

Sebagai bahan pertimbangan, Bank Niaga pun juga melampirkan

kelengkapan berkas pengajuan kiaim sesuai dengan yang diatur dalam Perjaniian -

Penjaminan Kredit, yaitu
4. Asii Bertifikat Penjaminan

s

Copy bukii pelunasan pembayaran jasa Ponjaminan
Perhitungan tunggaken yang termuat dalaim Berita Acara Kiaim
Copy busil Bl Checking data per Mei 2008 ‘

Posisi tungpakan setiap end user

Mo oa e

Kuitanst tanda terima end user

Atas diajukannya strat tersebut, maka Perum Jamkrinde sefanjutnya
mengajukan Surat periha! Pengajuan Kiaim atag nama KPRI-GR dengan No.
XEXXXAPICINVI2008 tanggal 5 Junl 2008, Dalam surat tersebut disebutkan

¥ Total kerugian Bank Niuga per 23 Mej 2008 dengan pokok sebesar Rp 328.264.019
diperaleh dari;
basarnya pokok tunggakanr kredit x jumiah end wrer. Jadi, pokok tunggeken krediv untuk pokok
kredit Rp 15000.000 adalah sebesnsr Rp 12.309.901 kemudian dikalikan 26 end wser ditambal
pokak keedit untuk pokok Kredit Rp 10.008.00G vang besarnys Rp 8.700.680 dikslikan { end maer,
sehingea menghasitkan Rp 328.264.01%
Derdasarkan Date Pogist terakthis Finjaman Navabab yang merugpakan Lampisan Surat Pengajuas
Kliaim /s 27 crang Anggola KPRI-GR.
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bahwa Bank Niaga harus melengkapi dokumen-dokumen sebagaimana disebutkan

dalam SP3K Induk, yang terdin dark

No. | Data yang diperiukan Keterangan

i Perincian tupggakan atas nama masing- | Form terlampir
masing anggota KPRI-GR (sebanyak 27
orang},

2 Rekening  koran  daw/atanr  rekening
pinlaman atas pama KPRISGR yang
kreditnya dijaminkan Perum Sarana
posisi dari saat pencairan kredit sampai
saat ini (Mei 2008},

3 Bukti pencairan kredit/penarikan wang [ Sesual dengan pencairan

oleh XPRI-GR dari Bank Niaga, kredit vang dilakukan
4 Bukfi tanda ferima vang oleh 27 orang [ Sebagai  bukti  bahwa
Anggota KPRI-GR dari KPRI-GR. kredit telah diterima oleh
masing-masing Anggota
KPRI-GR.

5 Foto copy KTP dan Kaitu Pegawai atas | Sesuai dengan SP3 Induk
nama 27 orang anggota KPREGR yang | bahwa Terjamin/Anggota
mendapat kredit dari Bank Niaga. Koperast adalah pegawal
fetap di suahi
instansi/perusahasn.

B Buktt sural kuasa potong gail dari
masing-miasing  anggota {27  orang}
kepada bendaharawan gaji KPRI-GR.

Tanel 2

Selanjutnya, Bank Niaga mengajukan surat perthal kelengkapan
administrasi proses penpajuan klaim KPRI-GR dengan No. XX X/SK/SME-
IYBDGAS tanggal 17 Juli 2008, Kemudian, dengan telah dilengkapinya dokumen
" yang dibutubkan dalam pengajuan Kaim, maka Perum Jamkrindo mengajukan
surat  perthal  pembavaran  kisim ates nama KPRI-GR  dengas  No.
XXXXPICHVI2008 tanggal 29 Juli 2008.

Dalam surat terscbut disampaikan bahwa Perum Jamkrindo dapat
menyetwjui permohonan klaim secara parsial sebelum kredit jatuh tempo atas
nama KPRI-GR yang diajukan ofeh PT Bank Niaga. Besarnya klaim yang dapat
Perum Jamlaindo setujui adaish sebesar 75% x Rp 68.933.309 atay sebesar Rp
51.699.982,00, Selanjutnva, pembayaran Kiaim akan Perum Jamkrindo lkukan

setelah menerima rekening penampungan yang ditunjuk oleh PT Baok Miaga.

Universitas Indonesia

Penjaminan Kredit..., Halida Nurina, FH Ul, 2009

Pt b e A b



BAB 4
PENJAMINAN KREDIT MELALUI PERUM JAMEKRINDO DALAM
KASUS KREDIT MACET KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK
INDONESIA-GOTONG ROYONG PADA BANK NIAGA SEBAGAL
BENTUK PENGAMANAN KREDIT

4.1 Dasar Pertimbangan Hukuam Masih Diperlukan Adanya Penjaminan

Kredit melalul Perum Jamkrinde datam Pemberian Kredit dari Bank

Nisga kepada KPRE-Gotong Royong yang Telah Dijamin oleh Jaminan
Fidusia

Dengan adanya Perjanjian Kredit No. XXX/PTK-1/BDGAI006 antara
Bank Niaga dan KPRI-GR yang dibuat dan ditandatangani di Bandung pada
tanggal 5 Mei 2006, maka hubungan hukum vang timbul adalah hubungan antara
Bank Niaga sebagai Kreditir dan KPRI-GR sebagai Diebitur.

Mengingat posisinys scbagai Kreditur, maka Bank Njaga berkewaiiban
untuk memberikan fasilitas kredit. Sementara iy, KPRI-GR sebagai Debitur
berkewsiiban mengembalikan fasilitas kredit vang telah diberikan Bank Niaga.-
Dalam perjaniian tersebut ditentukan bahwa fasilitas kredit vanyg diberikan kepzda
Diebitur (selanjuimya disebut KPRI-GR) sebesar Rp 406.600.000,00 {empat ratus
juta rupiah).! Fasilitas kredit yang diberikan oleh Kreditur (selanjutnya disebut
Bank Niaga) pada KPRI-GR akan disalurkan oleh KPRI-GR kepada angpgotanya
sebagai Kredit Multi Guna dengan plafon maksimal sebesar Rp 15.0006.000,00
{lima belas juta rupizh) bagi tiap anggota. Untuk anggota vang tidak memifiki
pinjaman, plafon maksimal yang diberikan sebesar Rp 16.000.000,00 (sepuluh
juta rupiah).”

' Pagal 1 ayat {1) Perjaniian Kredit.

! pasal 3 Perjanjien Kredit, Latar belukang mengapa kepada angpotn KPRI-GR ynog
memitiki pisjuman df bank lain diberiken Rp 15.000.0080 (lima belas juls rupiah) adaiah agar
pinjamanaya di baok tsin dopat dilunasi, sehinggs pads akhirnys anggota KPRI-GK tersebut hanya
wempioyai hotang kepudz Bank Niags. Sebagai conloh, misalnya seorang snggois KPRIGR
memiliki pinjaman di Bank lain (Bunk Z) desgan swrrigading Rp. 8,000,000 (defapan juta rupish).
Adtas daser fersebul, moka Bank Niaga aken melunast junlab kredit anppote KPRI-GR ersebut di
Bank Z. Dalam hal in, anggota KPRI-GR [orsebul akan mendapatkan kredit scbeser Rp
15800.060 (lima belas juta rupish) dengan 8.000.060 (delapan jun rupish) darl total keedit
tersebut dipunakan unink membavar pinjamannye di Bank 2. Berdagarken bast wawancars
dengan Legal Qfficer Bank Niaga pada tanggal 3G Oklober 2008,
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Jangka waktu fasilitas kredit yang diberikan adalah 63 {enam puluh tiga)
bulan termasuk availibility period ™ terbitung sejak ditandatangauinya Perjanjian
Kredit, yaitu sampai dengan selambat-tambatnya tanggal 5 Agustus 201177°
Mengacy pada hal tersebut, Kewajiban KPRI-GR untuk melekukan pembayaran
kembali kepada Bank Niage dilakukan secarn on liguidation busiz sesuai batch
masing-masing dengan jumiab angsuran selama 60 kali angsuran pokok dan
bunga dengan perhitungan anmuity in arrears’”’ Denpan ketentuan sebagaimana
disebutkan dalam Pasal | angka 5 Perjanjian Kredit sebagal berikut:

“..bahwa untuk pertama kalinya angsuran per barek fersebut akan
dilakukan/dibayarkan pada | bulan kemudian pada tanggai yang sama
dengan tanggal penarikan dan selanjutnya pada tangpal yang sama dengan
tanggal penarikan per bafeh dari tiap-tiap bulan berikutnys dan terakhir
selambat-iarmbatnya pada tanggﬁ vang sama dengan tanggal penarikan
pada bulan ke-60 kemudian. "7

Mengacy pada hal di atas, untuk menjamin terbayarnya dengan baik segala
sesuaty yang terutang dan harus dibayar oleh KPRI-GR sebagatmana diatur dalam
Perjanjian Kredit, dicantumkan klausula tentang jarainan atas pemberian kredit,
Dalam hal ini, KPRI-GR memberikan jaminan berupa bak fidusia sefuruh tagihan
KPRI-(GR kepada para anggotanya, minimal sebesar Ry 406.000.000 (cmpat ratus
Juta rupish). Selanjutnya disebutkan pula bahwa tidek menutup kemungkinan
Jaminan Fidusia tersebut dapat mengalami penambahan berupa barang-barang
taminan fainnya yang akan diberikan di kepmudian harl Dengan adanya Jaminan
Fidusia tersebut, ketika KPRI-GR «idera janji atau ingkar fanji, maka Bank Niaga

T dvailibifite period adsiab jsngks waktu pemariken. Dalam Pasel | angka 3 huruf A
Perianfian Kredit, yellu memgemal Janpka Wekin Penarikan discbutken babwa jangks waktu
penacikan [asititas Kredit ini adalah seiek ditandaanganinys Perjanitan ini, yaliu 03/05/2006 o/d
langgal GHOBR2006 (3 {tiga) bulan sejak ditandatanganinyz Perjaniisn ini), dengen Gdak
meagenyampingkan keleniuen Pasal 13 Peranjian ind. Jangka wakiu mana depat diperpanjang
dengan parsetifuan terwilis dari Bank seteleh mempertimbangkan permolionsn tertulfis dayi
Peminfam. Perselujuan mana mernpakan kesatuan dart Perfanilan il

T8 pacul 1 ayat {1} Perjaniian Kredis,

™ Dalam bal ini, pinjaman tersebut hanya diberikan sekali saja, sifelnys tidak revolving
{Blradiit yany diperpaniang berulang Kali sesuai denger kebutuhan peagussha dan bizssnyy untuk
modat ketfa usahia)., Jadi, pembayaran keedit yanp dilakokan secara sngsursn kepada Kreditur,
tidak dapal digunakan kembeli sebagai kredit, Selanjutnya, perhitunpun ainga pada swal angsuran
kredit akan semakin kewil, yang berbanding terbalik dengen besarnys snpsuran keedit yang
semakin besar. Berdusarkan hasii wawancara dengan Legef Officer Bank Nings pads tanggat 30
Okiober 2008.

3 pasal 1 avat {5} Perjanjian Kredit,
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berhak dan berwenang menjalankan hak dan wewsnangnya atas barang-barang
yang dijadikan jaminan tersebut ¥

Dengan telah diperjanjikannya pemberian Jaminan Fidusia pada Perjanjian
Kredit, selanjutnya dibuatish Pesjanjian Jaminan Fidusia secara tersendiri yang
dituangkan dalam Akta Jaminan Fidusia®® Dalam hal ni, Perjanfian Jaminan
Fidusia lazimnya dikonstruksikan sebagal perjanjian yang bersifat accassoir vaitu
perjanjian yang dikaitken dengan perjanjian pokok, didasarkan pada perianjian
pokok.*®' Dikaitkan dengan kasus, perjanjian pokoknya adalah Perjanjian Kredit
dengan kesanggupan memberikan Jaminan Fidusia,

Dajam Aktz Jaminan Fidusia No. XX tanggal 53 Mei 2006, discbutkan
sebagai berikut:

Bahwa, untuk menjan:in terbavarnya dengsn baik segala sesuatu yang
terutang dan harus dibayar oleh Debitur kepada Kreditur, baik karena utang
pokok, bunga dan biaya-biaya lainnya vang timbu! herdasarkan Perjanjian
Kredit, dengan jumiah vtang pokok sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus
juta rupiah} atau scjumish uvang vang ditentukan dikemudian har
berdasarkan Perjanjian Kredit, jumlah uwtang mana ternyata dari baki
Kredit®™ Debitur kepada Krediter maka para penghadap Pihak Pertama

¥ pasal & Perjanjian Kredit.

*% Alasan mengapa UU Mo. 42/1999 menetapkan bentuk khusus {ak@a nolasis) bag)
perianjian jaminan fidusia adalah sebageimena diatir dalas Pasal 1868 den Pasal 1870
KUHPerdews. Dalarms bl ini, akia noferis merupakan akta otermtik yang memiliki kekuatan
pembuldian sempurna testang 2pa yang dirsuat di dalemnya i antara para pihak beserta para ahli
warisnys glau para penggantl haknys, Menpingst bahws objek jaminen Hdusia pada wmanmya
sdatah barang bergerak yang Gdak terdafiar, maks sutsh sewajarnys bahwe benjuk ukia atentik-
leh yang dienggep peling dapal menjamin kepastion hukum berkenmin dengan objek jaminan
fidusts. Libal Ariz S. Hetagehomg, “Anglise Yuridis Normmatif Mengenai Pemberian dan
Pendaflarse Jaminan Fidusis,” dalam Bodul Transaksi Berjaming {Secured Tromsection) Hak
Tanggungan Jdan Jarinan Fidusia, disusun oleh Arie Sukanti Hutagalung, (Jakeria: Programs Pasca
Savjana Fakalies Hukum Usidversitas fadonesisy, blm, 4.

"% Sofwan, apcit, hm. 37. Semua perjanjian penaikaiss jaminan bersifat accessuir.
Artinye perjsailan pengikelan Jaminan  eksistensioyafieberadaannya terpantung  perfanjian
pokokiya, yaita Perjanjian Kredil. Pecjanjien pengikeian jaminan bukan merupakan perfaniian
yarg berdiri sendinl setapi tergantung pada Perjaniion Kroditl sebagai perjaniian pokok, schinges
Perjeniian Keedit barus dibuat terfebih dabule baro kemudien perjunjian pengikatan jaminan, Jika
Perjaniisn Kredit berakbir karena Hredilnys ielah diunasi/berskhiv karerm sebab lain, mska
berakhir pula perdssiish pengikelan famines. Namus jika perlanjian peegikelsr jaminan
cacatbatal karena soatu sebab hukum, misaloys barang jaminan musnsh/dibelalkar karena
Pembesi Jaminaa tidok berbak mesjaminkan, maka Perjanjian Kredit sebapai perjaniian pokok
figak botat. Debifur tetap harss melisnasi hutangnyn sesual dengan Perjaniian Kredit, Libal A,
Patra M. Zen dan Daniel Hulagsivng, *Pandoan Bantuan  Hukum di  Indosesia®,
<hipAbooks geosts oo idbookeFid=Y loghlTVI2eC&pamPA 1408 ne=PA 140& dgmvenpeniontpe
risniiantpokcktdaptaceesspir@source R otomei P FrOck sip=nTat W WM foubl TherIwSIC_D
jde&blridEei=vwnkSeuntYalikA WimaleCuwden X&el=book resultdci=regniifresnum= EPPA
246 Mix, 28 Cikiober 2008,

% Nominal Kredit,
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bertindak sebagaimana tersebut selake Pemberi Fidusia dengan ind

memberikan Jaminan Fidusia kepada Penerima Fidusia untuk dan atas nama

siapa dan para penghadap Pihak Pertama bertindak sebagaimana tersebut

dan karenanya untuk dan atas nama Penerima Fidusia dengan ini menerima

Jaminan Fidusia darl Pemberi Fidusie, sampal dengan oilai Penjaminan

minimal sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), ates objek

Jaminan Fidusia berupa:

~ semta dan setiap hak, wewenang, tagihan-tagihan serta kiaim-klalm yang
sekarang telah danfatau dikemudian hari akan dimiiiki, diperoleh dan
dapat dijalankan oleh Pemberi Fidusia terhadap engpota Koperasi
berdasarkan perjeniian-perjanjian yang sekavang telah dibuat oleh
Pembetrl Fidusie dengan anpgota Koperasi, yang akan fernyata
berdasarkan daftar yang akan diserahkan kemudian oleh Pemberi Fidusia
kepada Penerima Fidusia, dengan ditandatangani oleh Pemberi Fidusia;

- dengan nilal barang jaminan pada saast ini schesar Rp 400,000,000~
{empat ratus juta rupish)

(untuk selanjutaya dalam akiz ini cukup dissbut dengan “Objek Jaminan

Fidusia™}

Dengan adanya akta tersebut maka KPRILGR berkedudukan sebagai
Pemberi Fidusia dan Bank Niaga berkedudukan scbagai Penerima Fidusia. Dalam
hal ini, Pemberi Fidusia memberikan laminan Fidusia kepada Penerima Fidusia atas
tagihan-tagihan (piutang) yang sekarang tclah danfatau dikemudian hari akan
dimilikinya kepada para anggotanya, minimal sebesar Rp 400.000.600,00 (empat
ratus juta rupiak).*®

Pasal 1 angka 3 Undeng-undang Jaminan Fidusia menyebutkan bahwa
piutang adalzh hak untuk menerima pembayaran. Berdasarkan Passl 1 angka 2°%

jo. Pasal 1 angka 4°** Undang-undang faminan Fidusta, piutang termasuk dalam

' Bulti hak adenya objek jaminan Adusic didassccen pads Surat Pemyataan dan
Lampiran Fidesty yang ditandatangant oleh Tuan M. Ades Suditagurs (Ketna), Tusn Mobammad
Edi Svaedt {Sekretaris), den Tupn Maman Herrvanto (Bredahara), anggal 5 Mei 2006 bermeterst
cukup, Berdagarkan Salinan Buky Daftar Fidusia tanggal 12 Juni 2004 Nomor W3.0005857
HT.04.06,TH. 2008

¥ pasat 1 angka 2 Undang-uedang Jaminan Fidusia.

Jaminan Fidusin adojah hak Jaminan alas bendn bergeral baik yang berwuiud maunun vene tidak
heweiud dan bends tidsk bergerek khuzusaya Bangunan yang fidec dapm dibebani Hak
Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undangoundang Nomor 4 Tahun 1996 (entang Huk
Tanggengan yang ietap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebapet agunan bagi pelunssan
uang terleaty, yang memberikan keduduken yang divtamaken kepada Penerime Fidusia erhadap
Kreditar Jainnya. {(oarsif peneliti)

¥ pagal | angka 4 Undsog-undang Jaminen Fidusia:

Benda adaleh segals sesuste yung dapat dimitiki dan disfibkan, baik yang berwujud mavpun yang
tidak berwujud, yang terdaflar mavpun yang tidak terdattar, vang bergerak maupun tidak begerak
yang tidak dapat dibebani Hak Tangpungan mau Hipolek.
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kelompok benda yang dapat dibebani Jaminan Fidusia. Dalam hal ini, plutang
adalah benda bergerak tidak berwujud.
Sesuai ketentuan Pasal 511 sub 3 KUHPerdata, dinyatakan sebagai berikot:

“Sebagal kebendasn bergerak karena ketentuan Undang-undang harus

dianggap:
3. perikatan-perikatan dan tuntutanduntifan mengenal jumlah-jumlah vang
yang dapat ditagih atau yang mengenai benda-benda bergerzk;...”

Selanjutnys, diketzkan tidak berwujud didasurkan atas pengertian bahwa benda
yang tidak berwujud adalzh hak-hak atas benda yang berwujud, sedangkan benda
yang berwajud diartikan sebapal benda yang dapat ditangkap dengan panca
indera.’*

Undang-undang Jaminan Fidusia hanya mengelompokkan piutang menjadi
dug, vaitu: piutang yang felah ada dan plutang yang akan diperoleh kemudian.
Mengenat hal ini dapat dilihat dalam ketenfuan Pasal 9 ayat (1) Undang-undang
Jamdinan Fidusia bahwa Jaminan Fidusia dapat dibetikan terhadap satu atau lebih
satuan atau jenis Benda, termesuk piutang, baik yang telab adz pada saat jaminan
diberikan maupun yang diperoleh kemudian. <

Iiikaitkan dengan Kkasus, Pemberi Fidusia dalam hal ini memberikan
Jaminan Fidusts kepada Penerima Fidusia atas piutang vang sekarang telah danfatay
dikemudian bari akan dimtlikinya. Maksud daripada piotang vang telah ada dan
yang diperoleh kemudian adalah pada saat jaminan diberikan® Walaupun
diperoleh kemudian, plutang terSebut tidak dibuat dalam akta Penjaminan fidusia
vang lain, tetapt sudab termasuk di dalam pemberian Jamiman Fidusia yang
pertama.”®® Hal ini dikarenakan sudah dilakukan pengaliban hak kepemilikan
“sekarang untuk nantinya” (nu voor alsdon) atas benda tersebut.>® Oleh karena ity,

piutang-pintang yvang diperoleh kemudian, demi hukum seketika dibebani dengan

™4 Syahcani, op.oit., 116,
¥ Adanya Jaminaa Fidusia terhadap pistang yang akan diperoleh kermudian mengacu pada
Pazal 1334 avat {i) KUHPerdata, yang menysbuthan babwa bareng-barang vaong bary skan ads

dikermudian hasi dapat menjadi pokok svaty pedanjian. Oleh karena ite, plulang yeng akon diperclel -

kamudian dapat meniadi obick dorf Pertanjian Iaminan Fidusta. Lihat Satrio (&), op.cit., him, 226
% rbid., hims, 234.
" Fred B.G. Tumbuan, “Mencermeli Pokok-pokek RUU Jaminen Fidusia® dalam
Maodul Transekst Beciamin: (Secured Transoction) Mak Tanpgungan don Jarsinan Fidusia, disusun
oleh Arde Subanti Hufagalung, {lakerta: Progrem Pasca Sarjang Fakultas Hukut Universitas
Indonesia), him. 9.
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Jaminan Fidusia pada sast pltang-piutang tersebut menjadi millk Pemberi
Fidusia.*® Seperti yang dinyatakan dalam Pasal ! Akia Jaminan Fidasia Mo, XXX
tanggal 5 Mei 2006 sebagai berikut

Pembebanan laminan Fidusia atas QObjek Jaminan Fidusia pada saat ini
dimiliki oleh Pemberi Fidusia terjadi pada saat penandatangan akia ini, dan
telah menjadi miliknya Penerima Fidusia.

Pembebanan Jaminan Fidusia atas Objek Jaminan Fidusia yang pada sctiap
saat dikemudisn hari akan dimiliki olel Pemberi Fidusia akan diangpap
teriadi pada saat Pemberi Fidusia memperoleh Objek Jaminan Fidusia.
Pemberi Fidusia menyatakan sekarang untuk berlaku dikemudian hari bahwa
Objek Jaminan Fidusia dikeasai oleh Pember] Fidusia, tetapi hak
kepemilikan atas Objek Jamingn Fidugia menjadi miliknya Penerima
Fidusia,*”

Penyershan hak milik atas piutang dard Pemberd Fidusia kepada Penerima
Fidusia dilakukan dengan cara comstityfum possesorium (Fverklaring van
houderschap).” Artinya, pengalihan huk kepemilikan atas swatu benda dengan
melanjutkan penguasaan atas benda tersebut yang berakibat bahwa Pemberd
Fidusia seterusnyz akan menguasai benda dimaksud untuk kepentingan Penerima
Fidusia. Pengalihan hak kepemilikan tersebut berbeda dari pengaliban hak milik
sebagaimana dirmaksud dalam Pasal 584 jo. Pasal 612 ayat (1) KUHPerdata

% Wiratni Abmadi, “Pelakssnasn Pemberian Fidusis Menuna Undang-undung Nomor 42
Tabun 1999, Majalah Hukem Trisakii (Wo. 33/ Tahun XXIViQktober 1995} 26 dalam Afodyl
Transaksi Berjamin: (Secured Transaction Hok Tanggungan dan Jarinan Fidusia, disusan oleh
Arie Sukanti Hutsgalung, (Jakarta: Program Pasea Sarjena Fakuifes Hekum Universitas
fndonesia). :

Y pasal 1 Akta Jamisan Fidusia Nomor XX tmggal 5 Mei 2006,

192 Bahwa orang dapat mengaiibkan hak kepemilikes, dengan tetap menguesai beadanya,
buken hai baru, kerena hal seperrti ini, waleupun tidak dikataken secars tepss oleh Undang-
undang, ietapl dapal dilerima sebagai memang dibesarkan delam YUndang-undang. Para sadana
melihat Pasal 540 dan Pasal 1697 KUHPerdots sebagal dusar untuk dilerimanya penyeeahss secara
constitutions possessarium, yang berbunyi sebagat berikut;

Pasat 550 KUHPerdats:

Kedudokan demikion dapal diperaich, balk dengen dirf sendirl, baik denpan perantarasy
nrang luin, yang melakukan perbustan tadi aias nams,

Babkan dalam hal terakhir dapat terjadi, orang yang sty memperoleh kedudokan ita,
sebelum perbuaian orang yang iain yang diketahuinya,

Pasai 1697 K1JHPerdata:

Pagjanjion ity tdekiah telah rerfaksana selpinnys desgan penyerasban barssngnys secsra
sungguh-sunggoh atau secars dipersangkakan,

Lihat 1. Satrio (o), Hikum Jominan: Hok Juminen Kebendaen Fidwsia, cell, (Bandung: Citra
Aditya Bak, 2002), him, 166,

% Fasal 584 KUHPerdata:

Hak milik stas sesuaty kebendaan 1ok depal diperolch dengan cara lain, melainkan dengen
pemilikan, Karens perlekaton, Rareno dakswarss, karena powarisan, baik menurat Undeng-undang,
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Dalam hal Jaminan Fidusia, pengalihan hek kepemiliken dimaksudken semata-
mata sebagai jaminan/agunan bagi pelunasan utang, bukan untuk seferusnya
dimiliki oleh Penerima Fidusia.”® Dengan demikian, hak kepemilikan tersebut
tidak memberikan hak kepada Penerima Fidusia untuk melakukan segala tindakan
hukum yang menurut Undang-undang diperkenankan dilskukan oleh seorang
pemilik. Pengalihan hak kepemilikan itu hanya bersifal sementara sgja, yaity
semeniara Debitur masth menikmati stang dari Kreditur dan selama utang #u
beium waktunya dilunasi. Apabila utang Debitur telab dilunasi, maka hak
kepemilikan ity demi hukum beralih kemball kepada Pemberi Fidusia, Namun,
apabila Debitur tidak melunasi stangnya setelah utang itu dapat ditagib, maka
Penerima Fidusia berhak menialankan wewenangnya sebagai pemiiik benda, yaitu
meajual benda vang dibebani dengan Jaminan Fidusia dan mengambil hasil
penjualan ity untuk melunasi utang Debitur.>®

Dari uraian di atas, maka penyerahan hak milik atas piutang dilaksanakan
secara formal saja. Dalamt hal ini, hanya dinyatakan dalam akta saja, secara riil
benda jaminan tetap saja ada dalam penguasaan Pemberi Jaminan, dari fuar fidak
tampak ada perubshan apa-apa. Hak miliknya diserahkan tetapi bendanya tetap
dikuasai oleh Pemberi Fidusia.™

Dengan adanya pemberian Jaminan Fidusia dart KPRI-GR kepada Bank
Niaga, yang sclenjutnya didaflarkan pada Kantor Pendaflaran Fidusia pada

maupin menurst sorat wasial, daa karenz penuniukan aleu penyeorshap berdasar aias suabu
- perisliva perdats entuk memindahkas hak msilik, ditakakan oleh seorang vang bechak berbua

bebay terhadep kebondzan Ao, I

Pasal 617 ayat {1} KUHPerdata; y
Poryeraiian kebendaan bergerzk, terkecusli yang tek beriububy, difakukan dengan penyershan yung
nyats akan kebendasn o oleh stau alas nema pemibk, etas dengan peayeraban kunci-kunet dart
hangwaaa&dalam maa kebendaan 3 berads,

¥ Cumbuan, apuif., hlm. 3-4,

¥% Sutan Remy Sishdeini {2}, “Komentar Pasal Demi Pasal Undang-undang No. 42 iwhan
£999 tentang Jambmn Fidusla: Apskab Undeng-undang ini Telsh Memberikan Sclusi kepada
Kegastian Hakum,” Jurma! Hubwes Riseis {Voluse 10, 20003, bim, 42,

¥ 5, Sawrio (0}, ap.cit,, vet], (Bandung: Citra Adilya Sakti, 26023, blm. 129. Sclanjutaya
3. Batrio menyebutksn bahwa hak milik sss bende fdusin selpma Pesjsminan berlangsong
méniodi terbagl dus, yeilu “hak milik ckonamisnys” letap xda pada Pemberi Fidesia, sedang “hak
milik ywridisnys” ada pada Kreditur Penerima Fidusia, Jadi, kata “yang bak kepemilikennya
diatihkan terschut tetap dalass penguasaan pemilik benda®™ dalam Pasal | sub 1 Undapg-undang
Jaminan Fidosla diartikan bahwe “hak milik ckonsmisnys”™ masih ada pade Pemberi Fidusis,
karenz Beada ity secara fisik berade dulom tangannys, veng dalam hal ini Wiap berkedudukan
sehagai pesmilik, sekalipun hanys sehagsl pemegang “hek pemilik ekonomis™ saja, sedaag “hak
kepemilitan™ dalam penjelasan ntas Pasal 17 Undang-undang famins Fidugia terigiu kepads “hak
milik yuridis”. Libat JAld, him, 164
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tanggal 12 Juni 2006, maka sejak tanggal tersebut-lah Jaminan Fidusia telah
lahir, Pembebanan Jaminan Fidusia atas piutang yang dimiliki oleh XKPRIWGR,
mengakibatkan Bank Niaga mempunyal hak jaminan yang bersifat kebendaan,
Dalar hal ini, jaminan vang berupa hak mutiak atas sesuatu benda tertentu yang
dijadikan objek jaminan untuk suate ketika dapat divangkan bagi pelusasan atau
pembayaran hutang apabila Debitur melakukan cidera janii atau ingkar jani 2%
Jaminan yang bersifat kebendaan ini mempunyal ciri-cirifsifat hak kebendaan
antara [ain:
a. Absolut
Hak kebendaan dapat dipertahankan (dimintakan pemenuhan) terhadap
stapapun juga, yaity terhadap mereka vang mempercieh hak baik
berdasarkan atag hak ysng umum maupun selalu mengikuti bendanys
{droft de suite; zauwksgevolg) dalam arti bahwa yang mengikuti
bendanya itu tidak hanya haknva, tetapl juga kewenangan untuk
menjual bendanya dan hak eksckusi®® Setiap orsng fidak buleh
mengganggu atau merintangi pengpunaan dan penguasasn hak itu, ind
dikaitkan dengan keadaan pada hak kebendaan yaitu tetap ada hubungas
yvang Rngsung antarz ovang yang berhak dengan benda, bagaimanapun
Juga ada campur tangan pihak 1ain*® Dengan demikian, Bank Niags
scbagai pemegang hak kebendaan berhak menuntut setiap orang yang
mengganggy haknya,

¥ Datam hal ini, Kentor Pendafiaran Fidosia mencatat Jaminan Fidusia dalam Boku
Dalar Fidusta pada tanpeal yvang sama dengan tangpal penerimazn permehonan pendaflaran.
Betelsh i, Kantor Pendaflaran Fidusia menerbitkan dan menyershkan kepada Penerims Fidusia
Sertifikatl Jaminan Fidusiz pads tanges! yang sama dengsn tanggsi pererimean permohohan
pendaficran. Dengan adenys pendafiaran Jaminao Fidusia torsebuid maka Jamninan Fidusia lnhic
pada tanggat yang sama dengan tangeal dicatatnys Jaminon Fidosia dajam Buke Dafer Fidusia,
Lihat Indonesia (1), ap.oir, Ps. 12, (3 dan 14

% Hasan, ap.cit., hlm, 256,

¥ thid.

¥® Syalsrani, apeit, him, 125,

“ Badralzaman (), op.cif,, him, 75.
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b. Droit de suite
Hale kebendaan mengikuti bendanya di dalam tangan siapapun berada,
Artinya, hak tersebut mengikuti bendanya -piutang- dimanapun juga
(dalam tangsn siapapun juga) benda itu berada,*
¢, Droit de preference
Pada jaminan kebendaan, Kreditur mempunyai hak untuk didahulukan
pemenuhan piutangnya terhadap pembagian hasti eksekusi dari benda-
benda tertentu dari  Debitue,*?
mengakibatkan Bank Niaga berkedudukan sebagai Kreditur preferen.®
Dalam kedudukannya sebagai Kreditar preferen, maka ketika KPRI-GR

wanpresiasi, pemenuhan piutang Bank Nisga akan didahulukan dari

Dengan lahimya Jaminan Fidusia,
04

kreditur-kreditur lainnya atas hasil eksekusi benda vang dijadikan

Jaminan tersebut.

Walaupun kedudukan Bank Niaga cukup kuat —dengan adanya pembebanan
Jaminan Fidusia atas piutang KPRI-GR«, ketika Kredit yang disalurkan Bank Miaga
kepada KPRI-GR mengalami kemacetan, Bank - Niaga memilih ontuk  tidak
melakukan eksekusi atas plutang tersebut, Hal ind dikarenakan pertimbangan Bank
Niaga tentang kemungkinan adanya kesulitan dalam melaksanskan eksskusi
terhadap pistang bersangkutan mengingat prakitk yang scbelumnya pernah
teriadi, ™ Dalam hal ini, berdasarkan Pasal 6 aval (1) Akta Jaminan Fidusiz Neo. XX
tanggal 5 Mei 2006'%, Bank Niaga akan terbentur masalah waktu karena tidaklah
mudah dajam melakuken penagihan Objek Jaminan Fidusia.

*2 Qri Soedewi Masichoon Sofwan {b), Hukum Perdom: Hukwm Bends, cet 1V,
{Yogyakaria: Liborty, 1981), hins. 25,

9 gofywan {q), op.cit., him. 48,

“ Mengenai hal inf dapal difihal Penjelasan Umum Undang-undang Jamines Fidusia
Nomor 3 ysng menysiakan bshwae “..pendafiaren Jaminzn Fidusis memberikan hak yang
didahubkikan (preferen) kepada Penerima Fidusta teshadap Kreditur lain..."”, Selanjutnya depat
ditibat ketentunn Pasal 27 ayat (1) Undang-undasg Jaminen Fidusia vang monyatekso bahwa
Pencrima Fidosia memiliki hak yang didehulukan techadap Kredimr lalnnya, Kemudian, datam
Penjelssannys disebatkan bahwa hak yang didehulukan dibdtong sejek anpeal pendafiaran benda
yang menjadi Objek Fasinan Fidusia pada Kantor Peadaflarss: Fidusia.

55 Berdasarkan wawancars dengan Legal Officer Bank Niaga pada tanggat 38 Dkicber
2008,

98 pasal € ayat {1} Akla Jaminan Fidusia No. XX tanggal 5 Mei 2006:
Bilamana mengensi pombebanan Jaminan Fidusia stas Obisk Jandnan Fidusia tolah diberilahokan
securd respal cleh Penerima Fidugia atuw kuasanya kepads pihak ketiga yang bersangkutao slgy
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Agar tidak mengalami hambatan-hambatan dalam hal cksekusi Objek
Jaminan Fidusia ketika kredit macef, Bank Niaga mengadakan Perjanjian
Penjaminan Kredit dengan Perum Jamkrindo (d/h Perum PKK) Nomor
24/PKK/1X/2000 pada tanggal 22 September 2000. Atas Perjanjian Penjaminan
Kredit tersebut, kemudian Perum Jamkrindo menerbitkan Surat Persetujuan Prinsip
Penjaminan Kredit ($P3K) Induk™ atas Kredit yang disalurkan kepada Koperasi
PegawaiKaryawan No. XX/SP3/C.3/A12004 tanggal 30 Maret 2004, Kemudian,
Bank Niags mengirimkan Surat Bank Niaga No. XXXAKM/ABDG2006 tanggal 16
Mei 2006 perihal Permnohomm Penerbitan Sertifikat Penjaminan atas namas KPRI-
R, sehingga Perum Jamkrindo (d/h Perum Sarama) selanjutnys mengeluarkan
Sertifikat Penjaminan No, XX-1166-03 pada tanggal 24 Mei 2006.

Dalam Sertifikat Penjaminan tersebut disebutkan bahwa Perum Jamkrindo
{(d/h Perum Sarana} sebapgai Penlamin dengan ini mengikatkan diri untuk
menjamin hutang Terjamin pada Penerima Jaminan, Berkedudukan sebagai
Penerima Jaminan adalah Bank Niaga dan Terjamin adalah KPRI-GR,

Ketenduan Penjaminan yang diatur dalam Sertifikat Penjantinan tersebut

adatzh sebagai berikut:
a. Jumlah Kredit : Rp 400.004.606 00
b. Jumish Penjaminan : Rp 306.0060.000,00
¢. Jangka waktu Kredit : sesual akad kredit
d. Jenis/skim Kredit : pinjaman transaksi khusus (PTK)
¢. Penggunaan Kredit : perabayaran kebutuhan 27 anggota
Kaporasi
f. Tingkat bunga : sesual akad Kredit
g. Imbal jasa Penjaminan/fee : Kp 5.440.000,00
h. Masa Penjaminan : sesual jangka waktu kredit

(elah dizksi secarn tortulls oloh pihak keligs tersebut, maka Pomnberi Fidusia (iduk bechak dan
bervenang logi umuk melakukan peragihan aias Objek Jaminan Fidusia dan semus pambuyaran
gtas Objek Jaminan Pidusia wajih dilskukan olch pHmk ketiga fermalwd lfangsang kepads
Penerima Fidusis atau kuasanys. .

7 SP3K Indak adalgh surat kesedisan Penjamin untek menjamin Kredit yang telah
diberikan atay akea diberikan oleh Penerima Jamingn yang memual persyarsion Fenjaminan
schagaimana ternnnat dalem Periashian  Penjuminan Kredit (Pasal | horul @ sampel Petpangian
Penjaminan}.
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Dalary Sertifikat Pssjaminan ini discbutkan bahwa Penjaminan Kredit
berlaku untuk maksimal 75% (wish puluh fima persen) dari Kredit yang
direalisasikan untuk Risiko nom jiwa antara lain risike PHK dan kredit macet.
Dengan pengertian besar pembayaran klaim adalah sebesar kerugian {pokok dan
bunga) vang tertunggak dikalikan dengan persentase jumlsh Penjaminan Kredit,
dengan batas setinggi-tingginya sebesar kredit yang direalisasikan dikalikan
dengan perseatase jumlah penjaminan.

Dengan adanya Perjanjian Penjaminan Kredit fersebut, berarti Bank
Niaga mempunyal jaminan yang bersifat perorangan.’® Dalam hal ini, Kreditor
mempunyai hak menuntut pemenuhan pitangnya selain kepada Debitur yang
utama juga kepada Penanggung atau dapat menuntut pemenuhan kepada Debitur
fainnya."” Oleh karena itu, pada jaminan perorangan, Bank Niaga merasa
Terjamin karera mempunyai febih dari seorang debitur yang dapsat dilagih untuk
memenuhi plutangnva, yaitu KPRI-GR dan Perum Jamkeindo. Selain ite, dalam
Sertifikat Perjaminan Krediz dibuat janji khusus antara Bank Niaga dengan Perum

Jamkrindo yang berbunyi sebagai berikut:

Apabila Terjamin tidak memenvhi janji untuk membayar hulang atau
menyelesaikan kewajiban perikatannyd dengan Peneritia Jaminan, maka
Penjamin akan menyelesaikan ganti rugi Penjaminan {klaim) kepada
Penerima Jaminan sesual dengan ketentuan yang berlaku.

Dari uraian tersebut dapat dikatakan bahwa Perum Jamkrindo sebagal Penjamin
telah melepaskan hak istimewanya berupa hak untuk menuntut lebih dahulu
(voorecht van witwinsing)>® Hak menuntut febih dahulu mengandung ari dalam
hal Debitur lalai memenuhi prestssi, Penjamin wajib membayar hutang kepada
Kreditur setelah menuntut agar harta benda Debitur lebih dahulu disita dan
dilelang/dijual untuk melunasi hotangnya.'' Dengan dilepaskannya hak tersebut,

“® Jaminan yang bersifay perorangan. falah juminan yang menimbuikan bubungsn
langsung pada perorangan terieniy, hanye dapal diperishunkan terhadap debitur tertenty, terhaap
harta kékagaan debiiur sesmurnyn, Likat Sofwan {a), opeis, Mg, 47,

¥ 1bid, hlm. 48,

% gofwan (1), op.cil, him. 92,

“!" pasal 1831 KUHPerdata:

Liniversias indonesia

Penjaminan Kredit..., Halida Nurina, FH Ul, 2009



124

maka Bank Niaga sebagai Penerimz Jaminan dapat menuntut langsung kepada
Penjamin untuk pemenuhan piutangnya tanpa perlu adanya tuntutan dari Penjamin
agar benda-benda Debitur lebth dulu disita dan dijual*'?

Berkaitan dengan dasar pertimbangan hukum di atas, maka atas macetnya
kredit yang disaludkan kepada KPRI-GR, Bank Niaga memilih untuk mengajukan
kiaim kepada Perum Jamkrindo sebagal Penjamin dibandingkan melakvkan
gksekusi atas Jaminan Fidusia berupa piutang,

Dalam mengajukan kiaim kepada Perum Jamkrindo, Bank Niaga
menysiakan bahwa sehab-sebab kemacetan tersebut adalah:

a. Potong gajl fidak berialan lancar karena terdapat angpota Koperasi
yang meminiam lagi ke BPR tanpa sepengeiahuan Koperasi dan Dinas
Pendidikan. ‘

b. Pihak Bendahara Dinas tidak mau lagi membantu proses pemotongan
gall end wmser untuk pembayaran angsuran sehingga peminjaman
anggoia ke Kreditur selain Koperasi tidak terkontrot.*

Sctelah melibat kondisi kredit dan penjaminannya memenehi kriteela yang telah
digepakati bersams, pihak Penjamin selamjuinya melakukan pembayaran kiaim
tersebut kepada Penerima Jaminan, Dalam hal ini, Penjaminan Kredit berlaku
unfuk maksimal sebesar 75% {mjub puluh lima persen) dari kredit yang
direalisasikan, sehingga klahm vang dibavarkan ofeh Perum Jamkrinde sebesar
75% X Rp 68.933.300 atau schesar Rp 51.699.992,00.%

Menpacy pada hal tersebut, adanya Penjaminan Kredit ini tidak semata-
mata untuk mengaiasi hambatan eksekusi Obiek Jaminan Fidusia ketika kradit
macet. Lebib jauh lagi, Penjaminan Kredit ini diadakan sebagai suatu kegiatan
pernberian jaminan kepada pihak Kreditur afas keedit atau pembiayaan alau

8i Penanggung tideklah dhwajibkan membayar kepada si berpintang, sclain jike si berulang lalai,
sedangkan benda-bende si berutang int hawus febih dabulo disita dan difual yetuk melunasi
ulangtiya.

*1% pasal 1832 sub | KUHPerdaia:
8t Penanggung tidak dopat menuntal supaya bensda-banda si berutang lebil dahviv disits dan dijual
stk melunasi uiangoya: spabila in welsh meleposken hak istimewanya unitsk memmntu{ supayg
bendg-benda si berutang [ebib dahuia disita dan difual,

¥ Sural Nomar XXX/234/SKSMA-BDG2008 tangpat 23 Mel 2008 perihst Peagajuan
Kiaim ataz namp XPRI-GR.

4 Surat No. XIOCKPICIVIIZO0S perital pembayaran Kigim a6 KPRLGR fanggal 20
Juli 2608,
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fasilitas lain yang disalurkan kepada Debitur akibat tidak dipenuhinya syarat
agunan sebagaimana yang ditetapkan oleh Kreditur ¥

Dikaitkan dengan kasus, Penjaminan Kredit antara Beok Niaga dengan
Perum Jamkrindo selain dilakukan sebagal bentuk pengamanan kredit*'® bagi
Bank Niaga, ditujukan juga agar KPRI.GR tetap dapat memperoleh kredit dari
Bank Niaga wajaupun jatninan yang dimilikinya kurang memadei. Mengenai hal
ini, Bank Niaga menilal baliwa Objek Jaminan Pidusia berupa piutang dengan
nilai Penjaminan minimal sebesar Rp 400.000.000,~ {erapat ratus juta rupiah)
belum cukup dengan mengingat beberapa kelemahan dalam cksekusi terhadapnya
yang telah divraikan di atas. Dengan demikian, adanya Penjfaminan Kredit melalui
Perum Jamkrindo, kepentingan kedua belah pihak (Bank Niaga dan KPRI-GR)
akan terakomodasi. i saty sisi, memberikan kemudishan bagi KPRI-GR untak
mendapatkan keedit karena dinilal telah layak memperoleh keedit (dankabiel,
sedapgkan di sisi lain membuat Bank Niaga merasa aman alss kredit yang

disalurkannya.

4.2 Akibat Hukum yang Timbul atas Penyelesaian Kredit Macet KPRI-
Gotong Royong pada Bank Niaga dengan Adanys Peujamisan Kredit

melalui Perum Jamkrindo
Perjanjilan Pesjaminan Kredit Nomor XOPKK/IXA2000 antara Perum
Jamkrindo {d/h Perum PKK) dengan Bank Niaga, yang diadakan pada tanggal 22
September 2000, merupakan Perjanjian Penanggungan yang tergolong perianjian
jamiman yang bersifat perorangsn, Penangpungan adalah suatu perjanfian dengan
mana seorang pihak ketiga, guna kepentingan si berplntang, mengikatkan diri
untuk memenubi perutangan sl berhutang manakala orang ini sendiri tidak

7 Mengacu pada hal tersebut, make Perum  Jamirindo

memenuhinya.®
berkedudukan sebagai pihak ketiga yang mengikatkan diri untuk memenuhi

perutangans  KPRI-GR kepada Bank Niaga manakala pihak vang disebut

% Nasroen Yassbari dan Nina Kurnis Dewi, epef., him, 14,

1% pangamanan Kredit adaloh mémperkeci? risiko, babkan sarapal pada menghilangkan
visiko yang mungkin timbul magpus sudsh dimbulferiadi. Manakala rsiko tehoh Smbulferadi,
pada umiguays bask-bank wmelskukes pengomanan dengsn carn menceirksn agunan. Likat
Tie’ Aman , op.cir, Kim. 38,

7 gitab Dndan g-ondang Hukum Perdata {Burgeriiik Wethoek}, opoit,, Pe. 1820,
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belakangan ini tidak memenuhi prestasinya. Dalam konteks ini, prestasi dari
KPRI-GR adalah sesuai dengan perjanjian pokok®? yang mendapatkan
Penjaminan ~Perjanjian Kredit-, yaitu untuk membayar lunas sejumkah Kredit"”
yang feiah disalurkan Bank Niaga kepads KPRI-GR sesusi dengan jangka waktu
yang telah diperjanjikan. %

Berkaitan dengan hal di atas, oleh karena Perjanjian Penjaminan Kredit
tersebut termasuk ke dalam jaminan yang bersifat perorangan, maka jaminan
tersebut menimbulkan hubungan langsung pada perorangan tertentu, hanys dapat
dipertahankan terhadap Debitur tertentu, terhadap harta kekayaan Debitg
seumumnya.’”” Dalam hal ini, Kreditur mempunyal hak menuptet pemenuhan
pintangnya selain kepada Debilur yang utama juga kepada Penjamin atau dapat
menentut pemenuhan kepada Debitur lainnya.*? Oleh karena itu, dengan adanya
jaminan perorangan, Bank Niaga merasa Terjamin karena mempunyai lebih dari
seovang Debitur yang dapat ditagih ustuk memenuhi pistangnya (KFRIGR dan

Perumn Jamkrindo).
Unifuk jelasnya dapat dilihat pada skema berikut

Bank Niaga (Kreditur) \\l// KPRI-GR{Debitur)

Perum Jamkrindo{Borg)
Gambar 8

12 Perjanian pokek adaluh pexanjien-perjanjisn, yang notuk “adenys” mempunyal dasar
yang mandiri, Lihat Satrio (a}. ep.cir., him. 54.

©* Dalam perjzrjion tersebul ditentukan bahwa Debitur bethak mendapatkan Tasifitas
Kredil yang diberikan Kedilur sebesar Rp 480.500,000,00 (empat ratus jula rapigh) (Pasal | ayat
{17 Perjanitun Kredit). Fasilitas Kredit vang diberikan sleh Eraditur pads Debiter akan diguneken
oleh Debitwr untuk disglurkan kepade anggola sebagal Kredit mudtiguns dengan plafon maksieal
sebeser Rp 15.000.000,80 (lima belas jota supiah) per end user bag anggola yang aksn melunngi
pinjaman pada Bebitug/pihak ketiga. Sementary iy, uniuk angeota vang tidek memiiki pinjaman,
plafon maksimsl yang diberiken sebesar Rp (000000000 (sepulub juto rupiah) (Fesal 3
Perjaniian Kredit),

% Jangka wakiu fasilitess Kredit vang diberikan adalsh 63 (enam puluh dga) bulan
terovasuk gvailibilicy period terhiuang sejuk ditandstangasings perjanjins Kredit, yailtu sampsi
denpan seism%}at‘lambalnya tanggal § Apgustyg 2081 (Padal 1 ayat {1} Perianitan Kredit),

#* Sofwan {a), op i, him. 47,

2 Ibid, him. 48,
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Dalam Penanjian Penjaminan Kredit ada suatu perjanjian pokok (Perjanjian
Kredit sntara Kreditur {Bank Niaga) dan Debitur (KPRI-GR) yang dijamin
dengan Penjaminan yang didasarkan suatu perjanjian lain (Perjanjian Penjaminan
Bank Niaga-Perum Jamkrindo), sehingga accessoir pada Perjaniian Kredit™
Jadi, di samping Perjanjian Krediy antara Bank Niaga dan KPRI-GR (yang disebut
penjaniian pokok), terdapat satu Jagi periantian lain, antara Bank Niaga dan Perurn
Jamkrindo,
Apabila diuraikan Jebih lanjut, maka keterlibatan para pihak schbagai
berikut:
a. Dalam Perjaniian Pokok

Pada perianjian pokok {Perianiian Kredity -atas pelaksansan mana

diberikan jaminan melalui suatu perjanjian Penjaminan- yang terlibat

adalah Kreditur (Bank Niaga) dan Debitur (KPRI-GE).

Pada KPRI-GR ada terhutang sesvaty, ada schudd. ™ Oleh karena itu,

KPRI-GR dapat ditagih oleh Bank Niaga. Selain itu, pada asasnya,

KPRI-GR  sebagat Debitr  bectanggung  jawsb  atas  kewajiban

perikatannya, dengan seluruh harta beadanya.*” Dalam hal ini berarti

kekayaan KPRI-GR dapat dijual paksa/dicksekusi untuk diambil

sebagai pelunasan. Dengan demikian, di samping mempunyai schudd,

Debitor juga mempunyal haffung,*®

Ditinjau dari perikatan yang hendak ditangoung pemenvhannyz —

perikatan pokok antara Bank Niaga dengan KPRI-GR-, Perum

Jamkrindo merupakan orang yang berada di fuar perikatan tersebut,

Qleh karena itu, Porum Jamkrindo disebut sebagai pihak ketiga ™

% Apabifa seorang debitar atas Jebih lerikat scdemikian rupa, schingga perikatan yang
salu sarepai batas lerlentu terganiung kepeda perikatas vang iain, maka perikatan yang periama
disebut porikalen pokek, sedangkan yaoy lainnys serikaten aevesseir, Lihal Satiawan, op.oft, B
43,

124 Sehnatd adalah vtang debiter kepada Kreditor, Lihat 78id, hlm. 7.

2 pasal 1131 KUHPgrdata:

Segalz kebendaan si berutang, batk yang bergerak amaopun yang tak bergerak, baik yang sadah ade
maupin yang bary aken ada di kesudisn hard, menjodi langgungan sofuk segale perikatan
persecorangan.

% Hafhmg ndafoh harta kekayaan Debitur yang dipsrianggungiowabian bagi pelunasan
wang Dighitr tersebut. Libst Setinwan,, foc.ci

*27 Satrio (a), op.cit, him, 4041,

niversitas Indonesia

Penjaminan Kredit..., Halida Nurina, FH Ul, 2009

il SRk



138

b. Dalam Perjanjian Penjaminan Kredit

Pada Perlanjian Penjaminan Keedit, vang lerlibat ada tiga pihak, yaitu
Borg/Penjamin, Penerima faminan {Bank Niaga) dan Tetjamin (KPRI-
GR).** Dibuatnya Perjanjian Penjaminan Kredit ini adalah demi
Perjanjian Kredit. Dalam hal ini, atas wanprestasinya KPRIGR,
Perum Jamkrinde dapat dituntut pemenuhan, Oleh karena itu, pada
Perum Jamkrindo ada Aqftung, sehinpga ia bertanggung jawab dengan
seluruh harta kekaysannya” Besarnya hoffung Perum Jamkrindo
ditentokan oleh wanprestasinya KPRI-GR, yaitu apz yang oleh KFRI-
GR tidak dapat dipenuhi sehagaimana mestinya,*

Berkaitan dengan hal di atas, kredit atas nama KPREGR. berstatus macet
terhitung sejak 30 April 2008, Ha! ini digehabkan mekanisme potong gail oleh
bendahara terhadap masing-masing anpgota KPRI-GR ftidak berjalan lancar,
schingga pembayaran kembali ke Bank Niaga menpalami hambatan, Sefain jtu,
pihak Bendahara Dinas tidak mau lagi membatitu proses pemotongan gaji end
user untuk pembayaran angsuran, sehingga peminiaman anggota ke Kreditur
selain KPRI-GR tidak terkontrol. '

Dengan macetnya Kredit tersebut, maka Bank Niaga mengajukan klaim
kepada Perum Jamkrindo. Hal ini dilakukan karena kredit yang diberikan pada
KPRI-GR  tersebut telsh dijaminkan pada Perum JamKkrindo berdasarkan
Perjanjian Penjaminan Xredit.

Sebenarnya, dengan kedudokan Perum Jamkrindo sebagat Penjamin,
Undang-undang memberikan hak-hak tertentu kepada Penjamin untuk melindungf
Penjamin dalam melaksanakan kewaiibannya.*” Salah satv hak tersebut adalah

“%pada Perjunjian Penjaminan Kredit, Bank Nisga sebagal Pencrima Jasiinan mewakili
KPRILGR sebagsi Terjomin antuk mengajukan Penjuminan Kredit kepads Perum Jamkrindo
scbagal Penjamin. Dengan diwakilings KPRI-GR oleh Bank Miaps dan timbuinyz planiang
subrogest pada KPRISGR bia kredit dibayar kiaimaye oieh Perum Jamkrinds menunjukken boliva
Penizminan Keedit melibatkan tiga plhak.

¥ Satrio (), gpcit., him. 40. Pihak ketiga Udak mempunyai utang kepada Kreditur, akan
tewpt B berianggung jewab atas wang debine dengan haria kekayaannya sebugat pelunasen utang
debitur. Dengan kaw lain, Penjamin mempunyai baftuny dengan schn/d pada orsng fain. Lihat R,
Betimwan, Pokok-pokok Hukum Perikatan, cet_ VI, (Bandung: Fuotra A Bardin, 1999}, him. 7.

9 Satrio {a), ap.ci., hlm, 41.

! Surat Nomer JOOUVSK/SMA-RDG/ 2008 tanggal 23 Mei 2008 perihal Pengajuan
Klait ntas nana KPRILGR.

B piak.hak istimews Penjamin:

a,  bak untuk menuntui lebih dabalc (vooreeht vaw winvinning}, Fasal 1831 KUHPsedata,
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hak untuk menuntut febih dahuly (voorechi ven witwinning)® Hal ini
mengandung makna ketika Debitur lalai memenuhi prestasi, Penjamin wajib
membayar hutang kepada Kreditur setelah meanuntut agar harta benda Debiter
iebih dahulu disita dan dilelang/dijual untuk melunasi hutangnya, ™ Sebagai
pengeosalian darl hak Borg untuk menuntut lebih dulu penjualan haria Debitar
demikian ialah apabila ia telah melepaskan bak istimewanya ontuk menuntut agar
benda-benda Debitur lebih dulu disita dan dijual. Pelepasan hak yang demikian
biasanya diminta oleh Kreditur agar ia dapat menuntut langsung kepada borg
unfuk pemenuhan piutangnya, demi kepentingan Kreditur.

Dikaitkan dengan kasus, dalam Sertifikat Penjaminan dibuat janii khusus
antara Bank Nizaga den Perum Jamkrindo, bzhwa Perum Jamkrindo melepaskan
hak untuk menuniuf lebih dahuln®® Dengan dilepaskannya hak tersebut, Bank
Niags sctugal Penerima Jaminsn dapat menuntut langseng kepada Perum
Jamkrindo untuk pemenvhan plutzngnya fanpa perlu adanya tuntotan dari Perum
Jamkrindo agar harta KPRI-GR lebih duly disita dan dijual.

Alas dasar hal tersebuf, maka Bank Miaga mengajukan Kiaim kepada
Perum Jamkrindo, Sesuai dengan tafa cara pengajuen klaim yang diatur dalam
Perjanjian Penjaminan den SP3K Induk, makas dalam hal ini Bank Nisga
mengirimkan Surat Pengajuan Kiaim Nomor XXX/SK/SMA-BDG/2008 tanggai
23 Mei 2008, {dalam surat terscbut, diuraikan bahwa kondisi tunggakan angsuran
KPRI-GR sampai 23 Mei 2008 adalah sebagai berikut:

a. Tunggakan pokok : Rp 39.962.803,-
b. Tungeakan bunga :Rp41.970.513,~
¢, Denda pekok & bunga :Rp 11.464.454,-
Total tunggakan 1 Rp 80.397%.778,-

b. hak uniuk membagl hatang (voorecht van sehuldsplitsing), Pase! 1838 KilHPerdata,
hak wtuk mengajukan tangkizan gugat, Pasal 1849 dan 1830 KUHPerdata.
bk unfuk dibeshentikan dari Penanggungan (karena terhalang melakukan subrogasi akibat
perbustaa kesafabsn Krediwe), Pasal 1848 KUHPerdata. Lihat, Sofwan {a}, op oit, hhm. 92-96,

O3 rhid, e, 92.

£ pasal 1851 KiHPerdata
&i Pesmopgung tidakial diwnjibkan membayor kepads s berpiutang, selain lika st berutang lala,
sedangkan benda-bendn si berutang inf harus lebih dobulu disita dan dijual untuk melunes
utangrva,

“% Apabila Torjamin tidak remenubi Jaofi ustuk membayar hutang atau menvelesaikan

kewaitban perikatannys dengun Panerima Jaminan, maka Penjamin akes menyelesatkan gontt rupi
Penjaminen (Kaim} kepade Penerima Jarainan sesunl dengan kelestuan yang berlaku.

o g
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Selanjutnya, divraikan pula total kerugian Bank Niaga per 23 Mei 2008 adalah
sebagai berikut:**

a. Pokok T Rp 328.264.019,-
b. Tunggakan bunga :Rp 41.970.513,-
¢ Denda pokok dan bunga :Rp 11464454,
Total kerugian s Rp 381.698.986,-

Mengacu pada kerugian tersebut, Bank Niaga mengajukan permohonan kiaim
sebegar 75% dari kerugian dengan memperhitungkan denda, yang dirinci sebagal
berikui: 75% x Rp 381,698,986 = Rp 286.274.239,5.

Sebagei bahen pertimbangan, Bank Niags pun juga melampirkan
kelengkapan berkas pengajuan kizim sesuai dengan yang diatur dalam Perjaniian
Penjaminan Kredit."”’ Kemudian, atas disjukamnya surat tersebut, maks Perum
Jamkrindo mengajukan Surat Penpajusn Klabm atss nama KPRI-GR dengan No.
AXXXPIC.3/VI2008 tanggal 5 Juni 2008, Dalam surat tersebut disebutkan
bahwa Bank Niaga harus miclengkapi dokumen-dokumen sebagaimana disebutkan
dalam SP3X Induk.

Selanjutnys, Bank Niags mengajukan surat perihal  kelengkapan
administrasi proses peagajuan klaim KPRIKGR dengan Mo, XXX/SK/SME-
VBDGA8 tanggal 17 Juli 2008. Kemudian, dengan telah dilengkapinya dokumen
yang dibutuhkan dalam pengaiuan klaim, maka Perum Jamkrinde mengaiukan
Surat perihal Pembayaran Klaim atas pama KPRI-GR dengan  No,
XXXR/PICIIVI2008 tanggal 29 Juli 2008,

% Total kerugion Bank Niaga per 23 Mel 2008 dengan pokok sebesar Ry 328.264.019
dipcroieh dark:
besamya pokok tunggakan kredit x jurslah end nser . Jadi, pokok (waggaken kredit ontuk pokek
Kredit Rp 13.000.000 adalah sebesar Rg 12.309.901 kemudian dikalikan 26 end user ditambah
pokok kredit untuk pokok kredit Rp 10.000.000 vang besasnya Ry 8.200.600 dikaiikan | end user,
sehingoa menghasilkan Rp 328264013, "
Berdasarkan Data Posisi terakhir Pinjaman Nasabah dalam Surzt Pengaivan Klaim a/a 27 orsng
Anggota RPEI-GR.

7 RKelengkapan berkas penpajuan klaim  herdasarkan Surat Mo, XOOU/SK/SMA-
VBDG/Z008 tanggal 23 Mei 2008 perihal Pengajusn Klains atas noets KPRIVGR yaim
a. AsH Sertifikat Penjaminun
B, Copy bukil pelunssan pembayarsn jssa Penjansinan
¢, Perhiungasn tunggakan yaog teemual dolam Berita Asara Kizém
d. Copy nasil Bl Chepling data per Mei 2008
¢, Posisl tumggalan setian end wser
. Kuitansi tanda tgrima end neer
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Dalam surat tersebut  disampaikan bahwa Porum  Jamkrindo dapat
menvetujul permohonan klaim secara parsial sebelum kredit jatuh tempo alas
nama KPRI-GR yang digjukan oleh PT Bank Niaga. Besarnya klaim yang dapat
Perum Jamkrindo setujui adalah sebesar 75% x Rp 68.933.309 atau sebesar Rp
51.699.982.000 (ima puluh satu juta enam ratus sembilan puish sembilan ribu
semblian ratus delapan puluh dua rupiah).

Dengan telah dibavarkannya klaim oleh Perum Jamkrindo, maka Perum
Jamkrinde mempunyai dua macam hak menuntut kembali terbadap KPRI-GR.
Dalam hal ini, berdasarkan Pasal 1839 KUHPerdata, Perum Jamkrindo
mempunyai hak memmtut kembali ~ yanpg merupaken haknya sendiel terhadap
KPRI-GR.* Selain itu, Pasa] 1840 KUHPerdata memberikan hak subrogasi
kepada Penjamin (Perum Jamkrindo} —vang telah membayar hutang KPRI-GR-
atas hak-hak yang dipunyai cleh Bank Niaga terhadap KPRI-GR berdasarian
perikatan yang dibayar oleh Perum Jamkrindo. Dalam peristiwa demikian, Perum
Jamkrindo berkedudukan schagai pihak ketiga yang membayar dan subrogasi ini
terjadi  demi Undung-undang, dalam arti ferjadi secara otomatis, tanpa
diperjanjikan lebih dahuiu (Pasal 1400 KUHPerdata®® jo Pasal 1402 sub 3
KUHPesdatay **°

3% pasal 1839 KURPerdata: ]

Bt Penanggung yang lelab membayar, dapal menuntuinya kembali dari si berutang utama, baik
Penanggungan ite 1elah dindaken deagan maupiv 1anpa pengeishuan s berutang siamae,
Pemasotan kembali inf dilgkukan baik mengenal uaig pokokaya maupun menpenat bunga sorta
biaya-biaya,

Mungenai bisya-biaya tersebit st Penangzung hanya dapal mesuniubsys kemball, sekedar i telah
smemberitabuken kepuda st berntang stama tentang Wstatan-luntatan vang ditufukan kepadanys, di
dalam wakiy yang pstut,

5i Penangeung 2da jugs mempunyal hak menundui pengpgantise biaya, rugi dan bunga, jika eda
alasan unmlk iy,

¥ pasal 1460 KUHPerdata;

Subrogast atau penppantizn hak-hek si berpiutang oleh seomang pihak ketiga, yang membayar
kepada st berpintang I, terjadi baik dengan perselyjunn msupun demi Undang-andang.

Pasad 1402 sub 3 KLiIHPardata:

Unduk seorang yeng berssmaesamez dengun orang fain, atau entuk orang-orseg isin,
diwajibkan membayar sualu utang, berkepentingan uniuk membayar suntu wang, berkepantingan
uridul melunast slang it

° Sawie (@), epein, bim. 172-173, Pembual Undsng-undang memberikan sustu
perkecuakian atag Pasal 1381 KUiHPerdms dengan adanya pasal 1460 KUHPerdata, Judi, plutang
di sinl tidek hapus dan iz tidak hapus karcaa pembusi Undang-undong menyaiakan demikian dan
pernyaitan tersebhud merupnkan perkecualian sles Pasal 1381 KUHPerdata, Gleh karens lin, dalam
subrogasl, lsanpg plutong —perikstan pokak- tidak hapus dengan adenys pelusasan oieh pihak
ketiga, Lilal J. Sarte (b), opcit, kim. 35,
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Menurut Pasal 1400 KUHPerdata, subrogasi adalah penggantian hak-hak
Kreditur oleh pihak ketiga yang membayar kepada Kreditur, Mengacu pada hal
tersebut, karena hanya dikatakan bahwa Pihak-Ketiga-Pembayar menggantikan
hak-hak Kreditur (gesubrogeard”’ alas hak-hak Kreditur), maka perikatan yang
dibayar itu tidak menjadi hapus, hanys figur Kreditumya saja yvang sekarang
berganti dengan Pihak Ketiga yang membayar "

Untuk lebih jeiasnya dapat dilihat skema sebagai berikut:

Semuia hubungan hukumnya adaiah:

Bank Niaga W KPREGR

Perum: Jamkeindo
Gambar 10

Sesudah Pern JamKeindo membayar, hubungan hukam tersebut menjadic

Perum Jamkrindow—m—e KPRT-GR
Gambar [

Penikatan Bank Niaga dan KPRI-GR tetap ada/hidup, hanya saja figur Bank Niaga
dalam hubupngan Bank Niaga—KPRI-GR {selanjutnya disebut X-Y) sekarang —
dengan pembayaran ofeh Perum Jamkrinds- menjadi Perum Jamkrindo—KPRI-
CGR {(selanjutave discbut PI-Y).

Walaupuny subrogasi inf terjadi karena Undang-undang, oamun dalam
Perianiian Penjaminan Kredit sendiri disebntkan ketentuan mengenai hal ind, vang

berbunyl schagai berkut:

PIUTANG SUBROGASI
{1} Sejak klaim dibayar oleh PENJAMIN, maka sisa Kredit TERJAMIN sebesar
kiaim yang telah dibayar PENJAMIN tersebut beralibh menjadi piutang
subrogasi PENIJAMIN,
{2) Puutang subrogasi hanya dipenmivkkan guna upaya pengembalian klaim
vang telah dibayackan oleh PENJAMIN terhadap kerugian yang disebabkan

M Geswbrogeerd artinya mendsparkan hak-hak berdasarkan subropasi. Likat Salrio (),
an.cit., h}qt 38.
*2 Satrio {a}., ap.0it, k. 173,

Univarsitas Indonesia

Penjaminan Kredit..., Halida Nurina, FH Ul, 2009



133

oleh Risiko Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan kemacetan Kredit sesuai
dengan ketentuan Bank Indonesia,
{3} PENJAMIN dan PENEERIMA JAMINAN wajib melakukan upayz
penagihan baik sccara bersama-gsama maupun sendiri-sendini dengan beban
biaya ditanggung masing-masing oleh PENJAMIN dan PENERIMA
JAMINAN.
(4 Setiap penerimaan pembayaran subrogasi dari TERJAMIN yang diterima
olch PENERIMA JAMINAN harus disetorkan kepada PENJAMIN dibagi
sceara proporsional menurut haknya masing-masing antara PENJAMIN dan
PENERIMA JAMINAN. 3

Selanjuinya, dalam SP3K Induk atas Kredit yang Disalurkan kepada
Koperasi Pegawai/Karyawan Nomor XX/SP3/C.3/1H/2004, disebutkan bahwa
sejak klaim dibayar oleh Perumn Jamkrindo (/b Perum Sarana) maka sisa kredit
Nasabah sebesar klaim yang teiah dibayar oleh Perum Jamkrindo tersebut beralih
menjadi piutang subrogasi Perum Jamkrindo. Setelah kizim dibayar oleh Perum
Jamkrindo, maka Bank Niaga tetap berkewajiban secara aktf melakekan upaya
penagihan/penarikan kembali jumlah kerugian tersebut, sampai funas. Untuk itu
Perum Jamkrindo secara otomatis memberi kuasa khusus kepada Bank Niaga.
Bahkan, Perum Jamkrinde dan  Bank Nizga dapat juga melakukan upaya
penagihan piutang subrogasi, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan
beban biaya ditanggung masing-masing. Sefain itu, disebutkan puls bahwe
pembayaran-pembayaran vang diterima dari Nasabah setelah adanya pembayaran
kiaim harus disetor kepada Perum Jamkrindo sesuai dengan besarnya risiko yang
ditanggung. :

Di dalam Sertifikat Penjaminan pun juga discbutkan bashwa dengan tekh
diselesaikannya ganti rugi Penjaminan {klaim) oleh Penjamin kepada Penerima
Jaminan, Terjamin wajib melunasi hutangnya vaeg telah beralih menjadi hek
subsogasi Penjamin. Dalam hal ini, Penerima Jaminan dan Penjamin wajib
menagih kewajiban keuangan Tegamin sampai Junas secara bersama-sama atau
sendiri-sendir.

Dikaitkan dengan kasus, besamya Penjaminan vang dibsrikan oleh Perum
Jamkzindo adalah 73% dart Kredit yang direalisasikan untuk risiko kredit macet.
Dengan pengertian besar pembayaran klaim adaiah sebesar kerugian (pokok dan

) Pasal 12 sampel Perjanjian Penjaminan Keedit.
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tunga) yang tertunggak dikalikan dengen persentase jumiah Perjaminan Kredit,
dengan batas setinggi-tingginya sebesar kredit yang direalisasikan dikalikan
dengan persentase jumiah penjaminan.* Oleh karena itu, besarnya kiaim yang
dibayarkan oleh Perumn Jamkrindo sebesar 75% x Rp 68.933.309 atau sebesar Rp
51.699.982,000 {lima pulub satu jute cnam ratus sembilan puluh sembilan ribu
sembilan ratus delapan pulub dua rupiah).*®

Apabila dihubungkan dengan subrogasi, oleh karena penjaminan itu hanya
untuk membayar scbagian saja dari hutang, maka sesuai dengan Pasal 1403
KUHPerdata™, Peram Jamkrindo schagal Penjamin hanya mendapat subrogasi
sebanding dengan pembayarannya terhadap seluruh hutang.**’ Selanjutnya, sesuai
dengan yang disepakati oleh para pihak dalam Perjanjizn Penjaminan, SP3K
Induk dan Beriifikat Penjaminan, maka Bank Niags tetap berkewajiban secara
aktif melakukan upaya penagihan kepada KPRI-GR atas jumlah kerugian tersebut.
Dalam ha! ini, Perum Jamkrindo secara otomatis memberi kuasa khusus kepada
Bank Nizga. Setezlah mendapatkan pembayar—azz»pemﬁayaran dari KPRI-GR,
kemudian Bank Niaga menyctorkannya kepada Perurn Jamkrindo sesusi dengan
besarmya risike yang ditanggung,

Seperti divraikan di muoka, dengan adanya pembayaran klaim oleh Perum
Jamksindo, perikatan Bask Niaga—KPRI-GR (selanjutnya disebut X-Y) tidak
hapus. Dalam hal ini, figur Bank Niaga dalam hubungan X—Y sekarang menjadi
Perum  Jamkrindo—KPRI-GR  {selanjutnya  disebut PI-Y), dengan adanva
peinbayaran oleh Perum Jamkeindo. Oleh karena itu, maka gecessoir-aya ~
terutama jaminan-jaminannya- juga tidak hapus.*® Mengacn pada hal tersebut,
meka pada Perumt Jamkrindo yang menggantikan hak-hak Bank Niaga karena
subrogasi, memperoieh hak-hak Bank Niaga terhadap KPRI-GR, termasuk

“ Senifikat Penjaminan Nomor XX-1166-03 tangeal 24 Mol 2006.

% Surat Nomor XXXX/PICIVIL2008 tangpal 29 Juli 2008 perihat Pembayaran Kisim
atas pama KPRI-GR, .

¢ Pasat 1405 KUHPerdata:
Subrogast yang ditclapkan delam pasal-pasal yang faip, lerfadi baik lerhadap crangeomng
Penanpgung utang maupun teshadep para berutang; subregasi tovsebut tidak dapal menpurasg
bak-hmk si berpitang jikn i3 henya meserimp pembayaren sebagiany dalam bal ini ta dapat
melaksanakan hak-baknya, mengenal apa yang masih harus dibayar kepadanys, lebih dabulu
daripada orang dari siapa ia hanya menerima suatu pembnyasas sebagian,

41 Salrio {a}, op.cit., hlm. 179,

o ibid., bim. 174,
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Jaminan-jaminan accessoir-accessair yang melekal pada hak Bank Niaga yang
digantinya,’®

Dikaitkan dengan kasus, dajam Perjaniian Kredit antzra Bank Niaga dan
KPRI-GR, KPRI-GR menjaminkan pintang yang dipunyainya secara fidusia
kepada Bank Niaga. Dengan adarnya subrogasi tersebut, menimbulkan pertanyaan
apakah jaminan secara fidusia ikut beralih ataukah tidak beralih kepada Perum
Jamkrindo yang telah membayar klaim kepada Bank Nisga. Pertanyaan tersebut
timbul karena telah terjadi pengalihan hak kepemilikan atas benda yang menjadi
Objek  Jaminan Fidusia walaupun pengalihannya dilakukan dengan cara
constitutum possesorium.™ Oleh karena itu, pengalihan hak kepemilikan ini
semata-inata dimaksudkan sebagai jaminan/agunan bagi pelunasan ulang, bukan
pnfuk seterusnya dimifiki oleh Penerima FidusiaKreditor.® Hak kepemiiikan
tersebut tidak memberikan hak kepada Penerima Fidusia untuk melakukan segala
tindakan hukum yang menurut Undang-undang diperkenankan dilakukan oleh
searang pemilik.*? Pengalihan hak kepemitikan its hanya bersifat sementara saja,
yaitu sementara Debitur masth menikmati utang da Kreditur dan selama utang
iy belum waktunys dilunasi. Apabila utang Debitur telah dilunasi, maka hak
kepemilikan itw demi hukum beralih kembali kepada Pembert Fidusia*® Dengan
konstruksi tersebot, maka ketika hitang {Jebitur dilupasi oleh Penjamin, maka hak
atas benda-benda yang dijadikan Jaminan Fidusiz tersebut akan kembali kepada
Debitur Utama/Pember] Jaminan Fidusia, bukan menjadi hak-nya Penjarain.**

"7 Sofwan (a), op.cir, him. 1004101, . .

% Constinatum  Possessariunm artinya pengsliban hak kepemifikan sias suaty bende
dengan melfaniutken penguagaes ales benda tersehu yang berakibat bahwa Pomberi Fidusia
solerusnys akah smenguasai bends dimaksud ontuk keptntingzn Pensrima Jeminon Fidusia
{Fenarima Fidusia). Likat Tumbuan, op.eft, bim. 4.

81 phid, him. 4. _

% Halk milik atas benda fidusta selanse Penjaminan beclangseng meniad! lerbagt 2 (dia),
yaihs “hak milik ekonomisnya®” letap ada pada pemibert fdusia, sedang “huk milik yoridisnys” ada
pada Kredir pencrima fidusio, Jadi, kata “yang hak kepemilikeonya disithkan tersebut teiap
dafams penguasaan pemilik bende” dalam Pasgal | sub 1 Undang-undang Saminas Fidusia disrdikan,
behwa “huk milik ckonomistys™ masih ada pada Pember? Pidusia, karens benda ity secars {isik
beradn dajams tengannya, yang datara hal ini tetap berkedudukan schagal pemifik, sekodipun hanys
sebagai pemepang “hok gemilik ckonomis” suia, sedang "ok kepemilikan™ delam peajelasan siag
Pasat 17 Undaog-undang Jaminan Fidusia lertuje kepada “hak oiiik yuridis™, Lihat Sateio (o),
op.eit, him. 164,

53 Stahdeini (), Joc.ci,

Jamidnan yang diberikas oleh Debitur Utarsa dengan cara pesyesahan bak milik secarn
kapercayasn tidak tuest beraiih kepada Aarg, karens hiak-hak Debitar Utima ales bends jaminas,
dengan penyerzhan iy, lah “beralih” ke datam pemilikan Kreeditur, sekalipun disertai “dengan
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Terhadap pendirian seperti tersebut di atas, J. Satrio menyatakan babwa
perlu  dipertimbangkan untuk memberikan hak kepada Penjamin  untuk
mempesjanjikan dengan Kreditor —janji mana harus diakui mengikat Pemberi
Fidusia- agar Kreditur selanjutnys akan tetap memegang benda fidusia, schagai
jaminan atas hak regres*”
Kreditur berkedudukan sebagal Pihak-Ketiga Pemegang-Jaminan dan baru

mengembalikannya kepada Debitur Utama, sefelah Debitur Utama melunasi

Penjamin terhadap Debitur Utama. Selanjutnya mantan

hutangnya tethadap Borg **

Maengacu pada urgian di atas, peneliti berpendapat bahwa fidusia atas
piutang vang diberikan kepada Bank Niaga oleh KPRI-GR akan ikut beratih
kepada Perum lamkrindo dengan adanya subrogasi. Dengan ianji bahwa Bank
Niaga akan tetap memegang benda fidusia, sebagai jJaminan atas hak regres Perum
Jarnkrindo terhadap KPRILGR. Datam hal ini, Bank Niaga berkedudukan sebagai
Pihak-Ketiga Pemegang-Jaminan dan baru mengembalikannya kepada KPRI-GR,
setelzh KPRI-GR melunasi hutangnya terhadap Perum Jamkrindo. Dengan kata
lain, hak milik atas pivtang tersebut ofomatic akan kembali kepada KPRI-GR

setelah dibayarnya hutang kepada Perum Jamkrindo.*’

kepercayasn®, dengan pengertian hahwa kalns hutang Debitur dilunast, hak ates benda-bendx yang
diserghkpn, akan kembsli kepada Debitur Uiame/Pemberd Juminan Fidusia, Terliadap benda-benda
sepertt Hu —dengan penyershan aleh barg- kedudukannys sekarang, bukannya Kreditar punya hek
terhadap Debitgr (lame, fetepi justro metnpuivyal kewajiban untuk menverobkanys kembali
kepada Pembest Jamingn Fidhasia, Lihat Satric {3}, op.cir, b 177,

4% Hak regres adalah hak menunivt kembali, Hak tersebui merupskan hak borg sendirt
{randiri}, huksn hak vang diberikan ofeh Kreditur yang la bayar. Mengenai ha! ini diatur delam
Pasal 1339 KUHPendala, dengan rumusan Schagai berikut:

§t Penanggung veng elah membayar, dapat meaunivtnya kembali dari & berniang uiama, baik
Penanggungan it telgh diadskan dengan maupun lenpa pengetabuan i berutang vlama,
Penuatutan kembali ini dilakekan baik mengensi vang pokokeya msupin mengenal bunga soefa
biaya-hinyva,

Mengenai biaya-biaya tersebiil st Penanggung hanys dapat menuntulnys kembali, sekedar ia lelak
mebechahuken kepada si berulang vlama enlang tustaian-tadutan yang ditvjukan kepadanys, di
dalam wakio yang patut,

81 Penanggung ada jugs mempunyai hak menustyl pengganiian bieva, rupl dan bunga, jika ads
alasan untuk itu. Likst F67d, him. 166,

4% mid., Bim. 179,

ST fidugia sehagai Jaminan hutang yang diborikan kepada Kreditur skan tkul besalih
kepads Penanprung dengan adanya sobrogesi, sepertl halnya dengun godai. Dengan ketentuan
bahwa hak milik atas bends fta olomatis akan kembaif kepads Debsitur setelah dibayarsya hutang
kepacts Penanggung. Lihat Sofwen (a), op.cif., hlm. 102,
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4,31 Perbedaan antara Penjaminan Kredit deagan Asaransi Kredit

Penjaminan Kredit sering dipersamakan dengan Asuransi Kredit. Hal
ini dapat dipshami karena memang fimgsi Penjaminan Kredit yang pada
dasarnya adalah mengambilzlih sementara risiko kegagalan Kredit sangat mirip
dengan fungsi asuransi yaity sebagai penanggung risiko.”* Mengacn pada hal

tersebut maka berikut ini akan dinraikan perbedaan antara Penjaminan Kredit

dan Asuransi Kredit:
a. Para Pikak yang Terkait

Dalam Penjaminan Kredit ada tiga pihak yang terkait, yaitu:*”

a)

b}

¢}

Penjamin atan Pemberi Jaminan adalah perorangan atau
lembags vang me_mberikan Jasa Penjaininan bagi Kredit atau
Pemibsiavaan dan bertanggung jawab untuk memberikan gant
rugi kepada Penerfiia Jaminan akibat kegagalan Debitur atau
Terlamin  dalam  memenuhi  kewajibannya sebagaimana
diperjanjikan dalam Pedanjian Kredit/Pembiayaan.

Penerima Jaminan adalah Kreditur, batk Bank maupun bukan
Bank, yang memberikan fasilitas Kredit atau Pembiayaan
kepada Debitur atau Terdamin, balk Kredit vang maupun
Kredit tukan vang atau Kredit barang.

Terjamin adalsh badan usaha atau perorangan yang menerima
Kredit dart Penetima Jaminan. Dalam dunia perkreditan,
Terjamin il dikenal dengan Debitur yang umumnaya adalah
perorangan yang menialankan suatu usaha produkiif atau
pelake Usaha Mikro, Keeil, Menengah maupun Koperasi
(UMEMK} termasuk juga di dalamnya perorangan anggota
Koperast dan bukan anggota Koperasi,

B tasroen Yasabari dan Mina Kurels Dewi, gpein, him, 24.

Y 1bid, w1 7-18,
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Dalam praktik Penjaminan Kredit, keterlibatan aktif para pihak
dapat saja mengalami modifikasi sessai dengan  kebutuhan
perkreditan dan kondisi di lingkoengan masing-masing. Mengingat
Penjaminan Kredit dapat menimbulkan moral hazard Tenamin
dalam memenuhi kewajiban Kredit, maka pihak ini dapat saja
tidak mengetahui adanya Penjaminan Kredit'™ Mordl bazard
muoncu] karena Terjamin mengetahui babwa Kredit vang menjadi
kewajibanmya telah dijamin pihak lain, schingga dapat saja
muncul piat untuk tidak memenuhi kewajibannya. ™' Dalam hal
ini Kegiatan Penjaminan Kredit dijalankan melafui hubungan

®  Meskipun  demikian,

Penjamin  dan  Penerima  Jaminan®
keberadaan Terjamin diwakili oleh Penerima JSaminan yang
bersangkutan melalui permohonan Penjaminan Kredit yang juga
mengatasnamakan Terjamin tersebut.”
Dalam Asuransi Kredit ada dua pihak yang terkait, yaitu:*™
a) Pihak Penanggung
Pihak yang menerima peraiihan Risiko dari Tertanggung
apablia terjadi avenemen. Dalam kaitannya dengan Asuransi
Kredit yang diusszhakan di Indonesia, pihak Penangpgung

misalnya adalah PT Askrindo.

“ 1bid., him. 18.

* thid., bigs. 30,

2 Pada esasnya satuk lahirnya perjanfian Pesanggungan, kebendak debitar utame adalah
iidok refevan. Mengenai hal iui dapat ditihat Pavgl 1839 dan 1840 K1LIHPerdats sebagai berikut:
Pasnl 1839 K UHPerdata:
81 Penanggunp vany (elah membaysr, dapat menuntatnys kembali dari 5 berutang vtama, baik
Penangaungan itw teiah diadakan dengan maupun anps pengeishuar si berulsog stama.
Penuntutan kembell ind difukukan hatk mengensi vang pokoknys maupsn mengensi bungs serta
biaya-biaye.
Mengenai biaya-Blaya tersebut si Penangpung hunys duge! mensniutnya kembali, sekedar is tefah
memberitahiukan kepada si berutang uiama tentang tuniotan-tuatuian yang ditaiukan kepadasys, &
dnlam wakia yang patut.
8§ Penanggnng ada juga mempunyat hak menuntuy penggection biaya, rugi dan buags, jiks ada
elasan wntuk i,
Pasal 1844 KiUHPerdata:
5i Pesanpgung yang fehh membayvor, mengganltiken demi hukum segala hek si berphaeng
terhadap si berutang.
Libst Salrie (s}, ap.civ, Blm. 96,

2 Nagroen Yasabari dan Nina Kurnia Dewi, ez.cir., hin. 18,

10 Aman, op.cif., him. 53,
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b} Pihak Tertanggung
Pihek yang mengasuransikan Kreditnya, dalam hal ini juga
pihak yang memberikan Kredit kepada sesecrang. Dalam
kaitannya dengan Kredit bank, maka pihak Bank-lah yang
menjadi Tertanggung, baik bank peseriniah maupun bank
swasta. INamun, berdssarkan ketantuan Pasal 2 sub b
Peratoran  Pemerinteh Nomor 1| Tzhun 197]  featang
Penyertaan Modal Negara Republik  Indonesia  untuk
Pendirian Perusahaan Perseroan dalam Bidang Perasuransian
Kredit (PP No. 1/1971), maka tidak hanya Bank saja yang
dapat menfadt pihak Tertanggung di dalam  asuransi,
melainkan juga suaty badan atau orang vang memberikan
Kredit di tuar Perbankan,
Berkaitan dengan hal di atas, dalans Pedanjian Asuransi Kredit
Bank untuk Kredit Usaha Kecil aﬁtaz;a Tertanggung dengan PT
Askrindo, terdapat istifah Debitur Teranggung. Dafam Pasal !
angka {2) perjanjian tersebut, Debitur Tertanggung adalah badan
hukum perserikatzn perdata atau perorangan yang mengadakan
Perjanjian Kredit dengan Tertanggung. Dalam hal ini, pihak
Debitur Tertanggung (Nasabah) tidak mempunyai hubungan apa-
apa dengan Penanggung Nasabah hanys mempunyai hubungan
dengan pthak Tertanggung, ysitu Bank dalam kaitannya dengan
Kredit yang diterimanya.””
Berdasarkan urajan di atas, dapat dikatakan bahwa dalam
Perjanjian Penjaminan Kredit, orang vang ditanggung {Terjamin}
selalu  terikat pada perikatan  untuk  mana  diberikan
Penanggungan, sehingga merupakan pesjanjian yang melibatkan
tiga pihak (Penjamin, Peperima Jaminan dan Tedamind DA sisi
lain, dalam Asuransi Kredit, Debitur Tertangpung sebagai pihak
yang diberikan Kredit yang dipertanggungkan/diasuransikan tidak
terikat  pada  perikatan  yang  mempertanggungkan/

3 fhied,
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mengasuransikan Kredit yang diberikan oleh Bank padanys,
vakni Perjanjian Asuransi Rredit. Oleh karena itu, dalam
Perjanjian Asuransi Kredit, para pihak vang teriibat adalsh
Perusahaan  Asuransi Kredit (Pensnggung) dan Bank yang
memberikan Kredit (Tertanggung).
b. Sifat Perianjian,

Perjanjian Penjaminan Kredit merupakan perianiian accessolr
pada perjanjian pokoknya., Dikatakan demikian dikarenakan
Perjanjian Penjeminan mcrupakan salah satu bentuk Perjanjian
Penanggungan  {borgioch), dan seperti  diketahui bahwa
Perjanitan Penanggunigan merupakan bagian dari jaminan vang
bersifat perorangan. Dalam hal ini berarti ada seorang pihak
ketiga, guna kepentingan si berpiutang, yang mengikatkan diri
untuk memenuhi perutangan si berhutang manakala orang ini
sendiri tidak memenuhinya*® Dengan kata lain, ada seorang
Penangeung yeng menanggung vatuk memenuhi hufang Debitur
sebesar sebagaimana tercantum dalam perutangan pokok.” Qleh
i(aréna ity, kewajibap memenuhi prestasi dalam Perjaniion
Penjaminan Kredit bersifat subsidair, vaity kewajiban untuk
memenuhi prestasi dalam ha! Debitur/Terjamin tidak dapat
memenuhinya*® Dengan demikian, ada kaitannya dengan soal
“menanggung/menjamin”, dan hal tersebut juga menonjotkan ¢ir

£LL

penting yang lmin, bahwa' disana “ada sesuatu vang

ditanggung/dijamin® vang mungkin akan terdapat ciri accessoir
davipada Perjaniian Penjaminan

Berkaitan dengan hal di atas, maka ada sesusfu yang uiama yang
harus teriebih dabuly ada, yaitu suatu kesepakatan antara Debitur

dan Kreditur atau adanya Kredit itu sendirl sebagai underiying

*F Kitah Undang-undang Hukum Perdota (Burgerlijk Wetboek), op.cit., Ps. 1520,

7 Sofwan fa), op.cit,, him. 105,

S thid, Bie. 83.

@ Berdasarkan wawancara dengan Bapak Agus Priambodo sebagsi kepala Bagian
Hukwr Perurs Jambkrindo pada tanggal 3 November 2008,
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transaction-nya.”’® Singkat kata, ada perjanjian pokoknya, yang
dalam konteks ini adalah Perjanlian Kredit vang dijamin oleh
Penjaminan yaitu sustu Perjaniian Penjaminan Kredit. Diboatnya
Peranjian Perjaminan Kredit ini adalah demi Perjanjian Kredit
Oleh karena itu, dalam kedudukannya sebagai perjanjian yang
besifat acceessoir,  Perjaniian  Penjaminan  Kredit  akan
memperoieh akibat hukum bahwa Perjanjian Penjaminan Kredit
tergantung pada Perjanjian Kreditnya, Dalam hal ini, jika
Perfanjian Kredit itu batal maka Petjanjian Penjaminan Kredit
ikut batal dan jika Perianjlan Kredit itu hapus, Perjanjian
Penjaminan Kredit ikut hapus.

Seperii diuraikan di atas, bahwa ditinjau dari sudut cara
pemenuhannya, Perianjian Penjaminan  Kredit ini  bersifat
subsiciair. Hal demikian disimpulkan dari ketentuan Pasal [820
KUHPerdata®’  vang menentukan bahwa “Penanggug ¢ T
mengikatkan diri untuk memenubi perutangan Debitur, manakala
Debitur sendiri tidak memenuhinya™’? Peranan borg baru
muncul, setelah Debitur Utama fidak memenuhi kewsiiban
perikatannya dengan baik scbagaimana mestinys. Pemenuhan
oleh borg bersifat sebagai pengganti apa yang ditinggalkan
Debisur Utamz tidek terpenubi.’” Mengacu pada hal tersebut
maka akan membawa konsekuensi bahwa Penjamin tidak dapat
mengikatkan dirl melebihi perutangan pokok atau dengan syarat
vang lebih berat dari perutanpan si berhutang, Jika Penjaminan
diadakan melebihi atau dengan syarat-syarat vang lebil berat dari
perutangan pokek, meka Penjaminan itu tidak sama sekali batal
melainkan hanya sah untuk apa yang diliputi perutangan pokok

% Nasroen Yasabar dan Ming Kurnia Dewd, op.ciz, kim. 13,

71 pasal 1820 KUHPerdata:
Penunggungan adaleh susty perjanjian denpan mana seorang pikak ketiga, guna kepentingan si
berpivtang, mengikatian dil ontek memenuhi perikatan st Wrutaog manaksls orang lain sendir
tidak memenyuhinya.

*7Z Sofwan {a}, ap.cit., him. 84.

1 Sarries (a), op.civ,, him, 53
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(Ps, 1822 KUHPerdata)."’! Dalam hal ini, atas wanprestasinya
KPRI-GR, Perum Jamkrindo dapat dituntut pemenuhan yang tsi
dan heasnya ditentukan oleh wanprestasinyz KPRIZGR, yaitu 2pa
yang oleh KPRI-GR tidak dipenubi sebagaimana mestinya.’”
Oleh karena itu, pada Perum Jamkrindo ada Agftung, sehingga ia
bertangegung jawab dengan ssivruh harta keﬁ&yaannya,m [Feil's
pemenuhan kewajiban perikatan pokok yang tidak dapat
dilaksanakan oleh Debitur,

Lain hainya dengan Perlanjian Aswransi Kredit, Seperti diketahui
tahwa Asuransi Kredit merupakan salah satu jenis Perjanifan
Pertanggungan, Dalam hal ini, Perjaniian Pertanggungan adalah
siaty perjanjien pokok, suatu perjanjian yang berdiri sendiri, yang
“adanya” mempunyai dasar yang mandirl, Apabils dihubungkan
dengan Kredit, maka Kredit dianggap scbagal sebuah tangeung
jewab yang merupakan daser dari adanya Perjanilan Asuransi
Kredit.? Jadi, sehenamya antara Perjanjian Kredit dan Asuransi
Kredit fidak dapat dipisahkan. Hel ini mengakibatkan bahwa
kewajiban Penanggung adalah untuk mengganti it:zrugi.an‘t?g yang
diderita Tertanggung atas timbulnya Risiko kredit (keadaan tidak
membayar kembali ates Kredit yang ditérimanya}Q kewajiban
raana adalah bersifat berdiri sendiri, *% bukan berupa kewajiban

memenubi_ perutanean/prestast  sepertt  dalam Pegjanjian

Penanggungan yang ditinjau darl sudut cara pemncnuhannya

bersifat subsidair, %

M sofvan {a), op.cir., Rim, 87,

% Satria (a), ap.eil, hlm, 41,

“rbid., him. 40, Pihak ketiga tidek mempunyal utang kepads Kreditur, akan tetapl in
herianggung jawab alas hutang debitur denpas harls keknyeannys sebagat petunasan stang debitur,
Dengen kats laln, Penjamin mempunyal daffung dengan solidd pads orang lain, Lihat Satiawan,
opcit, bim, 7.

7 Nasroen Yasabari dan Ning Kurmis Dewd, op.cit., hirs. 28

™ perbandingan antara Peranpgingan din ssuransi, Menurst v. Brakel, Sarg menjamin
prestusi dengan semos embel-embelnya, sedangkan asyeansi hanya menangoune kerysiannyn saia,
Sclanjutnya menurst Hofman, oleh borg yeng dijamin adalzh pemerban kewajiben perikatan
pokok, szz;};mgkan asuransi hanya meajanitkan gonti gl seig, Libat Safrio (&), op.cif., him. 49,

16id., him. §3.

% Pada perjanjian Penanggungan, kewajiban univk memenuhi prestasi i adalah beesitat

subgidalr, yaia kewajiban untsk memerhi prestasi dalers hai debitur fidak dapat sememdinya,
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. Tuivan Utama
Tujuan atama kegiatan Penjaminan Kredit adalah menjembatani
kepentingan  Terjamin  dari  sisi penggantian  agunan  dan
kepentingan Peperima Taminan untuk menyalurkan Kredit*®
Dengan tidak adanys agunan, Bank merasa tidak aman. Oleh
karena itu, ketika masuk dalam prinsip coflaterdd, Bank tidak
berani mengucurkan Kredit ke UMKMK dengan alssan bahwa
banyak lJsaha Kecil dan Mikro yang fidak layak, tidak barkabie
karena permasalahan collotere! yang tidak memadai’™ Otleh
karena i, dibufuhkan adanya suatu kegiatan herupa pemberian
jaminan kepada pihak Kreditur atas Kredit afay pembiayaan yang
disalurkan kepada Debitur, yang dikenal dengan Penjaminan
Kredit. Penjaminan Kredit ini pada intinys merupakan suatu
upaya meyakinkan pihak Bank atau lembaga kevangan penyalur
Kredit dalam memberikan Kredit kepada para UMEMEK yang
memiliki usaha dan prospek yang baik, tetapi tidak memiliki
jaminan yang memadat. Dengan kata lain, Penjaminan Kredit
merupakan “jembatan” bagi mereka yang usahanya fecsible
{layak usaba), tetapi belum layak memperoleh Kredit

(Bankable). "
s ., LDdarl uraisn di atas, dapat dikatakan bahwa selzin untuk
membantu  seictor UMKME  mengatasi hambatan  Rurangnys
agunan dalam memperoleh pembiayaan dari Perbankan, upaya ini

pun merupakan salah satu cara yang digunakan Bank dalam hal

Hail demikian dapnt disimpulkae dari kelentuan Pasal 1820 KL/HPerdate yang menentakan behwa
“Peranggung mengikatkan dir! antuk memenuhi peratanpan Debilur, nanakals Debivr seadiv
tidak memenubinya, Libat Sofivan (g}, op.cit., him. 83-84.

B Nasroen Yasaberi dan Ning Kurnia Dewi, ogcir., him, 28. Tanpa pols Perjaminon dari
perusahasn Penjamingn, PerBankan akan kesulisan menyskekss Hredit bagi sektor UMKME,
Lihka: Lihst “KUR Jangan Berhenti: Akscs UMESE ke PerBankan Sulit,” Kempas, {2¢ Juni 2009):
8

4 wygucher untuk  Usaba  Kecil dan Mikeo,” chifpefdpp.  perbarindo.org
ariike!_delail.phpPas=15>, 30 November 2007

2 Nasrpen Yasabari dan Nina Kamis Dewl, op.cit., blm, 19,
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pengamanan Kredit. Dikatakan demikian kerena pemberian
Kredit mengandung Risiko, yaitu Risike tidak kembalinya Kredit
yang telah disalorkan. Untuk menjaga terhadap ferjadinya
kemungkinan yang demikian, maks Bank periy memiiiki sesuaty
vang dapat dipakai sebagat tumpuan terakhir atau scbagal sowrce
of last resort. Hal itu dapat diperolel dengan meminta kepada
Nasabah Debitur sniuk menyediakan agunan atau collareral, Bila
Nasabah Debitur tidak lagi mampuy untuk melunasi Kredit dari
sumber keuangannys, yang mesupakan frst wey owd bagt Bank,
maka Bank berbarap Kredit dapat dilunasi dari  eksekusi
agunan.'® Namun, dengan tidak dipenuhinya syarat agunan bagi
sektor UMKMK, maka Penjaminan Kredit merupakan harapan
bagt Bank ketika Kredit mengalami kemacetan, Peran sebagai
Penjamin Kredit dilakukan dengan membayar sgjumiah
kewajiban Terjamin atau Debitur kepada Penerima Jaminan atad
Kreditor, Hal ini dilskukan apabila pada szat Kredit telah jatuh
tempo sehagaimana diperianjikan dalam Perjanjian Kredit antata
Debitur dan Kreditur, temyata Debitur {Tesjamin} fidak dapat
memenuhi kewajiban tersebut.’® Denpan adanys Penjaminan
Kredit, maka kepentingan kedua belah pibak (Perbankan dan
Nasabah Debitur UMKMEK) akan terskomodasi. Dt satu sisi,

_ memberikan kemudshan bagi UMKMK untuk mendapatkan {

pembiayaan karena dinilai telah barkable, sedangkan di sisi lain

membuat Bank merass aman atas pembiavaan yang

disalurkannya.

Berbeda dengan Penjaminan Kredif, tuivan utama kegiatan t
Asuransi  Kredit hanyaleh melindungl kepentingan pihak

Tertangpung atas kerugian yang mungkin akan dideritanya®™®

Dalam hal ini, kegiatan Asuransi Kredit merupakan sarang

pengatihon Risiko kepada Lembaga Asuransi Kredit. Melalui cara

et b A

“ Sjabdeini {b), op.cir, bim, 15.
* Nasroen Yasabari don Nina Kumia Dewl, opeir., Hlm. 14,
* thid., bim. 28,
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ini, ada pihak ketige yang berscdia menerima Risiko berupa
kegagalan pengembalian Kredit Debitur, Dengan demikian,
Kreditur {(Bank) akan teriindungi dari Risike tegadinys Kredit
macet.

. Bukti Penjaminan/Pertanggungan,

Bukti adanya Penjaminan Kredit adalah Sertifikat Peniaminan,
Pihak Penjamin zkan mengeluarkan sebush sertifikat yang
merupakan bukil persctujuan penjaminen dart perusahaan afau
lembaga yang menyediakan jasz penjaminarn, yang dikenal
dengan nama Sertiflkat Penjaminan, Sertifikat Penjaminan
memuat dengan jelas data pihak Terjamin atau Debitur
Kradit/pembiayaan dan data pihak Pensrima Jamiinan atau kantor
penyedia perkreditan, termasuk profil Kredit yang dijamin.*®’
Dialam asuransi, sebagal bukti adenya pertanggungan maka Pasal
258 KUHD menentukan babwa Perjanjian Asuransi harus ditutup
dengan suatu akiz yang disebut polis, Berdasarkan Pasal 257 ayat
(1) KUBD'™, Perjanjian Asuransi telah terjadi dengan adanya
kata sepakat para pihak, meskipun polis belum ada. Dengan
demikian, asuransi merupakan perjanjian konsensuil.'® Hal itu
berarti pula bahwa polis bukan merupakan syarat esensial dalam
perjanjian asuransi' ", tetapi hanya berfungsi sehagai alat bukt], ™!
Apabila dihubungkan dengan Asuranst Kredit, di dalam Asuransi
Kredit tidak diperpunakan istilah polis, ietapi menggunakan
istilab terscadiri yaity Nota Penutopan

* Ibid., bim. 22

2 pasal 257 ayai {1) KLIHD:
Perianjian perfangmungan sda segera seickeh dindakan; hak-hek dan kewsiiban-kewajiban Limbal
balik darl Pesanggung dan “i'mazzggung mulat seiok sant iy, bahkas sebelum polis dz{azzdaiazzgam

@ Persetujusn aswransi merapakan sustu persetyjuoun yasg bersifal konsensudl, yalw
sudah disnggsp terbeatuk dungan adanya kata sepakal belake antara kedua belah pihak. Lihat
Wiriano Pmd_;ndikom, Hubuere Asuronsi di Indonesia, cet. X1, (Jakaria: Intermasn, 1990), Blm. 14,
0 Castrawidiaja, fac.cif.

Proasal 258 ayat (1) KUMD:
Untuk reembukiikan hal ditatupnys pedjanjian terselad, diperlokan pembukiien dengan tulisan;
vamun demikian, balehizh lain-lain alat pembuktion diperganakan logs, manakala sudah ads suatw
permulnan pembukiizn dengan tulisan
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Pertangzungan/Penjaminan (NPP). Di dalam praktik, NPP ini
dibuat oleh Penangpung (nisalnya PT Askrindo} yang bentuk dan
isinya sudah dibakukan (standard policy} serta dicetak. Qleh
karena itu, Calon Terimaggung harus mempeiajari secara cermat
hal-hal yang tercantum dalam NPP, sehinggs hal-hal yang tidek
diinginkan tidak terjadi. Dalam NPP vang diterbitkan PT
Askrindo, tercantum antars in:
a. Datz mengenai Tertanggung,
b. Data mengenai Kredit,
¢. Ketentuan-ketentnan pertanggungan, terdir dari:

a) Pencantuman nomor Perianiian Asuransi Kredit dan

addendumava

b) Jjumiah perlanggungan

¢) Debitor yang ditanggung

g Debitur yang tidak ditanggung

¢} Perhitungan premi pertanggungan

f} Jumizh biaya pertasggungan yang harus dibayar {premi

pertanggungen, bea meterai, biaya administrasi dan porta).

¥ bagian bawah ferdapat tanda tangan dart PY Askrindo sebagai
Penanggung. Selain Ity terdspal pemyataan vang menyatakan
bahwa “NPP ini sekaligus beriaku gsebagai Nota Tagihan,
selanjutnys pemibayaran biaya pertanggungan tersebut diatas
harap dilimpahkan pada rekening kami di... sesual dengan surat

kami ne.”
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Apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 256 KUHD'™ yang
mengatur mengenal hal-hal yang harus dimuat dalam polis, maka
NPP ini tidak memuat antara  lain:  bahaya-bahaya yang
ditanggung oleh Penanggung, saat pada smana bahaya mulai
berizku untuk tanggungan Penanggung dan saat berakhirnya ity,
semua keadaan yang kiranya penting bagi  Penanggung untuk
diketahuinya, dan segala syarat vang diperjanjikan antara para
pihak. Tidak dicantumkannya hal-hal tersebut dikarepakan telah
mendapatkan pengaturan dalam Perjaniian Pertanggungan. Oleh
karena Hu, menjadi jelas bahwa NPP merupskan bagian dari
Perjanjian Perfanggungan, dalam hal NPP tersebut mengatur
ketentuan khusus yang menyimpang dari ketentuan dalam
Perjanjian Perfanggungan dan telah disepakati oleh Tertanggung
dan Penanggung, maka kefentuan khusus yang tercantum dalam
WPP adalah ketentuan yang beriaku,

Mengenal bal ini dapat dilihat pada Pasal 3 angka 2 Perjanitan
Asuransi Kredit Bank untuk Kredit {Jsaha Kecil antara
Tertanggung (Bank) dan PT Askeindo mengenai syarat-svarat
berlakunys pertanggungan, vang menyebutkan bahwa NPP yang
diterbitkan oleh Penanggung untuk Terfanggung adalah bukti
persctujuan  Penanggung  telah  memberikan  penutupan
_pertangpungan. Selanjutnya disebutkan pula dalam Pasal 3 angka
5 bahwa dalam hal- NPP memuat ketentusn khusus yang

menyimpany dari ketentuan perjanjian ini dan telah disepakati

3.
4,
5

5,
7.

% pasal 256 KUHI:

¢ Setiap polis, keenali yang mengenat suatd Perlanggungan Jiwa, harus menyatakan:
I
2.

Hari ditutupiys pertanggungan;

Noma orpng vang menuisp pertanggungan slas langgungan séadid atau alas tenggungen
seorang ketiga;

Suatu uraian yang cokup jelas mengenai barang yang dipertanggunghan;

Bahaya-balnya yang dilanggusg olch ¢ Penanggung:

Saat pada mana bahays molai berfsky untuk fanggungas si Pensnpgung dan sast berskhirmya
it

Premi perlanggungan terschui, dan

Pada umumnya, semua keadzan yang kicanya penating bagi 31 Pensaggung enink dikewhuinys,
dan segala syarat yang diperianitkan antars para pilink,

Polls ilu harus dRandatangai ish Liap-tinp Penanggang.

Untveraitas Indonesia
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oleh Tertanggung dan Penanggung, maka ketentuan khusus yang
tercantum dalam NPP adalah ketentuan yang berlaku.
e. Jasa Penjaminan/Pertanggungan

Sebagai konsckuensi atas pemberian jasa Penjaminan Kredit,
maka pihak Penjamin berbak untuk menerima imbal jasa atau fee
Pepjaminan. Imbal jass Penjaminan adalah sejumiah uang yang
diterima oleh Penjamin atas jasa Penjaminan vang diberikan oleh
Penjamin kepada Terjamin*® Dalam hal ini dibayarkan oleh
Debitur {Terjamin) melalui Kreditur (Penerima Jaminan). Oleh
karena pada dasarnya jssa Penjaminan Kredit dinikmati baik oleh
Terjamin (sebagai solusi atas persvaratan agunan) dan Penerima
Jaminan (sebagal saranz untuk dapat menyalurkan Kredit), maka
sesanggunenya imbal jasa terscbut dapat dibayarkan oleh kedua
belah pihak, atau bahken untuk menjaga moral huzerd, maka
dapat hanya dibayar oleh Penerima Jaminan, Kisaran besarnya fee
Penjaminan adalah 1,5%-2% per tahitn yang dihitung dari pokok
Kredit dan dibayarkan pada awal Kredit, "

Berbeda dengan Penjaminan Kredit, jasa asuranst diterima dengan
dibayarkannya sejumlsh premi asuransi. Mengenai kewajiban
pokok dari kedua belah pihak, amtarz Teranggung  dan
Penangpung  terkandung dalam  Pasal 246 KUHD tentang
pengertian  pertanggungan,  Pari  ketentuan  pasal  tersebut,
dinyatakan bahwa premi merupakan haknya Penangzung, yang
dengan menikmati premi fersebut, ja  berkewajiban  unfuk
membebaskan Tertanggung dari kerugisn. Qeh kareng iy, dapat
disimpulkan  bahwa - kewajiban unfuk membayar premi
dibebankan pada Tertanggung, sebagal imbangan dari haknya
untuk menerima ganti rugi dari Penanggung.®™® Dengan kata fain,
premi mempunyai fungsi sebagal imbalan dart Risiko yang

“ pasal 1 huruf ¢ sampel Perfaniian Penjaminan Kredit
*M Nasreen Yasahari dan Ning Kurnia Dewi, opoit, hin, 16,
¥ Tie’ Aman, op.cif, him. 53454,
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dialihkan kepada Penanggung. “* Sebagai akibat dari hal tersebut,
maka Tertanggung tidak berhak atas ganti rugi dari Penanggung
apabila ia tidak memenuhi kewajibannya membayar premi.*’
Jika hal tersebut diterapkan dalam asuransi Kredit, maka pihak
Bank sebagai Terlanggung, yvang memperfanggungkan Kredit
yang direalisitnya, mempunyai kewajiban untuk membayar premi
kepada Penanggung. Premi dibayarkan oieh Tertenggung kepada
Penanggung, bukan oleh Nasabah Bank, sebab Nasabah tersebut
secara yuridis tidak mempunyai hubungan apa-apa dengan
Penanggung, Akan tetapi, secara materiil biays premi tersebut
telah diperhitungkan oleh Bank di dalam Kredit yang diberikan
pada Nasabah yang bersangkutan, kecuali terhadap kredit-kredit
tertentu yang biaya preminys ditanggung ofel Bank sendiri i
f. Prinsip Penjaminan/Pertanggungan
Prinsip Penjaminan Kredit meliputi: T
a} Kelayakan Usaha
Penjaminan Kredit diberikan hanya apabila dua pihak vaits
Penjamin dan Penerima Jaminan berpendapat bahwa usaha
alau proyek vang diajukan Penjaminannya adalah layak untuk

dijamin, Kelayakan usaha dalam hal ini tidak hanya menilai

b nm— g i ot W e

kinerja dan progpek ussha Terjamin, tetap! juga terhadap
karakier atau persongiity Terjamin ite sendiri. Penilaian
kelayakan wsaha ini digunakan untuk mendapatkan keyakioan
- bahwa usabz dan pribadi Terjamin memang patut untuk
mendapatkan jasa Penjaminan.*® Sesungguhnya dalam hal
ini, Calon Teriamin memberikan informasi atau data dalam
prosgs pengajVan/permohionan. Dalam hal salab satu pihak
menilar bahwa usaha calon penerima Kredit adelah tidek

fayak, maka Penjaminan Kredit tidek skan pernabh ada,

** Sastrawidiain., op.cir., Bim. 32

w Tie"Aman, foc ¢l

% Ihid., him. 54,

7 Nasroen Yasabari dan Nina Kumia Dewi, op.cif,, bim, 19,
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Selanjutnya, bila untuk suatu kasus Penjamin tidak memiliki

keyakinen vang cukup atas kelayakan vsaha Calon Terjamin,

maka Penjamin dapat melakukan penolaken terhadap

permohonan peniaminan tersebut >

b} Pelengkap Perkreditan
Dengan  memperhatikan  bahwa  keberadaan Kredit pada
dasarnya menyangkut adanya dua pihak yang berkepentingan
vattu Kreditur dan Debitur, Penjaminan Kredit bagi suatu
sistern perKreditan selanjufnya adaiah sebuah pelengkap.
Dalam hat ini  sifat  Perjanjian  Penjaminen  Kredit
dikonstruksikan sebagai perjaniian ikutan {accessoir). Dalam
hal ini, Penjaminan Kredit senantiasa merupakan periamjian
yang dikaitkan dengan perjanfian pokok yang berupa
perfanjian  Kreditfakad pembiayaan. Meskipun  demikian,
prinsip sebagai peiengkap int sanpat melekat pada layak
tidaknya Kredit atay Pembiayaan dikucurkan kepada vang
membutuhkan, Bagi Kreditur dan Debitur, Penjaminan Kredit
merupakan sarana untuk pemenulian  persyaratan  teknis
petkreditan atau teknis Perbankan,

¢} Pengganti Agunan
Berdasarkan falsafah  perkreditan, Penjaminan  Kredit
memberikan manfaat bagl Debitur maupun Kreditur, terutama
apabila agunan yang disediakan Calon Terjamin {(pada
umumnya sektor UMKMEK) beluen mencukupt  menurut
Kreditur atay Penerima Jaminan™ Denpgan kata lain,
Penjaminan Kredit merupakan suatw upaya meyakinkan pihak
Bank atau Lembaga Keuangan Penvalur Kredit dalam
memberikan Kredit kepada para UMKMK vang memiliki
usahz dan prospek yang baik, tetapi tidak mermiliki jaminan

S0 thid, Blen, 19,
S fhidd, Wim. 20.
92 rhid,
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yang memadai. Mengacu pada hal tersebut, maka Penjaminan
Kredit merupakan pengganti persyaratan jaminan {collareral).
d) Pengambilalihan Sementara Risiko Kredit Macst
Prinsip Peniaminan Kredi selanjutnya adalah
pengambilalihan sementara Risiko kredit macet. Dalam hal ini
apabila Kredit yang dijamin mengalami kemacetan atau tidak
dapat dilunasi sesual dengan jangka waktu sebagaimana
diperjanjikan, maka pihak Penjamin akan menyelesaikan sisa
Kredit vang dijamin, Pengambilalihan sementara Risiko kredit
macet ini  dilakekan dengan membayarkan seiumiah
kewajiban sisa Kredit atau kerugian Kreditur sehingga
Penerima Jaminan terhindar dari munculnya Kredit atau
pembiayaan yang mempunyai bad performance alau Non
Performing Loan (NPL).>®
e} Piutang Subrogasi

Sebagai konsekuensi prinsip pengambilalihan  sementara
Risiko kredit macet melalul pembavaran -klajm, maks
penyelesaian sisa Kredit yong belum lunas pada saat jatsh
tempe oieh pihak  Penjamin tidak secars  ofomatis
menghilangkan kewajiban dari pihak Terjamin atau Debitur
untuk melunasi kewajibannya. Pelunasan sisa Kredit yang
macet harus etap dilakukan oleh pihak Tegamin, baik dengan
cara mengangsur secara berkala dan/atau dengan meniual atau
mencairkan agunan tambahan faimnya. Pelunasan sisa Kredit
oleh Teramin ini bagi Penjamin discbut sebagai pirtang
subrogasi. ™™ Piutang subropasi tersebuit akan ditagih kembali
baik secara bersama antara Kreditur dengan Penjamin maupun

sendiri-sendiri.’®

%5 rhid,

% Subrogasi pada Penjamines Kredit berbeda dengan subrogast pada asuransi Kredit
Dalam Penjaminan Kredit, subrogasi berada pada Pihak Penjamin yang merupakao pibak ketiga
dalam pe;;jﬁn}ian pokek, yadtu Perjaniian Kreedit

" thid.
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Keteriihatan Tiga Pibak

Penjaminan  Kredit adalah  suatu  perikatan  penunjang
perKreditan yang melibatkan tiga pihak yaite Penjamin,
Pencrima Jaminan dan Terjamin. Dalam praktik Penjaminan
Kredit dengan mekanisme penjaminan tidak langsung dengan
skema conditional antomatic cover, keterlibatan aktif para
pihak mengalami maodifikesi  sesuai  dengan  kebutvhan
perkreditan  dan  kondisi di  lingkungan masing-masing.
Mengingat Penjaminan Kredit dapat menurunkan morgd
hazard Terjamin dalam memenuhi kewajiban Kredit, maka
pikak ini dapat saja tidak mengetahui adanya Penjaminan
Kredit. Dalam hal ini kegiatan Penjaminan Kredit dijalankan
melalw hubungan Penjamin dan Penerima Jaminan. Dalam
hal demikian, keberadazn Teriamin diwekili oleh Penerima
Jaminan yang bersangkatan melahyi permohonan Penjsminan
Kredit yang mengatasnamakan Terjarnin tersebut. "

Ketria Sama Pengendalian Kradit

Terkait dengan salah satu prinsip Penjaminan Kredit sebagal
pengganti agunan, maka pengelolaan atas Risiko keedit
berjalan atau kredit yang dijamin merupakan kegiatan yang
sangat penting dan diutamakan. Dalam praktik perkreditan,
kegiatan pengawasan Kredit dilakukan oleh Kreditur, Mefalui
perikatan Penjaminan Kredif, karens terdapat pihak ketiga
yang  juga  bertsnggungiawab  terhadap  kelancaran
pengembalian  Kredit, maka onfuk mengurangi  Risiko
terjadinya Kredit macet, pihak Penjamin juga melaksanakan
fungst pengendalian atau pengawasan Kredit, sebapaimans
yang hiasa dilskukan oleh Kreditur (Penerima Jaminan).
Dulam hai int, Pepjamin bertindak sebagal mitra kerja pihak
Penerima Jaminan, khususnya dalam menentukan iindaken

preventif yang diperlukan dalam upaya-upaya penyclamatan

% Berdasarkan hasit wawancara dengas Bapek Apns Prismbode sebagal Kepals Bagian
Hukun: pads tangeal 3 Movember 2008,
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Kredit>” Pada praktiknya, upaya pengawssan dilakukan

dengan memperianjikan dalam Perjaniian Penjaminan Kredit

bahwa Penerima Jaminan diwajibkan menyampaikan laporan

posisi sisa Kredit (ouistandingy masing-masing Terjamin pada

saat diminta oleh Penjamin,***

Terhadap Asuransi Kredit berlaku pula prinsip-prinsip umum

asuransi. Hal ini dikarenakan Asuransi Kredit merupakan bagian

dari asuransi pada umumnya yaitu Asuransi Kerugian*®

Prinsip umum asuranst yang juga beriake bagi Asuransi Kredit

adalah:

at Insurable Interest (kepentingan yang dapat diasuransikan)
Dialam hukum asuransi, ditentukan bahiwa apabila seseorang
menutup Perjanjian  Asuransi, yang bersangkstan  harus
mempusnyai kepentingan terhadap obiek yang
diasuransikannya. Mengacu kepada hal tersebutf,  yang
dimaksud dengan kepentingan (insurable interest) adatab:

The legal right to insure arising out of @ finaneial relationship
recognized at law, between the insured and the stbject matter
of insurance.’ "’

Selanjutnya, disebutkan pula yang menjadi elemen-clemen
dari insurable nterest adalah:

{8) 4 subject matier of insurance;

H

%% Nasroen Yasabati dan Nina Kumis Dewl, op.eir., blm. 21-22,

508 pusal 15 sampel Perjanjion Senjaminan Kredit.

*® Asvransi kerugian sdatah swatu porianjian aswansi yang berisikan ketestuan bahwa
Peranggung meagikatkan dirinyz unluk melakukan prestasi berups memberikan ganti kerugian
kepads Tertanggung seimbang dengan karugian yang diderita oleh pihak yang disebut teraichin
Peberopn ¢ind dact asuransi kerugian antars lain adalah kegentinpaonyas dapa dinilat dengan uang
{materiel belangy, dafam menentukan pantl kerugian besiske prinsip indemsitas, serla berlaka
keieniuan tentong subrogasi (Pasal 284 KUHD). Lihat Sastrawidiaja, opcir, klim. 83 Dikaitkan
dengan asuransi Kredit, Edy Patre Tie' Aman menyatukan bahwa ¥ redis adalab hal yang berkenaan
denpan wang. Libat Tie Amas, apeir, hlm, 51. Persvaratan “dapat dinilal dengan vang” ind, oleh
Emmy Pangaribuan Simanjuniek dinvatakan scbegal persyaratan yang tidak berleke beg
pectanggungan wa. Dalam hal inl, baiiay memasukkan ssurensi Kredit dalass kelompok asursnst
kerogian. Lihet Emmy Pangaribuan Simaniuntak (b), op.oir,, him. 36,

#1¢ Making the Contract”, (The Chartered Insurance Insute: PO3 Oktobet 1999), him.
6/8 dalam Hukum Asuransi dalem Muknm Asuroayd, Kornelins Stmanjuntak, (Jakaria: Pragram
Pascasariang Fakultas Hokum Universitas Indonesia, 2008), hlin, 33,
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(b} The policyholder must have an economic or financial
fnterest in the sulject matter of insurance;

(o} The inferest mus! be g cuwrrent intergst, not merely an
“expentansy ™

(d) The interest must be « legal interest.”’

Mengenai insurable interest mendapatkan pengaturan dalam

Pasal 250 KUHD yang berbunyi sebagai berikut

Apabila seorang yang telah mengadakan suatu perjanjian
asuransi untuk dirl sendiri, atau apabila secorang vang
untuknya ftelah diadekan suatu  aseransi, pada saat
diadakannya asuransi iru tidak mempunyal svatu kepentingan
terhadap barang yang diasuransikan, maka Penangeung tidak
diwajibkan memberikan ganti kerugian '

Pari uraian di atas dapat distmputkan bahwa Tertanggung
dikatakan mempunyai-irswrable interest apabila ketika Risiko
yvang dipertangpungkan muncul, ia menderita kerugian.
Dengan kata lin, the poficyholder must be in a position
where they will suffer loss if the event which they have insured
against oceurs.

Apabils dikaitkan dengan asuransi Kredit, maka Kreditur
mempunyal kepentingan sfas ketidakmampuan Debitur-nya
untuk membayar Wangnya”® Dalam hal ini, Kreditur akan
menderita keragian apabila Kredit yang disalurkannya kepada
Debitur ife tidak dapat dikembatikan (mace?).

Diharuskan ada kepentingan dalam  Perjanjian Asuransi
dengan maksud untuk mencepah agar asuransi tidak mesjadi
permainan atau perjudian. Hal ity disebabkan, apabila tidak
terdapat  ketentuan demikian, seseorang  yang  tidak
mempunyai kepentingan ferhadap suatu objek asuransi, akan

dapat menutup aswansi terhadap objek tersebul. Akibatnya,

U thid

2 ¢ itab Undang-undeng Hukum Dagang, op.cir., Ps. 230,
M wpgating the Contract”, foc.cit., Wlm. 6/7.

54

Santrawidjaja, op.oft., him. 86,
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tanpa menderita kerupian orang tersebut akan mendapat ganti
kerugian apabila ferjadi peristiwa yang menimpa objek vang
dimaksud.*"*
&) Utmost Good Faith (itikad baik)

Prinsip wtmost good faith terdapat dalam Pasal 251 KUHD

yang berbunyi sebagai berikut:

Setiap keterangan yang kelirg atau tidak benar, ataupun sctiap
tidak memberitahukan  hal  yang diketabui  oleh  si
Tertanggung, betapapun itikad baik ada padanys, yang
densikian sifainya, sehinggs, seandainya si Penanggung telah
mengetabui keadaan vang scheparnya, perjenjian itu tidak
akan ditutup atau tidak ditutup denpan svarat-syarat yang
sama, mengakibatkan batalnva pertanggungsn.®

Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa Tertanggung harus
menyadari bahwa pihaknys mempunyai kewajiban untuk
memberikan  keterangan vang sebenar-benarnya,  sejujuc

Jujurnya, dan selengkap-lengkapniya mengenai keadaan objek

yang diasuransikan®’ Hal ini dikarenakan, tanpa kejujuran
dgari Tertanggung akan menycbabkan misrcpresestasi,
sehingpa  Penanggung  dapat  keliru  dalam  mengambil
keputuszrr  berkaitan  dengan  penanggungan, apakah
pertanggungan akan ditetup atau tidak, besarnya premi yang
dibebankan, dan syarat-gvarat pertanggungan.

Namui, sebeparnya kefentuan dafam Pasal 251 KUHD
mempunyai kelemghan karena hanya membebankan itikad
baik pada Tertanggung. Secara ideal, seharosnya prinsip itikad
baik ini diberlakukan juga kepada Penanggong. Dalam hai ini,
misalnya Penanggong  memberikan  penjeiasan  kepada

Tertanggung mengenal risiko apa yang di-cover. Qleh karena

3 thid., him. 68-69,
916 giah Undang-undang Hukurs Dagang, ep.cit, Ps. 251,
2 Sastravidiaj, op.cis, hlw, 59
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itu, principle of utmost good faith menentukan dua kewaiihan
pada para pihak dzlam kontrak, yaitw:
C. A duty not o misrepresent any matier relating to the
insurance, Le, a duty to il the fruth,
d. 4 duty to disclose all moterial focts relating to the
contract, te. a duly not to conceal anything which s
relevant*’
Apabila dikaitkan dengan Asuransi Kredit, maka pada pihak
Peranpgung  misalnya  harus  memberikan  penjelasan
mengenai Risiko kredit apa yang menjadi tanggung jawabnya.
Seiain ita, Tertangpung tentu jugz harus memberikan data-
data yang benar berkaitan dengan Risike kredit vang
ditanggung oich Penanggung.
¢} Indemnity {ganti kerugian}
Prinsip indemnitas terdapat dalam Pasal 246 KUHD, yaidk
pada bagian kalimat “uptuk memberikan  penggantian
kepadanya karena suatu kerpgian, kerusakan atau kehHangan
keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya
karena suatu peristiwa yang tak tertentu,”
Asas tersebut menentekan bahwsa jumish genti rugl vang
diterima oleh Tertanggung merupakan jumlah perscimbangan
antara  jumiah  pertanggungan dengan nilai  benda
nertanggungan dan kerugian yang diderita oleh Tertanggung
sebagat akibat dari suatu peristiwa yang tidak tertentu, yang
terhadapnya diadakan pertanggungan.*”’
Daalam pertanggungan pada vmumnya, jumish perfanggungan
akan berjalan tetap sampai pertanggungannya berakhie, Lain l
halnya di dalam pertanggungarfasuransi Kredit; jumiah
perfanggungannya, sejek  pertanggungan ditutup  hingga
berakhir akan berubsh memrun, Hal inf teriadi, karena Kredit

8 vt tnnst Good Paith®, fec.cit.
19 Sastrawidiaja, op.cir., him. 70,
>0 Tje* Aman, op.cif. hlm. 534,
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yang diterima Nasabah harus dikembalikan pada saal-saat
yang felah ditentukan, umumnaya dengan ¢ara penyicilan.
Dengan  demikian, pada saat-sast kemudian  sctelah
pertanggunpgan itu diadakan, jumish Kredit yang ditanggung
oleh Penanggung akan menjadi semakin kecil, dan semakin
kecit Risiko yang ditanggung berarti pula semakin kecil
iumlah penggantian kerugian, Memperhatikan uraian di atas,
maka jumiah ganti rugi di dalam pertanggunganfasuransi
Kredit meropakan jumlah hasi dari perscimbangan antara sisa
Kredit pada saat tuntutan diajukan dengan jumlah Kredit yang
dipertanggungkan dan kerugian yang diderita.”!

Dalam praktiknya, besarnya Kredit yang dipertanggungkan
oleh Bank, tidakiah seluruh Kredit yang dapat diterima
Nasabah, tetapt hanya sebagian dari maksimum Kreditnya.
Dengan hénya sebagian saja yang dipsrtanggungkan, berart
pertanggunganfasuransi Kredit vang fegadi dalam  praksik
Perbankan adalah pertanggungan di bawah nilai, *%
Memperhatikan oraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa
jumiat: ganti rugi di dalam Pertanggunpgan Kredit merupakan
jumiah hasil dari perseimbangan antara sisa Kredit pada saat
tuntutarn  diajukan  dengan  jumidah  Kredit  yang
dipertangpungkan dan kerugian vang diderita. Oleh karena
hanya schagian saja  dari maksimum  Kredit vang
dipertanggungkan, maka dalam hal terjadi kerugian, Bank
masih memikul sehaglan dari kerogian yang dideritanya, vang
tidak mendapat penggantian  kerugian daei Penanggung.
Dengan demikian, sepanjang penggantian kerugian yang
diterima oleh Bank hanys “sebagian” saja dari kerupian vang
dideritanya, maka Bank masib punyz hak untuk meountut
pemenuhan piutangnya kepada Nasabah, sebatas kerugian
yang dideritanya telah fertutupi, Selain Ho sebagian fainnya

2 hid, Blm. 34-55.
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yang masih dapat dituntut pada Nasabahnya menjadi haknya
Pepanggung.’®

Subrogotion (subrogasi)

Berhaknya Penanggung untuk menuntul ganti rugi pada
nasabah bank adalah berdasarkan subrogasi. Subrogasi dapat
didefinisikan sebagai berikut:

the right of one person, having indentnified another nnder o
legal obligation to do so, io stand in the place or that other
and avall Himself of all the rights and remedics of that other,
whether clready enforced or not>%

Betkaitan dengan hal di atas, maka subrogasi menunjuk pada
hak dari Penanggung vang telah memberikan ganti kerugian
kepada Tertanggung (denpan melakukan pembayaran klaim)
sesuai dengan kerogian yang diderita. Dalam ha! ini untuk
mengembalikan semua atau sebagian dari pembavaran kiaim
dengan mengambil alih suaty hak aliernatif untuk mengganti
kerugian yang dimiliki oleh Tertanggung.™ Mengacu pada
hal tersebut, adanya subrogasi dikarenakan peristiwa kerngian
yang terjadi disebabkan perbuatan pihak ketiga. Oleh karena
disebabkan pihak ketiga, maka seseorang yang menderita
kerugian dapat meminta pertangpungjawaban dari pihak
ketiga atas kerugian yang disebabkan perbuatannya.”
Selanjutnys, 'sésé‘o‘mng vang menderita kerugian ftersebut
{Tertangpung)  telah  mengasuransikan  kemungkinan

timbuinya risiko yang menimbulkan kerugian tersebut. Dalam

Y2 Ibid., him. 55,

"2 wgybrogation and Centribution, (The Chariered Ingurance Tesitute: PO3 Oliober
1499), hlm, 1272 dalem Hukum dswransi. Kornelius Simenjustak. {Jakania: Pregeam Pascasorjana
Fakultas Hukum Universitas Indonesiz, 2088}, kim. 110,

R In the context of insurance, subrogation refers 1o the right of an insurer who has
indemnifted an insgred in respeet of a particutar losz {ie. paid claimy) to rezover all or part of the
claim payment by reking oeer guy altersativg right (o indemuity which the insurad gagsesses. Libal

** Hal ini mengacu pada Pasal 1365 K{UHPerdaia yanp berbunyi sebagai berikut:
Fiap perbasten melongpar bukom, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewnjibkas
orang yang Rarena saishoya menerbitkan kecupian itu, menggant] kerugian tergebat,
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hal inf, berarti Tertanggung mempunyai hak vntuk meminta
peranggungiawaban pada pihek Ketiga penyebab kerugian
dan Penanggung. Namun, apabila Tertangpung memperoleh
ganti kerugian dari dua pihak di atas, maka Tertanggung akan
menerima  ganti kerugian yang melebibi kerugian yang
dideritanya. Mengacu pada hal tersebut maka subrogssi
adalah penggantian kedudakan Tertanggung olch Penanggung
yang telah membayar gantt Kerugisn, dalam miclaksanakan
hak-hak Tertanggung kepada pihak ketiga vang menyebabkan
teriadinya kerugtan.™’

Dalam KUHD, pengaturannya terdapat daler Pasal 284, vang

menentukan bahwa:

Penanggung yang membayar kerugian dari suatu benda yang
dipertanggungkan mendapat semua hak-hak yang ada pada si S
Terfanggung ferhadap orang-orang ketiga mengenai kerugian l

itu; dan Tertanggung beranggung jawzb untuk  seliap '
perbuatan  yang mungkin  dapat  mevugikan hak dari
Penanggung terhadap orang-orang ketiga itu,

Berkaitan dengan itu, maka adanya subrogasi adalah ustuk

mendukung/memperkuat prinsip indemmity. Dalam hal ini,

.. ettt e homn

seseorang  yang menderita kerngisn {Tertangpung) tidak
berhak weniuk mencars keuntungan dari kerugian yeng
dideritanya dan mendapatkan melebibi dati besamya kerugian
vang ia derita, Dengan kata izin, tidak diperkenankan bagi
seseorang untuk melakukan penambahan kekayaan yang tidak
dibenarkarn.

Ditbungkan dengan Asuransi Kredit, maka dalar hal Risiko
kredit tetjadi, pihak Debitur tidak dapat membayar kembali
Kredit vang diterimanya, Bank/Kreditur sebagai Tertangpgung
dapat meminta panti kerugisn kepada Penangpung. Dengan

dibayarnya klaim oleh Penanggung kepada Tertangpung, S —

sf? Basirawidiaja, op.izs, him. 74-T35,
¥ Kitab Undang-undang Hukum Dagang, op.¢it, Ps, 284.
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tiduk melepaskan tanggung jawab Debitur untuk melskukan
pengembalian Kredit. Dalam bal ind, Pesianggung yang telah
membayar kiaim skan menggantikan posisi Kreditur untuk
meminia pertanggungjawaban Debitur dalam mengembalikan
Kredit.*® Oleh karena dalam Asuransi Kredit hanya sebagian
dari maksimum Kredit yang  diperfanggungksn, maka
subrogast bagi Penanggung bersifat terbatas.

Mengensi hal i Emmy Pangaribuan  Simanjuntak

menyatakan bahwa:

“ .. tidaklah ada jalan lain vang lebih adil lagi untuk
menerapkan  subrogasi  ftu  terbatas vang  beranti  kalaw
penggantian kerugian itu hanys uptuk sebagian saia dibayar
oleh Penanggung, maka hanyalah dapat disubrogasikan untuk
sejumlab kerugian yang telah dibayarnya ito dan hak-hak
suelebitmya dari Tertanggung techadap orang-orang ;,’ang
bersalah ity masih tetap dipegang Tertanggung sendini..””*

[RE—————————

Dalam praktil, penuntutan hak Penanggung yang sda pada
Pebitur Bank/Debitar Tertanggung berdasarkan subrogasi,
dilakukan oleh Bank. Dalam hal ini, Tertanggung
menpusahakan segain sesuatn untuk penvelesaian Kredit
dengan melakukan upaya-upaya pencairan agunan/jeminan
Kredit dan/atau harta milik lainnya atau tagihan yang dapat
divangkan atay sctoran/pembayaran dari Debitur Tertanggung §
dan hal ini dinyatzkan sebagal hasil penyeiesaian Kredit
" (recovery). Setelah Nasabah Debitur memenuhi segala
kewaiibannya pada Bank, barulah dibagi untuk Tertanggung
dan Penanggung secara proporsional menurut perbandingan
antara kerogian yang diderita oleh Tertanggung pada saat

w28 Tie'Armaty, opcil, bim. 57,
™ Simanjuniak {2), ep.eir, Bm. 78,

nivarsilas Indonesia

Penjaminan Kredit..., Halida Nurina, FH Ul, 2009



161

timbulnya hak Terfangpung untuk mengajukan kiaim dan
penggantian kerugian yang telal dibayar ¢leh Penanggung ™

Seperti diuratkan sebelumnya, baik dalam Asuransi Kredit
maupun Penjaminan Kredit dikena) adanya subrogast. Namun,
terdapat  perbedaan  antara  diantara  kedwanya. Dalam
Penjaminan Kredit, “seorang pihak ketiga™ daiam Pasal 1400

KUHPerdata™? berarti orang yang menggantikan pihak yang

* Berdasarkan Pasal 17 tantang Subrogasi dan Peizksanaon Penyelesaian Kredit Dalam
Pecianjien Asuranst Kredil antara PT Askrinds {Penanggung) dan Bank (Terangpung), dischutkan
bahwa:

{1) Dajem hai Penanggunz  teleh  melakzanskan pembayarse kiaim  alas Kedil yeng
dipertanggungkan menurgt  ketestuan  sebagaimenz  ditetapkan  dalam  perjspiian  ind,
Fenanggung mengganstikan Tedanppung dan oleh knrenanmya Tertanggung bertanggung
jawab untuk setiap perbustan yang dapat merpgiken hak Pensnpgong terhudep Debifur
Tertangpung.

€2} Dengan tidak rmengurengi adanya kefentvan sehagaimana tersebut pads avat {313 Pasal ind
maka deems pelakssasannya Tedanggune walih meogusahzken segsie zesuatu satuk
penyeiesaian Kredil dengan mclakuken upsya-npaya pencairan- agosan/jaminas Kredit
dav/atay harla milik lainnya atau (apihan yang dapat divangken ateu seloran/pembayaran dari
Diebituer Tertzngpung dan hal ini dinyalakan sebapai hasil penyetesaian Kradit (recovery),

(37 Hasil peayelesaian Kredit (recovery) cebnpaimana torsebut pada ayat (2) Pasal ini akas dibagl
“uptk Tertanggung dan Penaaggung secara preposionai menurad perbandiagan antara
kerugisn yang diderita oich Terfanggung pade szal Smbulnye hak Terangpung untuk
mengajukan kiaim dan penggantian kerugien yang teinh dibayar oleh Penangpung,

{4} Setorar yang meropakens Rasil peavelessian Kredit fegeoveryd dari Debitur Torianggung
kepade Tertanggung sebapaimane tersebut pade ayal (33 Pasal int, wajib dilimpohken dan
telabi masvk ke rekening Penangpung dufers batas wakiu 60 (enom puluh) hart sejak
diserimanya.

{3} Apabila dalem wakhy €0 {onam peluh) hati setoran sebagaimana tersebut pada ayat (4) Pasal
nt belum ditimpahian kepade Penangzung, meka Tertangaung dzk%akan piaya administrasi
yang besarnya dihilung berdasarkan rumus:

Hmi bunga keterlambatan dibagl 30 {iiga puiuh} hari dikaliken persentase bungs per bulan
" untuk Kredit sies pama Debitur Terlangpung vanp bersangkutac dikeiikan jurdsh recovery
yong seharusnye dilimpahkan kepads Penanggung,

{8) Untak selirp pelimpshan recovery sebagaimans dimsksud pads gyt {4} Pasal ini, Penanggung
memberikan colleoting fee kepada Terdnggung sebesar 2% {dua pessen) dwri pumish
pefigpahan zesebut,

{7y Peluksanman pewbavarsn coffecting fee didasarken slas adenys surel pormiptsan dasd
Tertangpung kepada penanggng yang dizjukan setiap tiwsian dengan menggunakan formulir
sesuat dengan lamplean VI Perianjian ind

{8) Penghapushukusan terhadup hutang Debiur Tenanggung oleh Terfanggung tdak memeriukan
persciuiven Penanggung.

(%) Bilamana Penanppung sedang memproses penvalessian klaim, terdaput hesil pencairan
agunanfiaminen Kredit danfgiae huria milid lsinpyn otav ferdapsl fagihen yang dapyd
divangkan slau tzdapst seivran/permnbayaran der: Debiter Tertanpguag setelah imbobiya bisk
mengaiukan kisim, maka segenap pembayeran tersebut dinyatskan sebagal hasii penyclesaian
Kl‘ed:l {reemary)

™ Pasal 1400 KUHPerdwa:

Sobrogast sfav penggantinn hak-hak si berpiutang oleh sceranp pihek ke tigs, yang membayar

kepada si berpiutang ile, tecfadi balk dengan persetujuan maupun demd Undang-undang, {arsil

olch ponelit)
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berpiutang (Kreditur) dalam suatu Perjanjian  Penjaminan
Keedit, Di sist lain, dalam subrogasi asuranst “orang-orang
ketiga” sebagaimana disebut dalam Pasal 284 KUHD®
adalah pihek yang mempunvai tanggung Jawab  Tharus
membayar terhadap orang yang menggantikan pihak vang
mempunyai hak™ Dengan kata lain, dalam Perjanjian
Penjaminan Kredit, hak subrogasi ada pada Penjamin/Pemberi
jaminan sebagai pihak ketiga, sedangkan dalam Asuransi
Kredit, hak subrogasi ada pada Penanggung sebagai pihak
kedua dalam Perjanjizn Asuransi Kredit.>

432 Keunggulan dan Kelemaban antarz Peajaminan Kredit deagan

Asuransi Kredit

Keunggulan dalam Penjaminan Kredit ferkait dengan prinsip kerja
samz pengendalian. Dalam Penjamiinan Kredit, uwntuk mengurangt Risiko
terjadinys  Kredit macet, pihak Penlamin  ikut  melzksanakan fongsi
pengendaiian atae penpawasan Kredit, sebagaimana yang biasa dilakukan oleh
Kreditur (Penerima Jaminan), Kegiatan pengewasan Kredit pada dasarnya
ditujukan untuk mengetahui apakah pelaksanaan Kredit sesuai dengan rencana
dan ketentuan yang disepakaii bersama dan umtuk meminimalkan Ristko
kegapalan Kredit, Kegiatan pengawassn Kredit yang dilakukan oleh Penjamin
pada dasarmya menggunakan sumber data atag informasi dari Bank itu sendivi
selain dari data dan/atau mformasi langsung dari Tarjamin" dan dari sumber
lainnya.*®  Pada praktiknya, upaya pengawasan dilakukan dengan
memperjaniikan dajam Perjanjian Penjaminan Kredit bahwa Penerima Jaminan

diwgjibkan menyampaikan laporan posisi sisa Kredit (pufstanding) masing-

3 Pasal 284 KUHD:
Penanggung yang menbiysr kemugion duri suate benda yang dipenanggungkan mendapal

serauia hak-hek yang adu pada s7 Tertanggung terbadap grasn-omng keliga mengensi kerugian ita;
dati Terlanggung berdangiung jawab entuk setiap parbusian yasg mungkin dapat merogikan bek
dari Penm§guizg lerbiadap orsng-orang kefiga itu. Coursil olek penciit]),

Richard Haghussy, “Hak Subrogasi dan Pelaksgnasnnya dalam Asuranst Kepal Low

(Suate Tisjawan Kasus Gugstan Perdata antars PT Asuranst Acgis Indosesia Melowsn Iroan
i’izwnsyag}, {Tests Magister Hokum Universitas Indonesia, Jakaria 20063, hinw 125,

dMuhammad, ep.cit., hlm, 133,
53¢ Nasroen Yasabart dan Nina Kurnia Dewl, op.cir., hisy. 74,
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masing Terjamin pada saat diminta oleh Penjamin.*’ Adanya kerja sama
pengendalian Kredit tersebut merupakan keunggulan dari Penjaminan Kredit
yang tidak terdapat dalam Asuransi Kredit.

Mengacu pada prinsip kelayakan usaha yang dianut dalam Penjaminan
Kredit, maka Penjaminan Kredit hanya akan memberikan Penjaminan kepada
Calon Terjamin dengan penelitian yang sangat mendalam dari berbagai kondisi
dan keadaan usaha serta untuk mengenal reputasi yang bersangkutan. Dalam
Penjaminan Kredit, pthak Penjamin melakukan penilaian atas kelayakan usaha
Calon Terjamin dan penilaian terhadap keadaan dan kemampuan keuangan
pengusaha Calon Terjamin, termasuk karakter dan riwayat kredit (bila

53 Tujuan penilaian tersebut untuk mengetahui apakah Kredit

memungkinkan).
yang akan diterima layak dijamin atau tidak. Melalui hasil analisis kelayakan
Penjaminan, sclanjutnya dapat diketahui apakah Calon Terjamin layak
(feasible), menguntungkan (profitable) serta Kredit dapat dilunasi tepat
waktu.®®® Sebagaimana penilaian yang dilakukan oleh Perba;lkan atau
Lembaga Pemberi Kredit lainnya kriteria penilaian kelayakan usaha Calon
Terjamin oleh Lembaga Penjaminan atau Calon Pemberi Jaminan Kredit juga
menggunakan kriteria 5C, yaitu character’”, capacity’”, capitaP*, condition

of economy’ dan collateral’®. Selain itu, penilaian kelayakan Penjaminan

%37 pasal 15 sampel Perjanjian Penjaminan Kredit.

*3% Nasroen Yasabari dan Nina Kurnia Dewi, op.cit., hlm. 43,

539 Ibid. : :

MY Character (karakier) adalah keadaan watak atau sifat dari Nasabah, baik dalam
kehidupan schari-hari atau pribadi Nasabah maupun dalam lingkungan- usaha. Kegunaan dari
penilaian terhadap karakier ini adalah mengetahui sampai sejauh mana itikad baik atau kemauan
Nasabah untuk memenuhi kewajibannya Gvillingness to pay). Lihet fbid , him. 44.

S Capacity (kemampuan) merupakan penilaian yang mempertimbangkan fakior-fakior
sumber daya yang dimiliki Calon Terjamin atas usaha yeng dikelolanya. Kegunaen penilaien ini
adalah untuk melihat kemampuan membayar kewajiban Kredit {ability to pay). Lihat fbid., hlm.
46.

2 Capital (modal) adalsh jumiah dana atau modal sendiri yang dimiliki oleh Calon
Terjamin. Penilaian terhadap modal Calon Terjamin lebih menckankan pada struktor modal yang
dimiliki oleh pengusaha tersebul. Kegialen penilaian ini dilakukan dengan melihat laporan
keuangan yang mencerminkan struktur modal yang sehat dari usaha tersebut. Lihat /bid., him. 47.

533 Condition of Economy (kondisi ekonomi) merupakan penilaian (erhadap kondisi
ckonomi di lingkungan tempat useha dan kondisi eckonomi secara makro. Kondisi ekonomi yang
dipertimbangkan dalam kelayakan sebuah usaha meliputi kondisi ekonomi yang mendukung
maupun kondisi lainnya yang bersifat negatif. Lihat /bid., him. 48.

% Mengingat salah satu prinsip Penjaminan Kredit adalah sebagai substitusi atan
pengganti agunan Kredil (colfateral substitution), maka penilaian terhadap keberadaan jaminan
atau agunan Kredit dari seorang Calon Terjamin bukan menjadi hal yang utama dalam pencntuan
kelayakan Penjaminan. Berdasarkan hal tersebul, pada dasamya penilaian tentang collazeral ini
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juga dapat dilakukan dengan menilai sefuroh aspek usgha Calon Terjamin yang

154E

meliputi aspek legalitas™, asnek produksi™®, aspek manajemen™, aspek

pemasaran ' dan aspek keuangan,>*

Penelitian yang mendalam terhadap berbagai keadaan usaha serta
reputast Calon Terjamin dalam Penjaminan Kredit menjadi faktor
kelemahan, Hal ini dikarenakan berbagai kondisi dari UMKMK yang
pengelolaannyz masih banysk dilakukan secara tradisional atau belum
mempunyal pengelolaan manajemen yang rapi dan modem.

Hal wyang berbeda  terdapat dalam  Asueanst  Kredit, pihak
underwriter’™ atan Perusshaan Asuransi tidak melakukan penclitian yang
mendatam terhadap Debitur Terangeung atas berbagai aspek usaha dan
reputasinya. Oeh karena itu, hai il menjadi keunggulen dari Asuransi
Kredit, Pertimbangannya, dikarenakan pada saat proses pemberian Kredit,
pihak Kreditur juga sudah melakukan penelitian, schingga pihak Pesanggung
asuransi sudah lebih merasa nyaman. Selain ity dikarenakan asuransi
mengenal prinsip fmswrabie intergst, yaitu apakah seseorang yang menutup

perianjian  asurensi mempunyal  kepentingan  terhadap  objek  yang

lebil: menitikberatkan pada fingkai kepersayvasn Penjamin kepada Culon Terjamin dalom
munjalankan wsahanys, khusushya delam hal kepastiss sumber peagembalian Kredit di juar
reassnd penéapazan peniuaian nsakia tarsebut. Lihet Ml hlm, 50,

* Daalam menilei aspek legafites wsaha, maka Penjumin skan memustikan keabsshan
wsaha yang dilolankun Calon Yerjamin wrmoesuk badan hukom ussha fersebut. Untuk Caion
Terjemin perorsngan, penilaise dilakukan vetuk melihat cakap atan Udakeya yang bersanpkutan
bevhubungan dengan Baak dan jembapa Penjamin, karens Kredit don Pm;ammm Kredii
menyeagkui hukum perikalan/perfuniian. Lilat 75id, Blm, 31,

® Univk mendapatikan keyakinan gkan kc&ﬁyakaﬁ Penjaminan, Penjamin berhak menilai
aspek teknis dan produksi yang dimiltiki ofeh Calon Terdamin. Beberapa hal yang perin ditinjau
dalam espek ind misalnys pedungiiempat bokast usshe, pemialan dan mesin yeng dimiliki dan
proses produksi, ickaologt yang digunakan, babap baku, hehan pembaniy, keadaan feoaga kerja
¢an atn-Igin. Lihat 7004, Bim. 52,

7 Aspek manajemen menskankan perilaion kelaynkan Penjeminan Kredit pada apakah
usahs tersebut tetah dikelole dengan baik sesuud dengen nomes organisssi dan bisnis. Lihat A7),
him. 53,

* penilaian terhadap aspek pemasaras pada dusaraya adolah menifel kelayakan
perberian Pergaminan karena fikior kemampusn Calon Teamin dalam memasarkan prodek
uszha }’ﬁ{;ﬁﬁgﬁaﬁi!kaﬁ‘ Likat 2bidf,, Bim, 85,

Penilailan kondisi kewangan Caslen Terjamin sesunggubwya morupskan pensilaian
capital ataw permcdalan delam kriteria 5C. duz ha! pesting dalam aspek kevangen int adalfek
kondisi kevagar Caion Terjomin di masa sl dan proyeksi kondisi keusngan i mase yang skan
dating seiglah Kredit dibertkan. Litat f5id, him, 55

B Underwriter i an insurer-compony employee whe is responsible for detersining
whethar 1o izstite o policy and the amoul 16 charge for the toverage pravided, Likat Geosse, ed.,
op.cif., bl 1362,
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dissuransikannya. Jadi, Bask sebagai Tertanggung mempunyal kepentingan
atas ketidakmampuan Debitur-nya untuk membayar utangnya.”' Hal ini
berarti Bank akan menderita kerugisn apabila Kredit yang disalurkannya
kepada Debitur tidak dapat dikembalikan {macet).

Berkaitan dengan masalah pembayaran kiaim, dapat dikatakan babwa
dalam Asuransi Kredit prosesnya iebih sukar dibandingkan dalam Penjaminan
Kredit, Dalam Asuransi Kredit, pembayaran klaim dilakukan setelah diketahui
scbab-scbabnya (bahaya yang menyebabkan), Bahkan, untuk mengetahui
sebab-sebab yang menycbabkan Risiko tersebut timbul, Penanggung akan
melakukan penclitian lapangan yang mendalam.” Dalam Perjanjian Asuransi
Kredit dintur secara terperingi sebab-schab terjadinya Risiko kerugian yang
ditanggung™ dan tidek ditanggung oleh Penangeung™” Jadi, apabila Risiko

o5 Sasirswtéjaja,opéfr him. 66.
% Berdasarkasn hasil wawancars dengan Zegal Officer Bank Niagas pada tanggal 30

Okiober 2008,

%% Pasal 5 Perjanfian Asvransi Kredil Bank sntak KUK antars Teranggung dengoa PT

Askrinde.

Risiko Kerugian yang Ditanggung

Penanggusg hanya <apat diwsiibkan semberikan penggantian kerugian kzp@da Tertangaung,
bilamana kewaithan yang (izderzta pleh Tenanggung discbabkan olek seleh setu dari halduml
berikut:

&)
V3]

(3)

)
)

&

Debiwr Tertanggung ziéak melusasi Kreditnys kepadla Terdanppung pada suat Kredit vang

bersangkaton jetzh empo.

Debityr Tetienggung dinyalaksn dalam keadaan insolvent dan untuk it harus memenubi

salah satu darl hal-hal berfkut:

(i3 Dehitur Terangpung dinyatakan pailil oish Pengadilan Negari yang berwenang,

(&) Debitur Terlangpung dikenakun Bkuidast becedasseken keputpsan Pez:gadilau yang
berwenang dan unluk i teloh éatun;uk iikuidatur;

¢y Debityr Terlanggung  sepanjong  hukes Badas Hubkum ditempatkas & bawah
paagrmpuas.

Debitor Terlanggung meninggal dunis éan shlz warisnys {idak mampu mehunasi Krediinya

kepadza Tertangpung;

Debiiur Tertangpung melariken dirifmenghiiang/tidak lagi diketahul sinatnys;

Khusus nrtuk Keedit yang bersifat inveslas! dengan jungka wakiy lebih darf 1 (smu) tohun

adsish termesuk lerjadinys pormrikan kembali fasilites Kredit sebehan jangka wakiu Kredit

herakhir, dengan syaral balwa penariken kembsli fasilitas Kredit tersebut memenubi salah

sata ketenluan berikut:

{i} Dimsksudkan aniuk mencepab steu mengurangi tefadinys kerugion vang lebik besar
apabila fasiiitas Kredit torsehi etap dilanjuikean;

iy Disebabken terdspat ketidaksesuaian atae penylinpasgen yaog dilakukan oleh Debir
Teclanggung Mas pelaksanssn penpgunaan Kredit dard Kelentuan-kefentian yang
tercantans dolare Perjaniian Krodit sniara Tertanggung dengan Debitur Tertangpung.

Akibst bencana alam antars lain bunjin, gonung melstos dan gempa borel yang semmps

Diebitur Tersngpung danfatay ysaha Debitur Teranggung yang sesara langsung atavpon

tidak isngsung mempengsruhi dan mengekibatken Debitue Terlanggeng tidak  dapat

melunasi Kredithya.
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kerugian yang teriadi bukan dischabkan oleh hal-hal yang ditanggung oleh
Penanpgung, maka kKiaim tidak akao dibayar, Di sisi lain, dalam Penjaminan
Kredit, pembayaran kiaim dilakukan setelah terpenuhi syarat Penjamivan yang
diatur dan disepakati dalam Sestifikat Penjaminan dan faktor penyebab
terfadinya Risiko kredit tidak dibayar tidak discbutkan secars terperinei sepert
dalam asuransi Kredit. Dalam SP3K Induk banya disebutkan bahwa Bank
berhak mengaiukan klzim apabila Naszbah meninggal dunia tetapi bukan
disebabkan karena bunuh diri dan Nasabah diberhentikan dari tempat kerja
(PHK) tetapi bukan disebabkan karena tindakan melawan hukum.

Walaupun proscs pembayaran kiaim dafearn Asuranst Kredit cenderung
lebih sukar, namun masalah kepastian klaim skan dibayar lebih Teramis di
dalem Asuranst Kredit dibandingkan dalam Penjaminan Kredit, yaitu detigan

cara reasuransi.’ Reasuransi merupakan suatu perjanjian yang diadakan

< pasal & Perjanjion Asurensi ¥redit untuk KUK sntars Tertenggung dengan PT

Askrindo.

Risiko Kerugian vang Tidak Dilanggung

Pensnggung tidak measnggung Risike kerugian, dalam hal kérugion scbagaimans tersebut pada
Pesal 5 Perjanitan ini disebabkan oleh salah sate dorf hal-hai beriktet:

)

£2)

&)

6

Reaksi nukiin, sentuhan radio akif, radiesi, reakst inf atom yang mempengaruhi dan
mengakibatken kepagaian wsaha Debilur Tertanggong wntuk melunasi Kredit tanpa
memandeng bagaimena dan dimans terjadinya;

Kersglan yang diderita Debitur Tertanggung vang disebsbkan oleh Ristko-Risiko yeng wailb

ditutup pertangsungennys dengen Hamker's Tlause dengan jenis perlanggungan sebagai
berikut:
(i} Polis Standard Kebakaran Indonesia;

{#) Potis kendarasn Bermotor Indenesia dengan kondist Teral Loss Gnly slau AH Rizk;

{iii) Polis Asuransi Rengka Kapal Laot {Marine Hudl Polivy) dengan kondist Total Logs
Only stan AH Risk;

{iv) Polis Asuranst Pengangkutss Barang (Marine Cargo Policyy;

polis ssuranst kerugion sebagairmans tersebut di atas, dilaksanskan dengas nilal penulaye

{Adly insured), ataus minimel ssos dengan pokok Kroditnys.

Terjadi salsh salu Ristko politik yang mempenparabi dan mengekibatkan kegagalan vsaba

Debitar Tertangaung unluk melurasi Kreditnye, yailu

() Demonsirasi, pergolakon masse, panogokan dan/stae pemboikotan tanpa memandang
bagaimana dan dimana terjadinya;

£} invasi sige infiltrasi musub;

{iii) Keadsan perang baik Pemerintah terlibar secera langsung {fisik) maspuntidak terfibat
secara langsung dengan Nepgara lning

(iv) Porang saudara ateu peroberontsken tethadap Pemerintaly

{v} Tindskan tidek bersahaba vang dilakukan oleh suaty kekuasaan Negaya asing;

{vi) Tindakan hukum yung dilekukan olel Pemgrinteh (orhadap Debilor Teranggung
dandetou usaha Debitur Tertangeung, yaog kangsung mempengarubi dan mengakibatkan
Debitur Tertanggung idak depar mielunasi Kreditnys,

Hencana alam yang oleh Pemerintak dinyatakan schagal bencans alam nasional,
% Reasuranst (asseansi vlang) distus dalam Pasal 271 KUBD. Pasal ini menentukan

bahiwea Penangpung selemanya berhak unini mengasuransikan Iagi apa yang telah ditanggungnys.,
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antara pihak pertama yaitu Perusahaan Asuransi sebagai Penanggung Perlama
dengan pihak kedua yaite Peruszhaan Reasuransi scbagsi Penangpung Ulang
{reinsurer)>® Penanggung {Hang, berdasarkan perjanjian tersebut menerima
premi dari Penanggung yang junlahnya ditetapkan  lebih  duln, dan
Penanggung Ulang bersedia wntuk membayar ganti kerugian kepada
Penanggung Pertama, bilamana Penanggung Pertama membayar ganti kerugian
kepada Tertangung sebagai akibat asuransi yang dibuat anatara Penanggung
dan Tertanggung. Inf berarti, bahwa dalam Perjanilan Reasuransi, Penaoggung
Partama mengasuransikan lagi Risiko yang menjadi tanggungannya itu kepada
Penanggung Ulang.®”

Dengan mengadakan reasuransi, kedudukan Penanggung bertambeh
kuat karena ada pihak lain, yaits Penanggunp Ulang vang mendukung
Penangpung bahwa kerugian Tertanggung pasti dapat dibayar jika feriadi

a8 Mengacu kepada hal tersebut,

Evenemsn yang menimbulkan kerugien.
dalam hal ini F'*° Askrindo bekerja sarna dengan reasuransi intemnasional dan
domestik untuk memperoleh back up reasuransi.”>® Dengan adanys reasuransi,
Tertanggung akan mendapatkan jaminan ferhadap kepentingannya (berupa

ketidakmampuan Debitur untuk membayar utang) bahwa Tertanggung tidak

akan dirugikan oleh ketidakmampuan Penanggung membayar klaim. Dengan
kata lain, reasuransi memberikan kepastian kepada Tertanggung mengenai

kemampuan Penanggung membayar kiaim. Bagi Penanggung, reasuranst
memberikan manfaat bahwa. Penanggung tidak akan kehilangan nama baik
karena kétidékmm;;uan menmbayar kerugian kepada Teranggung, sebab ada
Penanggung Ulang vang akan mengatasinya, ™™

Muengacu pada hal di atas, sebenarnya dengan keluarnya Persturan
Presiden Nomor 2 Tahun 2008 tentang Lembaga Penjaminan dan Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.010/2008 (entang Perusshaan

Pihak yang menpasuransikan i adalah Penanggong sendir, sedangkan yang menjadi Kepenfingan
adsinh wnégut}gjawa& Petanggung daltan asumost pertama. Libal Mubammad, ep.oft, bin E51,

*% Sri Rejek Hartono, Hikum Asuransi dan Perusohaan Asurangi, cel. V, {Jakana: Sisac
Greafika, 2008), him, 148

5% Muhsmmad, foc. ¢#,

% tbid , iy, 152,

i hiipAwnnw askrindo,coms

* Muhammad, ap.ciz., hln, 154,

Uriversitas indonegia

Penjaminan Kredit..., Halida Nurina, FH Ul, 2009



168

Penjaminan Kredit dan Perusahaan Penjaminan Ulang Kredit telah diatur

t,”* Namun, sampai saat in} Perusahaan

mengenai Penjaminan Ulang Kredi
Pegjaminan Ulang Kredit di Indonesia belum ada, Oleh karens itu, dalam
hal penempatan risiko penjaminan, Perum Jamkrindo bekerja sama dengan
Perusahaan Asuransi, yang salah satunya zdalah desgan PT Askrindo.
Dengan demikian, kegiatan Asuransi Kredit dapat membantu kegiatan
Penjaminan Kredit dengan cara memperianggungkan risiko kredit macet

yang telah mendapatkan Penjaminan Keedit**

%1 Re-guaranwe adilah kegiatan Penjamioan Ulang yang dibecikan oleh sebuh lembaga
Penjaminan ulang (reguaranior) kepads Lombegs Penjamin Kredit (puarantar} yang melakukas
kegiatan Penjaminan Kredit. Praktik Penjaminan ulang dimaksudkan untuk memefihara kekaatan
dan keberianiutan fembapn Penjaminan duo kepiatan Penjaminan Kredit UMKMEK. Penjaminan
wilang ditskukan untuk sejirolah porsi lerenta sias Penjaminan awal yeng diberikan oleh Lembaga
Pentamin Kredit (LPK) kepade Terdamin, Lembaps Penjaminan Kredid Ulang (L.PKU) menerima
seiumiah re-guareniee foe darl LPK dan selsnjulnys bertanggung jawab terhadap pembaysran
RKigim re-guarantec seiclah LPK membayar kewajiban kisim Peniaminen.  Sclanpstnya dari
subrogas! vang diterime oieh LPK akan dieruskan ksmbali secars proporsionst kepads LPEU
sesusi porst Penjemmioan Ulsng yemg diberikan, Vikar Husin <vikar mp@ivaboo.com>,
“Pertanyaan tentang Jemkrinde, e-mail kepada Halida Kuring, 11 Juni 2008,

" Tidak semua Kredit diasuransikan, lergantung pada jenis Krediinya. Vikar Husin
<vikar mw@vahoo.com>, YPetonyaan teotang fambrinds,” exmail kepada Halida Nuring, 17 Jund
208,
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S.1

BABS
RESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

L

Penjaminan kredit melalui Perum Jamkrindo masih diperlukan dalam
pemberian kredit oleh Bank Niaga kepada KPRI-GR walaupun KPRI-GR
telah menjaminkan piutangnya secara fidusia atas pemberian Kredit
tersehut, Dasar pertimbangan hukumnya adalah Objek Jaminan Fidusia
berupa piutang dengan nilal  Penjaminan  minimal sebesar Rp
400,000 000,- fempat ratus juta rupish} belum cukup dengan mengingat
beberaps kelernahan dalam eksekusi jaminan fidusia yang diatur dalam
Pasal 6 ayat {1} Akta Jaminan Fidusia No. XX tanggal 5 Mei 2006.
Selain itu, dasar pertimbangan hulasm lainnya adalah dengan adanya
Penjaminan Kredit, maka Bank Niaga memperoich segala kebaikan dari
adanya jaminan yang bersifat per&r&ngaz},‘ Dalam hal ini, yauu
dilepaskannya hak istimewa Perum Jamkeindo berdasarkan Pasal 1831
dan 1832 sub 1 KUHPerdaty ager harta benda KPRI-GR lebih dshuly
disita dan dilelang/dijual untek melunasi hutangnva seperli fercantum
daiam SBertifikat Peniamman Kredit. Ofeh karena itu, dengan adanya
Penjaminan Kredit melalui Perum Jamkrindo, KPRI-GR dinyatakan
bonkable sehingga pads akhimys dapat memperoleh kredit yang
bersangkutan, Sementara ity, Bank Niaga pun alkan merasa aman atas
kredit yang disalurkannya kepada KPRI-GR. Hal ini dikaitkan dengan
kondisi ketika Kredit tersebut mengalami kemacetan, Bank Niaga dapst
menuniut langsung Perom Jamkrindo uatuk membayar kisim.

Akibat hukum yang timbul denpan adanva Penjaminan Kredit adalah
ketika terjadi Kredit macet, Perum Jamkeindo sebagai Penjamin wajib
membayar kiaim sebesar 75% darl kerugian vang diderita kepada Bank
Niaga sebagal Penerima Jaminan. Atas pembayaran kiaim tersebut,
Penfamin memiliki hak subrogasi yang besarnya sebanding dengan

besarnya klaim yang dibayar, Dalam hal ini, Penjamin menggantikan
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hak-hak Bank Niaga (Kreditur/Penerima Jaminan) ates KPRI-GR
{Debitur/Teramin),

. Terdapat beberapa perbedaan antara Penjaminan Kredit dan asuransi
Kredit. Pertama, Penjaminsn Kredit melibatkan pihak  Penjamin,
Penerima Jaminan atau Kreditur, dan Tesjamin atau Debitur, sedangkan
dalam asuransi Kredit tardapat pihak Penanggung dan Tertanggung,
Kedua, Penieminan Kredit mepupakan petjanjian  accessoir  pada
perjanjian pokoknya (Perjanjian Kredit). Sementara itw, Perjanjian
Asuransi Kredit adaiah perjanjian pokok. Ketiga, dilibat dari tujuan
utamanya, kegiatan  Penjaminan  Kredit  dimaksudkan  untuk
meniembatant kepentingan Terjamin dari sisi penggantian agunan dan
kepentingan Penerinia Jaminan unfuk menyalurkan Kredit, Berbeda
dengan Penjaminan Kredit, tujuan utama kegiatan Asuransi Kredit
hanyalah melindongi kepentingan pihak Tertanggung atas kerugian yang
mungkin akan dideritanya. Keempat, produk Penjaminan Kredit adalah
Sertifikat Penjaminan, sedangkan Asuransi Kredit adalah polis. Kelima,
Jasa Penjaminan diterima dengan dibayarkanaya sciumlab fee atau imbal
jasa  Penizminan. Sementara e, jesa asuransi diterima dengan
dibayarkannys sojumizh  premi asuransi, Keenam, prinsip-prinsip
Penjamninan Kredit terdied dari: kelayakan usaha, pelengkap perkreditan,
pengganti agunan, pengambilaiiban sementara Risike kredit macet,
piutapg subrogasi, keterlibatan tiga pihak, kerja sama pengendalian
Kredit. Di sisi lain, prinsip-prinsip yang terdapat dalam Asurensi Kredit
adalah: insurable inlerest (kepentingan yang dapat diasuransikan}, stmost
good foith Gtikad balk), mdemmity (keruglon), dan subrogation
{subrogasi).

Selain iy, Penjaminan Kredit dan asuranst Kredit mempunyai baberapa
keunggulan dan kelemaban, Keunggidan dari Penjaminan Kredit dapat
dilihat dari prinsip keria sama pengendaiian Kredit yang dianutnya,
Keungpudan ini terdapat dalam Asoransi Kredit. Kelemahan Penjaminan
Kredit berkaitan dengan prinsip kelayakan usaha yang dianutirys. Hal ind

dikarenakan dalam Penjaminan Kredit dilakukan penelitien yang
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mendalam terhadap keberadaan Calon Teriangpung. Hal vang berbeda
terdapat dalam Asuransi Kredit, pihak wnderwiter atau Perusahaan
Asuransi tidak melakukan penelitian yang mendalam ferhadap Debitur
Tertanggung atas berbagai aspek vsaha dan reputasinya, Oleh karena itu,
hal ini menjadi keunggulan dart Asuransi Kredit. Keunggulan Asuransi
Kredit lainnya menyangkut masalah lebih Terjaminnya pembayaran
klaim dalam asuransi dengan cara reasuransi dan membantu Penjaminan
Kredit dalam mempertanggungkan Risiko kredit macet yang telah
mendapatkan Penjaminan Kredit, Hal i dikaitkan dengan keadaan
sampai saat ini belum ada Perusahaan Penjaminan Ulang di Indonesis,
sehingga dalam hal penempatan Risiko, Perusshaan Penjaminan Kredit
bekerja sama dengan Perusahaan Asuranst Kredit dengan. Dalam hal ini,
kegiatan Asuransi Kredit membantu kegiatan Penjaminan Kredit dengan
cara mempertanggungkan Risiko kredit macet vang telah mendapatkan
Penjaminan Kredit. ”

52  Saran

1. Kasus kredit macet KPRI-GR pada Bapk Nisga dapat memberikan
gambaran bahwa pembayaran kembali kredit dengan mekanisme potong
gaji setiap bulan-nya oleh Bendahara Dinas tidak berjalan dengan lancar.
Oleh karena itu, sebaiknya kerja sama anfara Perum Jamkrindo,
.., Kreditur/Penerima Jaminan dan Bendahara Dinas perlu dituangkan dalam
bentuk. perjanjian dengan  klausula-klausulz yang lebih * tifengatur
tanggung jawab masing-masing pihak beserfa sanksinya apabila tidak
memberikan best gffort-nya. Dalam hal ini, kejadian dimana Debitur
ternyata memputiyai pinfaman lain selain pada Bank Niaga dapat dicegah
apabila antara Bank Niags dan Bendahara Dinas melakokan pengawasan.
Selain i, kerja sama pengendalian  kredit antara  pihak
Rreditur/Penerima Jaminan dengan Perum Jamkrindo pun perlu Isbih

ditingkatkan untuk meminimalisasi terjadinya risiko kredit macet.
2. Di Indonesia saat ini baru ada dua aturan tentang lembaga Penjaminan

yvang derajatnya masih di bawah Undang-undang, yaitv Peraturan
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Presiden Nomor 2 Tahun 2008 tentang Lembaga Penjaminen serla
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222 Tahun 2008 tentang Perusahaan
Penjaminan Kredit dan Perusahaan Penjaminan Ulang Kredit. Oleh
karena itu, perly scgera dibuat Undang-undang yang mengatur
Penjaminan yang akao menjadi payung hukum usaha Pentaminan Kredit.
. Schagai lembagz yang berfungsi memberikan dukungan atas Kredit
Perbankan yang disalurkan kepada UMEMK, maka modal bagi schuab
Lembaga Penjaminan Kredit (LPK) adalah hal terpenting yang
menunjukkan kemampuan dap  kredibifitas  LPK  tersehul, Hal ini
mengingat bahwa usaha jasa Penjaminan Kredit sangat terkait dengan
kemampuan menangpung Risiko {risk taking capacity). Pada
kenyatasnnys, struktur permsodalan yang dimiliki LPK di Indonhesia
beluin mencepai taraf vang cukup. Bila dibandingkan dengan kondisi
permodalan LPK di negara Asia laitnya maupun LPK lain di dunis,
kondisi permodalan LPK di Indonesia berada di lapisan paling bawah.
Oleh  karena itw, maka pemerintah perls memberikan  dukungan
pendanaan bagl LPK demi keberianjutan kegiatan Penjaminan Kredit
(sustainabitityy dan berfumbithnya pengucuran Kredit UMKMK vang
selama ini meniadi basis ekonomi rakyat Indonesia. Dengan dipenuhinya
kondisi tersebut, maka manfast dan keuntungan ganda (multiplier effect)
secara ekonomi dapat ditingkatkan, seperti pengentasan kemiskinan,
penyediaan lapangsn kerja dan peningkatan kesgiahicraan masyarakat
pada umumaya.

. Berkaitan dengan hal di ztas, selain masalah penmodalan yang meniadi
kendala opsrasional LPK di Indonesia, operasionalisasi LPK di Indonesia
juga cenderung terhambat karena belum terbentuknya inswrance minded
di kalangan pelaku bisnis dan masyarakat. Oleh karesa itu, perlu
dilakukan sosialisasi jasa Penjaminan Rredit oich Lembaga Penjamin
Kredit, bagi pelaku bisnis UMKMK pada khusssnya dan masyarakat
pada umumnya, sehingga pihak-pthak tersebut dapat menarik manfaat

yang ditawarkan sistem Penjaminan Kredit.
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5. Seperti layaknya asuransi yang mengenal reinswrence, maka untok lebih
menyempumakan sistem Penjaminan Kredit di Indonesia, scharusnya
segera dibentuk kegiatan reguarariee (Penjaminan ulang) vang sifatnya
otomatis atas Penjeminan Krodit yang teleh diberikan. Dalam hal ini,
Indonesia dapat berkaca pada sistem yang diterapkan di Jepang. Sistem
Penjaminan Kredit di Jepang dikenal dengan sebutan sistem suplementasi
Kredit atau Credit Supplementation System, Sistem suplemetasi Kredit
ini pada dasarnya dibentuk dari dua sub sistem yang saling berintegrasi
dan diperankan oleh Lembaga Penjamin Kredit (Credit Guarantee
Carporation) dan lembaga reasuransi Penjeminan Kredit (Jopon Finance
Corporation for Smali and Medium Enterprise-IASME). Tugas utama
dart CGC adalah menfamin Kradit Usaha Kecil dan mensngah, sementara
tugas utama dari JASME adalah menjamin ulang atas Penjaminan Kredit
yang diberikan oleh CGC. Dengan adanva Penjaminan ulang, tidak perfu
timbul adanya kekhawatiran akan ketidakmampuan Penjamin umui:
membayar klaim kepada Penerima Jaminan atas Risiko maceinya Kredit.
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PERJANJIAN KREDIT
Nomaor : 820/PTK-1/BDG/2006

Fedanjlan  Kredit inl (yang sclanjutnya disebut Perjanmjian} dibust dan ditandatengani 4i
Bandang, pada harl ini__: Tymase . langpal 08 /OS /2006 , olely dan antars

L

PT. BANK NIAGA Tbk, berkedudukan di Jakarta . dalam hal ini melalui cabangnya di
Bandung  Jalan LLRE Martadinatg No. 134 yang diwakili oleh Nyoaya Megawhth, Senler
Manager, Karyawazz E’zmpinm ?T Baak Nlaga Tbk {i}muk selanj utnya dzsehu{ “BANK"}

' KOPERAS! PEGAWAL R&?UBLH( INI)GNES?A DINAS ?ﬁNﬁi%iKAN NASIONAL

KECAMATAN SUKAHAJI “GOTONG ROYONG® (KPRI GOTONG ROYONG),
berkedudukan di Jalan Sukshaji, Desa Sukahajl, Kecamaton, Sukakaji, Kabupaten

. Majalengka, _Fropinsi_Jawa Barat.yang .dalam .hal.ini.diwakili, dleh Tvan-M.. Ade_. . .. -

Suditapura, Tuan M, Tdi Seacdi (delam KTP Mohamad Edi Suaedi), Yan Tuan Maman
Hermanto, yang berunut-turur herlindak dalam kedudukgnnya seleky Ketua, Sekretaris dan
Bendahara, yang dalam tindukan hukum ini bertindak secara bersama-sama sato dan Jain hal
zund memznuhi ketentuan dalam Akfs Pendirian Koperasi yang telah didaftarkan pads Kepala
Dircktorat Koperasi No. 2047 tanggal 09 Pebreavi 1989, yang telah dilakukan pérubahan
terakhir terhadap Anggaran Dasar dengan Akta Perubahan yang telah terdaflar di Kepala
Kantor Koperasi dan Usaha Keell Menengah Kabupaten Majalengks Nonwr $18/Kep.
13/PAD/Kop. URM tanggal 17 Juni 2003, (Unfuk selanjuinys disebut “PEMINIAM™),

Bahwa BANK dan PEMINJAM lelsh saling setaju untuk membuat, menstapkan, melaksanalcen
Gan mematuhi Perjanjian int dengan syarat-syarat dan kéientuan-ketentuan sebagai berfkut ;

Lo Pasaly 2
FASILITAS KREDIT

i. JENIS, JUMLAH, DAN JANGKA WAKTU FASILITAS,

Bahwa Fasilitas Kredit yang diberikas BANK kepada PEMINJAM (selanjunys - disebut - -+ —

. Fasihitas Kredity.adalah <

h P L " el

Jentls Fasilitag L Jumlak Jingka wakm . ;
Pijaman | Rp. 400.000.000,~ | 63 (ewarm pulah tigh) bulan termasuk
Transalsi Khusus Availibifity  Pariod terizztung sajak
(PrE-1) ¢ ditandatanganinya Perjanilan ini sampal
dengan  selambat-lambatnya  tanggal
D5/08/2011

schingga seluruh  jumiah Fasilites Kredit yang diberikan BANK kepada PEMINIAM
adalah Rp. 4060.006.900, (Empat Ratus Jula Rupiah) namun demikian BANK
mompunyai hak untuk sowaktu-wokiy mengadakan pernbahan mas jumial Fasititas Keedil
tersebuit, di mana jumizh  yeng nenjedi kewaiiban PEMINIAM kepads BAMNK adalai

jumlah berdasarkan perhifingan-periitungan BANK.

2. PERUBAHAN MATA UANG PINJAMAN,

Apabila berdasorkan pertimbangon BANK perle diakuken perubalan meis vang
sinjunan, maka dengan pemberiinmi terfalls BANK kepada PEMINIAM, BANK dapat
dany berhak, sewakiu- ‘»\jﬂ\.lli atas. pertimbangannya sendirl. wolakukan perub‘l?zafz atais
mengubah mata uang pinjaman vang diberikuonys berdasarkan Perianjian inl, beckut
segala pz‘zrubahm dan/atau penambahonnya yang akan alau telah ditarik oleh PEMINJAM,

Bersama int PEMINIAR tehyatalin perselijuannya a(as m&rubahan MATE Bang piljaman
ini yang munpkin dilakukan oleh RANK. Perubshan mata vang inf tidak memberikan hak
kepada PEMINJAM univk mengajukan tuntutan/gugatan hukwm berupa apapun ferhadap
BANK, antara ain (namuen tidek rorbatas) tuntutas/gugaian membayar ganli rugt kepada
PEMINJAM atas kerugian-kerupiun yang mungkin diderita PEMINJAM scbagai akibat
perubzhan mats wang pinjaman forsebul. PEMINIAM setujy babwa perubahart mats vang
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pi njamaﬁ dilakuken berdasackan kurs yang berlaku danfatau dtte{apken oleh BANR pada
hart dimana perubahan ferscbut dilakekdn.Flukivasi kuss mata uang pznfadian vang tmbul
sehubungan dengan dilskukannya perubshan berdasarkan ketentuan ini sdalah menjadi
resiko dan tanggung-jowab PEMINJAM,

3

Apabila terjadi perubahan yang ditnaksud pada ketentusn 1.2, ini maka dalam hal jumlah
Fasilitas Kredit mehjadi lebih besgr darl jumlah yanp disebut dalam ketentuan 1.1, di

- —&tas,_make PEMINJAM wajib.mengembaiikan.keiebihan.jumiah- fa,szlltasdersebtstwde!am

Jjangka weakiu'dan cara yang tf;zentukﬂn BANK,

3. PENARIKAN FASILITAS KREEZ"[Z
JANGKA WAKTUPENARIKAN. ... . ..o . > e oo

-JA'

Jangia waktu penariken Fastlitas Kredit ini adatah seiak d1mndatmganmya
Perianfian ini s/d twngpa! 08 /0R/ 20606 {3 {tiga) bufan
sefak  ditandatanganinys Perzaujian ini), dengan Yidak mengenyampingkan
ketentuan Pasal i3 Perjanjfan ini. Jangka wakta mana dapat diperpanjang dengan
persetyjuan tertulis dariBANK setelal mempertimbangkan permohonan tertulis dari
PEMINIAM, P&rstt:.guan frang mempak&n kzsa{uan darz ?er}a.njian int.

CARA PENARIKAN, )

I} Bila PEMINJAM hendak melakukan penarikdn dana atas Pas;iszas Kredit,
PEMINIAM wajib mengirimkan pemberitahuan terfulis atay menvershBan bukti
penarikan kepade BANK yang memberitahukan jurilah pinjfaman dan tanggal
penarikan yang dikehendaki, tanggal mana tidek bolek kirang dari 3 {tiga) hari

- - keija setelah BANK-meferima pemberitahinan 1arsebial o« v cmesm i o a oo

2) {Tizp) Pensrikan Fasilitss Kredit hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu
penaeikan Fasilitas Kredit, pada hari keriz dan jam ker;a BAI\K _yang dlsemjm

T hersama oleh BANK AR REMINIAM T T I T LTI T

3) Menyimpang  dari - ketentuan-ketentuan  tersebut di stag, BANK tewsp
memplinya:  hak  untuk mﬂunda gtag mengatur kembali  (Rescheduling)
pesarikan  Fasilitas Kredit tersebut. Penundaan atac pengaturan kembali mana

. tidak . memberikan . hak. .. kepada .. _BEMINIAM .. uptuk .. mengajukan.
2ee o tuntutan/gueatas hukum-berupa -apapun -terhadap - BANK,.antara- - lain -{narnun

tidak ferbatus) tuntutun/pugatin membaysr ganti rugl kepada PEMINUAM atss
kerugian-kerugian  yang  mungkin  diderita PEMINIAM sebagal akibtat
penundaan stau pengatyran kémbali pénarikan Fasititas Kredit tersebat,

Selain itn BANK juge mempunyal hak untuk sewskiu-veekto membatalkan
Fasiias Kredit tanpa pemberitzhnan teriebih dahulu kepada PEMINIAM, Atas
sepala  akibat vang {mungkin) imbu! sehubungan dengen  pembatalas Fasilitas
Kredit tersebut tidak memberikad hak kepada PEMINIAM uniuk mengajukan
tuntutanfgugatan  hukum benipa spapun terhadap BANK, éntara fain (namun
-- tidak-terbatas} tunfuten/gugatan - membayar gant rugl - kepada PEMINIAM -atas
kerugian-kerugian yang mungkin diderita PEMINIAM scbagai akibat pembatalan
Jumtah Fasifitas %(rcd;z yang dimaksud dafem Pejaniian ini. :

. BUKTIPENARIKAN,

Untuk (tisp) penariken, PEMINJAM wajib dan akan meayerahkan pada BANK,
meodia  penariksn berupa  tande  ierima vang  ofch nasgbabh  {Customer
Acknowiadgement Recmf.sU‘CAR} stag media peaarikan  lainnya yang diminta oleh
BANK dalam bentuk dan st yang dlsetujui den diterimia oleh BANK, media-media
perarikan mens akan manjadt bukt bagi BANK mengenal telah diterimamya uang
iréie%z PZ—“M INJAM dari BA?«%K Da%am hat~ t:dak dzmndatangééiziiya:I%zad:al}he”&ra

Yandz Terima i.}ang urtuk sejumiaf‘z penuh Fasilttas Kredit berdasarkan Perianiian_im
dan” ?erlaupafz-perganj:a:{ fainaya yaﬁg, merupakan pewbaﬁaqﬂé@gg‘gﬁgwt} mﬁ@gﬁ
darf ?erjaa}mi ini.

o m e 414 tma T S '
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4. PEMBUKTIAN HUTANG,

Sebagai akibat dari keientusn-ketentuan tersebut di atas maka PEMINIANT dengan ind
menyatakan menerima Fasilitas Kredit dori BANK dengan jumiah setinggi-tingginys
sebagaimana disebutkan dalam ketentuan 1.1, & aas, jumiah mana belum Ermasuk bungs,
provisi; komisi dan-ongkos-ongkossettablays-blaya-lainhya-yang timbut sebagal ak ibat
penarikan Fasilitas Kredit sehubungan dengan Perfanfian ini. PEMIMIAM dan BANK
setu]u bahwa media-media penarikan dan/stan pembukusn-pembukuan dan/@au catatan-
catatan suita surat-sural dan  dokumen-dokumen lain yang dipegang dan dipelihara oleh
BANK juga merupakan bukti yang lengkap dari semua jumish hutang PEMINIAM kepada
BANK berdasarkan Perjanjian int dan mengikef terhadap PEMINIAM.

PEMBAYARAN KEMBALIL

a} Pembayaran kembali akan dilakuken oleh PEMINJAM kepads BANK dengan
ketentuan sebagal berikut {dengan tidak mengurangi Ketentuan Pasal 13)

Fasilifas Pembaysran kemball .

FTK »  Secarn On Liguidation Basis sesuat bateh masing-masing dengan
Jumnish angsuran sefama 60 kali angsuran pokok dan bunga dengan
perhitungan annuity ingerears;

» Dengan ketentuan bahwa untuk pertama kalinya angsuran per baich
tersebut akan difakukdn/dibayarken pada 1 bulan kemsudian pads
tafgyal yanp samia dengan tanggal penarikan dan selanjutaya pada
tanggal yang sama dergan tsnggal penarikan pér batch dard
tiap-tiap bulan berikutnye dan ferakhir selarmbat-lambatnyd pada
tanggal yung sama dengun tanggal penarikan pads bulan ke-GO
kemudian
(secars ferperinel  wkan  digepaksti  ole BANK  dan
PEMINIAM pada Data Angsuran per batch yang akan

meniadi sulak satu syarat penarikan pinjaman),

b). Detiap pembaysran perfama-tama skan dipdruntukkan bagi permibayaran ongkos-
ongkos, bunga dan pembayaran lainoya gelait dedda dan pinjaman  pekok,
kemudisn untuk dendy yanz belom dibayarkan dan kemudian usiuk pinjaman pokok
yang terhutang dan hares dibsyarkan.

BUNGA.

Amas  tiap jum?zzs uang yang terhutang Mau sisanya yang belum dibayer lunas  atas
pemberian  Fasil Erodit ing, PEMINIAM wajib membuavar bungs kepada BANK
sebagal berikut ;

Fasilitas Jumiah “Bunga

PTK | Rp.460.000.000,- |« 20,80 % pertahun efektif fixed 1 tahua = [1,16 % flat
) - 20,50 % pertahun efektif fixed 2 tahun = 11,37 % flat
- 21,00 % pectahun efektif fixed 3 tahun = 11,88 % flat
- 22,00 % pertshoes efekiif lived 4 tahun = 12,81 % fiat
- 23,80 % pertalign efeicif fixed § fabun = 13,83 % {fiat

dengsn sechitungan bunga secava Ansuily In Arears

Namun demikian  BANK mempunyai hek den bersamg ini diberi kuasa olsh
PEMINJAM untuk sewakto-wakty werubah ketentudn besarnya suku bungd tersebut

.-sesuai perkembangan. kesdaan .pasaf, _perubahen suku bunga mana. pasti disstwjui olch
PEMINIAM, dan BANK skan memiberighukan perubihan suku bunga tersebul kepada

PEMINIAM

Tanggal pembayaran bunga adaizh pada setiep tanggel | (satu) ifap-tiap bulannya alsu
nati kerja berikulnya apabila tanggal fatuh | (satu) tersebut jatuh pada hae fibur dan hari
Sabte atoy sesusi denean tangeel pembayaran vang lelah ditentukan dalam
Perjaniian iof dan sesngi masing.maxing sisterm gerbitunean dan pembavaran bunga,

. / ficlaran ko T dfari 13
« .
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- ‘Buagawzmbumma&mﬁmngﬁwm penajikan  pipjaman
sampai dengan hari dan tanggal hutang tersebut dibayar kembali dengan luras, penuh
dan dengan sebagaimang mestinya ofeh PEMINJAM kepada BANK sesual’ “dengon
jumtah hari yang telah berlaty, dihitung atas dasar bahwid | (satu) tahun adalah 350 (tiga
ratys enampulub) hari, dan wajib dibayar lunas, penuh dan dengan sebapgaimana mestinya
oleh PEMINJAM kepada BANK pada setiap tanggal pembebanan bonga,

7. KOMISI DAN FEE. ’ : i
PEMINJIAM setuje uatuk membaysr wang komzsn dan feg sebagai bevikntT ; '
Fagsiiltas | Jenis Komisl § o Besarnys - Cara Pembavaraf
PTK -} Pravisi I % per penarikan Ditarik sekaligas dan
. dibavar di muka
“BUNGA DENDA,

ifamana PEMINJAM tidek atdu gagal membayar junas suatu pinjamzxz, bunga atag
tairelain jumilah vang yang wajib dibayar berdasarken Perfanilan ind atau  bokd
penerirnaan uang, maka {dengan tidak menguringi kewaliban PEMINIAM untuk tetap
membayar jumibsh vang yang telah wejib dibavarmya ity berikut bunga yang berlaky padz

/L., ) saat ita) PEMINJAM wajib membayar bunga deada atas jumiah yang tidak “atau lalal
{ dibayar tersebut kepada BANK.

Besarnya bunga denda atas tunggakan pokek pinjaman adatah 4 % (empat persen) di

atas bunga yang berlaku  sedingken bessroya busga denda atas tungpakan bunga

pinjaman adalak sebesar= 2% {(dun persen) yang kesefurvhannya dihitung ~dard jumlah

pokok pinfaman / bunga pinjaman yang -teftungesk dan/atau jumlah: udng yéng tidak atau

lalai dibayar tersebul stay sejumlah_desda busge yanp diteptuksn wntuk mesipe-

maging perhitongan bungs dan sesuai dengan sistem aperasional Bank, J C o
Bunga denda terhutang mulai hari dan tanggal jumiah vang vang bersangkutan tidak atay

falal dibayar sampai dengan harl dan tanggal jumlsh uvang yang waljib dibayar tersebut .

dibayar lunas sesoai dengan jumiah hari yang lewat, dan wajib dibayar dengan sekaligus

lunas oleh PEMINJAM seketika ditagih sleh BANK. —« = oo s s oo s 1 ot

9.  PEMBUKUAN. "™ - RS

- Fasilitas Kredit yang- d:maksud—daiam Perj:&ﬁpaﬂ»sm akan dibukukan.oleh BANK. pada
kantarfcabang yang tercantum dalam Perjaniian ini. Akan tetapi PEMINJAM setuju dan
bersama fof membetikan kugsa pada BANK untuk bilamana BANK menganggap perfu
berdasarkan pertimbangan BANK  sendir], ‘untuk mengalibken pembukuan Fasilitas
Kredit dimaksud” pady Ra»wzfcaﬁang“BANK YARE §3w baik yang i:émda“dz !udcnasza '
maupun di el Iadénesza, B i E e Wi R

Pass;! 2
KIASA MBENDERET REKENING

PEMINIAM bersama ini memberl kuass, kekuasagn dan wewenang peruh pada BANI setiap

waktu dan darl wakte ke wakty,yang ditetapkan. pleh BANK sendiri khusus untuk mendcbet . . ..
rekening PEMIMIAM pada BANK, baik rekening/acsount giro, rekening/account deposito {hal

mana bersamma ini FEMINJAM memberi kuasa pula pade BANK khusus untuk mentairken terlebify

dshulu deposito atas nama PEMINIAM tersebit) dan/atay rekening/account dain berups apapun,

baik delam mata uang Rupizh maupun dalam fsta uang lain, jurolah yang besarnya setiap kali

skan ditetapkan sendivi oleh BANK dan menggunskan/memakai jumiah vang tersebut untuk
membayar dan membsyar kerabali semua dan setiap jumlah vang yang sekarang telah dan/misu
divemudian harl akan terhutang dan  dibaver oleh PEMINJAM kepada BANK berdasarkan
Perjanjian ini beserta segala perubaban dan tainbahannya, media-media penarikan, petjanjtan lain
dan perjanjian-perjanjian jaminan, baik watuk jumish pokok, bunga atau lain-lain jumliah wang

vang wajib dibayar ofel PEMINIAM pada BANK.
\(M hataman ke § dari 13
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Pesal 3
pmc?z}mm FASILITAS KREDIT

Fasifitas . Kredit..yang.. diberikan. oleh. BANK _pada_PEMINIAM _skan | digunakan _ olch
PEMINIAM untuk keperfuan (-keperluan) sebagai berikui ; '

Jenis Fasilitas Keperluan

PTK -1 Untuk disalurkahn kepada anggota schagai kreodit multiguna dcngun
ptafond maksimal RP,15.000.000,- {Lima I;nlaa Sluts Ruplah) per enduser
y (anggota yang mendapatked plafond maksimal RP.15.000.000, (Lima
Befas Juts Ruplah) Ranye anggeta yang skun metunasi pinjaman pada |
FEMINJAM }‘pihak ke-3, sedangkan un!ak anggots yang tidek memitiki
pinjamah, plafond maksimal yang diberitan Rp.10.000.00,- (Seputuh Juts

Ruplsh)
Passld
SYARAT PENARIKAN PINJAMAN ~ ~ 7o
Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan {ain dalam PERJANJIAN inl; BANK -bary wajib
ey memberikan pinjaman kepada PEMINIAM berdasarkan Perjanfian ini bila f’fihéi?\iéi%% paling

tidak telah memenuhi, seperti namun tidsk zerbatas pads, syarat-syarat:

I. BAMK telah menerima dokumen-dikumen (semua dengan bentuk dan isi yang disetujui
BANK dan dalam hal yang disershken adalah salinan meka aslinya waiib ditunjukkan pada
BANK saat penycrahan dokumen-dokumen lersebud) sebagai beriiout |

a) Dokumen yang disyaratkan dalam Pasal § butic 5.1, Perjzmjlan fni, yaitu tenimasuk akla
pendirian  danfatau anggaran dasar yang dibual sampai dcn;@an tanggal dan hari ini,
berikut pengesahan-pengesahan yang telah diberikan aleh instansi ydnb berwajib lerhadap
anggaran dasar {ersebut dan perubahan-perubaiannya, beérikdi ™ pila- salindn Beritd Adafe™
Rapat Para Pemegang Sahamn dimzna diangkat Direkst atau Komisaris Peatinfam yang
scharang menjabat jabatan-jabatan tersebut danfatau parsetujuan kemisuris bila disyaratkan
dalam anggaran dasar,

B) Asli surt keasa yang dibuat dan diberikan oleh PEMINIAM  kepada orang-crang
tertenty  (jika a&da} yang diwnjuk untuk dan atas nama PEMINIAM  melaksanakan
Petjaniian ni dan Peganfiant-perjanjian) Jaminan serta sermua dokumen yang disyaratkan
oleh atau berkeiten dengan Pejanjian ini atau Pedanjian-perjusiian jaminan, berikat
contoh tandatadgan orang-orang tersebut.

¢} -Salinan - surat-izin-usshs perdegangan-dundatau surat-surat izin- lalnnya vang dikeluarkan .
oleh insiansi yang imrfm{zaz;g vang diperiukan oleh PEMINJAM dalam menjalanken
usahanya, i

dy Ashi bukti-buktd hak kepemilikan atas imangnbazimg vang dijadikan Jaminan den/aias
Pedaniian(-perjaniian) Jaminan yang disebut dalam Pasal 9 Peojmgan im.

2. Scmua Perjanjian- (pa{;anjwn) Jaminan eiah ditands tanpaai dan dalam beotuk dan isi yang
d|5¢19ju| BAMNK., . - e P xR N R e
PEMINIAM tidak sedang dalam keadazan lalai Uerdasarkan  Reieotuan-kelentuan  yang
termakiub dalam Pasal 12 Perjanjian ol afau  berdasarkan sebab fain sesuai pertimbangan
BANK. .

4. Syarat Penarikan untuk fasilitas PTK-1 adalah sebagai berikut :

Penarikan dilskakan déngan menyertakan
- Surat Peemohonap Pencairan Dana.

e — Daftar nominatif debitur. yang. herisinama, romot. anggola, _tapgen) lahir, take
_home pay. jumlal kredie, Jangld wakfu, dan besar angsuran masing-masing
karya\wzn yang telal dirchomendasiian oleh PEMINJAM.

- Meaycrahlan copy swat kuass polong gaji masing ~ masing anggeta yang di

dalamayn terdapat kiausula pemofonpgan gaji dan bmef?{ ininwys

- Meuyerdhkan copy slip gagi (3alu) buian terakhir

- Menyerahkan copy Perianjian Kredit antara PEMINJAM dengan anggota {best

effort format BANR)
— /7 hedansen ke § dord 13

Penjaminan Kredit..., Halida Nurina, FH Ul, 2009

H

:..,J




b /
Angsurnp moksimn 40 % (empat pulah persen) darl Take flamic Pay (TP}
mesing.masing enduser,
~ Surat pernyataan dari Beadahars Dinas (dipeouhi culasp [ kali dan berlaku puls
untuk fasititas PTK) l

Pasal &
PEANYATAAN-PERNYATAAN PEMINIAM

NJAM bersama ini menyatakan dan menjamin bahwa :

KEWENANGAN BERTINDAK. 1

PEMINJAM tdek sedang dan tidek akan dicabul kewenappan bertindaknya menurut
hokum, dan Akea Pendirian Koépérasi yang telah didaftarkan pada Kepala Direktorst
Koperasi No. 2047 tanggal €9 Pebruari 1989, yang telah ditakukan perubahan terakhir

. terhadap Anggaran Dasar dengan Akta Perubahan yang tetéh terdaftar di Kepala Kanfor

Koperasi dan -Usaha Kocil Menengah Kabupaten Majalengks Nomor $18/Kep.
13/PADIKep, UKM  tanggal 17 Juni 2003, dokumen-dokumen miana merupaken bagian
vang tidak {erpisabkan darf PERIANIIAN,

KEEKUATAN PERJANJIAN.

Pegjanjian  ini dan segala dokemen sera instrument yung simbul  sehubungan  dan
berkaitan dan sebugai akibatnya, sdalah sab dan mengikat PEMINIAM sena  berlake
sesuai  dengan  Ketenfuan-ketentuan yarg ferdantum i dalamnva.Pembuntan.
peayerahan dan pelaksanaan Perdanjian ini dan dokumen-dokumen A6 seperti vang
dimaksud di ates tidak melanggar suatu perundang-undangan Megara Republik tndonesia
atau anggaran dagar PEMINIAM atau perjaniian lain dimana PEMINJAM merupakan
pifiak di dalammyn, o0 L L L e - U .

TIDAK ADA TENTUTANSENGKETA,

Tidak ada dan tidak skea permah ada senpketa maupun tuntulan terladap PEMINJAM
maupen  baranpg-barang  yang diadiken Jaminan, baik di fuar meopuan & dalam
pengaditan. atau peradilan .menzpun juga yang dagat berakibat buruk/menambah resike
terhadep usaba PEMINIAM pada.umumnya dan. keadaan Keuangan PEMINIAM. _pada.

khususnya yang dapat membahayakan BANK stas pemberian Fasilitay Kredit ini:

LAPCORAN KEUANGAN, Moo . : -
Eappran  Keuangan vyang tefah di audiz eleh akuntan  publik  atae  dibsat oleh

PEMINIAM seadiri (yang telah dinyatakan “sali® oleh PEMINIAM) adalah benar, topat
dan tidak ada kesslahen apapun, dan menunjukkan secara jelas  keadaan  keuangan
PEMIMIAM yang scbenamya,

PERISINAN,

Seliap ijin) perselujuan aldd wewsthang "Fani dikelistkan "oleli “inslankt Vahy betvjib
dan yang disyarathan untuk dan dalam rangka pembusalan, penyerdhan dan pelaksanaan
Pegjanitan  inl fan dokumes-dokumen Izin  yang berhubungan  desgin pemberiss
Fasilitas Kredit ini telah diperoteh PEMINIAM, [jin-diin, persemgjuan-perssivivan dan
wewenang mang sekarang il masik berdaky, dan akan diperpaniang oleh PEMINIAM
apabiia jangka waktu ijis, persetujuan danfatau wewenang-wewenang tersebut telab habis
narmun beluen seluruk ginjaman dibayar lunas oleh PEMINIAM.

FPAJAK, . S
PEMINIAM tidak mempunyai (unggakan-tunggakan pajak, kecuali yang diperkenankan

oleh perundang-undangan. : S L e e e

akan mengainkan permehonan penundsan pembavaran (surseance van betaling) techadap
Fasilitas Kredit vang diberikan berdasackan Pesianjinn ini dan tidak menjaci inselvent
ataw dinyatakan pailit dan tidak kehilangan hakays untuh mengurus atap menguasat hana

bhendanya. : : : //7 . S e e

o KEPAUATAN e . — e e o e it e o e
PEMINIAM, PENJAMIN denfatay PEMBER] JAMINAN tiduk scdang dan ldak

AN }% hoatonen ke 7 dari 13
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Pasal 6
KEWAJ]BANJ(EW&J!BAN PEMINJAM

Keeuali ditentukan lain oleh BANK, PEMINJAM wajib : ‘(
1. Menpgunakan Fasilitas Kredit seperti yang discbut dalam Pasal 3 Perjanjian inj,
2. Selama  pinjaman  yang ditarik berdasdrkan Fasilitas Kredit  ini  belum  Jusas,

mengasuransiken selurub barang-barang yang dijedikan jaminan/agunan Fasilitas Kredit
gang~ diuraikar dalem dokumen(-d8kimeny Bukti Hak Képemilikan dan/atau Perjanjian(-
perjanjian} Jaminan, terhadan resiko kebakaran danatan resiko lain yang ditetapkan oleh
BANK pada perusahasn .suransi serta untuk  nflal * asuransi dan dengan syacat-syéral
gszrzngi {seperti namun tidak tetbates pada Banker's Clause) yang ditentuken oleh

3. Senantisse memberikan ijin kepada BANK atau petugas-petugas ydng diberi kugsa olely”
BANK untuk {2} melakukan pemeriksaan (eudit) tethadap buku-buky, catstan-catatan dan
administrazi PEMINIAM serts memoriksa keadaan barang-barang  jaminen dan {b)
meizkukan peniniauvan ke dalam provek, bangunan-bangunas lain dan kantor-kantor yang
digunmkan PEMINIAM,

4. Memberikan pada BANK sega%a informusi/keterangan/data-data (sepertl, namun tidak
terbatas  pada laporan kéuangan PEMINIAM) () sepala sesuaty sehubungan dongan
keuangan dan useha PEMINIAM, (b) bilemana terjadi perubalien dalam sifar atay luss
tingkup usshs PEMINIJAM bilamang teriadi sustu peristiwe atau Keadasn yang dapal
mempengarahi keadase usohs aiae keuangan PEMINIAM, setiap wakty, baik diminta
fnaupun tidsk diminta oleh BANK,

3. Menyerahkan Repada BANK Laporan keuangan Tahunan yang merupakan lampiran
Surat Pemberitahuan Tahunan Atas Pajak ?cnghasr!an {SFT PPH) yang bértands
terima dari kantor I":staymau Pajak serempat. <= == Spilr A .

N mMenyemhkanwpada BANK-
- s Lapdran Rapat-Anggota-Tahunan (RAT)-secara tahunar setambat-tsmbatnya G} oo e

oo e gy i Setelab-tanggal laparanc ; - :

« Laporan Keuvangan Tzhunan sclsmbat-lambatnya 90 hari setelah  tanggal

fap6ram,
* Tanda tevima pencgiran dana dari PEMINJAM ke anggota kepada BANK
(mstksimal 7 hari setelabh pencsican), dan pencairan kredit ke anpgots disalsilian

ol¢h pegawsi BANK
4 7 Menginformasikan kepsda BANK bila éerjadi perubahan pengurus.
g Metakukan evelnasi / anslisa sesual persysratan BANK yang tercanium dalam

ketentuan kredit untok deébitur {fikat lampiran kriteria enduser), termasuk pada
evaluasi / analish kemampuan anggote untuk membayar angsuran pokok dan bungs,

9. Mengevaluasi dan menjaga jatub tempo fasilitas pinjaman yang disalurican kepadz
anggota Hdzk melampant masa pensivn anggota yaog menerian fasilitus.

i0. Mempertanggungjawabkae ™/ medjamin kebenaran dan keabsahan Surat Kussa
Potang Gajl darl angpota Kepada Koporasi yang diserahkan kepada BANK,

ceees o - -Menjage ketertiban administrasi dokumen-pinjaman dan jJaminan-daripara-anggots

iz Bemnggaag izwai: # melakukan pelunasan sélurub kewajiban terhadap segala resike
terjadinya fungpakan dard parp anggoia seperti kredit macel, péngsiun, PHK
. {Pemutusan-Hubungaa. Kerja),-motagh ~meninggsl-dunia atau diakibathan. kondisl v oo
izin dengoan meagyunakan daas yang berass! dart sngpolr iy sendirt maupun dans
vang berassl dari PEMINIAM sendind.
13 Mengijinkan BANK untuk dapat melakukan pemerikszan atas dokumentast kredi(
yang disimpan dan dikelola PEMINIAM, Pemeriksaan dokemen dilakukan minimal 2
{duz) bulan scfelah penarikan kredif unfuk kemudian dilaltukan pemeriksaan seears
6 (emawm} bulanan, Apabila terdepat kekurangan dokumen. maka . peoaciban. . .
Berikutnya tidak diperkenankan sampai keliurangsn dakumen terscbot ditengkapi,

Aafaman ke 8 dori {3

/™. ern f
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i4. Melakukas pelunasan semruh pingamnn anggota PEMIMIAM yang dibxayai Bﬁ%\l}i
dengan uwngganakau ‘sumber dona yang berasei dari masing-masing  snggots
atagpun duna yaag berssal dard. ?EM[N}AM seadisd, bllamanu {fer{adi pembubaran
PEMINIAM,
Setiap anggota Koperasi PEMINJAM walib dicover asuransi yang disctujui oleh
BARK serta uniuk peau(upaa pertanggungas asurarsl, blaya monjsdi tanggungan
anggota.

Pasal 7
PEMBATASAN-PEMUBATASAN

Terbitung sejuk tanggal ditandatanganinya Perjanjisn ini, berdasarkan Perjanjian  inf dan

dokumen-dokumen Tain yang timbol schubungan dan berkaitan dengannys. uaka tanpa persetujuan

tertulis teriebih dahulu dart BANK, PEMINJAM tidak diperkenankan melakukan findakan-

tindaXan sebagat berikut ;.- st

L Menjuul atau dengan cara lain mengalibkan hak atas  menyswakanfmenyerahkan
pomakaian  selurub stay scbaglan kekaypanfasset PEMINJAM, baik barang-harang
bergerak maupun tdak bergerak milik PEMINIAM, kecuali dalamn rangkd  menjalankan
usaha FEMINJAM sehari-hari,

T T e e EN R gUR AR Uenga Sara b AT kekayaET PEMINIAM —kepada

=+ eoe e —-osebpvaimana- termaktub-datam- -perfanjian-perianiiandaminan:

orang/pihak " lain, “keguali” men,uammkanfmengagunm kekayaar— kepada - BANK- -

3. Mungadakan  pecfaniian yang dapat menimbulkan kewajibau PEMINJAM  untek
membayar kepada pihak  keriga, kecuali dalam rangka menjalankan usaha PEYIINIAM
seliari-hari, F?M

4, Menjamin fangsusg manpan tdak langsung pikek ketipa lainnys, kecuaii melakikan
endorsemen aias surat-surat yanz dapat diperdaganghkan uotuk keperlpan pembayaran atay
penagihan {ransaksi-transaksi lain vany lazim dilakukan dalam menalankan esaha.

5, Memberikan pinjaman kepada stau meoerima pirgaman dari pthak fain kecunli  dalam

U7 THEEKE e jilEnkar asais PEMINSAM SElER-hiri -

é. Mengadakan perubahan darf sifat dan kegiatan vssha PEMINJAM scperdi yang scdang
ditulankun dewasa ini.

7. - - Mengubzah -susunan--pengurus;— susunan—para--pemegang—sahame—dan—nilai—salham
PEMINIAM. . Iy . S

Mengmmba«;gg Qggj 2y §aha:}3 ?EMIN}AM

Sumus biays yang dapat ditegih dan harus dibayar dan yang timbul berdasarkan Pedanjian

elskukan merger AT GKUTBHAT AlAU KONSoNgash
Memberikan kredit. motor atay smultigena dari BANK kepads anggota yang telah
menddpntkan  piRjaman dar)  lembaga  ReUangan  laianva,  Kecusi (aSilifag
pinfamannya téigh hinas.

Membagikan SHU spabila 1erdapa£ kewnjiban yang ter tunggai( ke BANK

Memberikan pinfaman entuk fasilitds: PTK-1° (dan sebalilinya) kepada anggets
PERMINIAM yang tekah menerima fasititas pigjaman PTK,

Pasal B
PERLINDUNGAN TERHABAP PENCHASILAN BANK

Ini—dun—seenls qk&ba{-ﬁsn—g&da%mﬂnawwwaﬁ%&am&%emwaéﬁaﬂw

vang bertalian dengan penyifipanan dan pernilikan Jeminan, upsh serta beban-beban dan setiap

pembayaran yang harus dibayar BANK kepada pengacars dan/alau penaschat hukum yang tikeri

fupas aleh BANK umuk menagth kredd {ersebul, sepala engkos-onpkos yang Gersangiitan cengin

realisasi Jaminan i, termasuk komisi dan pembayaran-penibayasan lainnys kepada pihak ketiga,
demikian-pulapajak ~{sepertis pamen~tidak ~terbatas T pada bea-materai} daripada Perganiian-int o
{termasuk segata perubshan danfatau penambahanaya) meniadi tanggungan PEMINIAM.

e Juga apabila.terjadi. p&zubaha;upaémﬁndan%md'lugwgzcn mzm&_pﬁQimﬁngMQﬁM@M

pelaksannannyd atay penalsirannyd ‘aiau hal-hal 12y yisg Inengakibalkad berfambilinya tiagd

~ Ferfernran e @ ddari 13
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(seperti, namun tidak terbatas pada penpenaan pafak, bea, pungutan alau biaya lain} pada BANK
sehobungan dengan pemberian Fasilitas Kredit dalam Perjanjian inf merupakan nggungan
PERMINIAM,

Maka sciak tanggal permittaan BANK, PEMINJAM wajib datam jangka wakiv 7 (lujub) hari
membayar tambaban biaya-biaya tersebul kepady BANK,

— e e e - Fasszb e A l;:‘,.:.‘:_l.‘;f::.mm__ el
e JAMINAN-ATAS PEMBERIANKREDI T

1 tntut—Trenjarrir pembayarartinasTpenuhtertib-dan-dengan-3 e bag A M ANE— MO LNy
semua jumiah uang yang terhudeng dan wajib dibayar ofeh PEMINJAM kepada B ANK
berdasarkan Perjaniian ini daa perubshan das/atau perpanjangannyz, baik jumiah pokek
pinjamaa(-pinjaman), bunga, biays-biaya dan.lain:lain jurmlah uwang yang wajib, maka
PEMINIAM. mgRverabkan pada- BANK f#minani-jaminan), - yang pengaliian hak

kepemilikannya -dibuklikan-dengen -dokumen wtay  perjarfisn.perjantian  yang diboat

dalam bentik; jumiah das isi yang memuaskan BANK, termasuk  namus ™Midak ebatss.-

-pada hal-hal sebagai berikut, berikut ségala tsmbahan dan/atau nenguadlinys yang
diuraiken dalam perjanijan térpisah namufy merupakan kesaiuan dari Petianjian ini, yainu:

Jaminsg 3 . ol R A U Nm
¢ Berups Hak Fidusia afss scluruly tagihan Koperasi kepada para anggotanys,
niinimal gebesar Rp. 400.008.000,- (Empat Ratus Juth Rupiah).
yang mana wntuk selanjuteya dinyatakan lebik fanjut dalam akia terpisah yang merupakan
sati kesaivan dan bagian vanpg tidak terpisahkan dengan Pertaniizg il
Dan barang-barang jaminan lainnyd yang akan diberikan di Kemudian hard dengan aka . .
pemberian faminan yang terpisah, M
BAMNK berhak dan becwesang menjslankad hek den wewenangnya alas jamiran yang ©  J

2.

dissbut-pada-ketentoan-keteniuan-di-atas,
Pasaf 10 |
KOMPENSASIE

l, Kewsiiban PEMINIAM untwk membayar kembali hutangnya pada GANK  Dberdasarkes
Porjanjian  ini  atau seiisp perjanfian lain yang berhubungan, wajib  dipenubi oleh
PEMINIAM tanpa PEMINJAM berhak untuk  memperhitungkan  {(mengkomipensin)
dengan - tagihan/piutang dageng-PEMINIAM techadap BANK {bifa ada} dan tanga hak

unluk meanuntul Teriehilt cahilll suald pembIvaran ol (Colinly diarm ).

13

PEMINIAM menyvetuinl bahwa @pthan/piutang dagang PEMINIAM pada BANK (bils

ada) tidak dapat dijadikan alosan untok tidak membayar atau menuntul kembafi BANK
DeértasaTicE PeTiaaHAn TR RIAT GOVdaSaTKeR PRijaia punalian el T yengdisebut™ - 77
dalam Pegjanjiss ini, PEMINIAM deagaoini melepaskan semud haknya sepertt disebit

dalarm pasal 1423 sampai dengan 1429 Kitab Undang-undang Biuskim Pordata,

U T ot (1
S - : PENCALIHAN HAK -

A;23§iia—d'tanggappcriwch%&:ﬁerdas&kswmméaaganmﬁméimMm%puayai:ha_% s
e e senpalikan baik-selurutratawcsobagianhakehak-dan-kewaliban-kewajibannya-ysug-imbul—e—
e e e SERUBUBZRRdengan Sasilitas. Kredityang diberikan.pada  PEMINIAM berdasarkan Perjeniian ini e
(berikut perababan dan/etay penambahannya) kepada pihak ketiga fainnys fanpa perseluf s
tedebih daludu dart PEMINIAM: mesvimpang dari hal diiiks,” PEMINIAM fidak ddpat =
mengalihkas scpala huk dan kewajibannys pada pihak hetigs lainaya tanpa persetyiuan terfulis
woichih dafiulu dari BANK,
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Pasal 12
KELALAIAN

Menyimpung dari Jangka wakiu peinborian kredit yang discbut dalam ketentann 1.1, diatas, berikut
segals perabahannya. seluruh jumlah pinjaran dard PEMINUAM terhadap BANK, baik karena
hwtang pokok, bunga, Komisi, fee dan  biaya-biaya lainnya yang ferhutang  berdasarkan
Perjanjian ini, dapat ditagih dan  wgjlb  dibayarkan kembali dengan seketika dan sekaligus
selervhaya, tanpa perlu adanys surat teguraniuru ™ sita atau surat lainnya yang-serupa dengan-ite,
yaitu dajam hal terjadinya, paiing tidak, salah sati: dari kejadien di bawah ini ;

i Bilamana angsuran hutang pokgk dan/atau bunga dan/mau jumish yaog twhutasg lain

- yang-timbul-berdasarkan-Peganiian-ini-tidak.dibayarlunas.pada wakie_dan.dengan sara

sebagaimana yang ditentukan dalam Perfanjian it dan/slau  perubaban  dan/ateu
perpasiangannya, dimani levatayd wakiu saja sudab mempaiaan hakn yarzg‘czz&;:p dansah -

bahwva FEMIRTANT TR meBRkEn KewR i Dannya]

i%tiamana menurut BANK, F’EMZ?{}AM tidek memenuhi, terlamba! memenuhi aisp
ehayri naling (idak saiah sefu dari, syaramsvaral  dan

b

e e L N R et S drton o 4

kc{eawan-kezcmuan hm,éaiam Parjanjmn ini dan/mtau tegjadi Kelalaian atau polangyaran
yang .. termaktub_dalam.. pcr;'m_;;annpemnmn jamwan yang. é;imat hcrkenaan émgaa
Pecjaniian’ini,

5 Jika suatu pemmyataan, suret Keterangan atee dokumen yang diberikan schubungan dengan

Perjanjisn  ini danfatau pesubshan dan/atav penambahan dan/atau schubungan desgan |

Perianfian ini temyata tidak benar atay tidak sesusi dengan pernyatasn scbenernya delam
atat: mengenai haj-hal yang oleh BANK dianggap penting.

4. Apabila semata-rmata menorut pertimbangan BANK, keadaan kevangan, bonafidizas dan
sotvabilitas PEMINJAM - mundor sedemikian rupa  vang  dapal  mongakfbatkan
PEMINIAM tidak dapat membayar hutangnya lagi.

5. Bilamans  PEMINIAM  ateu orang/pihak lain yang nmenanggung atés  menjamin
pembayaran  hutang-hutang PEMINJAM {untuk scianjumya disebut juga PENJIAMIN)
berdasarkan perizsfian ind mengaiukan permohénan untuk dinyatakan dalam keadaan
paiiit atay penundaae pembayaren  hutang-hutang  (Msurseance van betaling®} kepada
instanst yang berwenang stau tidak membayae hotangnys kepada pibak ketiga yang (clah
dapat ditagih Gatuh waktyl stag karena sebab apapun tidak berhah lopi mengurus dan

menguasai kekaysannys atau dinyataken  paiiit atse  susty permshopan atau {uniutan
untuk kepailitan telah diajukon terhadap PEMINJAM dan/atau ierhadap PENJAMIN

kepada instansi yang berwengog, |

6. Bilamana PEMINIAM atay PEMIAMIN. dibubarkas ateu mengambil keputusan untul

bubar {bilamana . PEMIMNIAM., atau PENJAMIN adalait svaw perusahaan] Casu Quo

meninggal dunia atay menafgguhkan untuk sementird usahanys atau dinyataksan berads -

dibawah pengampuan ("Onder Curatele Gesteld™),

7. Bilamana  kckayasn PEMINIAM atan PENJAMIN selurubnya alau sebagian disita ofeh
instansi  yang berwajib; atsu apabila menwan penilaian BANK Tckayann PEMINIAM
atau FENJAMIN dianggap meniadi berkurang sehingga dfapat sembahkayakas  Fasiliag
Kredit yang danaksud dafam Perjanilan ini

8. Bilamang  barang{-baezng)  yong dijadikan  puisinen ooiuk pemsbsywsn Dojang
PEMINIAM  kepada BANK  berdasarkan Pedanjian inl disita  oleh lastansl  yang

berwenang. atau bilamans barang(-barang} jaminan tersebul hilang, rusak atas mussah

karena scbab apapun juga,

g, Apabita PEMINJAM atau PENJAMIN elsh lalai atay melanggar sesuatn kelenluan
dalam susiu S}ﬂfjan[laii*{)t{jé?{}lﬂﬁ lain, termusuk namun {idak ferbatas pads perianjian
yang mengenat atay hcrhuhzzng,azz dengan pinjaman wany alau pemberisn Kredit dimana
PEMINIAM stau PERIAMIN sdaizh sebagai pikak yang  meminjam  dan bilamana
kefalnianZatan pelanpgaran tersebut mengakibatkan atu memberikan - hak - kepada pthak
fatn dafam periznjian tersebut unink menyatakan babwa bulang ates kredit yang diberikan
dalam.perjanjisa fecsebul menjadihacos_ dibayar_ataidibayar kemball dengan  seketika

dan sekaligus pada tangeal [atuh wakiu ppmbayacan yang teish ditentukan, o

. Bilamana tidak dapat diperoieh salah satu atau bebe
ataw wowenang, Bart MLupun perpanjanganays, yp

dikelvarkan ~8leli instans! ~ yang
Frerlemens ke F ol 13
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herwaiib dan yang disysratken uniuk dan dalany rangke pombuatun, peayeraban dun
pelaksanzan Perjanilan ial dan dokumen-dohumen lain  yang berhubungan deagan
pemberizn Pasiiitas Keadit ind,

i1, Apabila nilal asset/kekayans milik PEMINIAM menurut neatlatan BANK menurun.

Passl 12
KETENTUAN-KETENTUAN TAMBAHAN
\/ P Jumlah™ Keedif berikul selGruli sisa BUnga, 884, provisi;  Gligkes-onphas datr tigyr—

hiaya lainnya”*“yazzg*“tcﬁmtang -oleh— PEMIN| AM-—kepada—BAMNK—berdagarkan- — . —
PERJANHAN - ini- wajib - dibayar kembali-dengan lunas, penuh .dan scbagaimara .
mestinya  oleh  PEMINJAM  kepatn - BANK. sclambat-jambmnys - pada-- anggai-

, satu den fain hal tetap mempe:izetikm ketentuan bpasal 12

_ mengenal-Kelalaian daiam: Perdaniian fai, — o men ome oo s o S
Fasilitng Kradit ini bukas merupakan faszizias "revelving® dt mena ?EM ?\*}AM tidak
’ LSy dsﬁzt mélz&ai\élf“ fsmar ksﬁ"‘pln}zman“azas“ﬁana ;}emba\amn Rcmhal: vang “tefsh-— -

PEK}%\JM"& R
Kandisi Khusus berdassrkan Pegjanjian int adofalb
3. PEMINIAM diperkepankan unfuk melakukan Prepayment (fo be wdvice denda
sehesnr T %% darigutstunding yang dilunast untul pinjaman karang dari satu tahun).
VL Kriteria Enduser ¢
- Syarat Ymusm Debitar: .k

1. Gure telnh tercatat scbsga: pegawa: tazx&p (Peg:xwai Ncg&rt)
2. Minimal masa herja 2 (tilts} tahun
3. Anggota yang mentima Reedit dari BANK merupskan naggola KPRE yang
- mendagaf cekaméndasT gaF PEMIRIAM
4. Minimum Talke Home Pay sebesar RP. 1.000,6480,- (safy juta rupinh} per bulan
- B dangha wyakte: fasilitag- piajaman-maksimal-§-(§ma)- tahun-steu-tidak- melebihi - —
satu tahune sehelum karyawan pensive, baik untul piojaman mulligena afzapun

~kendarasn:bermotor— e
6. Jangha wakiu kredit dari BANK ke PEMINJAM dan duri PEMINIAM kepada

ahpgdta (AR BEIET TtIcLIRTUAYFT SisH JugRE wakl i yawiit wetu k perslon
7. Anggots diwajiblan untuk monutup asuransi fiwa (untule fasilitas multiguna dan
— kepemilikan-motor) datrwajib untuk-menutup ssuranst kehitangnn-(FLO) khnsug——- oee

uatuk kepemilikan motor.

TSIFikinr Kredit uanilc MultigoRsE s
I\ Fujuan pembizyaan untak Maoltigena
Z. Jangks wak pembisyean maksimal 68 (enowm puluh} bulan -~
- - - ~3: PFembayaran-hembalt angsuran»’ua;; balan
4, Pembiayazn waksimal sampai dengan Rp.15,600.000, (lima belas jula repiah)
per anggata, angzota yang mendapatkan plalond malsimal Rp.15.000.000,~ (ima
belas puta rupiah) hanya anggets yang akan welunasi pinjaman pada PEMINIAM
f pikak ke-3, seduaghkan untuk anggofs yang tdak memiliki pinfaman, plafand

/ maksinial yang diberilian RPALOUR00,- {sepulub juta rupiab) .
%5* é@ﬁ %ﬁj - Evnluasi Kredit
CoML 1. Pembayaran kembali anpsuran setiap bulan dengan rmsie angsuran maksimal 40

% {empat pulul persein} dari Take Heme Pay.

Paspi td - e a m PR -
+ KETENTUAN PERUTUP o .
i, PEMINIAM . _depgan_ ini menyaizkan babwa PEMINIAM tunduk kepada  semun e

pernluran-peratiran  dan kabz;z&saneaa»kcbmksanam mengma; kredit _yang ada pada
BANK sekarang dan yang skan diadakan kelak, oo
2 Sempa dan saviap kuasa yang diberikan dleh PEMINIAM hepada BAMK berdasarkan
Perianiina ini merupakan baciap-bagion vang terpenting dap rdak dapas dipisakkan
Jast Periamion ink yang mope adama Kussa-huisa  tersdbr Pevfaniion mi tdak akas

Febivmnn Be TG I
Ve
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dibuat dan denpet” deswikian " @ake kuase-kuasa lersebut fidak dapar ‘diterik  Kembaii
maupun dibatatkan sleh sebab-sebab yang tercantum daiam pasal 1815, 1814 dan 1816
Kitab Undang-undang Hukum Perdate Indonesia.

Perianfian ini idak dapat diubah atau ditambah kecual dengan suaty perjaniian perubshan
atey fambahan yang ditandatangani para pthak datas Peclaniian ini

Mengenat Perianfian Int PEMINJAM dan BANK dengan ini melepaskan ketertuan pasal
$266 dan pasal 1267 Kifal Undang-undang Hukunt Perdata Indonesia.

Terhadap Perjanjian ini fan segais dokumen yang borhubungan dan yang timbul  akibat
Perjanjian ini, seperti namun tidak terbatas pada perjaniien-perjanjian jaminan. tunduk
pada hukum negara Republik indanesia,

Mengenal  Perjanjian ini dan segula akibainye kedua belah pihsk memilih  tempat
kedudukan bukum yang tetap dan scumunmya dl  Kantor Kepaniieraan Pengadilan
Negerl Kelas I A Bandung di Bendang. Namun, tidak meapgirangi hak dan wewenang

 BANK untuk memichon pelaksanaan {eksekusi} atav mengajukan tuntutan/ gugatan hukum

terhadap PEMINIAM berdmsarkan Petdanitan ini dimwka peagadilan fain delase wilaysh
Republik Indonesia,

.. Dalam_halada_keteniuan-daiam. Pepani i inL yangs mefiadi ek berlaky  Kartna susid . .. .

peraiuren . psrundang-ondangan maka hita menvnt penfiaian BANK ketidabberlakuan
pasal yang bemsangkutan Bidék membihayakan kepentingan BANK maka ketidakberlakuan
kefentuan tersebut tidak mengakibatkan batalnya Perianiian Int

Dalam hal terjadi atay timbul suaty Kelalaian/Pelanggaraii, maka suaty tindakas yang
dilakukan atau tidak dilakukan oleh BANK atau kelambatan dalam melaksanakan suaty

hak, wowenang atau_tuptutan fidek mélemabkan hak, wewsnéng stau  tunjuidn tessebut

dan juga tidak dapal diastikan bahwas BANK melepaskan hek, wewenang atau tuntutan
foesebut alzy membenarkan ierjadinya kelaigisn pada atau dilakukenaya pelanggaran oleb
PEMINIAM, -

bt um s amrn

BANK, _ PEMINIAM,
PT. BANK NIAGA Thh NOPERASI PEGAWAL REPUBLIK TNDONESIA DINAS

R

PENDGIDIKAN MASTONAL KECAMATAN SUKAHAJ

LT T S GOTONG ROYORG IR ERITOTORG ROYONG]

§ 4 D ne iy .»-.i-« i e

-
[, .m.”n'.ii’&r- e e
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o (-*“‘_;
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BUKU DAFTAR FIDUSIA

KANTOR PENDAFTARAN FIDUSIA
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DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH JAWA BARAT
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UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 42 TAHUN £999
TENTANG JAMINAN FIDUSIA

Pagai 34

(1) Kanter Peadaltaran Fiiusia wenorbithian dan menyerahkan kepada Penorima Fidusia
Sertifikal Jaminan Fid}jsia pada tangpal vang same dengan tanggal ponerimaan pormohonan
pendaftaran,

{2} Sertifikat Jaminan Fidusia yvang merupakan salinan dari Buku Datftar Fidusia menssual catatpn
tentany hal-hal sebagaimana dimeaksud dalam Pasal 13 ayat (23

(31 Tanginan Faduxis abie pada oggal yauy sumsa deapgan tangeai dicatatnya Jaminoan Fulusi
dalam Beku Dallar Fidusi

Pasni i3

Ui Prakn Beatifikin Jumitonn Fidusia sebagaimana dimaoksud dalam Pasal 14 ayat (1}
dienniumban kata-kaia "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG
MAHA BSAY

12 Serulikot Jaminan Fidusia sebagatmana dimnalesud dalam ayat (1) meoypunya kekuasn
cksekurtoriz] yang sama deagan putusan pengadilan yang telah memperoieh kekuatan hakum
feian, :

£3)  Apabiks debbor exdera janji, Pencrima Fidesia mempunyal hak untsk menjual Benda yang
menjadi obiek Jaminzn Fidugia atag keknasaannya senditi.
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DAFTAR FIDUSIA

PEMEERI FIDUSIA _ PENERIMA FIDUSIA

Nama  : KOPERASI PRGAWAIREPUBLIK | Nams  :PT. BANK NIAGA Tk

INDONESIA DINAS PENDIDIKAN

NASKINAL KECAMATAN SUKAHAN

“COTONG ROYONG" (KPRI-OOTONG

ROYONG) ;

Almat ¢ berkedaduian of Kabupaten #ﬁfa}xlmgka Alamat  { berkedudukan dalt berkantar pusat df
Jakarta

Pekerjaan  ~ Pekerjans : -

Hauminen fidsisia ini dibserikan untulc meajsmnin pelunasan ulang PEMBERI FIDUSIA
Sejumiak Ry, 400.000.000, { empatratus jig agseh } mewnss
berdasaskan akix Pejaajian Kredit dibowah iangan tangast 5-5.2006 Fomor : 420/PTK- {fﬂmﬁﬂé e

bermetort eokup,
Dengan ited Pesjarmingn sejunﬂdz R;f 400, 450000 { erppairains futs rupish).
: OBYEK JAMINAN FIDHSIA
- JENIS OBYEK BUETI HAK s NILATOBYEK

- semua s setinp hak, wewenang, — | SERDASARKAN SURAT - Rp. 400.000.000,~
tagitan-tagihan serte Kisinediaim — | PERNYATAAN dan LAMPIRAN - | (empatoatus jule cupial
yaig sekurang telnk dan/atag w-eween | FIDUSEA yang ditandatangac: alel i
dikemdian hast akdn diIIK, Toam M, Ade Suditifura (Ketua), o
diperoleh den dapet dijalankan slgh— 1 Tuan Mohainsd Ed: Sasedi ——*-
Pemberi Fidosis terhadap parg ww— | {Stkeetaris). den Tuan Maman
anggota Koperasi, Hermante {Bendahara),
{anpzsl § Med 2006 hennétess v
cukup.

Fs

-

Dengan sysrat-symat sehngaimnang dimeksudkan dalam skte fanggal § Mei 2006
Newnor 11,- vang dibust Notaris THEN NORMAR LUBIS, 8.5, berkeduddhkan di Baudung.

Dibukukan dan Tanggal Penerbitan Sertifiluat
Bandung, 12 Juni 2006 -

AN mm HOKUM DAN HAM RL
&4 Kepnla Kantor ‘Wijgyaiz Digpartemen Huloon dan HAM Jawa Barat

Drs. SUGENG }i&NDRIJ() BcIP, SHL, MM.
NIP. &48316277
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B PERUSAHAAN UMUM
W SARANA PENGEMBANGAN USAHA

'.;;.2'_‘5
A4

Soonny

amipirab o

Porihad

RPIAIAA0M Bamdung, 3o Marey 2004
S35 induk aas Keodit Yang Hepada Yih,
Disalurkan Kepada Koperas Plmpioan FT Bank Niaga
Pegawai/Karyawan ; Cabung Bandung
JI. RE Martadinata No. 134
Bandung

Gaerdasarkan |

#. Perjanjian Penjuminan Kredit antara Perum Sarana dengan PT. Dank
Niaga Thk Momor | PKKAX2000 Tanggal 22 September 20060

b, Surat PT. Bank Niaga Tk Nomor  /SKAUKMBDG2004 tangga)
24 Maret 2004

Menanjuk Perjanjian ?cnjaminaz{ Kredit antara Porom Sarans Pengembangan
Lisaha dan PT. Bank Niaga Cabang Bandung serte surat torsebut diates, maka
perlu Xamit sampaikan hal-bal sebagai berikut:

1. Perum Sarana Poagembanpas Ussha Cabang Handung dapat menjamin

kredit pepawal yang Sisslirkan PT Bank Niags Cabung Bandung kepada

. Koperasi Karyawan den atau Koperasi Pegawai untik diteruskan kepada

para anggotanyn dengan plafonpd sebesar Rp 2.000.066.000,- {dua milyar

rupiah} sepanjang roemenuhi Kelentuan dan porsyaratan PT Bank Miaga
Cabang Bandung. 5

Proscntase Penjaminan Perum Sarana adaiah sebesar 100% dari nilai
piafond kredil {unk resiko kematian)-dan 75% dari nilal ptafond keedn
{unwk resilka PHK dan keedit macet).

3. Jdabgks wakiv ponjaminag keedit seme dengan reagks wakis perianjtan
kredit berikin perubshannys yang lelsh ditandatangani olch Bark dun
{3ebitur,

4, Selursh kelentuan dre persyaratan keedit darl Bank otomatis meajud)
syarat penjaminan Perum Sacana. -

Adnpun keieotuan penjaminan kredit adalaiy:

A. Kredit kepada  Koperasi Karyawan (Kopkard/iCoperasi  Pegawni
{Kopeg) adalah keedit dari PT Bank Niag_%gkgbgé&iﬁ;&mﬂ_@bukm
untuk modal keria dan atae investasi usthe Kopkakoppeg) yeng
diteruskan ,kepeda sapgotenys  dilingkongan Perusahaan Swasta,
BUMN/D dan instunsi /lembaga Pemcriniab yang pombavaran gall
anggota koporast dimaksod melalul atau tiduk melaiui PT Bank Niaga,
Adapun kriteria kopkarfkoppeg yang layak mendapatkan kredit:

- Memiliki Badan hukum )

- Perusshaan induk adalah Instansiflembaga Pemerintoh, BUMN/D,
Perusahaan Swasta Masional atau Jembaga yang mapan

- Memiliki pengurus yang akiif

- Menyelenggarakan Rapat Anggota Tabwnan (RAT) minimal i
tahun torakiir ]

- Kinerja Kapkae/Koppeg menunjukkan adanys labafkeuntungan

Halaman I darid b

§
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B, Anguaela kaffamgi adalah  karyowanfpegawiel tetop yang maomiliki
standar ?mggzz;zan bakuw  di zm{am:ﬂcml}anaipﬂmsz igan  ompat
angma bekeria

U Sumber pembaynrespys dilaluken deagan cavs pumotongin gai
lingsung  uleh  berdabacewin srusshaan  wehadap  angmots
kapkarfkoppeg dinmaksud dan sefanjutoya disuiorkan ke FT Bank
Hiaga aoleh  Kopkar/Koppeg  dengan  herdusarkan  surat ki
pemolongan geif oleh bendaharawan gaji dimapa tempat anggola
kopkar/koppeg bekerja.

1. Pelnksunoon akad krediinya dilalukan oleh Kopka/Roppey,

I Imbal Jasa Penjaminan Kredit kepada Kapka/Koppeg éd”’d”’l‘% subayai

Berikut e
No. That | Jangln Wil Kyedit | Tard Dhabal Jues
i §.4, 1 thun §,50%
a W 21w 2 taling 1,50%
i 3T »2.3ishun —Li6% &
L 4 23 w4 mhun $ 0%
| > & 3 AN 4,00%

Imbal lasa Penjaminan dibaysrkan dengan cara nentransfernya ke
rekening Perumn Sarana Penpembangan Usaha Bandung dengan
nozor 130,0093074654 pada Bank Mandini Cabang Metro Jalan
Sockarno-Hatta No, 838 Bandung,

Adapun ketenluan iambahan vang mengikati adalah

&

b

;/,/59

.

4.

Anggola  koperast  calon pencrina. keedit [ Besstaus sebagal
karyswan/peguwail totap dan memilik mass kerja mndmal 2 tahun serta
jangka walkity kredit lebilr ket dibandingkan sisa musafumiur possin yang
hursanghkutan;

Surat kuasa darf anggota kepada bendabara instansi/icmbaga/perusshaan
untuk memotong gt karyawan/pegawai guna penyclesaian kewajibannya
pada Bank.

Daftar nominalif yang berisl neme-nama, take home pay (THP), besarnya
angsuran,  Jangks  wakty  den  jumial kvedit  muasing-masing
karyaw;zn!pcgawaz vang tolah distkomendasikan oleh kopomst atuu
nvansificmbaga/perusahaan.

?uﬁmjﬁéﬁ pengrbitan Sentiikat Penjaminan {8F) olch PT. Bank Niage
b Bundung kepmbe Pormn Saang difoogkapt dengan datedait schagat
borikot:

3. Hasil anaiisa singkat tentang kredit {executive sunumnary) duri Bank
A1 masing-nging Lop&arikc;}pm atau fnstansi/lembagaiperasahan.

v Daftar nominatif

¢. Folocopy Akad Kredit

d. Fotocopy bukli pembayaran Imbal Jasa Penjaminan

Mubumn 2 duet AL

Lo

Penjaminan Kredit..., Halida Nurina, FH Ul, 2009

W



Tugsenry Poagajas Kl
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}h

Mank ivings borhak wntek mengajukan Klaine kepodda Perum Sars
atsih
a7 Nasgabah sneninggel dunia tclapd bukan dischabkan karena bunuh
Ui %
i

é_’{)Nasahal} diterhentikan darl wmpat kerja (PHE) telap bukan
disebabkaa karena tindakan melawan hukum

=. Kredit dinvatskan macet gsesual ketentuan Bank Iudonsia

Sural Pengajuan Klains disampaikan eleh P Bunk Niags secan

tertulis selambat-lambatnya 2 (dua) bulan seiak tdmbulnya hak klaie,

vang dilengkagi dengsn:

a. Data Posisi lerakhiy piniaman nasabah

b, Surat keterangan Kematian darl Rumab SakivKelurahan dan karlu
lenlites nasabah bagi nosabah yang meninggal dunia, apabile
penuajian klaim disebabkan kematiar nasabah.

¢ Sural Keputusan PHK dari Instansi/tempatl nasabah bekerja dan
karin identitas nassbah bagt wasabah yaep di-PHK, apabila
ey kisim dischabkan PHE,

d. Basar Poechitungan jomlal Lredit yang dikdaim ditssngkan dalam
Berita Acara Kiaim yang ditandatangani PT Bank Niaga.

Klaimi yang dapat diajukan oleli PT Bank Niaga adalah maksimal

sebesar 100% dikaltkan plafond kredit (uniuk resiko kematian} dan

75% dikalikan plafond kredit untuk resiko PHK dan kredit macet)

Kepumtnsan  atas Kiair yang  diajukan PT Benk. Miags akan

disgmpaikan Porum Sarana selambat-lambatnyz 14 (empat belas) huri

techitung sejak herkas pengafuan klaim dari PT Bank Niags diterims

secara fengkap. :

Atay Kiaim yaug dapat disstujud, Permn Sarann akan memyampaikan

perseisjuarn kiaim {ersebut dalwm bentak keputusan klaim kepada P

Bank Miaga, surat iersebut memuat data fentang |

a. Jumlah Klaim yang digjukan oleh PT Bank Niaga

Sciak Kisims dibayar oleh Perum Sarens maku sisa kredit nasabah

O . Juntah Klainy vang sken dibayar oleh Perum Sarapa
&

schosar klaim yuag telah dibuyar oleh Perum Sarana terscbul beratth

O menjadi Phuteag Subrogast Peram Sarana
7

Sctelah  Klaim dibayar oleh Perum Sarmua maka PT Bank MNiaga
tetap borkowajiban sceara akiif melakukan upaya penagihan/penarikan
kembal jumlah kerugisn tersebmt, sampal funas. Untuk itu Perum
Sarana sccara otomatis memberi kuasa khusus kepada PT Bank Niaga

(&) Porwn Sarana  dan PT Bank Niags dapat joga melakukan upaya

peoagihan pivtang subrogasi, baik bersamaesama maupun sendiri-
sendiri dengan beban biaya ditanggung masing-masing,
Pemhayaran-pembaysran yang diterima davi Nassbah setelah adanys
pembayavan kaim haree disetor kepada Perum Satina sesual dengan
besarnya resiko ying dilanggung.

Halaman 3 dni d &

e
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HL Hok Klaim senjads Hapug dengan scadirinya apabiia

g P Bank Nisge tdak mengajukan kepada Perom Harana sewsh
jown 2 fedun) bulan takwon sejak imbulnys hak wintek meapgiukan
Kfaim E

. T Bank Niags tdak memungat dan tidak menyatorkan bnhal jass
PoRIININS )

¢. FT Bank Niaga fidek melengkapi berkas pengajuan kisim yang
dipersyaratkan dalam 2 {dua) bulan teshitung tanggal surat
poemiberitahuan darl forum Sarana

Sebagas tanda perselujuss stas keleatuan dan persyaratan ¢ gtas, dikarnpkas
T WHank Mises Cebung Basduag  meaysmpaikin tugspon ates §83 i
selusnbal-lmmbawya 30 {tga puluh) har kerja sejak Gingeal ditesimanys 853
i,

Demikian surat ini disampaikan. Alag kera samamya, divcapkan terima kazih.

PERUSAHAAN UJMUM
SARANA PENGEMBANGAN USAHA
Cabapg Bandung +
s i AOT TR
r, jf 5 o . i

o

[alaman 4 dast 4
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PERUSAHAAN UMUM ' _
SARANA PENGEMBANGAN USAHA

Sertifikat Penjaminan
" 03

Perusalman Umum Sarana Féngembmgm_t Usaha selagal PENJAMIN dengan ini
meppikatian diri polak menjamin hutang Terjamin pada Penerima Jaosinan.

PENERIMA JAMINAN

1, Jumiash Kredit
2. Inmalah Penjaminan
3. Janghe Waktu Krediy

4., fenis/Skim Kredit : Pm]mm'l'mksi Khusyus (FIK;

& Penggunaan Kredit : Pembiayaar Kebutuhan 27 Anggots Koperasi -
6. Tingkat Bunga : Segual Akad Kredit

7. Imbal Jasa Penfaminan/Fee TRp  5.440.000,00

£, Masa Pergaminan : esnal fangka Waktu Kradit

Uiterbitkan 4t Bandung
pada bnggsl @ 24 Mei 2006

PR D T ey T s e - e mea

I(epala Cabmg Kei;;'da Bagiam

Penjaminan Kredit..., Halida Nurina, FH Ul, 2009



RUANG CATATAN

3% ini diterbitkan dengan msrgjuk pada ketentuan-ketentuan dalany

1 Pergaminan keedit int berlaku untuk maksimal sebesar 75% (tujul puluh dima persen) darn keedit
yang direalisasikan unbuk resiko non jiwa antara lain resiko phk dun kredit macet, dengan pengertian
basar pembayaran kisim adaliah sebesar kerugian (pokok dan bunga) yang terlunggak dikalikan

dengan prosentase jumdah pepjasdrin kredit, dengan batas mtmggl»hnggmya sebesar kredit
yang direalisasikan dikalikan dengan prosentase famlak penjaminan.

2. Pergaminan Ind wajib untul merajuk dan memperhabikan atas ;

a. Perjanfian Penjaminan Kredit antara Perum Serana (d/h Perum PKK) dengan PT Bank Niaga No.:
PEK/EX7 2000 sanggal 22 Septeraber 2000.

b. Serat I’tersetz.zjt;an Prinsip Penjaminan Induk {893 Induk) ates Kredit yany Disslurkan Kepada
Koperasi Pegawai/Karyawan Neo. : */5P3/C 3711172004 tanggal 33 Maret 2604

< Surat Bank Nisga Ne.: - fUKM/BDG /2006 tanggal 10Mei 2006 peribal Pexmaohonan Fenerbitan
5P an. KPRI Gotong Royong - Sukabiaji Majalengka,

s Mepiadi Pertidiog bagl Penjomis. Penering Jaminan S Terjanin bahwg
L Apshile Tegunia tidek momenuhi Jorgl untuk meathayer by aisu meayelosatkan kewajibon perikalsnaya dengan f’mcnma lztinian, makn
penfemsin akin menysiscaikon gend rupt posdamingn (&imm} kepads Penertims Jaminan sesuni dengan keleniuan gong bk,

T {ipagan elsh diselesaibeanys gl regl penjassinan (Uulﬁ'}} aich Penfornin kepads Pencrimg Jamingn, Tedamin walib molisast hotanpsys yaag
weinh boratih mesiedi hak subrogssi Ponjamin,

5. Ponerima faminan e Panfamle waiih menagih kewajition kevangan Yorfamin sanspal lonos seoarn bersgma-sanig olew seodithsondin, ol

Lautar Pasat:
Tedung Sarans Penjsainan Julon Angkosa Bick B9 Kaw, 8 Kolo Hars Gander Kemayoras Sshana-10720, Tel, #2-2( 63540333
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LAMPIRAN SERTIFIKAT PENJAMINAMN
NOMOR: "~

“ 03 TANGGAL 24 MEI 2006

ATAS KPRI GOTONG ROYONG - SUKAHATI MAJALENGKA
Bordesarkan surat Bank Niaga Neo© JUKM/ BDG/ 2006 Tangpsl 10 Med 2008

Pekpk LT JRngka
Ho. HNars f Alamat Pinjoman Peajaminen | Wokiu Jita
Pemyshoa (£6! ) {Rin) Penjaminan
t JEUAD! 12006000 11950000 40 2040
2 DAAMAN RUISMANA 15000006 (1zs0000 46 204,600
3_|OOD SIRQIUDIN 13,560,080 11.250.500] B 204,000
4 ISYAMSUR 13,300,600 11256000 60 20 506
3 SUMARTA 13000000 11250080 60 204,060
6 IROSMINAH 150000000 i1,250,600 60 204 300
7 10U MAKSURQH 150065710 11,250,000, 6O 2040
§ LIS GUNARSIH 15,006,000 iLasgo0 60 | 204 0
5 INANANG RAHDIANA 15,600 01 11,250,000 _ s0 . 204 600
10 [ETISURYAT) 15800800 11250000 60 205,00
1 {YAHYA 15,000,000 11,250,000 60 204,06
{2 _ISUDIRMN IS600.0000 1523500000 40 204,000
13 [NANA ROSNAWAT! 15,300,509 11,250,000 60 . 204000
14 NANG KLRNIASTH 15,005,900 t1ese0cel 40 2646
15 ICHOERUDIN 15,060,600 11,250,080 40 204 600
16 IFAHIKIN 5000000 | ji2500000 Gp 204,500
17 1ANSORY 13,000,500 11,250,000 €0 2640
i% {UTiN BETIIRAWATI 15000000 Vipsomedl 60 [ 204600
12 LIAENUDIN 15.090,6030 11,256,000 &6 204,000
20 JITN SUPRIHATIN 15,000,200 11250000 40 264 08D
21 HIUSL JENENGSTH 15.006.0060 11.260,600] 40 204,008
22 IASMATY 15 690,660 13,250,000 - 63 204,800
23 |N.EQOH 15,000,500 11256008 60 204,000
24 _IMALIHO 15 000 100 i],250000 &0 254 nogl
73 IAHMAD LICIN SPD 15,600,660 11,250,000 60 204,800
26 |6, SUDITAPURA a0 jp250a00: 60 2040
27 _DAUSTORA 36 7.5680.000] 0 235@%
JUMLAN 000! 300,000,000 5,440,800
PERUSAHAAN UMLUIN
SARANA PENGEMBANGAN USAHA
Cabang Bandung
4 f::“":“'?'"““? ;
BN~ TR i N ST oY L
Repaly Cabang Kensla Baghan
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FORM - KLEL

1 FBKISMA-TTBDGRG0S Bandung, 23 Mei 2008
: 1 (s3%) get
; Pengnizan Klaim on KPR Gotung Roynng

Kepada Yih,
Fincabs Paruins Sarans Bandunyg

N Soekarng Halta Ro. 722 Gedabage
Bandunyg 40384

r

Sehubungan perhal tersebet o aias, bersama Nl Kemt sampalkan hal-hai sobagat berfket

i Kreditfperidayesn a.n  KPRI Golong Royong el Sukshali {gebitvr) vang telah berstistus
smocet {Kolekifbiltas 5) werhltung seiak 36 April 2868, Adapun kandist tunggaican angnien
Koperas! kingga saat Ihi sebaga beviit

= Tunggakan Pokok = Rp.  36.282.803-
v Tunggskan Bungd = Ry, 91976583,
s [Dends Pokok & Bunga a B 114969458 -
»  Totai Tunggakan = Rp.  BRIST.ZI0-

3. Tom! kerugin Bank Nizga per 23 Mel 2008 adaiah

v Pukek = Rp. 328,254,013,
» Yunggakan Bunga = b, 41.970.513,-
»  Dands Pokok & Bungs = Rp. . 11464454~
s Tetal Kerggian = Rp. 381.693,086,-

3, Sesual denger kefentuen Senifiket Peanfarsinan Perum Sarans Penpetnbangan Usahe
teriampir ¢ bawah 2tas kemacelan keedlt dimaksud, bBersama Inl mengajuksn permohongn
kizim sapesar 75 % dar] kersglan desgan memperhitungkan genda dangan deacian sehagal

Wi ¢
2 : Paingaiuar Klaim Bakuing!
o, | NoSedtifibat Tgt Terbat tRe - Or Karesian® Klakm (R p}
T 44 1IEE 03 74 Wi 2005 351 B0B.S8B8 ZR6.274.238 % | 360.008.000
Totat .
“Por 23 Melztsy

4. Sebamal bshan perfimbannen, besams i kaml sumpaien pula kelenprapan bekas
pengaitan KRim sssual dengan yang diahye dalen Perfac]ian Penlaminan Kredil yaits ;

LR

™

AsE Sertifikat Penlaminaa

Copy bukt] pelonasen pembayasan fosa penjaminan {telal: diklrimkon sebelumnya)
FPerhltungan bdidaken yann tesnuat Saizm Berlta Acara Kiaim (form wrlampir)
Copy Bl BE Cherking da per Mgt 2008

Posisl wrguakan setias sod user

Kuligns? tenea terfims darf end user

Oanvikizh kiranya maklum, A kerlusams yang Baik, kaml ucapien terima kash.

PT, Bank Mizga Thie

[N
Acceunt vfricer

T Argip

LKM Lontre Head -~ Bandun

Tando T ETa cgwfwﬁ 22 08
1))

it

Penjaminan Kredit..., Halida Nurina, FH Ul, 2009
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FORM - ¥LD2

BERITA ACARA KLATM

Pada hari inf Jumat, tangost 23 Mei 2008, kami vang bartanda tangsn dibawah inl |

Mama LA v

Jabtiatan UKH t.,entre Head amdung

Alprrat L RE Martadinats Mo, 134, Bandung
Nama w2 tpaa bn TR o g
Jabatan : UKF% Centre Head Bandung .
Alamat : M RE Markasdingta No. 134, Bandung

Teish mengadakan pemesiksaan setempat kepsda ¢

Nasabahfdebityy : KPRI Gotong Rayony) Kew. Sukahafl

fadan Hukum : Kopaarast

Kigsifikag 3 Kopehasi

Aamat LangKap : 3, Bangeran Muhsmad No &7 Kec Suiahall Malslengks

Terhadap Kredit yang diperolsh dord PT, Bank Nipgs Thk (kreditur} untuk kegarfuan  Hredi Modal
Karjn dan Iavestast veny difendin oleh Perum Sarana Pesgembingan Usaha {6/ Perum P dengen
Sertifikat Perdomviisan {SP) Nommr sepest veng sesual torhamelr pada Susat Pengajuan ¥ialm
Mo T USKISMA-UBOGINIS tanggsl 23 Med 2008, dimanz tolal maksimal geniaminan sebesar
Hin 300200000~ untok gokok pinjarfran sebesar Rp. 400.000.000,-.

Periangion kredit antara  PT. Baok Nlags Thi Goediur} dengan KPRI Gotong Rovong (GEBITIR) .

Mo . _No, Pen‘mjiaa ol

1 A20/PTH- 1B /2000 05 {15408

Dangan hasit pemerikeasn tersebut telah didopat dete dan kenyataan sebagal berlkat !

1.

2.

Pembayaran kembali k¢ Sank Nisga Udak lancer karens mekanisfine potoag gaji olek berdzhar
terhadag sasing-masing anggola tilek berjalen sepenuhnva.

Tunggokan dengan perincian :
= Tunggzien Pakok =8p,  36.962.803-
« Furgoakan Bungs = Rp,  AL870513
» Dendes Pokok & Bunga =Rp,  11.464.454,-
» Yo Yunggalan =Rp., 34,337,770,

Total ofs pinisman yang dijaminkan shrmpal dengen 23 Mal 2008 Rp 328.464.018,

PT. Bank Wiags, Thk telah membayar frsy jaminan Bareem Sarans sebeser Rp 5.8490.000.,- {Lirna

Juta Empat Ratus Smpat Pulub Riby Rupish) dan telsh ditensfer ke rekening Parem Sarana o

Bank Mandiri Cabang Metro Sandyng.

Sebob-sebab dari kemacelan tersebut adaiah :

+  Potong geii tidak berfaian sncar karena terdapst anggota koperast yang meminfar syl ke
BPR kanpa sepengetabiuan koperast dan dinas peadidikan,

= Pihak Sendahore Dinag tdok mau fogt mambant: groses pemotongsn gai end user untuk
pembayaran angsuran sehingga peminjafmah enggotaz ke keaditur selain kopevasi tdsk
terkonlrol. R

Langka%z»imgkah/upaya pespbingsn vang telab difakakan :
Collestion secars Intensif namun hasilnya tidak zepertt vany diharapkan. Collection dilakeksn
lanyswng ke kopurast staupun iz telspon,

+  Upays reschedule dan restructore telsh digjukan ke koperast tetapl koperas! Hidak dapat
memenulii persyaraten Benk yaltu penambahaa jaminan don sanyelesalan tunpgakan,

« Magipkikan reminder Kewaiiban dan memberikan Surst Peringatan hingoa peringatan terakhir,
namun debitur tetap Hdik depat memenubi kewsiibannya.

* ;mB,
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6. Agunan yanq dizgimpan Bank Niage adaish

Narmg drunan Hilzi agusian Jenis 1 Nemor 1 Tangust
Figucia 100% dari plafand | tagiban | 13 ] 05,0506

Sesuat dengen it Sertifikat Penjemifen f59) Perum Sarena o ates, muka atas keinacetan kredit
tersebut, ko sepakat unfuk mengaiukan klaim kepada Perum Sarans sebessr o
4. 75 % xRp 351608988 =Ry, 2862742385

Setaiah kinim dibavar aleh Perum Sarana, mizka semus sisa pinjaman Hdsk iagi dikentkan bunga,den
utardg FY, Bank Niaga ThK ate: PRI Gotong Rovany bersebut Berslh mensd plutang Penem
Sarana {plumng subregast) sefumle.; vang digaati/dibayar oieh Perum Ssrama. Segela fa aguaan yang
disimpan_di bank tetap disimpan o Bank ybs den hanya dapat dikembatikan Kepada KPR Gotoay

Royong dengsn pepseRiuan Semm. Samnes T T
Dermklan berts acera ini kamd bust dennan sebessmys don untuk digunaksn sebaglamana mestinys,

#T. Bank Péage Thk

Bencong URM Centre Hesd

. o Tlenead DN tiewes

Avoenst Oifiver .

P

Penjaminan Kredit..., Halida Nurina, FH Ul, 2009



i
E:

DATA POSIS! TERAKHIR PAISANAN NASABAH .
{LANMPIRAN SURAT PENGAJUAN KLAIM AN 27 DRANG ANGGOTA KPRI GOTONG ROYOHGS
= D Ay A T RN

i s TA AR gL o b m&wmwmke, p
AN e SEBanbd . [ o Dprgt vl = é_sm&u il

ngal e o Realisssiiods A N

D, a._i@x LI s D T MR ...dz.zﬁﬂgu
THReH00 | A | W0 TLUNsET{ LAISAsA;  4oA01 | HAIE
T I O I D T 2 = T W A
OMRDE T DN | 18000000 ( 1200001 | UATAEIA]  d3gH1T§ 1441713 1079556
A T W T R T SR R R
Tothats | Tl | 150050001 V20000t ] (573895t 4953171 443137130 18735 JGA|
Mok T0ders 1 T ST T L e T T Y )
HEG; 1 T0Maril | 16D00PYs | 103088611 1SISASE  Aagi7i  TASiSTET|  0JBe5h )
ecs | WGl ] 50000007 123038011 TSI T 498171 (43190121 0096284
10 ke T T TN R TR T R R RS
i0-Mal g8 OMeRl: 1 (6000000 ] (2505001 | 15138081  &paml | 4aTLI(Z] T0T45080
540106 11 15003000 (LRI 15730H 99171 1a15.0327 1D 735288
WMeds | IGREil | S5E00000] TENINIE SAIIASA} 429817} AFINE] 0795964
16155 10kt | 16000 TEAReg | IAFIAN | QST 1earig Haw&mgm_

IR

jChcendn : T I L A T I S T _

W fFedmn SEIGRGS | TAweds GaMAL | TOMe1l | 20000001 15300001 ] LOlhAOAY 4099171 TADINTIET  IDJI5I0R
TF_SRemon DEIISAED §  AMEAE 1 TOMe4s et TEORG000T T200A01 | ToTaRueY  AHEIT]  HATATIZY  ToisMe
18 i bk mavas - | TR 116603 ZCALb AT M YL T M S T R T L TR T
18 {itengan REE TR (LTI TN T N T T T L TR VAN R ¥
30 1 hn Supdios &1l a3 PAHILT T0-Aebt g o R G T T R T T
21 Ty Joheigen L T Tk | YOty | 15000000 | T20a001 | TAISAS| AaSIT| RIGI12] 10735280
72 Hhssmd HiEE prETEN oM Tt s IR A S I L e I
IV, Eeon QA JI0RA | ahdeon T08eE08 ] TONelT 00000 ] CeiR a1 TSTIRBRT  4EBIIT T T Wihea
74 ki BETIDGS | oAbeis | Toeias FrTReT] /o000 | 2wao ] S| e§nii ] gt Bisis
% joow Wihams R I A ORG-S 000000 | (0G0l | Laiiaet | amgi] weamn | WTaa
28 TN Sl TSR | simeoe L ORI | 1200981 [ STaIe T ATl Tk | 0 7s0.e8
= fssio Ui 03 T anwide i53eR0s | SONEl | 100000001 AJ0GOWT IENGF6df BSRI1{  SSI3408]  7.(6ik

EEEY] AT TRR000 | SI284N10 ] £LOTRE0) | 11450404 | MA0058 I¥T]]
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DATA POSISI TERAKHIR FINJAMAN HAGABAH
{LAMPIRAH SURAT PENGAJUAN KLAM AN 27 ORANG ANSGOTA KPR GOTONG ROYORG)

Fon, - s Hams Teranin 35 ,\ﬁm.mwenimmam-‘ﬁ? N 'gii’«"r:\'.vv’.i*s@ g, L e T eg R Kisdite e o ot "_ At
e ﬁf\d"v«’fq--’-'g?il%%'- e e e_}?_z:girwﬁzl:’,‘}}gﬁlw 71 LT empors b -d"*‘ 3 *551: :; T [ohange T Dendan -] < paR L il (A%
T |Sewrg L T - ,sﬂam' 42530 s
7| Wman Austste TR D | s R T 15%557& L N T M R
3 {Uo o GE1is | Jekergb hargh | qodett | 60009 (STSAR | e | HMaiAg
1 Evamse R A | ket TouaNe AL T MR W
E Tumats R T e I T L T W 7T ) M R TR Y
3 [Rogminah WA 08 | Sha W40 | (oMt | TAC00R00 | TRXSONT| Tarcsa) AZEBET} IAILTII] 10r950%
o Mkaioh BATIB6EY | 24erdd Oleigs | Obetl | (S0ND00] TEM@eot] 1a7A4et] 9] $adtaiiz) (G 5
b L Gonash GR0Y | aadele e (FMghis | 006200 | TEIAZ0]| 1PSRRG| ST |  WASIATIZ | 10734080
T NonmoRabtaas  § DA110a0s | Ziheids Thiaith | OMEE | (5000007 TPa0amnt ] TXeA: 4811 Baliiil eiseh
W EG Soryal BTHEQ | JiTeds e 1 TEMRAT | TEN00O0 | (ARt | TAA|  49%u | Se31a7ia | 107550
11 1aya QA T080F { 2w ileros bz 1 pMerss | 15000.000] TEOSH01 | (Arasdd;  NSSAU{ M4SAlg] 10435744
17 sSudaan GE LI 0Y | a6 VNG | TIDWBAT § TSDI0e | T Re0aT | TRIARk | ey | sk31aTii] Ten
13 INane Rowsewal I T TRRaE  §RAeRTL | 1500000 | 11001 ] 1508 DEETTE L ERERIE S
T4 TR Ratriamh GITInGE | haoh N T ST ST N L R TR T
15 _Choerdn BOITOBIN | ZAddelni WHeE | Toerry | TEOWn] FRavagul | LETASSA| RGBE | SA3i0i1a ] 1Iisab
% (Fain GATTRO 00 | Mes Hes | Theit | TAU00N00; (Aent | (ARIOA]  a3SAiT 130713 TOanaet
A7 tanses T I T I I T ) Y I ST T e
T8 Vil Bl fraveilh BITHeD | Jediois IO3MeFO5 | (oMb | 18000000 | TR0 | VAR | 42847 TASIITIRE V0. 30a00
1§ Taundin GAEIOB0s | 20WLE T T T M Y YT M T TR £ e
A [ Supdhan SOHEE | daals 100G 1 1odemd1 | 1N0DB000 | TLISoHL | IATSAOK | AFAtT} IALTU]  i0T0540
T doneaion A FRG 08 T Bhbes oW | MRt | ISTO0000 ] 1e09901 | \S7A00R1 42981/ T4SWJiZd 0099404
P BI04 | ddaaene L I W ) T I
35T Floh 1B 03 1 aehiee TN | Bl 17 (000000 | TP0TNL{ T57ad0 ] A1 | TASELIIZE 16736754
T LRI WL ST T I W T I M R L LR
45 [ Wi B4 145804 T THAE BEAL | ISDWAN0 | ISAT] I5aEA]  AAN ] MSHi1e]  IIRIE
7h i Sgtanira R oML Whedl T SO0 | VEqodor] LS/ABSA | ReRpti | Waiaite | 10730481 ]
5 aseh k60N | VAR Tibiews | TORertt | mba0n|  GiON] Todaca|  IBUATL]  BSGAIS] . T.{36A90
St AN A0S0 000 F SUBIANTR T A1018510§ TIACAAGE | JH1BIS.00% | 200,275,240
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@9 PERUSAHAAN UMUM
@B SARANA PENGEMBANGAN USAHA

Nomor PIC 32008 Bandung, 2" Juni 2008
Lampliran t | {zatu) Lembar
Perihal : Pengajuan Klaim Atas Nama ¥Kepada ‘z‘zi"zn
v EPRI Gotonge Royonp M) Ma]aiengks PT Bank Niaga
. L3EM Center Bandung,
/’}" HOR.E Martadinata Me. 134
Bandung 40113

8P3 Induk ataz Kredit Yang Disslurkan Kepada Koperssi P&gzzwazﬂ(.zu'y&wan
nomar :, TARRYC.IN2004 tanggal 30 Muret 2004,
Surat Bank Nisga nomor @ 5~ SK/SMA-I/BDGROGS tanggal 23 Mui 2008
peribal Pangajuan Klaim a.n. KPRI Gotong Royomg

Sehubungan dengan SP2 Induk den surat Saudars terssbut diatas, dapat kami
sampaikan hal-hal sebagsi berikut

a¢

ok

oW

Bendasarkas 8F3 Induk tersebnit di atas dapat dijeiaskan balwa Kredit kepada
Koperasi Raryawan/Koperasi Pegewal adalah kredit dari Bank Niagn kepoda
koperasi yang diterusken kepada anggsterya dilingkungan perusabaan (bukon
untuk modal kerja dan atou investast usaha kopkorfleoppey tersebut) sehingga
dipertukan dats yang lebik rinc mengenal klaim keedit atas nams KPR! Gotong
Royong yang disjukan kepada Perum Serana,

Untuk memproses pengajuae kaim tersebut, sesumi denpan §P3 Induk kami
tersebut diatas Kamd masit memeriuRkan data sebagai berikat

NG DATA YANG DIPERLUKAN KETERANGAN

1 | Peringiun tunppekan atas nama massing- § Forn terlamplr
« | masing angpols KPRI Gofong Rovong
(sebanyak 27 anggota)

Z | Rekening koran dan alan rekening pinjaman
v 1ates name KPRI Goteng Royong yang
kreditnys difzeminkan kepada Perum Samma
posisi dari saaf pencairan kredit sampal sant
ik {Mel 2008)

Bukti peaczivan kredit/penarikan vang oleh
KPRI Gotong Royong daii Bank Niaga.

Sesunl dengan pencairan kredit
vang dilskukan

Buktl tands fedims uang oleh 27 omng
angpota koperasi dart KPRE Gotong Royong

BSebagai bukd bahwa kredit tclah
diterima  oleh  masing-masing
anggota KPRI Gotonz Royong

Photocopy KPR dap Kartu Pegawat an, 27
orang apggote KPRE Gotong Royong yang
mendapat kredif dasi Bank Ninga

Sesuai dengan SP3 Induk babwa
Terjaminfanggota koperasi
adalah pegawsi tetap di svatm
instansif perusshean,

Bukti surat kussa potong gaji dsri masing-
meging  anggate {27 omng)  kepada
bendaharawan paji KPRI Gotong Royong

L T T LT S e

Penjaminan Kredit...,

Hal, 1 dari zg‘

Halida Nurina, FH Ul, 2009



3. Kami mohon agar permenuhan berkas sebagaimana pada butlr 2 (dug) tersebidt
diatas dapat kami terima selambat-lgmbataya 2 (dus} bulan dari tanges! surat ini,

Demikian kami sempaikar, atas her}é.sama:zya karmi ucapkan terima kasih,

PERUSAHAAN UMUM
SARANA PENGEMBANGAN USAHA

-

Hal. 2 dari 2

Penjaminan Kredit..., Halida Nurina, FH Ul, 2009



A HAMAANGGOTA : suam ANGGOTA KPRI GOTONG ROYONG)
B PLAFDND : 15,000,600
C WA : 60
£ BUNGAITHN : 3%
5 ANGRURANBULAN : 472,857
£ TANZEAL REALISAS) :
G TANGGAL JATUM TEMI :
JADWAL ANGSURAN REALISAS ANGSURAN A LI TUHGG AKAR
N On | HUNGR PALAH | BLVTRAT POROK T BUNGA | JUMLART AN [SEBENARNYA] POKAK | PUNGE 1 SHLAN

T RE D81, so0.488 | 267804 1. 422,057 14,864,643
BTN OGE . 1578511 2846063 422857 4 176,652
SLai, 0Bl 1405581 362752 |  4untay {3 EER aF
e Eeh 8L 13 oe0 ] Ziesei | 427657 14,452,907
Bl SEP TE1. 4607 | 2i8%e5 422857 14.258,775
SIOKT 061 G sag ] Zi4021 1 40d 857 12947604
FINCF 05] i5saey. . 271,169 | 422,857 13 596,24
8’5)58 g 54,558 a1 Az2Eal 13441650

JAN G7]  IBT,SAG 1  ZE5008 | 422,857 13654051
1 = N T 222 857 T
TR 7 “tesate | 2530t 457 139508858
ZEAPR O7] 468, 250,064 § 420 B8 {1 153,063
[ K Rt gAuBhy | AadBhy 15RO
e T4 45865 | 473 657 12,846 835
(E 7, 58 558 i@ﬁfasf 12 B3
BIAGH 67 185538 DaR.E08 ] 422 857 12,404,503
L8RP o7 3402 1 230455]  AzzBet 12,500 [0
BIoKT GF BE 617§ zasGib ] 4z sy 12,172,064
BINGE 071 " T.50 | ekt | A2B.85] IR
T OEG. b7 1 (94181 | 228,706 1 B22.847 7358
TLJAN OB 3 AV | o aes T uey §40.7487
SIFgn DB zoi8651 2t dp2l 4 ~ R w -
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§§§ BANK NIAGA

F 8K SME- B0G7 58

Bandung, 17 Juli 2008

i

Kepada Yih,
Parum Jaminan KredH indonesia
J, Beekarno hatta K,m. 12 No. 722

Gedebage - Bandung
Up. T

{F.epata Baglan)

Perihal : Kelengkapan Administrasi Proses Pengsjuan ¥laim KPRI Gotong Rovong

Deagan Hormat

Menuniuk sivat terakhir Perum Jamkrindo Mo 1809/ §/ C.3f Vi 2008 gt § Juni 2008 perihal Pengajusn
‘ Klaim ais KPRI Golong Royong, meka bersama ini kami sampaikan data vang diminta terkalt perihal
tersebut sebaga berikut

<§> Parincien Tunggakan atas nama masing-masing anpgola KPRI énmng Rovéng sebanyak 27 anggota)

3
3

4,

fekening Prisman atgs name XPRI Golong Royong veng kredilnya diiaminkan kepada Pensn
damidindo,

Rekening Korar yvang menuniukan buk pensairan kredit darf Bank Niags kepada KPRI Golong
Rayong.

Buk# fareda terfima uang oleh 27 arang anggeta Kogerasi dan KPRI Galong Royong.

Karte Pegawst alt 27 anggola KPRE Goteng Royong digantikan oleh Swal Pemnyatasn dadt Kepala
Dinas Pendidikan setempat vang meneranpkan bahws anggota Koperasi edalah pegawal ielan pada
firgkungan dines selempat. KTP #dek dapat kami fampirkan mengingal data terssbul lidak kami
syaraikan pada Roperast dan uniuk ssminta dang data lersebot sulit dilakuken mengingat lokas dinas
masing-masing pepawal vang menipakan geasguru lersebar i beberapa [okasi kesamatan.

Bukli Surat Kuasa Polong gajil dad masing-masing snggola (27 osang) kepada bendaharswan gaji
KPP Gotong Rayong.

Rami harap dokimen iersebul dapat membaniy terealisasinya Klaim yang kami ajukan.

Demikian kami sampaikan, lerima kagih alss perhatiagn das kerizsamanya.

Hormast karsi,
PT, Bank Niaga, Tbk / 77 lg ‘ UKM Centre Head Bandung
7 F 4
=1
.
e e ] P
B0k, WAnSH

[P PLROU Wiy S
Assiniant Vice Pretisint

L ROE MARTADMATA NG, 134 BANDUNG 40144 - iINCOMESIA
TELR {022} 4241852

[ SR Ty wh FT R
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1 Jamkrindo

aminan Xrodir Iindanhesioe
Nomor RACIVI2008 Bandung, 4 Jul 2008
Lampiran © | (sal) kel '
Perihal . Pembayaran Klaim z.a. KPRI
Gotong Rovong Kab. Majalengka Kepada Yih !
Pimpinan PT Banik Niaga
p LIKM Center Bandung

Hn, R.E. Mardadingiz No. 134
7 BANDUNG - 401 14

. &P induk alas Kredit Vang Disalurkan Kepada Koperasi Pegawal/Karyawan Nomor:
ABABPI/CI/H2004 wnpanl 30 Maret 2604,
Sertifikaz Penjaminan (SP) nomer : 04-1 166-00 tanpgs! 10 Mei 2006,
Surat Bank Miage nomar ¢ 288 KSMA-VBDGAGES tanpgal 23 Mei 2008 o Surat
41 /8K /SME-/BDG/OB 1anggat 17 Jult 2008

. Surat Kaei gomeor : 1S0%FAC3/V 22008 angpal 85 Juad 2008

Sechubungan dengan peribal seperti pada pokok swrat dan menunjuk surat
tersebut < atas, bersama ini Kami sampaikan bal-hal sebagat berikot

1. Perum Jaminen Kredit Indonesia (/6 Perumn Sarans Pengembangan Usabia) dapat
menyetujui permohonan klaim secaca parsial sebelum kredit Jatuh tempo atag nama

KPRl Geotong Royong Majaleagka vang diajukan oleh PT" Bank Niaga URM
Center Bandung.

2. Besarnya klaim yang dapat Kami setujul adalah scbesar 75% x Rp 68,933,362 atau
sebesar Rp 51.695.982,00 (terbilang : Limapuluh sas juls enamratus sembilan
puluh $embilan wibu “sembilanratus delapanpuiuh dus Rupiah). Pechitungan
sehapaimana terlampir.

3. Pembayaran klaim aken Kemi [akukan setelah Kami menerima rekeninp
periamgpungan yang dituniuk aloh PT Bank Nizga UKM Center Bandung,

Damikian kiranya maklum, Ates perhatian dan kerimsams vang baik, Kami
uecapkan terima kasih.

PERUSAHAAN UMLIM
aJAMBNAN KREDIT INDOMESIAL
Cabang Banciung,

(wn At

i(.:a?”a’ta Cabang S ’ Kepala Bagian
Tembusan Yih:
(3 Bapak Direktur Pengembangan Perum Jumirindn (Sebapal Laporan)}

Hol. | dari 1
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TLRIANIIAN ASURANSI KREDIT BANK

UNTUK

KREDIT US4XH4 KECIL

ANTARA

DENGAN .

[T o RO A BN

PT ASURANSI KREDIT INDONESIA

-
;

NOMOR

SERIT O BB I I T
“.:;-,-‘".f*:.. F.:l:-b H}l% E !I&:' é:p‘: .U
FT. ASURANSI KREDIT JNDONESIA
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PERIJANSIAN ASURANST KREDIT BABK
UHTUK KREDIT USAHA KECIL

ek A L e AL A s o ol A s s ke A A S e ol 4 ATt S, SV S . i Wb T T e A A S e e A S o T A S e A A o, Gl A VL R L W WO Tt e s P AR W

NOMOR : PAK.B/050

Pada hari imi, .......... %tanggal .......... para pibhak yang
bertanda tangan di bawah ini

1. wrsseswes, Selaku HIRERKTUR UTAMA dan .......,.., s¢laku
DIREKTUR Bank Dagang Hagara, daslam hal inl - masing-masirgy
bertindak dalam Jabatannya tersebnt Dberdasarkan Keputusan
Presiden Republik Indonesias nomor 97/H/1988 tanggal 23 April !
1388, selaku demikian secars bersama-sama berhak mewakili ‘
Direksi dari dan oleh karena itu berwenang bertindak untuk
dan atas nama Bank Dsgang Negara, berkedudukan ai Jekarta,
vang didirikan berdasarkan Undang-undang nomor 18 tahun 1968,
selanijubnya dalaw perjaniian ini disebut 2

e

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ TERTANCGUNG~- -

T, veiiveaenw,y Selaktl DIREKTUR HAHA dan . .-cecvse.x.; melakuy
DIREKIUR dari Persercan Terbatas vang akan disebnt, dalam hal
ini wmasing-masing bertindak dalam jabatanny& tarsebut berdaw
sayvkan Surat Keputusan Serz@aza Henteri Kenangan Rapnblik
Xndon&31a dan Gubernur Bank Indanesxa nanor 14 - 291

zdx?fKEP/GSi <

tanggal 28 thcher 19381, dan selaku d&mzkzan S8CArA DeYsSame -

sama hertindak mewakzli bireksl, dari dan oleh karena itu,
berdasarkan pasal 11 avat {2} dari Anggaran Dasar ?ersexoan
Terbatas tersebut vang terrmvat dalam Berita Negara Republik
Indonesia tanggal 10 Desember 1871 nomor 99 tambahan nomor

535, berwsnang bertindak untnk dan atas nama Persévoan Terba-~

tas Asuransi Xredit Indonesia {dzs;ngkat PF. Askrinde),
perkedidukan 41 Jakarta Jalan Cikini Raya nowar G- 101 . )
selanjutnya dalam perjanjian inl disebut : b

- e PENANGGUNG= - i e

R (s St

dengtan  ini TERTANGGUNG dan PENANGOUNG menyatskan sepakat
untuk mengadakan PERJANIIAN ASUERANST KREDIV BARR UNTUK KREDIT p
USAHA RECIL dengsn kKetentuan-ketentuan dan  syaral-gyarat i
sebagal berikut : ‘

——

BAB T
KEYERTUAN UM
PYasal 1
Arti Istiiah

Jika tidek ditentuvkan lain, maka dalem PERIANJIIAN ini vang dimak-

sud dengan

1. PERIANIIAN t Perianiian asuransi kredit
bank wuntuk kredit usaha
kecil antara TERTANGGUNG
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DEBITUR TERTARGGUNG

JUMLAH PRERTANGGUNGAN

JUHMLAH KERUGIAN TERTANGGUNG

JUMLAH RILAIH =
TANGGURGAR SENDIRI TERTANGGUNKG

DEKLARASY JUMLAH PERTANGGUHGAN

dengan FENANGGUNG yang
termuat dalam surat perjan-
jian ini beserta perubahan-—
perubahannya danfatan pendm-
bahan-penambahannya dan/atau

-pembaharuan~pembahaxuannys .

: Badan huakum, perserikatan
perdata atau percrangan yang
mendapat fasilitas kredit
dari PERTANGGUNG.

1 Plafond kredit {aasksisus
kredit} yvang tercantum dalam
perianiian Rradit antara
DEBITUR TERTARGGURG dengan
TERTANGGUNG.

Baki Bebest rekening piniaman
DEBITUR TERPANGGURG pada
TERTANGGUNG pada saat bime
buinva hak TERTARGGURG untuk
mengajukan klaiw kepada
PENANGGURG vyang merupakan
keseluruhan Jumlah keruglan
vang diderita - TERTANGGUNG
sebagai akibat tidak Qilund-
sinya kredit DEBITUR TER~
TANGGUNG kegpada TERTANGGUNG
vang terdiri dayi - pokok
terhutang ditapbah bunga,
denda Dbunga, biaya adminis-—
trasi bank yang diator dalam
perijanjian kredlt ‘entara

TERTANGGUNG dengan ' DEBITUR

TERTANGGUNG dan bhiaya-blaya
lain.

bagian dari JUMLAH KERUGIAN
TERTANGGURG  yang  diganti
oleh PENANGGUNG.

Bagian dari JUMLAH KERUGIAN
TERTANGEUNG wyang nmeniadi
beban sendiri TERTAHGOUNS.

: Surat permintaan penutupan

pertanggungan <oleh TERTANGw
GUHG kepada PENANGGUNG atas
kredit yang diberikan oleh
TERTANGGUNG kepada DEBITUR
TERTANGGUNG berdagsarkan
perjanjian kredit.
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#. NOTA PENUTUPAN PERTANGGUHGAN : ¥ota yang menyataXan kese-
fdiaan PENANGGUNG untuk
membarikan penutupan  poxr-—
tanggungan atas kredit vang
‘direalisasi TERTANGGUNG.

8. KREDIT + Kredit Usaha Keoil (KUK
yang diberikan ocieh TERTANG-
GUNG kepads DEBITUR TERTANG
SUNG,

B S

10, EREDIT LAIN . : Setliap Jjenis kredit diluvax
Xredit yang diberikan oleh
TERTARGGUNG kepada DEBITUR
TERTARGGUNREG.

et

Pasal 2
Obvek Pertanggungan

NPERTR 3 P e e b e 8

- Xredit vang dapat ditubup pertanggungannya berdasarkan peridanjian

waiib memenuhl persyaratan gebagai beyikut : .

1. Bahwa kredit yang dimaksud adalah Kredit Usaha Kecil (XKUR)

sebagaimana diatur d4dalam Surat FEdaran Bank Indonesla noady
26 /1 /UKK . tanggal 28 Mel - 1993, berikut segensp  Xetenthan .
tambahan dan perubshannys.

2. Kredit mebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal 1 adalsh ¢

i. Kredilt deru yvang diberikan oleh TERTANGGUNG kepada

o DEBYITUR  TERTANGGUNG terbitung munlal sejak tanggal
berlakunya perjaniian.

ii. Kredit vang berasgal dari konversi dan atau pembaharuan

- {rastruatnrzng) dan/atau perpan;anqan Arescheduling )

' atag fasilitas kredlt yahg télah diberikan sebelumiya
San yang penurut penilaian TERTANGBUNG wmasih dalaw
keadaan lancar.

iii, Kredit Usaha Kecil (KOK) yang diberiken oleh TERTANG-
CUNG daiam rangka Xkerda asama peuberian Xredit Usaha
Reeil (KUK} melalud pibak lain (pihak ketiga) wvang
balum mengadakan perjaniian asuransi kredit dengan pT.
Askrindo. Pelaksanaan penuvtupan pertanggungan | atas
kredit tersebut akan diatuy dalam satu perjaniian
tersendiri atan addendum antara PENANGGUNRG dan TERTANG-
GUNG yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat
dipisahkan dengan perianiian.

- iv. Kredit Usaha Xecil (RUR) vang dibsrikan oleh TERTARGw

* GUNG dalam rancke Keria sama yemberian Xredit Ussha

Kecil ({KUOK) melalul pihak lain (pihak ketiga} vyeng

telanh mengadakan perianjian asuransi kredit dengan PT.

Askrinde, dengan ketentuan !

a. Pelaksanrnaan penmuibupan pertanggungsn akan dilaksana-~

kan oleh pihak Ketigs tersebut.

b. TERTANGGUHG waiid mencantumkan kewaijiban pihak

ketiga untuk melaksanakan penutupan pertanggungan

i A,

F oMb vy
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asuransi kredit kepada PT. Askrindo, dalam perijaniie
an keria sama antara TERTANGGURG dengan pibak ketigs
tersebut.
Y. Tidak termasuk XKredit Usaha Keeil (KUK) yang diberikan

aleh TERTANGGUNG kepada :

a. Koperasi

b. Pegawai TERTANGGUNG untuk Eredit Pemilikan Rumah
gampal dengan tipe 70 M {tusuh puluh meter
persegi).

Penutupan pertanggungan atas kredit sebagaimana tersebubt pada

ayat {1} pasal ini dilakukan secara wajidb dan otomatis, yaitu
TERTANGGUNG waiib memintakan penutupan. pertanggungan kepada
PENANGGUNG dan PENANGCUNG waljib menberikan penutupan pertang-
gungan kepada TERTANGGURG.
palam hal TERTANGGURG Dbermaksud untuk nerealisast atau
memberikan kredit yanyg dapat dikategoriken sebagal XRredit
massal, maka TERTANGOUNG waiib. meminta persetuiuan secara
khusus dari PENANGGUNG terlebih dahinlu.
Yanyg dimaksud dengan kredit yang bersifat massal dalam per-
janjian adalah kredit yang diberikan dengan katanﬁaan sebagali
< berikut i
Lokasi useha gama atan mengelompok
_11* Sektor ekonomi sana
iii. Jaelah Qebitur atau, plafond kredit memeriuhi kriteria
' ‘sebagal berikut
a. Untuk bidang pertanian dalam artd luas adalah kredit
yang diberikan kepada lenih dari 100 {seratus)
debitur atan jumlah Xeseluruhan plafond Xkreditnya
windmal Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah}
b. Untuk bidanyg non partanian adalah kredit yang diber-

ikan kepada lebih dapri S0 (lima pulubh) debitur atan

jomlah késeluruhan plafond kyeditnya minimal - Bp.
1.0006.000,000,80 (satn milyaxd ruplah}.

iv. Ditindau daril aapek wanajenen, pemasaran, pewbelaniaan,
serta aspek teknis, usaha tersebut memerlukan pehgelo-
laan vang terkait satu dengan lainnya.

Bahwa pada dasarnya selain kredit tersebut pada ayat (1)
pasal ini tidak terdapat Kkredit lain antera PTERTANGEUNG
dengan DEBITUR TERTANGGUNG yang bersangkutan yang &ibuat
sesudah ditandatanganinya perjaniian kredit.

Dalam hal terdapat XRredit lain, maka kredit lain antara
TERTANGGUNG dengan DERITHR TERTANGGUNG yang bersangkutan yang
dibuat sesudah ditanddtanganinya perjaniian Xxredit waiib
dimintakan penutupan pertanggunqannya kepada PENANGGUNG,
dengan prosedur sebagal berikut :

i. Pernintaan penutupan pertanggangan dilakukan dengan
penggunakan  Surat Permintman Penutupan Pertanggungan
{8P3) dengan menggqunakan formulir sesuai dengan lampi~
ran IV perianiian.

i, Pengirviran Surat Permintaan Penutupan Pertanggungan
gebagaimana tersebut di atas, dilampiri dengan penilai~
an TERTAHGGUNG atas permohonan kredit darl DEBITUR
TERTANGGUNG vang bersangkutan,

Penjaminan Kredit..., Halida Nurina, FH Ul, 2009



PR

iii. Dalar hal PENANGGURG bersediza memberikin peonulupan
pertanggungan, maka PENANGGUNG akan wenerbitkan Nota
Penswaran {Quobation) yang memuat syarat«xyaxaﬁ< PEY
tanggungan antara  lain  terip preml pertanggungan,
tanggungan sendiril TERTANGGUNG serta waksimum jumlah
klaim vang dapat dibayar.

iv. Dalam hal Nota Pehawaran tersebut tidak disetuiul cleh
TERTEANGGUNG, maka berdasarkan persetujnan tersebut,
PERANGGUNG akan menerbitkan Nota Fenubupan ?arﬁanggunw
gan atas Rredit lain tersebut dengan syarat-syarat yang
sana dengan Nota Penawaran.

v. Dalam nal PENANGGUNG tidak bersedia memberikan penotu-—
pan pertanggungan atas kredit lain maka hal tersebut:
akan diberitahukan pula kepada TERTANGGUNG.

Pagal 3° .
Svarat~syarat Berlakunya Pertanggungan

1. Bahwa permintaan penutupan pertanggungan dilakukan oleh
TERTANGEUNG sesusl dengan ketenbuan pasal 7 perianiian.

2. Bahwa telah ada Nota Penutupan Pertanggungan yang diterbitkan
oleh PENANGOUNG untuk TERTANGGUNG sebagal bukti persetuiunan
FENANGGURS telah nemberikan penutupan pertanggungan.

3. Bahwa preml vertanggungan beserta sagenap biava lainnva
sebigalipana  tersebut pads pasal 8 dan pagal 8 g&xjany&arz
telah dibavar lunas, = :

4. Bahwa PENANGGUNG menyetuiunil dan mengikatkan dird wntuk menba~
yar klailm ‘yvang besarnya ditetapkan menurut ketentuan pada
pasal 12 perianiian.

5. Bahwa dalam hal Nota Penutupan Pertanggungan memuat ketentuan
kKnhusus yang menyimpang dari ketentuan perjaniian dan telsh
disepakati oleh TERTANGGUNG dan PENANGGUNG, naka ketentuan
knusus. yang tercantom dalam ¥Fota Pznutupan ?eztangqungan
adalah Xetentuan yang berlaku.

Pasal 4
Mulai dan Berakhirnya Risiko

Risike pertanggungan atas kredit yang ditanggung berdasarkan Nota
Penutupan Pertanggungan yang diterbitkan berdasarkan perjanjian
dimulai pada saat penarikap kredit oleh DEBITUR TERTANGGUNG dan
berakhir pada saat timbulnya hak TERTANGGUNG untuk mengajukan
klaim sasual dengan ketentuan pasal 10 perjaniian, atau pada saat
kredit dibayar lunas oleh DEBITUR TERTANGGUNG, tergantung mpana
yang terdjadi lebih dahulu.

BAR IX
IUAR PERTANGGUNGAN
Pasal 8
Riziko Kerugian yang Ditanggung

PENARGGUNG hanya dapat ﬁiw&jibkan memberikan penggantian keruglan
kepada TEWTANGOUNG, bllepans kerﬁqian vang diderita oleh TERTARG-
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GUNG disebabkan colebh salah satw dari hal-hal besrikat

I

2.

DEBITUR TERTANGUHKG tidak melunagi kreditnya Kepada TERTANG-
GURG pada saat Rredit yvang bersangkutan jatuh tempo.

DEBITUR TERTANGGUNG dinvatakan dalsom keadaan insolvent dan
unkuk itu hares mesenuhi salah satu davd hal-hal berikut'

i, DEBIPUR TERTANGGUNG dinvatakan pallit oleh Pengadilan
Regsyrl yang berwenany. -
ii. DEBITUR TERTANGGUNG dikenakan likuidasi berdasarkan

keputusan pengadilan yvang berwenang dan unibuk itu telabh
ditunjuk likuidatur.

iii. DEBITUR TERTANMGOUNG sepaniang uikan badan hukum ditem-
patkan dibawah pesngampuarn.

v, DEBITUR TERTANGGUNG wmempunyal sisa hutang sebagai
aklibat terdjadinya perdamaian antara TERTANGGUNG dengan
EEBITUR PERTANGGUNG,

DEBITUR TERTANGGUNG meninggal dunia dan kreditnya belum
lunas. -

DEBITUR TERTANGGUNG melarikan, diri atau menghilang atau tidak

iagi diketahul alamatnya. ;

Teriadinys penarikan kemball fasilitas kredit sebelusm jangka

waktuy Xredit berakhivr, kKhusug untuk kredit dengan Jangka

waktu lebih dari @ (satu) tahun, dengan gyarat bahwa penariw
kan kembali fasilitas kredit tfersebut nemenuhl salah zatu

katentuan bexikut : ’ i

i. Dimaksndkan untuk mencedgah atan menqurangl terijadinya
kerugian yany lebih besar apebila fasilitas kredit
‘tarsebut tetasp dilanjutkan, [

iy, Digsebabkan terdapal ketidaksesuaian afau penyimpangan
yang dilekukan olsh DEBITUR TERTANGEURG atas pelaksaw
naan penggunaan kredit dari Xketentuan-Ketentuan yang
tercantum dalam perianiian kredit.

Akibat hkencana alam antara lain bandir, gununyg melstus dan

gempa bumi, yvang meninmpa DERITUR . PERTAHGGURG dan/atau -usaha |

UEBTTUR TERTANGGUNG, yarng secara lapgsung atsupun tidak lang-

-sungy merpengaruhl dan mengakibatkan DPERITUR TERTANGOUNG tidak

dapst melunasi kreditnva.

Pasal €
Risiko Rerugian yang Tidak Ditanggung

PENANGGURG tidak menanggung risiko kerugian yang disebabkan oleh
salah satu darl hal-hal sebagal berikut :

1.

Reaksi nuklir, sentuhan radleaktif, radiasi, reakei inti atom
yang mempangaruhi dan pengakibatkan kegagalan usaha DEBTTUR
TERTANGGUNC wuntuk melunasl kredit tanpa memandang bagaimana
dan dimana terjadinya.

Kerugian yang diderite DEBITUR TERTANGCUNG vang disebabkan
oleb risiko-risikc agunan Xredit DEBITUR TERTAKGGUNG vang
wajib ditutup pertanggungannya dengan Banker’s Clause pada
pernsahaan asuransi Kkerugian dan dilaksanakan dengan nilail
penuh (fully insured) atauv minimal sane dengan pokck Kredit-
nya, dengan ‘jenis pertanggungan sebagai berikut. :

i Polis standard kebakarsn Indonesia.
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1.

ii. Polis kendaraan bermctor Indonesia dengan kondisi total
Loss Only atau ALl Risk.

iii. Polis asuransi rangks kapal lauwt {marine hull policy}
dengan Kondisl total Loss Only atau ALl Risk. ]

iv. Polis asuransi pengangkutan barang {(marine caygo poli-
cvl.

Terijadinya szalah satu risiko politik yang nmempengarahi dan

mengakibatkan Xegagalan usaha DEBITUR TERTANGGUNG untuk

melunasi kreditnya, yaitu

1. Demonstrasi, pergclakan massa, pemogoken dan/atan
pemboikotan tanpa menandang bagaimana dan dimans terja—
dinvya.

ii. Invasi atauw infilfrasi musah.
iii. Keadaan peranyg baik Pemerintah terlibat secara langsung

(fisik) mampun tidak terlibat secara langsung dengan
negara lain. “

iv. Perang sauvdara atau pemberontakan terhadap Pemerintah.
v, Tindakan tidek bersahabat yang dilakukan oleh suatu

kekuasazan negars asing.
Bencana alam yvangy oleh Pemerintah dinyatakan sebagal bencana

alam nasional.

PAB IIr
PELARSAHAAN PENUTUPAN PERTANGGUHGAN
20 G ioanial Pagal 7 0 -0
Pata Cara Penutupan Pertanggungan

TERTANGGUNG wajib mengajukan DeKlarasi Jumlah Pertenggungan
gsecara bulanan atas kredit yang telah disetujui dalsm bulan
takwin sebelumnya dan memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (1)
perijanijian.

‘Deklarasi Jumlah Pertanggungan waﬁib disampaikan kepada

PENANGGUNG selambat-lambatnya  tanggal 15 {lime bhelas) dari
setiap bulan dan bilamana tanggal tersebut jatubh pada hari
libur, maka diaxbil harl kerja berikutnya.

Deklarasi Jumlah Peritanggungan dibuat oleh TERPANGGUNHG dengan

memperhatikan hal~hal sebagai berikut : -

i. Untuk kredit bayru, Deklarasi Jumlah Pertanggungan
dibuat sesusl dengan lampiran I perjaniian. -

ii. Untuk kredit yang berasal dari konversi atsu switching
atau penmbaharuan kredit (restructuring), Deklarasi
Jumlah Pertanggungan dibuet sesual lampliran II perjan-—
jian.

iii. Untuk tambahan ateu penurunan plafond kredit dan/atau
perpanjangan Jangka waktu kredit dan/atau penjadwalan
kembali kredit {rescheduling) atas suatu kredit yang
telah ditanggung sebelumnya, Deklarasi Jumlah Pertang~
gungan dibuat sesuai dengan lampiran IIT perdaniian,

Deklarasi Jumlah Pertanggungan dikiriwkan kepada PENANGGUNG

dalam rangkap 4 (ewpat).

Terhadap Deklarasi Jumlah Pertanggungan wvang diajokan oleah

TERTANGGUNG, PENANGGUNG wajib menerbitkan Nota Penutupan

Partanggungan dan dikirimkan ke kantor TERTANGGUNG.
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Pasal 8 . ) ]
Tarip Premi Pertanggungan dan Biaya-biaya Lain

Tarip Premi Pertanggungan ditetapkap berdasarkan ketentuan

sebagaa barikat

i. Untuk jangka waktu pertanggungan ataun 3aﬁQka wakiu
kredit sampai dengan 6 {enam) bulan, ditetapkan sebessay
0,4 % {empat persepuluh persen}, dengan discount ¢,1 %
(s&&a persepuluh persen) sehinggas tarip preni partangm
gungan nette menjadl sebesar 0,3 % {tlga persepuluh
persen) dari jumlahn pert